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PRAKATA
Pertama sekali, penulis ingin menyampaikan rasa syukur 
yang mendalam kepada Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan rahman-Nya, maka pikiran penulis menjadi terbuka untuk 
dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Adapun judul buku 
ini adalah: Inyo Ajo Awak Juo: Solidaritas Primitif, Uang dan 
Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman, 2005. 
Buku ini amat menarik untuk simak dan pahami, karena 
di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa dinamika politik 
masyarakat rantau pesisir dalam berdemokrasi. Berdemokrasi 
langsung untuk memilih bupati dan wakil bupatinya. Apalagi 
itu pertama kalinya dilaksanakan di republik ini.
Dinamika Pilkadal Padang Pariaman 2005 memberikan 
pengalaman berharga, dimana kita semua harus senantiasa 
berbenah diri. Dinamika politik masyarakat pantai barat 
Sumatera itu memang memiliki ciri, pola dan karakter yang 
berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumatera 
Barat. Banyak peristiwa-peristiwa yang meanarik ditemukan 
dalam proses politik itu. Misalnya bagaimana manusia 
sesungguhnya paling tidak bisa menerima kekalahan, atau 
juga bagaimana manusia amat sangat mudah lupa dengan 
janji-janjinya. Bagaimana dengan kekuasaan dan jabatan 
orang saling menerka, bahkan juga kadang membunuh nilai 
kemanusiannya.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepadanya bayak 
pihak. Utamanya kepada KPUD Kabupaten Padang 
Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan 
DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kepada semua pihak 
yang telah banyak membantu penelitian dan penerbitan buku 
ini. Terutama dalam memberikan data dan informasi sehingga 
penulisan dalam waktu yang relatif singkat, buku dapat 
diselesaikan. Sekali lagi, penulis mengucapkan terimakasih 
kepada Ketua dan anggota KPUD Padang Pariaman, bapak 
Wirya Fansury, Rahmat Tuangku Sulaiman, Suhatri Bur, 
Alfikri Muklis, Syafrizal Harun beserta jajaran sekretariat 
KPUD Padang Pariaman yang membantu secara penuh 
mulai dari Pendanaan sampai kepada kebutuhan lainnya yang 
terkait dengan penelitian dan penerbitan buku ini. 
Dalam penyelesaian naskah ini, dengan segala hormat 
penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya pada 
berbagai pihak. Beberappa nama perlu disebutkan disini 
yaitu Ahmad Khairuddin, Efni, Altas Maulana, Bahren, dan 
M.Yunis, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan 
dan mentranskrip data-data. Tanpa bantuan, informasi dan 
kerja sama mereka penulisan ini tak akan tercapai. Penulis 
juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
di lapangan, terutama yang telah bersedia sebagai informan 
dalam memberikan informasi yang menarik kepada penulis. 
Pada akhirnya, penulis sangat sadar bahwa buku dari hasil 
penelitian ini banyak kekurangannya, sehingga dibutuhkan 
koreksian dan diskusi lebih lanjut terhadap hasil penelitian 
ini, terutama sekali upaya menjadikan buku ini berdaya 
guna bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik 
yang dihadapinya terutama konflik yang berkaitan dengan 
perebutan jabatan dan kekuasaan. Dari kesemuanya itu, satu 
hal yang pasti adalah tanggungjawab intelektual tetap berada 
di tangan penulis.
Padang, Agustus 2010 
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Kalau tidak ada yang pecah
maka 
Pecahkanlah 
sebuah gelas, piring ataupun mangkok
Itu biasa dalam sebuah pesta besar
dan 
Disitulah muncul 
dinamika dalam konflik 
Sebagai Hakikat 
dalam budaya Minangkabau 
Pesta besar itu nyaris saja ditunda. Berbagai intrik politik 
mewarnai proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 
Langsung di Ranah Piaman Laweh.1 Dinamika dan intrik 
politik itu terjadi mulai dari tahap persiapan sampai tahap 
pencalonan. Berbagai tindakan politik antar pasang calon 
kepala daerah untuk dapat memenangkan pertarungan politik 
itu menjadi fenomena menarik untuk disimak. Bahkan, intrik 
politik antar kelompok pasangan calon kepala daerah itupun 
berlangsung sampai pada tahap pelantikan calon kepala 
daerah terpilih. Maka tidak heran, pemilihan Bupati Padang 
Pariaman memunculkan sepenggal peristiwa politik yang 
relative dasyat dan dinamika politik yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan berbagai wilayah lainnya Indonesia 
umumnya, dan di Sumatera Barat pada khususnya. 
1 Piaman Laweh adalah sebutan lain terhadap Kabupaten Padang Pariaman. 
Piaman Laweh adalah Pariaman yang luas. Sebelum beberapa wilayah 
Kabupaten Padang Pariaman memisahkan diri (seperti Kabupaten 
Mentawai) dan atau bergabung dengan Pemkot Padang, Kabupaten 
Padang Pariaman adalah kabupeten yang terluas di Suamatera Barat. 
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Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat misalnya, 
pemilihan Gubernur tidak memiliki gejolak yang berarti. 
Dimana kemenangan pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis 
Rahman dapat diterima begitu saja oleh pasangan calon 
gubernur yang lainnya. Pasangan yang kalah seperti Irwan 
Prayitno-Ikasuma Hamid, Jeffrie Geofannie-Dasman Lanin, 
Leonardi Harmaini-Rusdi Lubis, dan Kapitra Ampera-
Dalimi Abdullah. Pada hari kedua penghitungan suara, 
Kapitra Ampera melalui siaran persnya, dengan ringan saja 
telah mengucapkan selamat kepada Gamawan Fauzi-Marlis 
Rahman, karena Kapitra Ampera menilai sudah ada indikator 
bahwa kemenangan itu sudah di tangan pasangan Gamawan 
Fauzi-Marlis Rahman. 
Dari empat pasang kompetitor Gamawan Fauzi-Marlis 
Rahman itu hanya pasangan Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid 
yang belum bisa menerima kekalahannya. Pasangan ini tidak 
serta merta melemparkan handuk putih dalam pesta pemilihan 
Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Artinya kalaupun 
ada gejolak dalam proses pemilihan Gubernur Sumatera 
Barat, itupun dalam skala yang biasa dan berupa riak kecil saja. 
Ketika sekelompok one-one dari Kecamatan Kuranji Padang 
yang tidak memilih dan merasa dirugikan oleh KPUD Kota 
Padang karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan 
alasan itu sehingga mereka melakukan demonstrasi ke KPUD 
kota Padang. 
Demonstrasi yang berjalan sekitar satu jam itu berakhir 
begitu saja, tanpa ada sebuah keputusan dan tindakan politik 
sesudahnya. Seteleh aksi itu, tindakan-tindakan politik yang 
lebih drastis dan tinggi tidak terjadi sama sekali di Sumatera 
Barat. Menyimak pola gerakan ini, meminjam istilah James 
Scott, pola aksi yang dilakukan oleh sekelompok one-one itu 
merupakan pola dan bentuk gerakan yang dilakukan oleh 
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orang-orang kalah, yang tidak bisa menggunakan perlawanan 
yang lebih terencana, berskala besar dan merubah keadaan2. 
Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 
Padang Pariaman. Pemilihan kepala daerah di daerah ini 
memiliki dinamika dan corak politik lokal yang berbeda. 
Jika dibandingkan antara Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Padang Pariaman maka pemilihan kepala 
daerah di Kabupaten Padang Pariaman memiliki gejolak politik 
yang jauh lebih tinggi. Salah satu kasus misalnya pada saat 
pencalonan. Ketika pasangan M. Iqbal-Yuliyus Danil tidak 
lolos verifikasi di tingkat KPUD Padang Pariaman, pasangan 
ini tidak menerima begitu saja. Melalui pendukungnya, entah 
murni, entah dibayar atau memang didasari oleh kesadaran 
politik yang tinggi, mereka melakukan perlawanan dan aksi 
protes terhadap kebijakan KPUD Padang Pariaman. 
Bentuk perlawanan yang mereka lakukan adalah dengan 
melakukan aksi demonstrasi, dan bahkan sampai menguasai 
kantor KPUD Kabupaten Padang Pariaman, sehingga 
gerakan itu sangat menggangu kelancaran kerja KPUD 
dalam mempersiapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Padang Pariaman periode 2005-2010. Gemppar 
Post, sebuah Koran dua mingguan terbitan Padang Pariaman 
menyebutkan bahwa Pendukung M. Iqbal-Yulius Danil 
“berang”, akibatnya Kantor KPUD Padang Pariaman disegel3. 
Dalam proses aksi demonstrasi dan penyerbuan ke 
kantor KPUD itu, terjadi pula tindakan pengrusakan atas 
kantor KPUD Padang Pariaman. Pengrusakan terhadap 
kontor itu tentu saja akan berkembang menjadi persoalan 
hukum. Dimana sebagai asset negara, tentu tidak boleh 
dirusak oleh siapapun, maka atas dasar itu pula kemudian 
2 James Scott, Senjatanya Orang-orang Kalah. Jakarta: Obot, 2001.
3 Surat kabar Gempar Post, Edisi 09-24 Mei 2005.
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tindakan demonstran itu akan diusut oleh pihak kepolisian 
Padang Pariaman. Tindakan pengrusakan itu dilaporkan oleh 
KPUD Padang Paraiaman melalui Muhadek Salman selaku 
Sekretaris KPUD Padang Pariaman4. 
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari pihak 
KPUD Padang Pariaman selaku lembaga penyelenggara 
pemilihan kepala daerah, tidak lolosnya M. Iqbal-Yulius 
Danil sudah melalui aturan dan mekanisme yang sah, sesuai 
dengan aturan hukum. Menurut Wirya Fansuri, selaku 
ketua KPUD, tidak lolosnya M. Iqbal-Yulius Danil karena 
pasangan ini tidak melengkapi persyaratan adiministrasifnya. 
Dimana tidak dilampirkannya ijazah asli Sekolah Dasar M. 
Iqbal. Hal itu Sesuai dengan aturan dan mekanisme Pemilihan 
Kepala Daerah yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 
2004 dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 
06 Pasal 38 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah5. 
Bagi kelompok yang merasa dirugikan, alasan-alasan yang 
dikemukakan KPUD Kabupaten Padang Pariaman itu tetap 
tidak masuk akal bagi mereka, sehingga mereka melakukan 
serangkaian demostrasi dan memperkarakan KPUD Padang 
Pariaman melalui jalur hukum. Dalam konteks inilah, buku ini 
mencoba membahas dinamika politik lokal dalam pemilihan 
bupati dan wakil bupati yang terjadi di Kabupaten Padang 
Pariaman tahun 2005. 
Persoalan yang menarik dari setiap perlawanan itu adalah 
kelompok pendukung masing-masing pasangan calon kepala 
daerah itu. Kelompok pendukung pasangan calon kepala 
daerah itu umumnya banyak yang berasal dari daerah asal para 
calon-calon kepala daerah itu sendiri. 
4  Surat kabar Post Metro, tanggal 12 Mei 2005.
5  Surat kabar Singgalang, tanggal 11 Mei 2005.
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Untuk memahami solidaritas sosial dalam masyarakat 
Minangkabau, agaknya solidaritas sosial itu sangat menentu-
kan dinamika dan gejolak politik yang berkembang. Ikatan 
primodial yang terbangun tersebut sangat menentukan corak 
perlawanan politik yang ada. Mereka akan merasa terhina, 
jika orang kampung mereka dirugikan, dikalahkan ataupun 
dilecehkan oleh calon lain yang tidak ada hubungan primordial 
itu, sehingga mereka secara tidak masuk akal atau irasional akan 
melawan kelompok yang lain yang berada di luar diri mereka. 
Dalam beberapa kasus lain, seperti kasus bacakak banyak6 di 
pedesaan Minangkabau, hal ini memperlihatkan pola dan 
corak solidaritas sosial yang primitif. Salidaritas primitif yang 
lebih bersifat solidaritas, sedarah, sekaum dan sekampung, 
sehingga dalam setiap persoalan yang ada, diselesaiakan 
secara fisik7. Minangkabau memiliki corak budaya yang 
bersifat solidaritas primitif itu sebagaimana terungkap dalam 
pepatah petitih yang mengatakan; Tagak kaum, mamaga 
kaum; Tagak suku, mamaka suku; Tagak kampuang, mamaga 
kampuang; Tagak nagari, mamaga nagari; Tagak koto, mamaga 
koto (kelompok membela kelompok, bersuku membela suku, 
berkampung membela kampung, bernagari membela nagari, 
berkata membela peketakaan). Dalam kasus pemilihan kepala 
Daerah di Padang Ariaman, warna ini cukup kental. 
Pepatah petitih adat di atas memperlihatkan dua hal 
penting yaitu pertama, pentingnya pembelaan terhadap kaum, 
kampung atau nagari. Hanya saja, corak pembelaan yang 
terjadi dalam masyarakat seringkali tidak rasional, sehingga 
ketika terjadi percekcokan dua remaja antar dua nagari, 
6 Bacakak Banyak adalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat 
yang dipicu oleh perselisihan antara dua kelompok masyarakat yang 
dilaterbelakangi oleh pengusaan terhadap aspek ekonomi, social, politik 
dan budaya.
7 Ali Abdul Wahab Wafi, Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. Jakarta: 
Grafiti Press, 1986.
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maka sudah menjadi potensi konflik untuk bacakak antar 
kampung. Ketika dua anak muda bersentuhan, dan secara 
tidak sengaja terinjak kakinya ataupun karena alasan lain 
seperti mengganggu teman dekatnya saja, maka hal itu sudah 
menanam bibit untuk perang kampung. Apalagi konflik laten 
sebagai sumber seperti batas nagari, penguasaan sumber daya 
alam, maka konflik besar jauh lebih mudah dapat disulut 
dalam masyarakat8.
Sentimen kesukuan, sekampung-kedaerahan atau nagari 
pun muncul amat mencolok dalam proses pemilihan kepala 
daerah. Pasangan M.Yusuf-Isril Berd mendapat sambutan 
dan dukungan yang kuat dari masyarakat dari Kecamtan 
Sungai Limau, karena M.Yusuf adalah calon yang berasal 
dari Kecamatan Sungai Limau. Pasangan Muslim Kasim-Ali 
Mukhni mendapat dukungan dari Kecamatan Pauh Kambar 
karena Muslim berasal dari kecamatan itu. Begitupun dengan 
pasangan Jasma Joni Datuk Gadang-Herman juga mendapat 
dukungan dari masyarakat Sicincin karena ia berasal dari 
daerah itu. Dengan demikian fenomena yang bermuatan 
SARA amat mempengaruhi perilaku politik masyarakat di 
daerah rantau Minangkabau ini. Kesamaan daerah asal atau 
nagari, suku dan seterusnya sangat menentukan dalam gejolak 
politik yang ada.
Kedua, tidak adanya pembelaan di tingkat kecamatan 
ataupun kabuapaten. Budaya masyarakat yang yang menganut 
sistem Adat Salingka Nagari, membuat antar satu nagari 
dengan nagari lain tidak memiliki hubungan politik yang 
nyata, sehingga dalam banyak kasus, dinamika perlawanan 
hanya terbatas pada satu nagari saja. Jikapun ada nagari lain 
yang melakukan perlawanan, itu sifatnya sudah dimobilisir 
oleh para elite sehingga menjadi perlawanan didasarkan pada 
8 Zaiyardam Zubir; Pemetaan Potensi Konflik dan Skenario 
Penanggulangannya. Padang: Penelitian Dasar Dikti, R2004.
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kepentingan elite atau polical interest dan tidak murni lagi 
sebagai sebuah corak dinamika budaya, akan tetapi lebih 
bersifat politis9. 
Dalam pemilihan bupati dan wakil bupati misalnya, 
dinamika yang terjadi juga berasal dari kelompok yang tidak 
lolos dari verifikasi calon bupati. Seorang calon yang merasa 
dirugikan misalnya, kemudian melakukan berbagai tindakan 
politik untuk menuntut KPUD untuk meloloskannya menjadi 
calon. Namun, KPUD dengan alasan yang masuk akal tidak 
mau meloloskan calon itu, sehingga perbedaan ini kemudian 
menimbulkan sejumlah gejolak dalam pemilihan Bupati dan 
Wakil bupati Padang Pariaman. 
Terlepas benar atau salah, sebagai sebuah pesta besar dan 
baru pertama pula dilakukan, adalah wajar terjadi berbagai 
persoalan di dalamnya. Bahkan, kalau mengikuti alur yang 
berkembang dalam budaya Minangkabau, konflik yang 
terjadi seperti itu haruslah dipelihara dan dikembangkan. 
Masyarakat Minangkabau adalah entitas masyarakat yang 
menganut filosofi bahwa konflik merupakan upaya menuju 
integrasi10. Dalam bentuk lain dikatakan bahwa kalau tidak 
ada yang pecah, maka pecahkan sebuah gelas, piring ataupun 
mangkok. Hal-hal seperti itu sudah biasa dalam sebuah pesta 
besar, apalagi dalam tingkat pemilihan bupati dan wakil 
bupati itu. Jika disadari pola kebudayaan Minangkabau, maka 
dari situlah muncul dinamika dalam masyarakat, dinamika 
menuju pada konflik untuk mencapai proses integrasi dalam 
masyarakat. Dalam sebuah petatah Minang dikatan; “Basilang 
Kayu dalam Tunggu, Makonyo Api bisa Ka Hiduik11. 
9 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang 
Sedang Berubah.Sumatera Tengah: 1784-1847. Jakarta: INIS, 1992.
10  Taufik Abdullah, “Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Konflik di Minangk-
abau” dalam Taufik Abdullah, (ed) Sejarah dan Masyarakat: Lintasan 
Historis Islam di Indonesia. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987.
11 Ungkapan petatah-petitih itu dapat diartikan perbedaan yang tumbuh 
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Hakikat dalam budaya Minangkabau justru terletak pada 
dinamika dalam konflik dengan tujuan membentuk integrasi 
dalam masyarakat. Jadi, budaya yang dikembangkan adalah 
budaya musyawarah, yang jelas sekali perbedaannya dengan 
budaya Jawa. Dimana di Jawa, proses integrasi sosial lebih 
cenderung berkembang melalui proses damai. Perbedaan 
dalam masyarakat dianggap sebagai tabu, sehingga ada upaya 
untuk menyatukan berbagai aliran, pemikiran, sebagaimana 
berlangsung selama Orde Baru. Konflik-konflik seperti ini 
kemudian secara nyata terjadi dalam pemilihan mulai dari 
legislatif, presiden dan wakil presiden, sampai pemilihan 
bupati dan wakil bupati. 
Hal yang menarik lagi dalam proses pemilihan bupati 
dan bupati kali ini adalah keterlibatan masyarakat secara 
keseluruhan. Pemilihan Bupati Pariaman menerapkan pola 
pemilihan langsung sebagaimana yang terjadi di seluruh 
pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala 
daerah langsung sebagaimana yang telah diatur dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
UU ini secara tegas menyebutkan dalam pasal 56 ayat l 
yang berbunyi: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil”12.
Perubahan yang dahsyat itu tidak hanya menimbulkan 
intrik politik di tingkat elite, akan tetapi juga berkembang di 
tingkat bawah atau grass roots. Perebutan suara yang sangat ketat 
dan setiap orang memiliki hak suara, menjadikan kebijakan itu 
menjadi sesuatu hal yang penting. Jelas sekali bahwa pola dan 
dalam masyarakat merupakan strategi untuk menumbuhkan dinamika 
dan kemajuan bagi kehidupan anak nagari.
12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, Pasal 56 ayat 1.
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sistem pemilihan kepala daerah langsung itu secara siknifikan 
mempengaruhi dinamika politik lokal di Kabupaten Padang 
Pariaman. Fenomena kompetisi dan konflik masyarakat lokal 
jauh lebih tinggi ketika dilangsungkannya sistem pemilihan 
kepala daerah yang baru itu. Keterlibatan masyarakat secara 
emosional dalam pemilihan bupati dan wakil bupati jauh 
lebih kuat dibandingkan pemilihan kepala daerah dengan 
sistem perwakilan seperti yang selama lebih kurang 30 
tahun kekuasaan Orde Baru. Atau system pemilihan kepala 
daerah itu juga lebih melahirkan dinamika politik lokal yang 
relatif tinggi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 
Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap 
I dan II.
Di samping itu, dibandingkan dengan pemilihan kepala 
daerah dilaksanaan di kota dan kabupaten di Sumatera Barat, 
yang dilangsungkan secara bersamaan dengan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Pariaman, 
dinamika politik di daerah relatif lebih tinggi. Mulai dari 
proses awal dan bahkan sampai sekarang masih terdapat 
dikotomi antara pihak legislatif dan eksekutif. Dikotomi sikap 
politik itu amat dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dan 
sikap politik dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati 
Padang Pariaman. Di satu pihak, Forum Lintas Parpol dan 
DPRD Kabupaten Padang Pariaman menginginkan Pilkadal 
dilanjutkan, sementara itu di pihak lain KPUD Padang 
Pariaman tetap dengan keputusannya untuk tidak menunda 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 
Sikap KPUD Padang Pariaman itu dibenarkan oleh 
Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf melalui 
suratnya yang bernomor 120/1523/SJ. Surat Mendagri itu 
merekomendasikan kepada Gubernur agar KPUD Provinsi 
Sumbar, Ketua DPRD Padang Pariaman, dan KPUD 
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Padang Pariaman agar pemilihan kepala daerah tetap 
dilangsungkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada 27 
Juni 2005. Kebijakan KPUD Padang Pariaman itu kemudian 
mendapat protes dari kalangan Partai Politik. Mereka menilai 
KPUD Padang Pariman tidak transparan dan adil dalam 
menjalankan tugasnya. KPU Padang Pariaman tidak netral 
dan independen dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak 
lulusnya pasangan M. Iqbal-Yulius Danil, yang diajukan oleh 
Partai Golkar dan PKS dalam tahap pencalonan.
Jika diamati secara seksama proses pemilihan bupati dan 
wakil bupati Padang Pariaman, daerah ini memiliki karakter 
yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Kelompok-
kelompok yang bermain dalam suksesi kepemimpinan 
kepala daerah melakukan intrik-intrik politik tersendiri 
untuk memenangkan kelompoknya, baik secara terbuka 
maupun secara tertutup, baik secara bersih maupun secara 
gelap atau black compaign. Bahkan, pembusukan karakter 
calon lawan juga tergambar secara nyata selama masa-masa 
kampanye. Persoalannya adalah apakah ini sudah menjadi 
budaya masyarakat Pariaman ataukah hanya letupan sesaat 
untuk memenangkan calonnya, sehingga dapat menjawab 
pertanyaan, apakah masyarakat Pariaman benar-benar 
memiliki sifat terbuka dalam berpolitik. Dengan dasar itu 
pula yang menyebabkan masyarakat Pariaman menganggap 
enteng dan ringan saja melakukan pembusukan karakter atau 
black compaign terhadap lawan politiknya. Temuan lapangan 
jelas sekali memperlihatkan indikasi yang kuat dari setiap 
calon dalam membusukan lawan politiknya. Namun demikian 
yang teramat seksi juga untuk diungkap, mengapa dinamika 
politik lokal yang tinggi itu tidak melahirkan subuah konflik 
massal yang meninggalkan percikan darah dan korban jiwa. 
Dimana Pilkadal Padang Pariaman 2005, akhirnya dapat 
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dilaksanakan dengan lancar, yang ditandai dengan terpilihnya 
pasangan bupati dan wakil bupati Padang Pariaman. Tidak 
seperti pelaksanaan pilkadal di Tuban dan di beberapa daerah 
lainnya di Indonesia. 
Berangkat dari fenomena itu, maka dinamika pemilihan 
kepala daerah langsung atau selanjutnya disingkat dengan 
pilkadal di Kabupaten Padang Pariaman amat menarik untuk 
dilakukan, karena momentum Pilkadal itu baru pertama 
kali dilakukan. Penelitian itu akan mencoba merekonstruksi 
terhadap proses Pilkadal itu. Rekonstruksi itu dapat menjadi 
saksi hidup bagi generasi mendatang di Padang Pariaman 
khususnya dan Indonesia umumnya. Di samping itu, 
penelitian ini dapat juga menelusuri dan mencatat hal-hal 
yang amat penting yang tidak terungkap ke publik berkaitan 
dengan pelaksanaan Pilkadal Padang Pariaman, terutama 
yang berhubungan dengan intrik politik yang berkembang 
dalam proses penyelenggaraan Pilkadal itu, yang akhirnya 
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PADANG PARIAMAN




Dalam jiwa nan merdeka
1.  Kondisi Sosial dan Budaya 
Bisakah alam membuat masyarakat manja atau sebaliknya 
alam membuat mereka cenderung lebih dinamis. Sulit juga 
untuk menjawabnya secara gamblang karena akan banyak 
indikator yang akan dijadikan sebagai bahan pijakan. Pariaman 
sebagai daerah yang terletak di pesisir barat mempunyai 
geografis daerah yang unik. Dimana terdapat sebagian 
daerah yang berada di sepanjang pantai dan sebagian yang 
lain terletak pada wilayah daratan pedalaman. Tentu dengan 
kondisi geografis yang berbeda itu akan melahirkan pola dan 
corak kehidupan masyarakat yang berdeda pula. Perpaduan 
antara dua kondisi geografis itu, antara daerah pantai dan 
daratan atau pedalaman bisa membuat masyarakatnya 
jatuh pada dua pilihan, menjadi masyarakat yang statis. 
Atau sebaliknya perpaduan itu akan membentuk dinamika 
dalam masyarakat Padang Pariaman. Samuel Huntington 
dalam satu pernyataannya menyebutkan bahwa alam yang 
subur akan membuat masyarakat statis karena mereka lebih 
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mengandalkan sektor pertanian saja, sedangkan alam yang 
gersang dan tandus akan membuat masyarakat harus bekerja 
keras untuk dapat bertahan hidup. Barangkali Huntington 
membandingkan antara masyarakat Eropa yang harus 
menghadapi empat musin yang berbeda, sedangkan Indonesia 
atau daerah yang dilewati khatulistiwa tidak memiliki musin 
yang berbeda secara tajam, sehingga membuat masyarakat 
lebih statis. Hal seperti itu juga berlaku pada letak geografi 
Padang Pariaman yang tidak mengenal perbedaan iklim yang 
tajam, sehingga dengan demikian daerah Padang Pariaman 
bisa jadi termasuk ke dalam masyarakat yang bersifat statis. 
Sesungguhnya, secara geografis Kabupaten Padang 
Pariaman termasuk ke dalam wilayah yang cukup kaya, 
baik dari sumber daya laut maupun yang berasal dari hasil 
alam daratan. Gambaran yang menarik tentang geografi 
Padang Pariaman dapat ditemukan dalam visi dan misi 
dari salah seorang pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Padang Pariaman M. Yusuf, S.H. dan Prof. Dr. Isril Berd. 
Kelihatannya hal itu berasal dari pemikiran Prof. Dr. Isril 
Berd, yang latar belakang ilmunya adalah sebagai profesor 
pertanian dari Universitas Andalas Padang. Dalam visi misinya 
dikatakan bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah 
yang beriklim tropis basah yang banyak dipengaruhi musim 
kemarau dan musin hujan. Kabupaten ini terdiri atas daratan 
dan lautan dengan luas sekitar 1.328,79 km, lebih kurang 3,15 
% dari luas provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah pantai, 
Padang Pariaman memiliki garis pantai sepanjang 60,50 Km13. 
Mata pencaharian utama penduduk Padang Pariaman 
bergerak di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan 
perikanan. Sebagai wilayah pemerintahan kabupaten, sebagian 
besar penduduk Padang Pariaman tinggal di daerah pedesaan 
13 Lihat dalam Visi misi M. Yusuf SH dan Prof. Dr. Isril Berd.
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sehingga mata pencaharian yang dominan adalah pertanian. 
Melihat kebijakan penguasa Indonesia yang tidak berpihak 
kepada petani, kehidupan petani di pedesaan di Padang 
Pariaman juga tidak memperlihatkan tingkat kemakmuran 
yang berarti. Hanya saja, ketidakmakmuran penduduk tidak 
diperlihatkan secara nyata dan fulgar. Akan tetapi, muncul 
dalam bentuk corak dan dinamika kehidupan sosial tersendiri. 
Bahkan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya yang 
kurang beruntung itu, seakan tenggelam dengan dinamika 
dan corak kebudayaan di Padang Pariaman.
Hal itu dapat dilihat ketika masyarakat Padang Pariaman 
melakukan upacara perkawinan. Pesta perkawinan, sebagai 
salah satu aktifitas budaya yang bersifat keduniawian, 
masyarakat bisa saja menghambur-hamburkan uang. Demi 
sebuah gengsi, mereka juga mau menjual dan menggadai harta 
pusaka dan sejenis benda berharga lainnya (emas, perak dan 
berlian). Gengsi dan nama baik sesuatu yang amat penting 
dalam pandangan sebahagian besar masyarakat di daerah ini. 
Akibatnya, kebiasan itu mempengaruhi proses dan dinamika 
masyarakat Padang Pariaman ke arah yang lebih baik menjadi 
terhambat. Pada hal, jika kemampuan meterial (uang) itu 
diarahkan pada unit usaha yang produktif, kemajuan ekonomi 
dalam masyarakat bisa jadi hasilnya jauh lebih berkembang. 
Namun, tuntutan adat untuk harus mengeluarkan uang dalam 
setiap acara adat yang kadangkala lebih bersifat ria, hedonistis, 
dan demi sebuah gengsi serta kemegahan, membuat mereka 
berlomba mengeluarkan uang untuk sifatnya yang konsumtif. 
Daerah yang tidak begitu subur dan juga rawa-rawa, serta 
keterbatasan lahan membuat penduduk Padang Pariaman 
banyak mengadu nasib di rantau orang. Hal itu disebabkan 
oleh kondisi kampung sendiri tidak menjanjikan kesuksesan. 
Akibatnya, jumlah penduduk Padang Pariaman di rantau 
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juga tak kalah banyaknya dibandingkan dengan yang tinggal 
di kampung. Penelitian yang bersifat kuantitatif jumlah 
penduduk Padang Pariaman yang berada di kampung dan di 
rantau sejauh ini belum dilakukan secara mendalam, sehingga 
ungkapan-ungkapan di tengah masyarakatlah yang menjadi 
pijakan. Misalnya begini, ketika melakukan wawancara 
dengan masyarakat di berbagai kampung di Padang Pariaman, 
dengan pertanyaan, ”Mana yang lebih banyak orang Pariaman 
di kampung dengan di rantau”, mereka umumnya banyak 
menjawab banyak di rantau. Bahkan berbagai anekdot muncul, 
seperti Neil Amstrong seorang astronot berkebangsaan 
Amerika yang pertama sampai mendarat di bulan, menjadi 
bangga karena ia manusia yang pertama mendarat di Bulan. 
Namun, ketika ia berjalan-jalan sejauh 2 mil di bulan, ia kaget 
karena ia berjumpa dengan orang Pariaman yang menjual sate 
di bulan. Anekdot tentang Rantau Pariaman berkembang di 
banyak tempat. Di Medan misalnya, walaupun tidak dapat 
dikategorikan sebagai sebuah perkampungan orang Pariaman, 
namun orang menyebutkan Sukaramai sebagai “AS” yaitu Ajo 
Sukaramai, sebagai konotasi pemukiman yang banyak dihuni 
oleh orang Pariaman di Medan.
Bisa jadi, jumlah yang berada di rantau jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan yang tinggal di kampung halaman. 
Penyebaran penduduk Padang Parimanan dan mobilitas 
mereka yang tinggi memperlihatkan bahwa mereka banyak 
yang pergi merantau. Beberapa contoh mobilitas yang tinggi 
dari penduduk Padang Parimanan adalah usaha angkutan 
antar kota antar Provinsi, seperti PO Transport. Perusahaan 
mobil angkuatan itu setiap harinya memberangkatkan 
puluhan armadanya ke berbagai pelosok Sumatera dan Jawa 
dari Pariaman. Hal yang sama tidak terjadi pada kota-kota 
kabupaten lainnya yang memiliki mobil yang berangkat dan 
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kembali setiap harinya.
Tingginya mobilitas masyarakat Padang Pariaman 
merantau juga dapat dilihat dari aspek organisasi primordial 
kedaerahan. Biasanya masyarakat Padang Pariaman yang 
berada di perantauan disatukan dalam sebuah organisasi 
pabuyuban yang dikenal dengan nama PKDP atau Persatuan 
Keluarga Daerah Pariaman. Organisasi ini tidak hanya 
terdapat di daerah-daerah perantauan di luar provinsi 
Sumatera Barat, akan tetapi juga terdapat di daerah-daerah 
dalam provinsi Sumatera Barat. Hampir di semua wilayah di 
republik ini PKDP berdiri di sana. Jika dibandingkan dengan 
organisasi kedaerahan lainnya, PKDP tergolong organisasi 
primordial yang relatif solid. Hal ini dapat dilihat dari peran 
dan fungsi organisasi ini dalam memfasilitasi kebutuhan warga 
Padang Pariaman di daerah perantauan. Setiap tahun PKDP 
sering mengadakan silaturrahmi dan pertemuan sesama warga 
Padang Pariaman. Mungkin dasar itu pula kemudian, setiap 
warga Padang Pariaman yang ingin terjun dalam kancang 
politik senantiasa mengharapkan klaim dan dukungan dari 
organisasi pabuyuban itu. Merasa tidak semnpurna kalau tidak 
didukung secara organisatoris. 
Di samping masalah aspek merantaunya, daerah ini 
juga menarik kalau dilihat dari aspek wilayah pemerintahan. 
Sebelum terjadinya pemekaran daerah pemerintahan antara 
pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan 
Pemerintahan Kota padang Pariaman akhir tahun 2002, 
sesungguhnya Kabupaten Padang Pariaman dikenal dengan 
sebutan piaman laweh. Piaman laweh adalah sebutan kultural 
yang mengambarkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman 
memiliki daerah yang relatif luas dibandingkan dengan 
kabupaten lain yang berada dalam wilayah pemerintahan 
Provinsi Sumatera Barat. Namun ketika sudah beberapa 
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kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bergabung 
dalam wilayah Pemerintahan Kota Padang, atau lepasnya 
Mentawai menjadi kabupaten tersendiri, dan ditambah 
dengan berdirinya Pemerintahan Kota Pariaman, maka 
sebutan piaman laweh secara perlahan-lahan mengalami 
pemudaran. Bahkan sudan mulai hilang dalam tradisi dialog 
masyarakat di Padang Pariaman, atau dalam masyakat di luar 
Padang Pariaman.  
Sejak terjadinya pemekaran daerah pemerintahan 
itu, sampai sekarang Kabupaten Padang Pariaman belum 
memiliki sebuah ibu kota kabaupaten yang representatif. 
Ibu kota pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman masih 
menempel di Kota Pariaman. Akibatnya adalah dalam banyak 
kasus terjadi kebingunan dalam masyarakat maupun aparatur 
pemerintahan dan keamanan. Hal itu dapat dilihat dari kasus 
penggembokan kantor KPUD Kabupaten Padang Pariaman 
oleh kelompok demonstrasi, merupakan contoh menarik akan 
ketiadaan ibukota kabupaten Padang Pariaman yang berdiri 
sendiri sehingga muncul dualisme pemikiran di tangan aparat 
kepolisian. Sebenarnya letak kantor KPUD bersebelahan 
dengan kantor Polres Kabupaten Padang Pariaman. Namun, 
ketika masyarakat menyerbu KPUD, Polres Padang Pariaman 
tidak bisa bertindak karena Kantor KPUD terletak di kota 
Pariaman sehingga yang bertindak adalah Polresta Pariaman. 
Padahal, yang seharusnya bertindak adalah Polres Kabupaten 
Padang Pariaman. Kebingunan itu membawa dampak sulitnya 
menyelesaikan kasus penggembokan itu, terutama antara 
Polres Padang Pariaman dengan Polresta Pariaman. Menurut 
Tuangku Sulaiman, anggota KPUD Padang Pariaman, 
persoalan itu seharusnya ditindaklanjuti atau ditangani oleh 
Polres Padang Pariaman yang kantornya bersebelahan dengan 
KPUD Padang Pariaman. Namun, karena letak KPUD 
18
berada di Kota Pariaman, maka penyelesaiannya berada di 
tangan Polresta Pariaman, sehingga sempat beberapa hari 
tidak ada penyelesaian persoalan pengembokan ini14.
Setelah hampir empat tahun berdirinya Pemerintahan 
Kota Pariaman, dan sudah masuk tahun pertama pada periode 
kedua Muslim Kasim menjadi Bupati Padang Pariaman, 
persoalan pemindahan ibukota pemerintahan Kabupaten 
Padang Pariaman belum menghasilkan titik terang. Namun, 
informasi yang dapat ditangkap berkembang di tengah 
masyarakat dan elite pemerintahan Padang Pariaman adalah 
munculnya beberapa rencana alternatif lokasi ibu kota 
Kabupaten Padang Pariaman yang baru di antaranya adalah; 
Pertama, ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan 
ke Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Kedua, Ibukota Padang 
Pariaman dipindahkan ke Kecamatan Pauh Kambar. Ketiga, 
Ibukota Padang Pariaman dipindahkan ke Kecamatan Batang 
Anai. Keempat, Ibukota Padang Pariaman dipindahkan 
ke Kecamatan Lubuk Alung, dan Kelima, Ibukota Padang 
Pariaman dipindahkan ke Kecamatan Sungai Limau. 
Terkait dengan rencana pemindahan ibu kota Kabupaten 
Padang Pariaman, hal yang tidak dapat dihindari adalah 
munculnya tarik menarik kepentingan elite yang kuat 
dibeberapa lokasi alternatif itu. Misalnya, di Kecamatan Sungai 
Limau. Dalam sebuah pernyataan sikapnya, sekelompok 
elite masyarakat di kecamatan ini menyatakan jika ibu kota 
kabupaten Padang Pariaman tidak ditempatkan di kecamatan 
ini, maka mereka akan keluar dari wilayah Kabupaten Padang 
Pariaman dan mendirikan Kabupaten baru, yang mereka 
namai dengan Kabupaten Samudra. Motif yang sama juga 
berkembang di sebahagian elite masyarakat Kecamatan Lubuk 
Alung. Mereka juga mewarning jika ibu kota kabupaten tidak 
14 Wawancara dengan Rahmat Tuangku Sulaiman, Anggota KPUD 
Padang Pariaman November 2005.
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dipindahkan ke Lubuk Alung, maka mereka mendesak untuk 
segera mendirikan Kota Lubuk Alung. Kasus itu sebenarnya 
menggambarkan betapa begitu tingginya dinamika sosial 
politik yang terjadi dalam masyarakat Padang Pariaman. 
Tingginya potensi dinamika sosial masyarakat Padang 
Pariaman mungkin dapat dipengaruhi oleh tradisi dan 
budaya tabuik. Tabuik sebagai budaya tradisional lokal 
masyarakat Pariaman yang dilakukan sekali dalam setahun, 
memperlihatkan bagaimana masyarakat Pariaman sangat 
akrab dengan nilai-nilai kompetitif atau persaingan. Hal itu 
dapat dilihat dari persaingan antar kelompok untuk menjadi 
pemenang dalam menggotong Tabuik, yang dianggap 
punya nilai-nilai kesejarahan itu ke laut sebagai tempat 
pembuangannya. Dalam proses pembuangan tabuik menuju 
pantai Pariaman. Dalam prose situ tidak jarang terjadi gesekan 
antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Namun, 
gesekan itu dapat diredam sehingga tidak meluas menjadi 
kerusuhan sosial, yang menimbulkan korban jiwa. Mungkin 
faktor ini salah satunya yang mempengaruhi proses Pilkadal 
Padang Pariaman tidak diakhiri oleh peristiwa destruktif yang 
diwarnai dengan peristiwa berdarah-darah (menimbulkan 
korban jiwa), amuk massa dengan membakar perkantoran milik 
pemerintah, seperti yang terjadi dalam Pilkada di Tuban tahun 
2006. Masyarakat Padang Pariaman sepertinya sudah memiliki 
kesadaran dan telah terbiasa menciptakan dinamika sosial, 
sehingga kedewasaan masyarakat dalam mengambil sikap tidak 
gegabah dan menurutkan tindakan emosional sesaat saja.
2.  Dinamika Sosial Budaya
Peta budaya Pariaman ini dapat dilihat dari berbagai 
perspektif. Mulai dari cimooh15 atau kebiasaan mencemooh, 
15 Cermooh merupakan bentuk perilaku sosial masyarakat Pariaman yang 
ditandai dengan sikap mengejek dan terkesan merendahkan orang lain. 
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Islam ataupun adat istiadat. Hal itu menarik, karena akan 
dapat memberikan gambaran tentang budaya politik di 
Padang Pariaman. Misalnya, perspektif cemeeh. Dalam 
sebuah pertemuan Musyawarah Besar (Mubes) Gebu 
Minang di Sawahlunto sekitar Desember 2005 terjadi ejek-
mengejek antara orang Pariaman dengan peserta lainnya. 
Peserta lain menyatakan bahwa orang Pariaman paling jago 
‘memanjat’. Konotasinya memanjat yang dimaksud adalah 
memanjat pohon kelapa bagi sebagian orang diidektikkan 
dengan monyet atau beruk. Namun, sang orang Pariaman 
melarang meneruskannya sebab mereka punya cara sendiri 
menjawab. Ketika mereka masih juga menyebutkan panjat 
memanjat, orang Pariaman langsung saja menjawab,”Dek 
pandai mamanjek itulah, mako bapak-ibu bisa lahia (karena 
orang Pariaman pandai “memanjat” (berkawin, hubungan 
suami istri), makanya bapak-ibupun-pun lahir ke dunia ini). 
Wacana dialog seperti itu akan terus berkembang dan melebar 
jika ingin diceritakan lebih banyak lagi. Namun, perspektif 
lain yang juga tidak kalah menarik di Padang Pariaman adalah 
dalam perkembangan agama Islam.
Dalam pepatah Minangkabau ada ungkapan yang populer, 
Adaik manurun, Syarak mandaki (adat menurun, agama 
mendaki). Artinya, adat berpusat dan datang dari pedalaman 
Minangkabau yang secara geografis memang letaknya 
di ketinggian dan perbukitan atau pegunungan. Agama 
berkembang dari daerah pantai ke daerah pergunungan itu. 
Jadi, adat berkembang ke pesisiran Pariaman, sedangkan 
agama berkembang ke pedalaman Minangkabau. Dalam 
konteks ini, tidak diragukan lagi, salah satu pusat per-
kembangan agama Islam di Minangkabau adalah Ulakan. 
Namun dalam arti yang lain, cemeh juga menjadi nilai caabuk bagi yang 
dicemeeh untuk lebih maju dan berkembang. Cemeeh adalah sikap yang 
cenderung menilai orang lain dari sisi yang kurang menguntungkan. 
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Suryadi menuliskan bahwa Ulakan merupakan nagari penting 
dalam penyebaran Islam di Minangkabau. Sejak abad ke-16, di 
nagari itu sudah berkembang agama Islam. Puncaknya adalah 
ketika Syekh Burhanuddin memimpin Ulakan dan dianggap 
sebagai tokoh penting dalam penyebaran tarikat Sattariyah 
di Minangkabau. Bahkan, sampai sekarang, para pengikut 
setianya secara rutin berziarah atau yang dikenal dengan 
basapa ke makam Syekh Burhanudin. Basapa adalah sebuah 
kegiatan rutinitas masyarakat yang mendatangi makam Syekh 
Burhanuddin sebagai wujud penghormatan dan sekaligus 
sebagai upaya minta doa dan pelepasan niat. Basapa yang 
berlangsung selama lima belas hari itu memperlihatkan tradisi 
magis dari pengaruh Syekh Burhanuddin yang masih kuat 
di kalangan pengikutnya yang berasal dari berbagai pelosok 
Minangkabau16. 
Sebagai sebuah sekte, aliran itu memiliki pengikut yang 
tersebar di Padang Pariaman sampai ke daerah lainnya di 
Sumatera Barat. Bahkan, di daerah terpencil seperti Lunang 
Pesisir Selatan, sekte itu sampai sekarang masih berkembang 
dengan subur17. Hal yang menarik adalah jika sekte itu oleh 
politisi dijadikan sebagai lumbung suara sehingga sekte yang 
lebih bersifat ukhrawi, sufistik itu kemudian tergoda juga 
dalam dunia politik praktis. Walaupun demikian, kelompok 
yang berorientasi akhirat itu juga bisa ditarik oleh kekuatan 
politik untuk terlibat dalam persoalan duniawi, sehingga 
mereka secara langsung maupun tidak langsung terlibat 
dalam persoalan politik itu18. Pengikut Syekh Burhanuddin 
16 Suryadi, Syair Sunur; Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama 
Minangkabau Abad 19, Padang, PPIM, 2005, hal. 87-88).
17 Zaiyardam, Herwandi, Restu Pramona, dan Riza Mutia, Ra-kena 
Mandeh Rubiah Penerus Kebesaran Bundo Kandung Dalam Penggerogotan 
Tradisi. Yogyakarta: PSH Unand. 2004.
18 Sartono Kartodirdjo, Elite Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta, LP3ES, 
1984.
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seringkali ditarik ataupun tarik menarik dengan kekuatan 
politik yang terdapat di Padang Pariaman, seperti dalam 
pemilihan legislatif, eksekutif dalam pemilu-pemilu yang 
pernah terjadi di Pariaman.
Dalam percaturan di dunia, aliran itu memiliki sebuah 
kekuatan yang diperhitungkan. Kekuatan mereka terletak 
pada jumlah pengikut yang banyak dan hubungan patront 
client. Dalam melihat pola hubungan itu, setidakanya terdapat 
lima pola yaitu berdasarkan genetika, kharisma, ekonomi, 
intelektual dan agama. Genetika artinya berdasarkan 
turunan. Seorang anak raja akan menjadi raja karena darah 
biru yang mengalir dalam tubuhnya. Seorang pemimpin 
tradisional memiliki kharisma yang kuat di mata pengikutnya 
lalu terjalinlah hubungan pemimpin dan yang dipimpin. 
Hubungan patron client yang bersifat ekonomi biasanya 
adalah antara majikan dan anak buah, yang lebih bersifat 
hubungan ekonomi. Hubungan patron client yang bersifat 
intelektual adalah ia menjadi pemimpin karena kemampuan 
intelektual yang dimilikinya, sedangkan hubungan patron 
client berdasarkan agama disebabkan keluasan pengetahuan, 
sikap keberagamaan di mata pengikutnya sehingga ia dapat 
dianggap sebagai orang suci. Dalam konteks ini, aliran 
Sattariyah dapat dijadikan oleh politikus sebagai menjadi 
gudang suaranya. Dengan jalan mendekati pemimpin aliran 
itu sehingga dengan mudah saja para pengikutnya masuk 
partai atau calon pemimpin yang diapungkan itu. Sebagai 
bentuk hubungan patront client, agama menjadi alat yang 
tepat karena selama ini pola itu telah terbangun dengan baik 
dalam aliran itu. 
Contohnya dalam kasus itu adalah M. Yunis, seorang 
elite di Ulakan Tapakis yang menudukung Muslim Kasim 
sebagai calon. Dengan sendirinya, jika ia tokoh agama yang 
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berpengaruh misalnya, maka Muslim Kasim akan mendapat 
dukungan dari Ulakan Tapakis19. 
Tidak diragukan lagi bahwa pemilihan legislatif dan 
eksekutif secara langsung memiliki potensi konflik yang 
besar pada lapisan akar rumput. Betapa tidak, pola mobilisasi 
massa membawa pengaruh kuat untuk saling menjelekkan 
calon lain ataupun membakar emosi massa yang selama ini 
tidak tersalurkan. Sasarannya bisa jadi partai lawan ataupun 
calon lain sehingga upaya untuk memprovokasi massa dengan 
mudah dapat dilakukan. 
Untuk mengantisipasi itu, beberapa tokoh politik ataupun 
penyelenggara pemilu mencari alternatif lain dalam bentuk 
membuat ikatan-ikatan emosional sesama pemilih. Di 
Sumatera Barat, pola yang dikembangkan adalah pemilihan 
badunsanak20. Konsep pemilihan badunsanak itu sebenarnya 
adalah antar sesama pemilih dan yang dipilih masih memiliki 
ikatan emosional sebagai sesama orang Minangkabau yang 
masih berdunsanak atau memiliki hubungan persaudaraan. 
Untuk itu, kalaupun berlangsung pemilihan, baik legislatif 
maupun eksekutif, kalah dan menang adalah hal yang biasa. 
Yang kalah adalah dunsanak kita dan yang menang-pun 
masih dunsanak kita juga, sehingga dalam pemilihan itu, 
terutama bagi pihak yang kalah- janganlah terlalu berkecil 
hati, sehingga membuat tindakan anarkis. 
Motto yang diangkat dari budaya Minangkabau sebagai 
orang yang badunsanak itu sesungguhnya dikembangkan 
untuk meredam amuk massa yang sangat potensial dalam 
19 Surat Kabar Garda Minang, 5 Februari 2005.
20 Pemilihan badunsanak adalah sebuah istilah yang dipakai dalam setiap 
perhelatan politik di Sumatera Barat. Mulai dari pemilihan Legislatif, 
Pilpres sampai kepada Pilkada. Konsep pemilihan badunsanak itu 
dipopulerkan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir konflik 
dalam proses politik itu. Pemilihan badunsanak artinya pemilihan yang 
didasarkan semangat bersaudara.  
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setiap pemilihan umum. Persoalannya adalah apakah ada 
politik yang badunsanak. Jika dipinjam ungkapan Machiavelli 
bahwa politik menghalalkan segala cara, akan sangat bertolak 
belakang dengan pola pemilihan badunsanak itu. Di lapangan 
memang akan ditemui cara-cara Machiavelli itu, sehingga 
upaya untuk penyelenggara, pemerintah maupun janji-janji 
manis politikus untuk menjalankan pemilu badunsanak itu 
masih sebatas wacana publik saja. Kondisi riel di lapangan 
justru bertolak belakang, dan itu ditandai dengan banyaknya 
black campaign dalam berbagai kesempatan untuk menjatuhkan 
ataupun pembusukan karakter lawan politik. 
3. Peta Sosial Politik Daerah
Padang Pariaman, yang sebagian daerahnya terletak 
di pesisir barat pantai Sumatera memiliki kecenderungan 
terbuka menerima pengaruh luar. Keterbukaan itu memang 
telah diperlihatakan dalam sejarah etnik tersebut sehingga 
dengan keterbukaannya itu membawa tingkat kemajuan yang 
berarti dalam masyarakat. Begitu juga dengan bidang sosial 
politik, sifat keterbukaannnya membuat dinamika politik 
tinggi. Dinamika politik itu kemudian menimbulkan berbagai 
gejolak politik. Gejolak politik itu sudah mulai muncul jauh-
jauh hari sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam 
pemilihan legislatif misalnya, gejolak yang keras juga sudah 
muncul, sebagaimana nasib yang menimpa Ci Elok, seorang 
aktivis politik perempuan yang berasal dari Partai Bulan 
Bintang (PBB) Kabupaten Padang Pariaman. 
Dengan kemarahan yang luar biasa, Ci Elok mengayun-
ayunkan parang yang dipegangnya di depan kantor partai-
nya. Diikuti oleh caci maki yang tidak enak didengar 
dan memerahkan kuping bagi setiap manusia normal, ia 
menyerang kantor partainya sendiri, dan mengoyak-ngayak 
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bendera, setiap atribut yang terdapat di depan kantornya, 
yang jelas-jelas turut ia besarkan selama 5 tahun terakhir. 
Setidaknya itulah gambar yang berhasil diambil oleh Liputan 
6 SCTV, hari Sabtu 3 Januari 2004 lalu. 
Pokok pangkal kemarahan Ci Elok adalah penyusunan 
nomor urut calon anggota DPRD Tingkat II Kabupaten 
Padang Pariaman untuk pemilu 2004. Sebagai bendahara 
Partai Bulan Bintang (PBB), Ci Elok telah banyak berkorban 
untuk partainya. Bahkan, ia telah mengeluarkan uang sampai 
puluhan juta untuk mengembangkan partainya. Ci Elok 
merasakan ia ditindas oleh partainya sendiri, karena tidak 
menghargai pengorbanannya selama ini. Ambil patokan dalam 
penyusunan nomor urut. Ia ditempatkan pada nomor urut 3. 
Nomor urutan 1 dan 2 adalah calon yang menurutnya bukan 
orang yang telah berkorban untuk kepentingan partai, bahkan 
ia menilai telah terjadi tindakan yang tidak fair menentukan 
nomor urut itu. Melihat hal demikian, Ci Elok tidak menerima 
sama sekali sehingga ia menyerang partainya sendiri secara 
terbuka, dan bahkan membawa parang untuk menuntut bela 
atas ketidakadilan yang ia terima. Dengan kesadaran politik 
yang dimilikinya, ia berusaha memperjuangkan nasibnya dan 
keberadaannya sebagai seorang kader partai. Walaupun kalah, 
Ci Elok sudah berusaha sejauh kemampuan yang dimilikinya. 
Ci Elok adalah salah seorang politikus Padang Pariaman. 
Sebagai seorang pemain politik, ia sudah memperlihatkan 
karakternya, yang bisa jadi merupakan karakter masyarakat 
Padang Pariaman, yaitu tidak menerima begitu saja perlakuan 
tidak adil yang diterimanya. Rasa ketidakadilan yang ia terima 
itulah yang kemudian menjadi gejala dalam dinamika politik 
selanjutnya di Padang Pariaman. Bahkan, dalam beberapa 
kali demonstrasi terhadap KPUD, Ci Elok tampil di depan 
sebagai kelompok yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang 
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dibuat oleh KPUD. 
Sasaran ketidakpuasan dalam politik di Padang Pariaman 
itu dapat dibagi dua yaitu partai politik dan KPUD. 
Partai Politik seperti yang dilakukan Ci Elok, sedangkan 
KPUD ketika pemilihan bupati dan wakil bupati, terutama 
disebabkan adanya calon yang tidak diloloskan seperti 
pasangan Muhammad Iqbal dan Yulius Danil dan tuntutan 
pengulangan Pilkadal karena dianggap curang. Lagi-lagi Ci 
Elok menjadi motor penggerak tuntutan pengulangan Pilkada 
dengan alasan terjadi kecurangan dalam pemilihan Pilkadal21. 
Sebagai sebuah bentuk baru, pemilihan yang bersifat 
langsung itu memang memiliki legitimasi yang kuat untuk 
duduknya seseorang sebagai kepala pemerintahan. Betapa 
tidak, dengan pilihan langsung dari rakyat, pejabat yang 
memenangkan pertempuran itu mau tidak mau merupakan 
bupati pilihan rakyat, dan legitimasinya menjadi kuat. Hanya 
saja, rendahanya pengalaman dari pihak penyelenggara 
(KPUD), pemerintah dan masyarakat membuat pesta berat 
itu mendapat tekanan, celaan, pujian ataupun makian dan 
kekurangan di sana-sini. Dapat dengan mudah dipahami, 
karena KPUD yang diambil dari masyarakat belumlah 
memiliki pengalaman tinggi dalam pesta besar itu, berbagai 
kekurangan itu dapat dianggap sebagai sebuah pembelajaran 
penting bagi pemilihan langsung kepala daerah di masa 
depan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa ini pertama 
kalinya pemimpin langsung dipilih rakyatnya.
Dengan pola pemilihan langsung, upaya mencari 
pempimpin dianggap lebih maju sehingga partisipasi aktif 
rakyat dalam pemilihan sangat menentukan kemenangan 
seorang calon. Betapa tidak, satu suara akan sangat menentukan 
kemenangan seorang bupati yang terpilih. Geopolitik wilayah 
21  Surat Kabar Singgalang, 30 Juni 2005. 
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pemilihan yang berada di Padang Pariaman harus dikuasai 
betul oleh calon-calon bupati yang ikut kontes pemilihan itu. 
Penguasaan peta tersebut mau tidak mau haruslah dikuasai 
sampai ke tingkat akar massa rumput. Dari data yang ada, 
secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Padang 
Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 200 korong. Secara 
keseluruhan kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 
sebanyak 368.148 Jiwa. Dari jumlah itu, perempuan lebih 
bayak daripada laki-laki (Tabel 1). Dengan sendirinya, untuk 
melegitimasi calon legislatif maupun eksekutif, ia harus 
menguasai wilayah yang ada, sehingga kemenangan seorang 
pemimpin menjadi kuat, tidak dengan model selama ini, 
seorang bupati dan wakil bupati hanya ditentukan oleh 35 
orang yang kebetulan menjadi anggota dewan.
Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Pemilih










Dari jumlah tersebut, dalam pemilu 2004 lalu yang berhak 
memberikan suara adalah 233.377 orang, yang terdiri atas 
109.463 laki-laki dan 123.914 perempuan. Dari gambaran ini 
terlihat bahwa jumlah suara perempuan lebih tinggi daripada 
suara laki-laki. Sementara itu, dari jumlah calon untuk 
legislatif, laki-laki yang mencalon diri adalah 434 orang, 
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sedangkan perempuan hanya 91 orang. Perbandingan terbalik 
ini kemudian juga diikuti oleh sedikitnya jumlah perempuan 
yang menjadi anggota legisliatif yaitu 2 orang sehingga 
perolehan suara laki-laki jauh melebihi suara perempuan 
(lihat tabel 1) di atas.
Peta politik di Kabupaten Padang Pariaman yang 
memperlihatkan gejolak yang tinggi untuk memperebutkan 
35 kursi. Dengan jumlah penduduk yang memiliki hak suara 
sebanyak 368.630 orang, suara mereka perebutkan oleh 
calon anggota dewan yang ikut mendaftar sekitar 525 orang. 
Untuk memperoleh kursi, pemetaan wilayah pemilihan yang 
dilakukan oleh KPUD adalah: Padang Pariaman I terdiri 
atas Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, 
Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur 
Malintang. Untuk daerah pemilihan Padang Pariaman II 
terdiri dari: Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan 
Patamuan, Kecamatan Padang Sago. Kecamatan V Koto 
Kampung Dalam dan Kecamatan V Koto Timur. Untuk 
daerah pemilihan Padang Pariaman III terdiri dari: Kecamatan 
Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Enam 
Lingkung, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Kecamatan 
2 X 11 Kayu Tanam. Sedangkan daerah pemilihan Padang 
Pariaman IV terdiri dari: Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 
Lubuk Alung dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. 
Pembagian kursi 35 itu yang diperebutkan oleh calon 
anggota DPRD untuk daerah pemilihan ini adalah delapan 
kursi untuk Pariaman I, delapan kursi untuk Pariaman II, 
sepuluh kursi untuk Pariaman III, dan sembilan kursi untuk 
Pariaman22.
Dari perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman 
hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 terlihat bahwa Partai 
22 Lihat dalam Buku Satu Laporan Kerja KPUD Padang Pariaman Tahun 
2005.
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Golkar adalah partai politik pemenang Pemilu Legislatif di 
Kabupaten Padang Pariaman. Kemenangan Partai Golkar 
di Kabupaten Padang Pariaman sebenarnya bukanlah hal 
yang mengejutkan, akan tetapi telah diprediksikan oleh 
banyak kalangan dan pengamat. Ada banyak alasan yang 
melatarbelakangi partai “Orde Baru” itu dapat memenangkan 
Pemilu Legislatif di Kabupaten Pariaman dan di Sumatera 
Barat khususnya, dan di tingkat Nasioanal pada umumnya, 
di antaranya adalah infrastruktur partai yang sudah kuat 
dan mapan, karena telah dibesarkan selama tiga puluh 
tahun oleh penguasa Orde Baru. Alasan lain adalah faktor 
kekecewaan masyarakat terhadap proses reformasi. Dimana 
bagi masyarakat akar rumput, era reformasi tidak melahirkan 
sebuah kondisi yang baik dalam berbagai bidang kehidupan, 
malah sebaliknya reformasi menyebabkan kehidupan masya-
rakat kecil semakin melarat.
Selain faktor itu, hal yang secara khusus yang membuat 
Partai Golkar menang adalah kekuatan jaringan partai 
berlambang pohon beringin ini. Konsep ABG (ABRI, 
Birokrasi dan Golkar) masih amat kuat melekat dalam 
masyarakat pemilih di Kabupaten Padang Pariaman. Di 
samping itu Partai Golkar Padang Pariaman memiliki jaringan 
yang relatif kuat terhadap tokoh adat, agama, dan masyarakat. 
Hal itu dapat ditelusuri salah satunya, kemenangan Partai 
Golkar karena didukung oleh kalangan tokoh-tokoh agama 
dan pesantren yang manganut ajaran Sattariah itu. Dimana 
dalam tradisi politik masyarakat ini kuat memakai tradisi 
“patron-klien” dalam gerakan politik. Di samping faktor lain 
bahwa yang menjadi pengurus dan calon anggota DPRD 
Padang Pariaman itu berasal dari kalangan masyarakat adat, 
tokoh masyarakat dan kalangan pengusaha. 
Terlepas dari kemenangan Partai Golkar, jika dikaitkan 
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dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, terutama terkait dengan Pemilihan Kepala dan Wakil 
Kepala Daerah, dimana dalam peraturan itu disebutkan bahwa 
partai politik yang berpeluang untuk mencalonkan pasangan 
kepala daerah adalah partai yang mendapat kursi 15% dari 
jumlah anggota DPRD, dan atau partai yang memperoleh 
15% dari total jumlah pemilih yang ikut dalam Pemilu 
Legislatif. Berangkat dari ketentuan itu maka partai yang 
berhak mengusung calon kepala daerah partai politik yang 
mempunyai 6 orang anggota duduk di DPRD. Dari sebelas 
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Padang 
Pariaman, maka Partai Golkar satu-satunya partai politik yang 
memenuhi syarat tersebut. Golkar berhasil merebut sembilan 
dari 35 jumlah kursi di DPRD Padang Pariaman. Partai 
Golkar lah satu-satunya partai yang berhak mencalonkan 
pasangan kepala daerah tanpa berkoalisi dengan partai politik 
yang lain. PAN tetap harus mencari teman koalisi karena 
PAN hanya mendapatkan 5 kursi, begitupun dengan PBB, 
PPP dan PKS yang masing-masing hanya mendapatkan 4 
kursi. Tidak ada jalan lain terhadap partai ini untuk berkoalisi 
jika ingin mengusung calon bupati dan wakil bupati Padang 
Pariaman 2005-2010. Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah 
anggota DPRD Padang Pariaman hasil Pemilu 2004 dapat 
dilihat pada Tabel II di bawah ini. 
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Tabel II






Nama Calon Anggota DPRD
Jml




































7 PKS Yardi Ramli Basnil Iskandar 4
8 PBR - Amrizal T - - 1

















11 PSI M.Muslim - - - 1
Jumlah 
Kursi
8 8 10 9 35
Sumber: 
Dari hasil pemilihan di atas, jelas sekali Golkar menguasai 
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DPRD Padang Pariaman. Kemenangan Golkar ini tentu 
saja diharapkan nantinya akan sangat berpengaruh dalam 
pemilihan bupati selanjutnya, terutama terhadap balon bupati 
dan wakil bupati untuk mendapatkan tiket kapal menjadi 
calon bupati dan wakil bupati. Namun, yang amat menarik 
untuk disimak selanjutnya apakah kemenangan pada pemilu 
legislatif itu menjadi jaminan untuk memenangkan dalam 
proses Pilkada langsung. Apakah kemenangan pasangan 
calon kepala dan wakil kepala daerah amat ditentukan 
oleh kekuatan pemilih hasil pemilu legislatif, ataukah amat 
ditentukan oleh faktor ketokohan, track record, dan nama baik 
calon dan ataukah money politic. Jawaban dari pertanyaan ini 




RANG PIAMAN MEMILIH BUPATI
Rakyat mempunyai kuasa penuh 
dalam menentukan siapa pemimpinnya.
Setelah menang 
Janjki politik hilang ditelan samudra Hindia 
dan 
Rakyat tetap saja jadi tumbal 
Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau kemudian 
disingkat dengan Pilkadal merupakan tonggak sejarah yang 
amat penting dalam sejarah ketatanegaran negara bangsa 
Indonesia, karena ini pertama kalinya kepala daerah, mulai 
Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat. 
Rakyat langsung menentukan siapa yang menjadi Gubernur, 
Bupati ataupun Walikota. Rakyat mempunyai kuasa penuh 
dalam menentukan siapa pemimpinnya. Rakyat dalam 
konteks ini tidak lagi berposisi sebagai objek politik namun 
telah menjadi sabjek politik. Walaupun kadangkala dalam 
prakteknya tidak sepenuhnya terjadi. 
Pilkadal amat memperkuat posisi rakyat dimata 
kelompok elite dan kaum penguasa. Rakyat tidak dapat lagi 
ditipu, diperdaya dan dibohongi, seperti yang selama lebih 
kurang tiga puluh dua tahun dipraktekkan oleh penguasa 
Orde Baru. Dalam Pilkadal amat terbukti apa yang dibilang 
orang pandai, bahwa “suara rakyat adalah suara tuhan”. Tidak 
ada satupun kekuatan yang mampu menghadangnya. Jika 
rakyat bersikap dan berkehendak, tidak satupun kekuatan 
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di luar dirinya yang mampu menghalangi dan membatalkan 
yang dikehendakinya. Sekalipun ia seorang diktator seperti 
Fi’aun, atau seorang penguasa totaliter sekaliber Benetto 
Mussolini, Hitler, Ramses, Napoleon Bonaparte, Ferdinal 
Marcos, atau yang dekat dengan kita Soeharto, Semuanya 
jatuh dan tertunduk dihadapan rakyat. Para totalitarian itu 
pada akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa selain harus 
mengakui kekuatan rakyat (people power). 
Penguasa dan kekuasaan adalah sesuatu tak kekal dan 
obsulut. Hanya Penguasa Alam Semesta-lah yang nyata 
tak terbatas, tak terkalahkan dan yang tak akan pernah ada 
akhirnya (obsolut). Begitupun dengan posisi atau jabatan 
kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. 
Semua bentuk dan tingkatan jabatan itu sangat terbatas. 
Dipergantikan dan dipergulirkan dalam waktu tertentu. Bisa 
saja sekali lima tahun atau paling lama sepuluh tahun, seperti 
yang diamaatkan dalam UUD 1945. 
Jabatan Bupati Padang Pariaman (2000-2005), yang 
dijabat oleh Muslim Kasim akan segera berakhir. Tepatnya 
tanggal 23 Maret 2005. Lewat dari tanggal itu maka jabatan itu 
harus dilepaskan oleh Muslim Kasim. Menjelang terpilihnya 
Bupati Padang Pariaman (2005-2010) defenitif, jabatan 
bupati untuk semetara akan diambil alih oleh gubernur dengan 
menunjuk seorang Pejabat Sementara Bupati (Pj. Bupati). 
Dalam pelaksanaan Pilkadal di Kabupaten Padang Pariaman. 
Pejabat Bupati sementara itu dipegang oleh Sudirman Gani, 
yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Padang Pariaman. Sudirman Gani diangkat 
menjadi Pj. Bupati Kabupaten Padang Pariaman tanggal 6 
April 2005.
Pelaksanaan Pilkadal merupakan agenda politik nasional 
yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Mekanisme dan 
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tata aturan Pilkadal diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 06 Tahun 
2005 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 itu disebutkan bahwa 
lembaga yang menjadi penyelenggara Pilkadal adalah Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD). 
KPUD Padang Pariaman sebagai penyelenggara Pilkadal 
Kabupaten Padang Pariaman, tentu sudah berbenah diri 
menjelang hari “H” pemilihan. Mulai dari proses perencanaan 
tahapan kerja Pilkada sampai kepada tahapan pekerjaan teknis 
lainnya seperti merencanakan, menysusun tahapan-tahapan 
pilkadal berserta jadwalnya. Tentu pekerjaan ini amat berat. 
Di samping faktor baru pertama kalinya Pilkada dilaksanakan, 
juga disebabkan oleh rentang waktu yang tidak maksimal 
untuk melakukan tahapan demi tahapan Pilkadal itu. 
Karena Pilkadal adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat, 
maka mau tidak mau agenda sosialisasi merupakan hal yang 
penting. Agenda sosialisasi Pilkadal tidak hanya terfokus 
mengenai tata cara dan teknis pemilihan, akan tetapi yang lebih 
penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat memahami 
bahwa pemimpin yang dipililih itu betul-betul orang yang 
memiliki visi, misi dan komitmen untuk memperjuangkan 
kepentingan rakyat, bukan sosok yang haus memperjuangkan 
kepentingan pribadi dan kelompok. Memilih dan 
menentukan sikap idiologis seperti itu memang masih sulit. 
Hal itu disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat 
pemilih. Dimana sikap pemilih lebih cenderung dipengaruhi 
oleh unsur-unsur yang bersifat irrasional dibandingkjan 
unsur rasionalitas. Unsur irasionalitas itu antara lain budaya 
patron-klien, hubungan kekeluargaan, sentimen kedaerahan, 
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kesukuan dan agama. Pendekatan rasionalitas seperti nilai 
kepatutan, track record, pendidikan, dan lain-lain cenderung 
tergilas dengan nilai-nilai yang bersifat tradisional itu23. 
Di samping itu, faktor waktu yang relatif pendek untuk 
sosialisasi juga melahirkan persoalan tersendiri. Waktu yang 
relatif pendek itu tentu berpengaruh terhadap prilaku pemilih. 
Akibatnya, tidak semua warga masyarakat yang betul-betul 
paham apa makna utama dari pemilihan kepala daerah secara 
langsung itu. Tidak semua warga masyarakat atau pemilih 
yang benar-benar tahu dengan figure calon kepala daerah 
yang dipilih. Bahkan yang paling buruk adalah terjadinya 
kesalahan yang bersifat teknis, semisal terjadinya kesalahan 
ketika mencoblos tanda gambar dan seterusnya, yang 
mengakibatkan satu suara menjadi hangus dan tak berarti. 
Hangusnya satu suara berarti mengurangi satu pion usaha 
kita untuk memilih pemimpin yang betul-betul mempunyai 
komitmen memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan 
rakyat banyak. 
1. Mengapungnya Nama Calon
Pelaksanaan Pilkadal di berbagai Provinsi, kabupaten 
dan kota di Indonesia akan segera digelar. Pesta demokrasi 
itu hanya menunggu hitungan bulan dan minggu. Begitupun 
dengan kabupaten dan kota di wilayah Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat, termasuk salah satunya Kabupaten Padang 
Pariaman.
Khususnya untuk Pilkadal di Kabupaten Padang 
Pariaman. Pilkadal di Kabupaten Padang Pariaman untuk 
memili kepala daerah masa jabatan 2005-2010 menunjukkan 
dinamika politik lokal yang menarik untuk diamati. Jauh 
beberapa bulan sebelum digelarnya Pilkada Padang Pariaman 
23  Wawancara dengan Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman 
Bulan September 2005.
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yang ditetapkan tanggal 27 Juni 2005, namun suasana 
dan dinamikanya sudah mulai terasa pada awal tahun 
2005. Sejumlah nama-nama sudah mengapung dan sudah 
menjadi bahan perbincangan dikalangan elite dan kelompok 
masyarakat. Mulai dari kalangan kelompok elite politik sampai 
ke tingkat massa akar rumput. Mulai dari gedung bertingkat, 
rumah bergonjong sampai ke warung-warung kopi tempat 
dimana mangkalnya masyarakat akar rumput. Baik nama-
nama yang disebut menjadi calon bupati maupun nama-nama 
yang akan menjadi calon bupati maupun wakil Bupati. 
Pembentukan opini terhadap calon yang akan maju 
dalam pemilihan kepala daerah itu amat dipengaruhi oleh 
informasi yang disampaikan oleh media loka. Nama-
nama yang disebut oleh media lokal itu menjadi informasi 
yang hangat bagi masyarakat. Dari beberap informasi yang 
bersumber dari media lokal, ada bebera nama yang akan 
ikut meramaikan perhelatan politik di Kabupaten Padang 
Pariaman itu. Latar belakang mereka-pun relatif beragam. 
Ada yang berasal dari birokrat, tokoh partai politik, TNI, 
Polri, pengusaha, akademisi, dan seterusnya. Di antara nama-
nama yang disebut-sebut mengincar posisi orang nomor satu 
di Padang Pariaman itu adalah Muslim Kasim Bupati Padang 
Pariaman (2000-2005), Martiyas Mahyuddin. Martiyas 
Mahyuddin adalah Mantan Wakil Bupati Padang Pariaman 
yang mengundurkan diri tahun 2003 ketika mencalonkan diri 
menjadi Calon Walikota Pariaman (2003-2008), dan sekarang 
menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Sumatera Barat. Nama lain yang juga disebut-sebut 
menjadi calon Bupati Padang Pariaman adalah Ali Arifin, 
AM yang sekarang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan 
Kabupaten Mentawai. Dari kalangan TNI dan Polri muncul 
nama seperti AKBP Pol. Syahrial, salah seorang staf Mabes 
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Polri. Nama lain adalah Jasman Joni Datuk Gadang, salah 
seorang pertinggi TNI yang betugas di Kota Padang24.
Nama yang disebut-sebut yang menjadi calon Bupati 
Padang Pariaman yang berasal dari kalangan partai politik 
dan sekaligus pengusaha antara lain M. Yusuf. M.Yusuf 
adalah mantan anggota DPRD Riau (1999-2004) dari 
Partai KAMI. Selain menjadi pengurus partai, M. Yusuf 
juga berprofesi sebagai pengusaha di Pekanbaru dan menjadi 
menjadi Ketua Persatuan Keluarga Daerah Padang Pariaman 
Pekanbaru. Nama lain adalah M. Iqbal Alan Abdullah, salah 
seorang pengusaha rantau yang termasuk sukses di Jakarta. 
Nama lain yang berasal dari kalangan pengusaha adalah 
Ahmadin Algamar dan Saidina Umar25. 
Khusus mengenai Saidina Umar, calon ini meninggal 
dunia secara mendadak ketika Pilkadal beberapa minggu lagi 
akan digelar. Dikabarkan oleh banyak sumber termasuk media 
massa bahwa Saidina Umar meninggal dunia dengan cara 
bunuh diri, dengan menggantung diri. Peristiwa itu membuat 
dinamika Pilkada Langsung di Kabupaten Padang Pariaman 
semakin hebat saja, ketika dikaitkan dengan dugaan bahwa 
Saidina nekat bunuh diri karena banyaknya utang dan uang 
yang telah dikeluarkan untuk ikut dalam proses pencalonan 
kepala daerah Padang Pariaman.  
Selain itu, nama disebut-sebut sebagai calon Wakil Bupati 
antara lain Herman Harun, David Maldian, Rusli Umar, 
Dasril, dan Rustam Djalaluddin. Herman Harun adalah calon 
Wakil Bupati yang berasal dari birokrat dan sekarang menjabat 
sebagai Kepala Kantor Sosial Kabupaten Padang Pariaman. 
David Maldian adalah seorang akademisi di Padang. Calon 
wakil bupati yang berasal dari kalangan pengusaha adalah 
Rusli Umar. Dari lima calon itu yang berasal dari kalangan elite 
24  Surat Kabar Harian Singgalang, 26 Februari 2005.
25  Surat Kabar Harian Singgalang, 26 Februari 2005.
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partai politik adalah Dasril. Dasril merupakan Ketua Partai 
Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman, Rustam 
Djalaluddin adalah satu-satunya calon yang mengapung dari 
kalangan masyarakat adat. Rustam adalah Ketua Lembaga 
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten 
Padang Pariaman26. Calon wakil bupati yang muncul 
belakangan adalah Yulius Danil, Ali Mukhni dan Isril Berd. 
Yulius Danil adalah Ketua DPRD Padang Pariaman yang 
terpilih hasil Pemilu legislatif 2004. Mantan ketua DPD 
Partai Golkar Padang Pariaman ini akhirnya berpasangan 
Muhammad Iqbal. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
ini dinyatakan dinyatakan tidak lulus oleh KPUD Padang 
Pariaman karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Inilah awal 
dari penyebab terjadinya kirsuh dalam pelaksanaan Pilkada 
langsung di Kabupaten Padang Pariaman. Ali Mukhni adalah 
salah seorang guru di Padang Pariaman dan sekaligus sebagai 
pengusaha. Ali Mukni akhirnya berpasangan dengan Muslim 
Kasim dan berhasil memenangkan Pilkada Langsung Padang 
Pariaman. Sedangkan yang terakhir adalah Isril Berd. Isril 
Berd adalah seorang akademisi yang berasal dari Universitas 
Andalas. Isril Berd berpasangan dengan M. Yusuf, yang 
akhirnya harus menerima kekalahan. 
2. Struktur Organisasi KPUD
Semakin dekatnya agenda suksesi Pemilihan Kepala dan 
Wakil Kepada Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2005-
2010, KPUD Padang Pariaman selaku penyelenggara Pilkadal, 
mempersiapkan beberapa persiapan di antaranya melakukan 
konsolidasi dan mempersiapkan aparatur dan tahapan kerja. 
Mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan 
26  Surat Kabar Harian Singgalang, 26 Februari 2005.
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Pilkadal. Pada tahap persiapan, KPUD Padang Pariaman 
melakukan beberapa pekerjaan misalnya pemutakhiran 
data pemilih, membangun jaringan penyelenggara seperti 
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, 
sosialisasi dan simulasi Pilkadal, mencetak surat suara, 
mendistribusikan logististik dan seterusnya. Pada tahap 
pelaksanaan misalnya KPUD Padang Pariaman melakukan 
tahapan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara dan 
seterusnya27. 
Setiap jenis dan tahapan kerja itu akan dikelola oleh 
secara lebih terperinci sesuai dengan pembidangan yang 
dalam struktur KPUD Padang Pariaman. Srtuktur KPUD 
secara nasional memiliki kesamaan dan keseragaman secara 
nasional. Struktur KPUD Kabupaten/kota sama dengan 
struktur KPUD Provinsi. KPUD dipimpin oleh seorang 
ketua dan sekaligus sebagai anggota. Disamping sama dalam 
hal struktural, kesamaan juga terdapat dalam hal jumlahnya. 
Jumlah anggota KPUD mulai dari Provinsi hingga kabupaten/
kota juga sama, yaitu sebanyak lima orang. Empat orang 
anggota yang lain masing-masing membidangi divisi-divisi. 
Ada empat divisi diantaranya adalah Divisi Pengembangan, 
Pendidikan, dan Informasi (Bangdidin), Divisi Hukum dan 
Organisasi, Divisi Logistik dan Divisi Teknis. 
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Struktur organisasi KPUD Kabupaten Padang 
Pariaman terdiri dari satu orang ketua, empat divisi dan 
seorang sekretaris. Dimana setiap organ memiliki fungsi 
dan kewenangan masing-masing. Antara satu organ terkait 
dengan organ yang lain. Setiap keputusan yang bersifat 
strategis harus dibahas dalam rapat pleno KPUD, dan rapat 
itu dipimpin oleh Ketua KPUD. Antara ketua dan 4 orang 
anggota KPUD yang lainnya memiliki hak yang sama dalam 
rapat pleno tersebut. 
Sebagai Kepala Divisi Pengembangan Pendidikan 
dan Informasi (Bangdidin), Rahmat Tuangku Sulaiman 
menjelaskan bahwa divisi yang dipimpinnya akan bertang-
gungjawab dalam sosialisasi, simulasi, pelatihan dan 
pendidikan, baik kepada petugas PPK, PPS ataupun 
kepada masyarakat pemilih. Suhatri Bur selaku kepala 
Divisi Teknis, akan bertanggungjawab dalam pengelolaan 
yang bersifat teknis misalnya verifikasi calon kepala daerah, 




Mukhlis selaku Kepala Divisi Logistik bertanggungjawab di 
bidang logistik Pilkadal seperti pembuatan kertas suara, dan 
kotak suara beserta pendistribusiannya. Begitupun dengan 
Syafrizal Harun selaku Kepala Divisi Hukum, Organisasi 
dan Hubungan Antar Lembaga bertanggungjawab dalam 
melakukan berbagai tinjauan secara lebih khusus mengenai 
aturan main dan membangun hubungan dengan stakeholder 
demi terlaksana Pilkadal yang jujur, adil dan damai28. 
Terakhir, Sekretaris KPUD yang dipegang oleh Muhadek 
Salman, bertanggungjawab di bidang kesekretariatan 
KPUD, termasuk juga masalah keuangan dan administrasi. 
Kalau anggota KPUD berasal dari masyarakat yang dipilih, 
sedangkan sekretaris KPUD berasal dari jajaran birokrasi 
pemerintah daerah. 
3. Pendanaan Pilkadal
Dalam penyelenggaraan Pilkadal, persoalan pendanaan 
merupakan salah satu hal yang menarik untuk dicermati. 
Penyelenggaraan pesta demokrasi itu membutuhkan biaya 
yang cukup besar. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk 
Pilkadal berpengaruh terhadap dinamika politik di tingkat 
lokal. Terutama antara pihak KPUD dengan pemerintah 
daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Pengalokasian dana 
untuk Pilkadal dalam APBD tentu akan menyedot anggaran 
yang sedianya digunakan untuk pembiayaan pembangunan 
daerah. Hal itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Padang 
Pariaman, akan tetapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya 
di Indonesia Daerah yang memiliki pendapatan daerah yang 
kecil, maka Pilkadal lahir sebagai sosok masalah baru. Karena 
pendapatan daerah yang tergolong rendah, maka di Kabupaten 
28  Wawancara dengan Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman 
Bulan September 2005.
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Padang Pariaman, tarik menarik masalah anggaran Pilkadal 
relatif kencang. 
KPUD Padang Pariaman mengharapkan dukungan 
yang memadai sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di 
ranah piaman itu dapat terselenggara dengan baik dan 
sukses. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPUD Padang 
Pariaman Wirya Fansuri bahwa tanpa dukungan pendanaan 
yang memadai, mustahil penyelenggaraan Pilkadal berjalan 
dengan baik dan maksimal. Untuk penyelenggaraan Pilkadal 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pilkadal 
Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, setidaknya 
membutuhkan anggaran 7 Milyar Rupiah. Jumlah anggaran 
ini telah diusulkan oleh KPUD Padang Pariaman kepada 
Pemerintah Daerah Padang Pariaman. Karena terbatasnya 
jumlah dana, pemerintah daerah akhirnya menyetujui 
anggaran Pilkadal sebanyak 5,4 milyar rupiah. Dana itu akan 
dimamfaatkan dengan semaksimalnya sehingga harapan agar 
Pilkadal berjalan dengan sukses dapat terlaksana. Secara riil 
dana itu tidak cukup, apalagi dana itu tidak seluruhnya masuk 
ke rekening KPUD Padang Pariaman. Akan tetapi juga 
akan masuk ke rekening Desk Pilkadal Padang Pariaman. 
Biaya yang relative besar itu utamanya disebabkan untuk 
honorarium dan biaya operasional petugas PPK, PPS dan 
KPPS, disamping untuk pembiayaan logistik Pilkadal, seperti 
cetak surat suara dan berbagai kelengkapan lainnya29.
4. Proses Pencalonan Kepala Daerah
Suhu dan dinamika politik Pilkadal Padang Pariaman 
mulai memasuki fase “panas” ketika memasuki proses 
penjaringan. Proses penjaringan calon bupati dan wakil 
29 Wawancara dengan Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman 
Bulan September 2005.
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bupati yang dilakukan oleh partai politik di Padang Pariaman. 
Dalam proses penjaringan setiap partai politik memiliki 
strategi dan pendekatan yang berbeda. Ada partai politik 
yang melakukan penjaringan secara terbuka dan ada juga yang 
tertutup, sehingga dinamika politik yang terjadi di masing-
masing partai politik berbeda pula. Mulai dari Partai Golkar 
sebagai partai pemenang pemilu sampai pada partai gurem. 
Mulai dari partai yang berkesempatan menjaring calon kepala 
daerah tanpa koalisi sampai pada partai yang mati-matian 
mencari kawan koalisi sehingga berhak mencalonkan diri 
dalam ajang Pilkadal itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dari beberapa kasus di bawah ini. 
a.  Kemelut di Tubuh Golkar
Partai Golkar adalah partai yang terbesar di Kabupaten 
Padang Pariaman. Mulai dari masa Orde Baru sampai 
Pemilu 2004, partai ini selalu menang. Sebagai partai politik 
pemenang dalam Pemilu Legislative 2004, maka pada Pilkadal 
partai ini tentu tidak memerlukan koalisi dengan partai politik 
manapun. Tanpa koalisi, Golkar Padang Pariaman dapat 
mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Tentu dengan alasan itu, partai Golkar ini memiliki daya 
tawar politik yang tinggi bagi calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah
Dalam proses penjaringan calon kepala daerah, Partai 
Golkar Padang Pariaman tetap membuka diri pada calon 
kepala daerah. Partai Golkar membuka diri bagi masyarakat 
yang berminat mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil 
bupati Padang Pariaman (2005-2010). Termasuk bagi 
calon yang independen. Yaitu calon yang tidak menjadi 
anggota salah satu partai politik manapun. Menurut Saamar 
Tk. Sidi, Partai Golkar memberikan kesempatan yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri 
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menjadi calon bupati atau wakil bupati. Baik yang berasal 
dar tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya. Tidak tertutp juga bagi 
kalangan anggota dan kader Partai Golkar sendiri. Bagi 
anggota masyarakat yang berminat silahkan ambil formulir 
pendaftaran di Kantor Partai Golkar Kabupaten Padang 
Pariaman, dan harus dikembalikan paling lambat tanggal 29 
Maret 2005. Pengembalian harus dilakukan oleh calon yang 
bersangkutan, dan tidak boleh diwakilkan. Ketentuan ini 
diatur dalam Juklak No.01/DPD/DPD/II/2005 tentang Tata 
Cara Pemilihan Kepala Daerah Partai Golkar. Nama yang 
mendaftar akan diteliti dan diverifikasi oleh tim khusus yang 
telah ditetapkan oleh Partai Golkar Padang Pariaman. Dari 
hasil penjaringan Partai Golkar, terdaftarlah sebelas nama 
calon bupati dan wakil bupati di antaranya adalah; Sidi Saidina 
Umar (pengusaha), M. Igbal Alan Abdullah (pengusaha), 
Syarbaini (KTU Dinas Kesehatan Padang Pariaman), Basri 
Syafrizal (mantan PNS), Yobana Samial (Notaris), Kol. Pol 
(Purn) Fahmi Khaidir (Pensiunan Polri), Yulizar Yakub 
(Staf BPN Kota Padang), Yuswil Yakub (Golkar Padang 
Pariaman), Rostian (TNI), Jamohor (pengusaha) dan Budi 
Utama (Kadinas Perhubungan Kota Pariaman)30. Hal yang 
menarik dari calon yang mendaftar itu adalah tidak terdapat 
nama Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim (In camben). 
Sedangkan Muslim Kasim adalah bagian dari keluarga besar 
Partai Golkar. 
Beberapa nama yang terjaring itu kemudian akan diteliti 
dan dibahas lebih lanjut oleh tim. Namun, pembahasan itu 
tidak melewati sebuah proses yang terbuka, karena tidak 
melalui proses politik seperti ‘konvensi’ di tingkat DPP 
Golkar, atau Musyawarah Daerah di tingkat Provinsi dan 
30  Wawancara dengan Tk. Sidi Saamar, Anggota DPRD Padang Pariaman 
(2004-2009) di Pariaman.  
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kabupaten kota. Proses penetapan M. Iqbal Alan Abdullah 
-Yulius Danil sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati 
dari partai Golkar tidak melewati proses politik yang terbuka. 
Tiba-tiba saja pada babak akhir nama M. Iqbal Alan Abdullah 
dan Yulius Danil telah ditetapkan saja menjadi pasangan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai 
Golkar. Artinya, Partai Golkar yang katanya membuka diri 
dan menerima calon independen, ternyata hanyalah bagian 
dari politik ‘akal-akalan’ saja. 
Tidak jelasnya proses seleksi penjaringan dan penetapan 
pasangan calon bupati dan wakil bupati itu juga dipengaruhi 
oleh faktor lain, di antaranya adalah kemelut dan konflik 
yang terjadi di internal Golkar Padang Pariaman. Masa 
kepengurusan DPD Partai Golkar di bawah kepemimpinan 
Yulius Danil periode 2001-2004 akan segera berakhir. 
Namum, Musyawarah Daerah sebagai forum pengambilan 
keputusan tertinggi di tingkat daerah belum juga menghasilkan 
keputusan baru tentang siapa yang menjadi pengurus dan 
ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman. 
Tidak jelasnya pucuk pimpinan yang definitive Partai Golkar 
Padang Pariaman, menjadi persoalan yang membuat beberapa 
mekanisme dan aturan partai tidak dapat berjalan dengan 
maksimal.
Akibat kemelut yang tidak berkesudahan itu, partai yang 
satu-satunya berhak mengusung pasangan calon bupati-
wakil bupati itu, hampir saja tidak mengusung calon bupati 
dan wakil bupati. Karena pendaftaran pasangan calon bupati 
dan wakil bupati dari Partai Golkar dilakukan di detik-detik 
akhir masa pendaftaran. Barangkali saat injuri time itulah 
pasangan ini ditetapkan, tanpa melewati proses seleksi yang 
yang terencana dan terbuka layaknya partai besar31. 
31  Surat Kabar Harian Padang Ekspres, 14 Maret 2005.
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Kemelut kepemimpinan di internal Partai Golkar Padang 
Pariaman baru relatif mereda ketika partai berlambang pohon 
beringin itu berhasil memilih Ketua dan kepengurusan DPD 
Golkar Padang Pariaman melalui Musyawarah Daerah Partai 
Golkar Padang Pariaman yang dilaksanakan tanggal 5 April 
2005. Dalam Musda Partai Golkar Padang Pariaman itu 
terjadinya persaingan politik yang ketat antara beberapa orang 
calon, yaitu antara Faisal Arifin Datuk Rangkayo Majo Basa 
dengan Muslim Kasim Mantan Bupati Padang Pariaman 
Muslim Kasim berambisi untuk menjadi Ketua DPD Partai 
Golkar Padang Pariaman tentu dengan maksud dapat 
menguasai Golkar dann akan menjadi calon bupati dari Partai 
Gokar. Namun ambisi Muslim Kasim itu tidak terwujud. 
Dimana pada pemilihan tahap akhir, Muslim Kasim terpaksa 
harus mengakui keunggulan pesaingnya Faisal Arifin Datuk 
Rangkayo Majo Basa. Dimana pemilihan akhir dengan 
voting, Faisal Arifin memperoleh suara terbanyak, dengan 9 
suara. Sedangkan Muslim Kasim hanya memperoleh 8 suara. 
Muslim Kasim kalah satu suara. Walaupun hanya selisih satu 
suara, Faisal Arifin tetap harus diakui dan diterima sebagai 
Ketua DPD II Golkar Padang Pariaman 2005-200932. 
 Kalah dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar 
Padang Pariaman tentu memiliki catatan dalam proses politik 
pribadinya. Mungkin ini salah satu factor yang memicu 
konflik yang tinggi antara antara satu pasang calon dengan 
pasangan calon yang lainnya ketika Pilkadal sudah memasuki 
tahap verifikasi dan masa kampanye. Walaupun Muslim 
Kasim tidak terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar 
Padang Pariaman, namun PAN akhirnya menyelamatkannya 
untuk maju sebagai calon kepala daerah. Berbeda dengan 
Faisal Arifin, dimana DPD Golkar Padang Pariaman 
32 Surat Kabar Harian Padang Ekspres, 14 Maret 2005.
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akhirnya mencalonkan pasangan M. Iqbal Alan Abdullah dan 
Yulius Danil sebagai calon bupati dan wakil bupati Padang 
Pariaman. Namun pasangan ini terganjal di KPUD Padang 
Pariaman karena tidak memiliki kelengkapan persyaratan 
adiministrasi. Faktor itulah yang saling kait mengait sehingga 
menjadi sebuah ledakan politik, yang bermuara kepada KPUD 
Padang Pariaman. Mereka menuntut untuk KPUD Padang 
Pariaman dibekukan dan meminta kepada pihak KPUD, 
Pemda Padang Pariaman, Pemda Provinsi Sumatera Barat 
serta Mendagri M. Ma’ruf untuk menunda Pilkada Padang 
Pariaman. Faisal Arifin adalah salah satu tokoh kunci dalam 
gerakan politik itu.
b. Konflik Internal PPP
Berbeda dengan apa yang terjadi di tubuh PPP, PAN dan 
PDI-P. Kalau Golkar bermasalah pada proses pendaftran dan 
verifikasi di tingkat KPUD Padang Pariaman, maka dinamika 
politik lebih cenderung disebkan oleh dualisme sikap politik 
dan kepengurusan, terutama yang terjadi dengan PAN dan 
PDIP Padang Pariaman. Dinamika politik di masing-masing 
partai politik itu relative berbeda. Di masing-masing parati 
politik itu memiliki persoalan internal yang berbeda pula. 
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Padang 
Pariaman adalah partai menengah. Partai politik yang 
mengharuskan berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk 
kemudian dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. Di Partai ini masalahnya bukan membangun koalisi 
dengan partai politik yang lain, akan tetapi gejolak muncul 
ketika proses penjaringan calon di tingkat internal partai 
berlambang Ka’bah itu. 
PPP pada tahap penjaringan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah tetap membuka ruang publik. Bagi 
masyarakat yang berminat menjadi calon, PPP membuka 
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ruang itu. PPP membuka ruang dan kesemapatan yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan 
diri menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Hal ini 
dulakukan agar calon yang diusung oleh PPP benar-benar 
calon kepala daerah yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang 
memadai untuk dicalonkan oleh PPP. Hal itu dilakukan agar 
calon yang diusulkan benar-benar berasal dari bawah dan 
tidak dari atas. Menurut Ketua DPC PPP Padang Pariaman 
Sudirman Nazar bahwa persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh bakal calon bupati dan wakil bupati dari PPP sangat 
sederhana. Yaitu membuat surat permohonan untuk menjadi 
calon dan melampirkan daftar riwayat hidup serta calan yang 
bersangkutan dapat mengantarkan langsung persyaratannya 
ke kantor DPC PPP Padang Pariaman. Berkas ini nantinya 
yang akan diteliti, diverifikasi dan diseleksi oleh panitia yang 
telah ditetapkan oleh partai. Bagi balon yang lulus seleksi 
akan diminta untuk menyampaikan visi-misinya di kantor 
DPC PPP, yang dihadiri oleh pengurus, anggota PPP dan 
masyarakat luas, karena acara itu terbuka untuk umum33. 
Sikap dan kebijakan PPP mendapat respon yang positif 
di tingkat calon. Hal itu terbukti dengan relatif banyak 
calon yang mendaftar ke PPP Padang Pariaman. Sebanyak 
tiga belas orang bakal calon bupati mendaftar ke PPP 
Padang Pariaman. Tiga belas orang itu diantaranya adalah; 
Muslim Kasim (Bupati Padang Pariaman), M. Iqbal. A. 
Abdullah (pengusaha), Martiyas Mahyuddin (Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat), 
M. Djamal Doa (mantan Anggota DPR-RI 1999-2004 dari 
PPP), Kompol Syahrial (Ditlantas Polda Metro Jaya), Mayor 
(Purn) CPM Jasma Joni Datuk Gadang (Mantan Wadam 
POM Padang), dan Letkol (Purn) Osman Putra Negara 
33  Surat Kabar Harian Haluan, 10 Maret 2005. 
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(Mantan Anggota DPRD Kota Pekanbaru). Sementara 
yang mendaftar sebagai wakil bupatinya berjumlah sebanyak 
lima orang, diantaranya yaitu Herman Harun (Kakan Sosial 
Padang Pariaman), David Maldian (Akademisi), Syahrial 
Amiruddin (kader PPP), Sidi Saidina Umar (Pengusaha) dan 
Ahmadin Algamar (pengusaha)34. 
Jika dibandingkan dengan Partai Golkar, proses 
penjaringan dan penetapan calon bupati di DPC PPP Padang 
Pariaman berlangsung lebih terbuka. Proses penetapan calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah diputuskan melalui 
Rapat Pleno DPC PPP Padang Pariaman. Hasil keputusan 
Rapat Pleno PPP Padang Pariaman berhasil memilih dan 
menetapkan Jasma Joni Datuk Gadang sebagai calon kepala 
daerah. Pemilihan yang dilakukan melalui pemungutan suara 
(voting) dan proses seleksi yang ketat, J.J Datuk Gadang 
berhasil mengalahkan dua orang pesaingnya beratnya 
diantaranya adalah Muslim Kasim dan Jamal Doa. Akan 
tetapi kemenangan Jasma Joni Datuk Gadang itu tidak 
sepenuhnya diterima kader dan anggota PPPHasil keputusan 
Rapat Pleno terbuka itu tetap saja menyisakan protes35. 
Protes berasal dari kalangan pengurus dan kader PPP. 
Utamanya berasal dari pengurus Pimpinan Anak Cabang 
(PAC) di lingkungan PPP Padang Pariaman. Mereka 
menganggap bahwa keputusan Rapat Pleno DPC PPP Padang 
Pariaman selain dianggap tidak mengutamakan kader partai, 
juga disebabkan oleh keputusan DPC yang tidak didasarkan 
keputuasn bersama. Mereka menilai sikap dan tindakan 
DPC PPP Padang Pariaman tidak berdasarkan aturan dan 
mekanisme yang telah ditentukan oleh partai36. Alasan lain 
menurut Sutan Zaidir salah seorang dari kelompok yang 
34 Surat Kabar Harian Singgalang, 17 Juli 2005.
35 Surat Kabar Harian Haluan, 26 Maret 2005.
36 Surat Kabar Harian Padang Ekspres, 4 April 2005.
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protes itu mengatakan bahwa, ia menilai sikap dan perilaku 
politik pengurus DPC PPP Padang Pariaman tidak menjaga 
marwah partai. Posisi PPP saat menjajaki koalisi dengan 
Partai Demokrat, PPP terkesan berada di bawah Partai 
Demokrat. Sedangkan menurutnya PPP adalah partai yang 
meperoleh kursi lebih besar dibandingkan partai demokrat37. 
Gejolak dan perbedaan sikap politik di internal PPP 
Padang Pariaman tidak berlangsung lama. Perbedaan sikap dan 
cara pandang akhirnya dapat diminimalisir. Namun demikian, 
tetap saja berdampak terhadap tingkat keseriusan anggota 
dan kader PPP di tingkat akar rumput untuk memenangkan 
calon kepala daerah dan wakil kepala yang diusung partai ini. 
JJ. Datuk Gadang yang berpasangan dengan Herman Harun 
yang diusung Koalisi PPP dan Partai Demokrat akhirnya 
berada pada urutan ketiga dalam perolehan suara Pilkada 
Padang Pariaman. Dimana pasangan Muslim Kasim-Ali 
Mukni berada pada urutan pertama disusul oleh pasangan M. 
Yusuf-Isril Berd pada urutan kedua.
c.  Politik Belah Bambu ditubuh PAN 
Tingginya dinamika politik Pilkadal Padang Pariaman 
sesungguhnya juga didorong oleh dinamika politik di internal 
PAN Padang Pariaman. Dinamika politik di tubuh PAN 
Padang Pariaman amat berpengaruh karena PAN bukanlah 
partai kecil seperti PDIP Padang Pariaman. Dalam proses 
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di tubuh 
PAN Padang Pariaman terjadinya tarik menarik kepentingan 
antara satu faksi dengan faksi yang lainnya. Yaitu tarik-
menarik kepentingan antara pengurus DPD PAN Padang 
Pariaman dengan pengurus DPW PAN Sumatera Barat, 
plus pengurus DPP PAN. Tarik menarik itu dipengaruhi 
oleh status kepemimpinan di tingkat DPD PAN Padang 
37 Surat Kabar Harian Padang Ekspres, 4 April 2005.
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Pariaman. Dimana pasca di non-aktifkannya Akhiardi 
sebagai Ketua DPD PAN Padang Pariaman, menyebabkan 
tidak jelasnya struktur pimpinan di DPD PAN Padang 
Pariaman. Tidak adanya pimpinan yang definitive maka itu 
memberikan peluang terjadinya permainan politik tingkat 
tinggi. Memberikan peluang bagi orang atau kelopok 
kepentingan untuk berusaha mendapatkan posisi dan jabatan 
pengurus sementara atau dalam istilah yang lebih popoler 
disebut pelaksana harian atau Plh. Jika posisi itu didapatkan 
menjelang berlangsungnya Pilkadal, maka tentu saja 
merupakan sebuah posisi yang strategis. Karena posisi itu amat 
menentukan dalam proses pencalonan kepala daerah. Itulah 
yang sesungguhnya terjadi di tubuh PAN Padang Pariaman. 
Dimana gendang konflik ditubuh PAN Padang Pariaman 
dimulai ketika memasuki tahap penjaringan dan pencalonan. 
Pada tahap ini muncul dua kelompok kekuatan di internal 
PAN. Kelompok yang satu adalah kelompok Khaidir Khatib 
Bandaro dan Endarmi yang mengusung Muslim Kasim-
Ali Mukhni sebagai pasangan calon. Pada pihak yang lain 
kelompok Arif Rahman Hakim-Andri Suandi yang bersikap 
bahwa PAN tidak mencalonkan pasangan manapun dalam 
Pilkada Padang Pariaman 2005. Kedua belah pihak itu sama-
sama mengklaim sebagai pengurus sementara yang syah.
Konflik dan silang pendapat semakin tajam, ketika 
masing-masing kelompok memiliki alasan dan sikap politik. 
Khaidir Khatib Bandaro dan Endarmi yang mencalonkan 
pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni sebagai pasangan calon 
dari PAN, yang berkoalisi dengan PDIP dan didukung oleh 
Aliansi Saiyo Sakato yang berasal 13 partai kecil, menyatakan 
pihaknyalah yang memiliki legitimasi dan posisi yang syah 
di tingkat partai. Hal itu didasarkan kepada SK DPW PAN 
Provinsi Sumatera Barat Nomor 104/A/Kpts/K-S/035/
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IV/200 tentang pelaksana tugas DPD PAN Padang Pariaman 
dan dikuatkan oleh Surat Keputusan DPP PAN Nomor 
PAN/A/BAP/003/V/2005. Menurutnya proses pencalonan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni sudah dilakukan sesuai dengan 
mekanisme di internal PAN. Proses seleksi seleksi di tingkat 
DPW PAN Sumatera Barat, pasangan Muslim Kasim-Ali 
Mukhni berhasil mengalahkan pasangan Sidi Saidina Umar-
Yobana Samial dan pasangan Basri Syafrizal-Arif Rahman 
Hakim38. Pencalonan Muslim Kasim yang berpasangan 
dengan Ali Mukhni oleh DPD PAN Padang Pariaman syah 
dan tidak ada ganjalan. Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
sudah memenuhi ketentuan hukum mekanisme pencalonan39. 
Sementara itu, di pihak yang lain, Arif Rahman Hakim dan 
Andri Suandi mengklaim bahwa pihaknya yang mempunyai 
kewenangan untuk proses pencalonan dari PAN Padang 
Pariaman. Menurut Darmon salah seorang pengurus DPD 
PAN Padang Pariaman yang pro kelompok Arif Rahman 
Hakim menyatakan bahwa pencalalonan Muslim Kasim-
Ali Mukhni dari PAN Padang Pariaman tidak syah, karena 
bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan 
peraturan perunda-undangan yang berlaku, surat keputusan 
pengusulan bakal calon kepala daerah harus ditandatangani 
oleh ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan. Karena 
menurutnya SK Khaidir Khatib Bandaro tidak diakui oleh 
DPP PAN. Karenanya SK kepengurusan Khaidir Khatib 
Bandaro tidak syah dan illegal. Sesuai dengan ketentuan 
partai, perubahan SK kepengurusan harus melalui pengusulan 
yang lakukan melalui Musda. Untuk itu Kahidir Khatib 
Bandaro tidak berhak mengatasnamakan DPD PAN Padang 
Pariaman. Disamping itu sesuai dengan hasil kesepakatan dan 
keputusan DPD PAN Padang Pariaman bahwa PAN Padang 
38  Surat Kabar Harian Singgalang, 4 Mei 2005. 
39  Surat Kabar Harian Padang Ekspres, 4 Mei 2005.
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Pariaman tidak akan mengusulkan pasangan bupati dan wakil 
bupati. Rapat pleno diperluas juga memutuskan bahwa PAN 
Padang Pariaman tidak berkoalisi dengan partai manapun. 
Akan akan tetapi hanya PAN mendukung pasangan M. Iqbal 
Alan Abdullah40. 
Perseteruan ini terus berlanjut pada tahapan pilkadal 
berikutnya. Mulai dari proses pendaftaran sampai kepada 
penetapan hasil peghitungan suara. Konflik di internal partai 
ini semakin meluas ke tingkat DPRD Padang Pariaman 
dan KPUD Padang Pariaman. Hal itu disebabkan oleh 
tetap diluluskannya pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
oleh KPUD Padang Pariaman, walaupun PAN versi Arif 
Rahman Hakim telah menegaskan bahwa PAN tidak pernah 
mencalonkan Muslim Kasim-Ali Mukhni. 
d. Pragmatisme Politik Ala PDI-P
Selain PPP dan PAN, masalah konflik di tubuh partai 
juga terjadi di PDI-P Padang Pariaman. Konflik di internal 
PDIP juga terkait dengan proses pencalonan Muslim 
Kasim-Ali Mukhni. Dimana koalisi PAN dan PDIP yang 
mencalonkan Muslim Kasim-Ali Mukhni menuai konflik 
di masing-masing partai itu. Apa yang terjadi di tubuh PAN 
juga terjadi di tubuh PDI-P. Yaitu terjadinya dualisme sikap 
dan kebijakan politik. Dualisme sikap politik itu muncul 
dipengaruhi oleh terjadinya pergantian kepengurusan DPC 
PDIP Padang Pariaman menjelang proses pencalonan. Hal 
itu biasanya sangat politis.
Dualisme sikap politik itu adalah antara kelompok 
yang mendukung pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni. 
Kelompok ini adalah kelompok Jhoni Mandai dan A. 
40 Wawancara dengan Darmon, Anggota DPRD Padang Pariaman dari 
PAN di Pariaman Bulan November 2005.
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Damhuri, yang masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris 
DPC PDI-P Kabupaten Padang Pariaman yang dinonaktifkan 
oleh DPP PDIP pasca Kongres PDIP di Bali. Jhon Mandai 
dan A.Damhuri dinonaktifkan karena mendukung kelompok 
PDIP Pembaharuan pimpinan Roy BB Janis dan kawan-
kawan. Penonaktifan kepengurusan DPC PDIP Padang 
Pariaman di bawah kepemimpinan Jhon Mandai didasarkan 
kepada surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Nomor 
018/IN/DPP/!V/2005 tentang Penunjukan Pelaksana Harian 
(Plh) Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupeten Padang 
Pariaman. Surat penunjukan ini ditandatangani tanggal 
13 April 2005 oleh Maruarar Sirait dan Pramono Anung, 
masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris jenderal. Isi 
surat diantaranya 1). Menonaktifkan Saudara Jhon Mandai 
dan saudara A. Damhuri dari masing-masing jabatannya 
sebagai ketua dan sekretaris DPC PDI-P Kabupaten 
Padang Pariaman. Dengan alasan Jhon Mandai dan A. 
Damhuri melakukan tindakan indisipliner karena tidak mau 
menandatangani pengajuan Ali Arifin-David Maldian sebagai 
calon bupati/wakil bupati, yang didasarkan pada aspirasi yang 
berkembang ditingkat Pimpina Anak Cabang (PAC) di 
lingkungan PDI-P Padang Pariaman. 2). Menunjuk Saudara 
Solfi Ardi sebagai pelaksana harian (Plh) ketua DPC PDI-P 
Padang Pariaman dan saudara Hendri sebagai pelaksana 
harian (Plh) sekretaris DPC PDI-P Padang Pariaman. 3). 
Menugaskan saudara Solfi Ardi dan Saudara Hendri sebagai 
pelaksana harian (Plh) ketua dan sekretaris DPC PDI-P 
Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan tugas 
sehari-hari dan wewenang ketua dan sekretaris DPC PDI-P 
Kabupaten Padang Pariaman, termasuk menandatangani 
dokumen-dokumen pencalonan bupati dan wakil bupati 
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Padang Pariaman 41.
Di dasarkan surat keputusan DPP PDIP itu, maka 
kelompok Solfi Ardi menilai sebagai pihak yang memiliki 
legitimasi dan kewenangan dalam menentukan sikap politik 
DPC PDIP Padang Pariaman. Solfi Ardi yang telah diberi 
kewenangan untuk memimpin sementara DPC PDIP 
Padang Pariaman menilai sikap dan keputusan Jhon Mandai 
yang mencalonan Muslim Kasim dari PDIP adalah tindalkan 
yang illegal.Karena Jhon Mandai dan A. Damhuri telah 
dinonaktifkan sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PDIP. 
Menurut Solfi Ardi, PDIP Padang Pariaman tidak 
pernah mencalonkan Muslim Kasim-Ali Mukhni. PDIP 
mendukung dan mencalonkan Ali Arifin dan David Maldian 
sebagai pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati 
dari PDIP. Solfi Ardi menegaskan bahwa sikap politik 
ini mendapatkan dukungan politik atas-bawah. Dari atas, 
keputusan mendukung duet Ali Arifin-David Maldian 
mendapar rekomendasi dari DPP dan DPW PDI-P. Dari 
bawah, sikapnya juga mendapat dukungani dari PAC-PAC 
PDIP Padang Pariaman. Duet Ali Arifin-David Maldian 
41 Tiga putusan penting menjadi isi utama surat DPP PDI-P dalam 
merespon perkembangan permasalah yang terjadi di internal PDI-P 
Kabupaten Padang Pariaman, khususnya terkait dengan dengan 
pengajuan calon bupati dan wakil bupati Padang Pariaman. Dalam 
surat ini juga menilai bahwa pemberhentian Jhon Mandai dan A. 
Damhuri selaku ketua dan sekretaris DPCPDI-P Kabupaten Padang 
Pariaman didasarkan ketidakmampuannya dalam mengamankan surat 
Rekomendasi DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat nomor 79/IN/PLH-
DPD/IV/2005 tanggal 7 April 2005, yang salah isinya mengintruksikan 
kepada DPC PDI-P Kabupaten Padang Pariaman untuk mengajukan 
Ali Arifin dan David Maldian sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati 
Padang Pariaman (2005-2010). Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam 
Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD PDI-P Propinsi Sumatera 
Barat yang ditandatangani oleh Syamsi Hasan dan Yeni. S Tangjung 
masing-masing sebagai ketua dan sekretaris pelaksana harian daerah (Plt) 
DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat tanggal 7 April 2005.
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mendapat dukungan yang siknifikan dari pimpinan dan 
pengurus PAC PDI-P di tingkat kecamatan. Menurutnya 
Sikap dan kebijakan Jhon Mandai yang  mendukung Muslim 
Kasim-Ali Mukhni adalah sikap politik yang berlawanan dan 
bertentangan dengan kehendak harus bawah42.
Namun demikian, sikap dan tindakan politik kelompok 
Solfi Ardi di PDIP Padang Pariaman kalah cepat. Karena 
Jhon Mandai sebagai rival politiknya sudah jauh-jauh hari 
mempersiapkan proses pencalonan terhadap Muslim Kasim 
sebagai calon kepala daerah dari PDIP. Menurut Jhon Mandai 
pencalonan Muslim Kasim dari PDIP sudah ditetapkan 
melalui Rakercabsus tanggal 5 Februari 2005, yang bertempat 
di Hotel Nan Tongga Pariaman. Penetapan Muslim Kasim 
sebagai calon bupati Padang Pariaman 2005-2010 jauh 
beberapa hari menjelang dilaksanakannya Kongres PDIP di 
Bali. Jadi sebelum dinonaktifkan sebagai ketua DPC PDIP 
Padang Pariaman, saya sudah mempersiapkan berkas-berkas 
pencalonan Muslim Kasim, termasuk surat rekomendasi dari 
PDIP Padang Pariaman. Di samping surat rekomendasi dari 
partai, saya juga sudah melakukan pendekatan dengan partai 
politik lain untuk menjajaki koalisi. Hasilnya adalah lahirnya 
kesepakatan yang dibuktikan dengan penandatanganan 
Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik 
Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat kesepakatn itu 
ditandatangani Tanggal 22 Maret 2005 bersama dengan PSI, 
dan Aliansi Parpol Saiyo Sakato Padang Pariaman. Surat 
pernyataan itu berisikan dukungan terhadap Muslim Kasim. 
Surat dukungan itu ditandatangani oleh Jhon Mandai dan 
A. Damhuri masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris 
partai PDIP Padang Pariaman, lengkap dengan stempel 
42 Wawancara dengan Solfi Ardi, Ketua PLH DPC PDIP Padang 
Pariaman bulan November 2005 di Pariaman.
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partai. Dalam Surat Pernyataan Bersama antar Partai itu juga 
tertulis kesepakatan bahwa yang menandatangi kesepakatan 
tersebut berjanji tidak akan menarik dukungan atas pasangan 
calon yang telah diajukan. Baik secara bersama-sama ataupun 
sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon43. 
Dengan demikian apa yang dilakukan Jhon Mandai 
adalah sikap politik yang pragmatis. Mestinya sikap PDIP 
yang mendukung Muslim Kasim hasil Rakercabsus itu 
diberikan kepada Saudara Solfi Ardi selaku Ketua DPC 
PDIP semantara. Namun, ya itulah politik, tidak ada kawan 
yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan dan hasrat politik 
itu sendiri. Dimana tanpa berkoordinasi dengan Solfi Ardi, 
Jhon Mandai telah merencanakan scenario politik yang lain. 
Jhon Mandai dan A. Damhurinya lebih memilih untuk 
menyalurkan hasrat politiknya ketimbang memperhatikan 
aspirasi yang berkembang di tubuh PDIP. Jhon Mandai telah 
memutuskan untuk mencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dari 
P-DIP, yang berkoalisi dengan PAN, PPD, Partai Medeka, 
PNBK dan PKPB44. 
Solfi Ardi yang merasa dilecehkan oleh Jhon Mandai 
tentu tidak diam saja melihat sikap dan perilaku mantan 
43 Wawancara dengan Jhon Mandai, Ketua DPC PDIP Padang Pariaman 
yang dinonaktifkan, bulan November 2005 di Pariaman.
44 Dukungan DPCPDI-P Kabupaten Padang Pariaman terhadap 
pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni sebagai calon Bupati dan Wakil 
Bupati Padang Pariaman (2005-2010) dapat dilihat dari Surat Keputus 
Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005. Dalam surat 
ini terdapat nama-nama juru kampanye pasangan Muslim Kasim-Ali 
Mukhni. Dari dua puluh enam juru kampanye itu masuklah nama 
Jhon Mandai dan A. Damhuri dari PDI-P. Dari partai PAN masuk 
nama Kahidir Khatib Bandaro dan Endarmy. Dan seterusnya. Surat 
ini juga dilengkapi dengan pembubuhan tanda tangan tangan ketua 
dan sekretaris partai yang mencalonkan, dan diperkuat dengan stempel 
masing-masing partai politik.  
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Ketua DPC Padang Pariaman itu. Solfi Ardi menuntut balik 
dan menggugat Jhon Mandai sebagai oknum yang telah 
mengatasnamakan partai politik tertentu. Solfi Ardi juga 
menuntut KPUD Padang Pariaman yang telah meloloskan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni sebagai calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang diusung koalisi PAN, PDIP 
dan Koalisi Saiyo Sakato. Tuntutan dan gugatan Solfi Ardi 
selaku pimpinan sementara DPC Padang Pariaman turut 
‘memberikan warna’ dalam Dinamika Pilkada Padang 
Pariaman yang penuh dengan gejolak dan intrik. 
e. Politik “Damai” Ala PBB dan PKS
Berbeda dengan PBB dan PKS Kabupaten Padang 
Pariaman. Proses penjaringan dan penetapan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman berjalan 
dalam dinamika politik yang biasa-biasa saja. Tidak Dinamika 
politik yang terjadi di dua partai Islam ini tidak kentara. PBB 
Padang Pariaman misalnya, dalam proses penjaringan calon 
kepala daerah tidak mengambil sikap yang terbuka. Partai ini 
lebih cenderung tertutup dalam proses penetapan calon kepala 
daerah. Yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan 
yang bersifat personal. Mekanisme di tingkat partai dalam 
penetapan calon nyaris tidak berjalan. Akibatnya, walaupun 
tidak ada gejolak terbuka namun tetap saja terlihat perpecahan 
di internal partai ini, dimana ada juga faksi yang tidak setuju 
dengan dicalonkannnya M. Yusuf sebagai calon bupati dari 
PBB. 
Dalam proses penjaringan calon kepala daerah di 
PBB Padang Pariaman, memang ada beberapa nama yang 
mendekati partai pelanjut Masyumi ini. Di antara nama-nama 
itu adalah Muslim Kasim, Martiyas Mahyuddin, Isril Berd, 
M. Yusus, Syarbaini, Ahmadin Algamar, Yobana Samial, 
Djamal Doa, syahrial, dan Ali Arifin. Namun penjaringan 
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itu terkesan formalitas saja. Karena nama-nama calon yang 
mendaftar tidak diseleksi melalui mekanisme yang jelas dan 
terukur, sehingga tiba-tiba PBB Padang Pariaman telah 
memutuskan nama M. Yusuf dan Isril Berd sebagai pasangan 
calon Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman. Sikap PBB 
yang tidak terbuka itu dinilai sebahagian kader PBB tidak fair. 
Menurut Andi Elyusra bahwa sikap PBB yang mendukung 
M. Yusuf diputuskan tanpa melalui rapat dan musyawarah di 
tingkat partai. Saya sebenarnya punya sikap pula. Saya lebih 
setuju PBB itu mencalonkan Muslim Kasim sebagai calon 
bupati berpasangan dengan M. Yusuf sebagai calon wakil 
bupatinya. Karena tidak jelasnya mekanisme yang ditempuh 
dalam memutuskan calon kepala daerah menyebabkan 
konsolidasi dan keseriusan pengurus dan keder PBB menjadi 
tidak maksimal. Di tingkat elite PBB saja ada yang tidak 
setuju dengan M. Yusuf, apalagi di tingkat anggota45.
Karena PBB tidak bisa mecalonkan tanpa koalisi, maka 
PBB melakukan pendekatan dengan parta-partai lain 
untuk memenuhi persyaratan kuota 15%. Dengan berbagai 
strategi dan pendekatan, akhirnya PBB dapat membangun 
kesepahaman dengan beberapa partai kecil di antaranya PNI-
Marhaenis, PSI dan PKPI Padang Pariaman. Empar partai 
ini bersepakat untuk calon bupati dan wakil bupatinya adalah 
pasangan M. Yusuf dan Isril Berd46. Setelah membangun 
kesepahaman dan kesepahaman politik tidak lama kemudian 
dilakukan deklarasi koalisi. Proses koalisi PBB dengan PSI, 
PNI-Marhaenis dan PKPI berjalan dengan lancar dan berhasil 
menetapkan M. Yusuf dan Isril Berd sebagai pasangan calon 
bupati dan wakil bupati Padang Pariaman. Deklarasi koalisi 
45 Wawancara dengan Andi Elyusra, Anggota DPRD Padang Pariaman 
2004-2009 dari PBB, bulan November 2005 di Pariaman. 
46 Wawancara dengan Komi Chaniago, Anggota DPRD Padang Pariaman 
dari PBB, bulan Desember 2005 di Pariaman.
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dilakukan pada tanggal hari Sabtu tanggal 3 April 2005 sekitar 
jam 14.00 Wib, yang bertempat di lapangan sepak bola Lubuk 
Alung dan dihadiri sekitar 2000 pendukung dan simpatisan 
pasangan M.Yusuf-Isri Berd. Deklarasi pasangan ini dihadiri 
oleh beberapa tokoh masyarakat di antaranya adalah Tarmizi 
Taher (Mantan Menteri Agama) dan Rani Ismail (Direktur 
Utama PT Suka Fajar- Padang)47. 
Namun pada akhirnya, pasangan calon bupati dan wakil 
bupati koalisi empat partai ini mengalami kekalahan dan 
melakukan gugatan terhadap KPUD Padang Pariaman. 
Mereka menganggap KPUD Padang Pariaman tidak 
benar dalam melakukan penghitungan suara. Di samping 
itu mereka juga menggungat pasangan pemenang Pilkada 
Muslim Kasim-Ali Mukhni, karena diduga telah melakukan 
money politik pada saat Pilkadal. Kasus ini akhirnya berakhir 
dipengadilan. KPUD dan Muslim Kasim akhirnya dinyatakan 
tidak terbukti dan divonis bebas oleh PTUN.
Sementara itu, PKS Padang Pariaman juga melakukan 
proses penjaringan calon kepala daerah. Proses penjaringan 
berjalan biasa-biasa saja, tanpa melalui dinamika politik 
yang tinggi. Nama calon kepala daerah di PKS tidak jauh 
berbeda dengan partai Golkar, PPP, PAN dan PBB. 
Mereka diantaranya adalah; Muslim Kasim (Bupati Padang 
Pariaman), M. Iqbal. A. Abdullah (pengusaha), D. Iskandar 
(Pensiunan TNI), Martias Mahyuddin (Kepala Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumatera Barat), 
Letkol (Purn) Osman Putra Negara (mantan Anggota 
DPRD Kota Pekanbaru), Yobana Samial (Notaris), Duski 
Samad (Akademisi), M. Yusuf (pengusaha), Ali Arifin 
(Asisten I Sekda Mentawai), Rusli Umar, Ahmadin Algamar 
(pengusaha), Sidi Saidina Umar, dan Dasril, Ketua DPD 
47 Surat kabar Padang Ekspres, Tanggal 4 April 2005.
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PKS Padang Pariaman sendiri48. 
Dari nama-nama ini disaring oleh Tim Optimalisasi 
Musyakarah PKS Padang Pariaman menjadi empat orang, 
yang pada akhirnya disaring menjadi satu nama yang usung 
diusung PKS menjadi calon bupati. Pada tahap akhir, PKS 
menetapkan M. Iqbal Alan Abdullah menjadi calon Bupati 
Padang Pariaman, yang berpasangan dengan Yulius Danil 
sebagai calon Wakil Bupati Padang Pariaman yang berkoalisi 
dengan Partai Golkar dan PBR. Koalisi Partai Golkar, PKS 
dan PBR yang mencalonkan M. Iqbal Alan Abdullah terjegal 
dan dinyatakan tidak lulus verifikasi oleh KPUD Padang 
Pariaman. Dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi 
syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itulah 
yang kemudian menimbulkan oleh konflik yang “berlarut-
larut” hingga pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Padang Pariaman terpilih. 
f. Partai Gurem dan Aliansi Saiyo Sakato
Banyak cara untuk memperkuat ‘bargainning politik’ 
dalam proses Pilkadal Kabupeten Padang Pariaman. 
Walaupun tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Padang 
Pariaman, namun mereka tetap saja melakukan manuver 
politik sehingga partai-partai kecil ini tetap dilirik oleh partai-
partai besar dan menengah. Salah satu caranya adalah dengan 
membentuk kaukus atau membangun koalisi senasib. Partai 
kecil yang tidak berhasil mendudukkan calonnya di lembaga 
legislatif Kabupaten Padang Pariaman itu adalah; PPNUI, 
PPD, PNBK, PKB, PKPB, PPDI, PBSD, PDS, PIB, 
Partai Patriot, Partai Pelopor, PPD. Dan Partai Merdeka49. 
Kesepakan dilakukan oleh masing-masing pengurus DPC 
48  Surat Kabar Harian Singgalang, 17 Juli 2005. 
49 Surat kabar Haluan, Tanggal 2 April 2005. 
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tiga belas partai ini. Kesepakatan ini melahirkan kesepahaman 
yang kemudian menamakan dirinya menjadi Aliansi Saiyo 
Sakato. Menurut Ketua Koordinator Aliansi Saiyo Sakato 
Khairul Azmi, pendeklarasian koalisi partai politik ini 
bertujuan untuk membangun kerja sama dengan partai politik 
yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, 
yang tidak memenuhi kuota 15% pemilih dari hasil pemilu 
legislatif 2004, seperti PPP, PAN, PBB, PKS dan sererusnya50. 
Dari hasil penggabungan perolehan suara Pemilu legislatif 
2004 yang lalu, maka jumlah perolehan 22.625 atau sekitar 
14,82% dari jumlah total suara. 
Terkait dengan calon mana yang akan diajukan oleh Aliansi 
Saiyo Sakato, koalisi tidak dapat memutuskan secepatnya. 
Aliansi ini terkesan lebih hati-hati dalam mengelarkan 
pendapat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan 
kesatuan partai. Jangan sampai dengan satu statemen saja 
kita semua menjadi bermasalah. Atas dasar itu pula Aliansi 
Saiyo Sakato itu hanya berbicara kriteria calon. Calon Bupati 
yang akan dicalonkan oleh Aliansi Saiyo Sakato adalah figur 
yang dikenal masyarakat dan memiliki kredibilitas serta tahu 
dengan kondisi masyarakat Padang Pariaman51.
Dalam perjalanannya, koalisi ini berhasil mencalonkan 
dan memutuskan nama Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Padang Pariaman. Koalisi ini akhirnya mendukung pasangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni yang dicalonkan oleh koalisi 
PAN dengan PDI-P. Pada akhirnya Aliansi Saiyo Sakato 
berhasil memenangkan Pilkada Padang Pariaman bersama-
50 Surat Kabar Harian Haluan, Tanggal 2 April 2005.
51 Wawancara dengan Khairul Azmi di Pariaman Tanggal 25 November 
2005. Khairul Azmi adalah Ketua PIB Padang Pariaman dan sekaligus 
Koordinator Partai Politik Aliansi Saiyo Sakato. Aliansi Saiyo Sakato 
akhirnya berkoaliasi dengan PAN dan bersepakat memenagkan pasangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni menjadi Bupati dan Wakil Bupati Padang 
Pariaman 2005-2010. 
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sama dengan PAN dan PDI-P. 
1. Pendaftaran Pasangan Calon
Setelah KPUD Padang Pariaman mengumumkan telah 
dibukanya masa pendaftaran Calon Kapala dan Wakil 
Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2005-
2010, maka partai politik yang dan koalisi partai politik yang 
berhak mencalonkan mengambil formulir pendaftaran di 
Kantor KPUD Padang Pariaman. Pada tahap ini, kita akan 
dapat menjawab teka-teki bagi partai politik yang belum 
mengumumkan siapa calon bupati dan wakil bupati yang 
mereka usung. 
Pada hari pertama pendaftaran tanggal 2 April 2005, 
pemimpin Partai Demokrat Padang Pariaman Afrizal, 
mengambil formulir pendaftaran. Koalisi Partai Demokrat 
dan PPP ini, telah menetapkan dan mendeklarasikan Jasma 
Joni Datuk Gadang dan Herman Harun sebagai pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman52. Pada 
hari yang sama, Komi Chaniago selaku sekretaris DPC Partai 
Bulan Bintang Kabupaten Padang Pariaman juga mengambil 
formulir pendaftaran di Kantor KPUD Padang Pariaman. 
Pada waktu pengambilan formilir ini, PBB Padang Pariaman 
belum mengumumkan dan mendeklarasikan pasangan calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah Padang Pariaman. 
PBB pada akhirnya melakukan koalisi dengan SPI, PKPI, 
dan PNI Marhenis, dan bersepakat mencalonkan pasangan 
M. Yusuf dan Isril Berd sebagai calon bupati dan wakil bupati 
Padang Pariaman. Deklarasinya dilakukan pada hari yang 
sama tepatnya tanggal 2 April 2005 di lapangan sepak bola 
Lubuk Alung53. 
52 Lihat dalam Dokumentasi Photo Pilkada Langsung. Dibuat oleh KPUD 
Kabupaten Padang Paraiaman Tahun 2005.
53 Lihat dalam Dokumentasi Photo Pilkada Langsung. Dibuat oleh 
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Selain itu ada juga pengurus partai politik dan aliansi 
partai politik yang mengambil formulir pendaftaran calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, diantaranya adalah 
Andri Suandi dari DPC PAN Padang Pariaman, Khairul 
Azmi Aliansi Saiyo Sakato dan Amril dari PKS Padang 
Pariaman. PAN Padang Pariaman pada akhirnya melakukan 
koalisi dengan PDI-P dan Aliansi Saiyo Sakato. Deklarasi 
koalisi ini dilakukan pada tanggal 20 April 2005, jam 13.30 
yang bertempat di Aula PNS Pendidikan dan Latihan (Diklat) 
PLN Lubuk Alung.54. 
Berbeda dengan PKS, di luar prediksi pengamat, PKS 
akhirnya melakukan koalisi dengan Golkar dan PBR. 
Koalisi ini mencalonkan pasangan Iqbal Alan Abdullah 
(Pengusaha di Jakarta) dengan Yulius Danil (Ketua DPRD 
Kabupaten Padang Pariaman). Deklarasi koalisi ini tidak 
terlalu terpulikasi ke publik. Tiba-tiba saja tiga partai yang 
memiliki kursi di DPRD Padang Pariaman bersepakat untuk 
memenangkan pasangan “tua-muda” ini untuk memimpin 
Padang Pariaman lima tahun ke depan. 
Selesai tahap pengambilan formulir, pada proses selanjut-
nya masuk tahap pendaftaran. Pada tahap pendaftaran, 
setiap pasangan calon yang diusung oleh partai dan koalisi 
partai politik harus datang ke kantor KPUD, dan tidak 
beloh diwakilkan. Pasangan yang pertama mendaftar adalah 
KPUD Kabupaten Padang Paraiaman Tahun 2005.
54 Lebih jelasnya dapat dilihat pada Surat Undangan Deklarasi Koalisi 
PAN dengan Parpol Aliansi Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman 
ini ditandatangani oleh Khaidir Khatib Bandaro dan Endarmi masing-
masing selaku Ketua dan Sekretaris PDP PAN Kabupaten Padang 
Pariaman. Dari pihak Aliansi Saiyo Sakato di tanda tangani oleh Khairul 
Azmi dan Febi Hendri yang masing-masing selaku Koordinator dan 
sekretaris Aliansi Saiyo Sakato. Di Surat Undangan itu juga dibubuhkan 
lambang-lambang partai anggota deklarasi di antaranya adalah PAN, 
PDI-P, PPD,Partai Pelopor, Partai Merdeka, PKBP, PPDI, PIB, PDS, 
PNBK, PBSD, Partai Patriot pancasila, PKB, PPNUI dan PDK.
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pasangan M. Yusuf dan Isril Berd. Pasangan ini mendaftar 
tanggal 7 April 2005, yang didampingi oleh tim sukses partai 
pendukung. Pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan ini 
dilakukan oleh Rahmat Tk. Sulaiman selaku anggota KPUD 
Padang Pariaman. Pada hari yang sama, pasangan Jasma Joni 
Datuk Gadang-Herman Harun juga mendatangani Kantor 
KPUD Padang Pariaman. Pasangan ini datang ke KPUD 
untuk mendaftar sebagai pasangan calon kepala dan wakil 
kepala daerah. Pasangan ini diterima oleh Suhatri Bur salah 
seorang anggota KPUD Padang Pariaman. Pendaftaran 
pasangan ini didampingi oleh Sudirman Nazar dan Afrizal, 
masing-masing selaku Ketua DPC PPP dan Partai Demokrat 
Padang Pariaman 55.
Pada hari yang sama, sekitar jam 13.29 Wib, pasangan 
Muslim Kasim yang didampingi oleh Khaidir Khatib 
Bandaro, Endarmi (PAN), Khairul Azmi dari Aliansi Saiyo 
Sakto, Jhon Mandai dari PDI- dan rombongan tim sukses 
lainnya datang ke kantor KPUD. Pasangan ini diterima 
oleh Suhatri Bur, Rahmat Tk. Sulaiman dan Muhadek 
Salman dari KPUD ke Kantor KPUD Padang Pariaman. 
Ketika pengembalian formulir itu dilakukan, mendadak 
muncul sejumlah pimpinan DPD PAN Padang Pariaman, 
yang di antaranya adalah Darmon dan M. Syatar. Tatkala 
pengesahan formulir dilakukan, kedua orang ini melakukan 
interupsi. Dalam interupsi itu, mereka menyatakan bahwa 
kami dari PAN Padang Pariaman tidak pernah mencalonkan 
dan mengusulkan calon serta melakukan koalisi dengan partai 
manapun56. Sikap DPD PAN Padang Pariaman ini sudah 
55 Hal ini dapat dilihat dalam Dokumentasi Photo Pilkada 
Langsung yang disusun oleh KPUD Padang Pariaman Tahun 
2005.
56 Hal ini dapat dilihat pada pemberitaan Post Metro Tanggal 8 April 
2005, dengan judul beritanya “Pendaftaran Muslim Kasim-Ali Muhkni 
Dipersoalkan.
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diberitahukan secara resmi sebelumnya ke KPUD, melalui 
surat nomor PAN/04.14/A/WK.S/024 /IV/2005. Kemudian 
diperkuat oleh surat DPD PAN Padang Pariaman Nomor 
PAN/04.14/B/K-S/027/IV/Tahun 2005 tentang Pembatalan 
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. 
Dalam surat ini juga ditegaskan bahwa apabila ada pihak-
pihak lain atau oknum partai lain yang mengatasnamakan 
DPD PAN Padang Pariaman dalam mengajukan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-
2010, dinyatakan illegal dan bukan tanggung jawab kami57. 
Dipertegas dengan surat DPD PAN Padang Pariaman Nomor 
PAN/04.14/A/WK.S/024/IV/2005 tentang Rekomendasi 
Pencabutan Balon Bupati Padang Pariaman58. Dalam surat 
terakhir ini selain mepertegas bahwa PAN Padang Pariaman 
tidak mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan sikap 
untuk tidak melakukan koalisi dengan partai manapun, DPD 
PAN Padang Pariaman juga meminta maaf yang sebesar-
besarnya kepada masyarakat karena tidak mencalonkan 
Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-2010, 
dengan alasan tidak memenuhi kuota 15%. 
Selain dari PAN, pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
juga menimbulkan protes dari PDI-P Padang Pariaman. 
Meraka melakukan demonstrasi ke kantor KPUD Padang 
Pariaman. Hendri yang menjadi juru bicara aksi itu meminta 
KPUD Padang Pariaman menolak pasangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni. Karena PDIP-P Padang Pariaman tidak pernah 
57 Surat Pemberitahuan ini ditujukan kepada KPUD Padang Pariaman 
dan ditembuskan kebeberapa partai politik, Kapolres Padang Pariaman, 
Kejaksaan Negeri Padang Pariaman, Pengadilan Negeri Pariaman. Surat 
ini dibuat tanggal 14 April 2005, dan ditandatangani oleh Arif Rahman 
Hakim dan Andri Suwandi masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris 
DPD PAN Padang Pariaman.
58 Surat Rekomendasi ini di tandangani oleh Yusalman dan Andri Suwandi 
yang masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris DPD PAN 
Padang Pariaman pada tanggal 5 April 2005. 
68
mencalonkan pasangan ini menjadi calon Bupati dan Wakil 
Bupati Padang Pariaman. Berdasarkan Surat Rekomendasi 
DPD I PDI-P Sumatera Barat Nomor 79/IN/ PLH-DPD/
IV/ 2005 tanggal 7 April pasangan yang direkomendasikan 
menjadi calon Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman adalah 
Ali Arifin-David Maldian. Mereka juga menilai KPUD 
Padang Pariaman telah melakukan diskriminasi dan tidak 
mampu bersikap independen dengan cara meloloskan pasangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni59. Selain itu DPD PDI-P Padang 
Pariaman secara resmi dan tertulis juga mengirim Surat 
Keberatan dan Penegasan. Surat Keberatan dan Penegasan 
itu dikeluarkan tanggal 14 April 2005 yang salah satu sikap 
penegasan itu adalah bahwa pasangan calon bupati/wakil 
bupati Muslim Kasim- Ali Mukni yang didaftarkan oleh 
Jhon Mandai tidak sesuai dengan rekomendasi partai. Mulai 
dari tingkat DPC, DPD sampai ke tingkat DPP. Atas dasar 
itu maka diminta kepada KPUD Padang Pariaman untuk 
mengembalikan berkas-berkas yang didaftarkan Jhon Mandai 
tersebut kepada DPC PDI-P Padang Pariaman. Mereka juga 
mensinyalir KPU Padang Pariaman telah melakukan kerja 
sama dengan pihak atau oknum tertentu untuk menggolkan 
Muslim Kasim sebagai calon bupati dengan memanfaatkan 
parati politik yang tidak memperhatikan aturan AD/ART 
Partai PDI-P60.
Konflik PDI-P dengan KPUD Padang Pariaman semakin 
59 Surat Kabar Haluan Tanggal 13 April 2005. Dalam berita Haluan 
memberi judul “Pecaturan Pilkadal Padang Pariaman Kian Hangat: 
Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni Digoyang”
60 Surat Keberatan dan Penegasan itu ditandatangani oleh Solfi Ardi dan 
Hendri masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P Padang 
Pariaman. Surat itu ditembuskan kepada pihak-pihak terkait diantaranya 
adalah DPP PDI-P di Jakarta, DPD PDI-P Propinsi Sumatera Barat, 
KPU Pusat di Jakarta, KPU Propinsi Sumatera Barat sebagai laporan, 
KPK di Jakarta, Kapolres Padang Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman, 
dan Pengadilan Negeri Padang Pariaman. 
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memuncak saja ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati 
yang diusung PDIP yang berkoalisi dengan beberapa partai 
kecil ditolak KPUD Padang Pariaman. Penolakan ini terjadi 
ketika koalisi partai ini mengembalikan formulir pendaftaran 
menjelang detik-detik penutupan pendaftaran61. Menurut 
Ketua KPUD Padang Pariaman Wirya Fansuri, menolakan 
ini dilakukan dengan alasan parpol yang mengajukan tidak 
memenuhi persyaratan pendaftaran. Sesuai dengan UU, 
bahwa pengajuan pasangan calon harus diusulkan parpol 
dan gabungan parpol yang dibuktikan dengan tandatangan 
ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan. Sementara 
Ali Arifin-David Maldian yang diajukan oleh PDIP hanya 
ditandatangani oleh Wakil Ketua Solfi Hardi dan Wakil 
Sekretaris Hendri. Apalagi menurut Wirya, sebelumnya 
PDI-P telah mencalonkan dan mengusung pasangan Muslim 
Kasim-Ali Mukhni bersama PAN dan Aliansi Saiyo Sakato62.
Berbeda dengan pendaftaran pasangan Iqbal Alan 
Abdullah-Yulius Danil. Pasangan ini datang ke KPUD 
setelah pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhi. Pada proses 
pendaftaran pasangan ini tidak mengalami persoalan yang 
berarti. Iqbal Alan Abdullah-Yulis Danil datang ke KPUD 
didampingi oleh Faisal Arifin Datuk Rangkayo Majo Basa 
selaku Ketua DPD II Golkar Padang Pariaman yang terpilih 
dari hasil Musdalub dan beberapa orang pengurus PKS dan 
PBR Padang Pariaman. Rombongan pasangan ini diterima 
oleh anggota KPUD Padang Pariaman Suhatri Bur63. 
Namun memasuki tahap verifikasi, dimana hasil verifikasi 
KPUD menetapkan tidak lulusnya pasangan ini karena tidak 
61 Informasi ini dapat dilihat pada Surat Kabar Singgalang Tanggal 9 April 
2005. Dalam beritanya Singgalang menulis “ Gara-gara Tandatangan, 
Pasangan Ali Arifin Ditolak KPUD.
62 Lihat Surat Kabar Singgalang Tanggal 9 April 2005.
63 Lihat dalam Dokumentasi Photo Pilkada Langsung. Dibuat oleh KPUD 
Kabupaten Padang Paraiaman Tahun 2005.
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lengkapnya persyaratan, konflik Pilkada memasuki tahap 
“zenit”. Terganjalnya Iqbal Alan Abdullah-Yulius Danil hasil 
koalisi Partai Golkar, PKS, dan PBR serta ditambah dengan 
ketidakpuasan PAN dan PDIP terhadap KPUD Padang 
Pariaman, mendorong semakin meluasnya konflik politik ke 
tingkat pemerintahan daerah (dalam hal ini DPRD Padang 
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan bahkan menjadi kasus 
nasional. Ketidakpuasan kelompok atau pihak-pihak yang 
merasa dirugikan memiliki satu sikap dan satu suara meminta 
Pilkada Padang Pariaman ditunda. Sikap protes tersebut mau 
tidak mau akhirnya melibatkan Plh Gubernur Sumatera Barat 
M.Thamrin dan Menteri M. Ma’ruf selaku Koordinator dan 
penanggung jawab desk Pilkadal secara nasional.
5.	 Verifikasi	Pasangan	Calon
Untuk mengetahui secara lebih jelas dan gamblang 
mengenai kasus ketidakpuasan DPD PAN dan DPC PDIP 
Padang Pariaman terhadap pencalonan Muslim Kasim-Ali 
Mukhi, kasus pencalonan Ali Arifin dan David Maldian 
oleh PDIP yang berkoalisi dengan beberapa partai kecil yang 
ditolak KPUD, dan kasus tidak lolosnya pasangan Iqbal 
Alan Abdullah-Yulius Danil dapat dipahami dalam bagian 
ini. Apakah KPUD Padang Pariaman telah menjalankan 
tugas dan kewengannya sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu yang 
lebih penting lagi adalah apakah dalam memutuskan lulus 
atau tidaknya pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu. Menurut 
ketentuan UU ini, untuk memutuskan lulus atu tidaknya 
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus 
melawati proses verifikasi di KPUD. Verifikasi bertujuan 
untuk mencek atau menyelidiki apakah syarat-syarat yang 
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telah ditentukan itu sudah terpenuhi dan dibuat secara jujur 
dan benar tanpa ada unsur pembohongan. 
Kepala Divisi Teknis KPUD Padang Pariaman Suhatri 
Bur menjelaskan bahwa setelah melalui verifikasi tahap I, 
ditemui kekurangan persyaratan, maka pasangan calon akan 
diberi kesemapatan pada verifikasi tahap II. Verifikasi tahap 
II itu akan dilakukan KPUD Padang Pariaman dari tanggal 
22-28 April 2005. Artinya, hasil akhir mengenai lolos tidak 
pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah baru 
dapat ditentukan akhir April ini. Pasangan yang pertama 
menyerahkan kelengkapan berkas verifikasi adalah pasangan JJ. 
Datuk Gadang-Herman Harun, disusul pasangan M.Yusuf-
Isril Berd. Pasangan yang paling terakhir mengembalikan 
berkas kelengkapan persyaratan adalah pasangan Iqbal Alan 
Abdullah-Yulius Danil, yaitu sekitar pukul 23.17 Wib atau 
sekitar 83 menit sebelum deadline penutupan masa verifikasi 
tahap II pukul 24.00 Wib64. 
6. Dugaan Ijazah Palsu Terhadap Muslim Kasim
Hasil keputusan KPUD Padang Pariaman tetap 
mendapat tanggapan yang kritis dari sekelompok masyarakat 
Padang Pariaman. Paling tidak kelompok yang menamakan 
dirinya Lembaga Swadaya Masyarakat Limbubu. Kelompok 
masyarakat ini tidak puas atas keputusan KPUD Padang 
Pariaman. Mereka menduga bahwa Muslim Kasim tidak 
memiliki izajah asli, alias palsu. Atas dasar itu mereka 
melaporkan masalah ini kepihak Kejaksaan Negeri Pariaman 
dan kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Mereka melampirkan fotokopy ijazah Sekolah Rakyat 
(SR), SMP, SMA dan Sarjana Muslim Kasim. Menurut 
mereka diantara ijzah itu memiliki keganjilan antara lain 
64  Wawancara dengan Suhatri Bur, Anggota KPUD Padang Pariaman.
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temukannya perbedaan tanggal dan tahun kelahiran. Ijazah 
yang satu Muslim Kasim dilahirkan tanggal 25 Mei dan 28 
Mei 1942, dan ijazah yang lain Muslim Kasim lahir tanggal 12 
Agustus Tahun 1941. Di samping itu juga ditemukan antara 
rentang waktu keluarnya ijazah SMP dan SMA hanya satu 
tahun. Antara ijazah yang satu dengan yang lainnya ditemukan 
perbedaan nama. Pada ijazah SR tertulis nama Muslim. 
Ijazah SMP tertulis nama Muslim Kasim, dan pada ijazah 
SMA lain lagi, tertulis nama Moeslim Kasim. Sipenggugat 
juga melaporkan bahwa Muslim Kasim juga diduga telah 
menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Perbaikan 
Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Neri 04 
Enam Lingkung, yang dikeluarkan tanggal 16 April 2005. 
Nurhayati Kahar, salah seorang penggugat keabsahan ijazah 
Muslim Kasim itu mengatakan bahwa mereka tidak hanya 
meloprkan kepihak pengadilan dan kepolisian, akan tetapi 
mereka juga akan melaporkan kepada pimpinan DPRD 
Padang Pariaman65.
Surat pengaduan yang tertanggal 8 Juni itu 2005 itu 
dibenarkan oleh Yuliardi Kajari Pariaman dan Kasat Reskrim 
Polres Padang Pariaman Ali Rahmat. Ali Rahmat mengatakan 
bahwa mereka akan memproses pengaduan itu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian akan memanggial 
saksi-saksi yang terkait dengan pengaduan ini. Kami akan 
memanggil beberapa orang saksi diantaranya Nurlah Jamal 
(Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Padang Pariaman), 
Filmalida (Kepala Sekolah Dasar 04 Pakandangan), Eli 
Nuryeti Bur (Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Olah 
Raga Kecamatan Enam Lingkung), Suhelmi (Sekretaris 
Panwaslu Padang Pariaman) dan Nurhayati Kahar (Ketua 
LSM Limbubu)66.
65  Surat Kabar Singgalang, tanggal 12 Juni 2005.
66  Surat Kabar Singgalang tanggal Mei Tahun 2005.
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 Di lain itu Muslim Kasim sebagai pihak yang 
digugat, membantah keras bahwa ia telah menggunakan 
ijazah palsu. Semua Ijazah saya tidak ada yang palsu. Saya 
sudah 30 tahun menjadi PNS. Selidikilah ke rumah saya kalau 
tidak percaya. Muslim menilai bahwa tindakan sepenggugat 
adalah sebgai intrik politik untuk menjatuhkan namanya 
didepan mata publik67. Tidak hanya samapi disitu, Muslim 
Kasim juga balik menggugat pihak-pihak yang mencemarkan 
nama baiknya. Muslim Kasim melaporkan Darmon, Syaiful 
Tanjung dan Solfi Ardi ke Poltabes Padang. Ketiga orang 
itu dilaporkan Muslim Kasim berkaitan dengan kalimat dan 
statement yang dilontarkan mereka dalam pertemuan antara 
Muspida Provinsi dengan Mupida Padang Pariaman dan 
Komisi A DPRD Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2005 
yang bertempat di Ruang Sekda Provinsi Sumatera Barat. 
Muslim Kasim bersama Penasehat Hukumnya Zulbahri 
mendatangi Poltabes Padang sekitar pukul 16.00 Wib. 
Laporan gugutannya itu diterima oleh Iptu Ricky Ricardo 
dengan nomor pengaduan LP 641?K/VI/2005/Tabes68. 
7. Gerakan Protes dan Gugatan Terhadap KPUD
Hasil keputusan KPUD Padang Pariaman yang 
dituangkan dalam SK Nomor 264/KPU-PP/V-2005 tanggal 
3 Mei 2005, yang menetapkan tiga pasang calon Bupati 
dan Wakil Bupati Padang Pariaman dari empat pasang 
calon yang mendaftar menuai gugatan dan protes dari partai 
politik. Gugutan awal berasal dari PDIP versi Solfi Ardi-
Armen, hasil reshulfe. Surat gugatan yang dialamatkan ke 
Pimpinan DPRD Padang Pariaman tertanggal 20 April 
dengan Nomor Surat 07/IN/PLH-DPC/IV/2005. Dalam 
berkas gugatannya, PDIP Padang Pariaman menilai bahwa 
67  Wawancara dengan Muslim Kasim di Pariaman Bulan Mei 2006.
68  Surat Kabar Padang Ekspres, tanggal 24 Juni 2005.
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KPUD Padang Padang Pariaman telah melakukan tindakan 
yang diskriminatif, memihak kepada salah satu calon (tidak 
independen), dan tidak memahami Undang-undang dan 
peraturan yang berlaku sehingga keliru dalam mengambil dan 
menentukan sikap sehingga merugikan pihak kami. PDIP 
Padang Pariaman meminta dan menuntut pihak DPRD 
Padang Pariaman untuk melakukan pemanggilan terhadap 
KPUD Padang Pariaman dan mempertanyakan tuntutan 
mereka. KPU Padang Pariaman telah secara nyata bermain 
api untuk kepentingan seorang calon dan tidak memperlihat 
sikap independensinya, dimana semestinya menempatkan 
KPUD sebagai wasit yang netral dalam percaturan politik. 
KPUD Padang Pariaman telah melakukan tindakan 
sewenang-wenang dalam proses Pilkada Padang Pariaman. 
Maka dari itu kami PDIP Padang Pariaman menuntut 
agar KPUD Padang Pariaman diberhentikan secara tidak 
hormat, karena telah mempermainkan dan merugikan calon 
kami. Sikap dan penilaian itu didasarkan beberapa bukti dan 
alasan, dimana 15 poin yang menjadi dasar dan sikap mereka 
untuk tidakmeneriman keputusan KPUD Padang Pariaman, 
diantaranya: (1) Berdasarkan Surat Keputusan DPP PDIP 
Nomor 429 Tentang Mekanisme Proses Pencalonan Kepala 
Daerah, bahwa Calon Kepala Daerah Yang Diusulkan oleh 
PDIP berdasarkan aspirasi dari PAC, melalui rakercabsus 
dan diverfikasi oleh Tim yang telah ditetapkan partai. 
Berdasarkan hal itu ditetapkan sesuai rekomendasi DPD 
PDIP Padang Pariaman Nomor 79/In/PLH-DPD/IV/2005 
bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 
diusulkan oleh PDIP Padang Pariaman adalah Drs. Ali Arifin 
dan David Maldian. (2) Diperkuat dengan SK DPP PDIP 
dengan Nomor 017/IN/DPP/IV/2005 Tentang Penetapan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati. (3) Surat Keputusan DPP 
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PDIP Nomor 018 Tentang Pengangkatan PLH DPC 
PDIP Padang Pariaman. (4) Sesuai dengan Jadwal yang 
telah ditetapkan oleh KPUD Padang Pariaman dari tanggal 
1-7April 2005 adalah waktu pengambilan berkas pendaftaran 
dan pengembalian berkas pendaftaran. (5) Pada tanggal 7 
April 2005 Jam 23.00 Wib, kami sampai di KPUD Padang 
Pariaman untuk mengembalikan berkas pencalonan. Ternyata 
KPUD Padang Pariaman tidak menerima pendaftaran yang 
kami ajukan, dengan tidak ada penjelasan dan keterangan 
lebih lanjut, sehingga kami merasa dilecehkan dan dirugikan 
oleh KPUD Padang Pariaman. (6) KPUD Padang Pariaman 
menolak pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 
kami ajukan. Alasan KPUD adalah karena PDIP telah 
mendaftarkan Saudara Muslim Kasim dan Ali Mukhni. 
(7) Tanggal 11 April 2005, kami menghadap kembali ke 
KPUD Padang Pariaman dan masih belum mendapatkan 
jawaban yang jelas (8) Berdasarkan keterangan salah seorang 
Anggota KPUD Padang Pariaman, PDIP berkoalisi dengan 
PAN mendaftarkan Muslim Kasim-Ali Mukhni lewat pintu 
belakang. (9) Berdasarkan surat DPD PAN Padang Pariaman 
Nomor PAN/04.14/A/WK-S/024IV/2005 Tanggal 5 April 
2005, bahwa PAN Padang Pariaman tidak ikut mencalonkan 
Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2005-
2010. (10) Dipertegas oleh DPD PAN Padang Pariaman 
dengan Nomor PAN/04.14/B/K-S/027/IV/2005 Tentang 
Pembatalan Pencalonan yang mendaftarkan Pasangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni oleh Oknum PAN tanggal 14 
April 2005. (11) Pada Tanggal 14 April 2005, Kami kembali 
mempertanyakan ke KPUD Padang Pariaman proses 
kebsahan pencalonan kami, akan tetapi KPUD Padang 
Pariaman tidak mau mengakui dan malahan mempertahankan 
Perdaftaran Muslim Kasim-Ali Mukhni sebagai Calon 
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Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan oleh PDIP yang 
berkoalisi dengan Koalisi Saiyo Sakato, yang menurut kami 
betentangan dengan PP Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 24. 
(12) Menurut keterangan KPUD Padang Pariaman Tanggal 
14 April bahwa yang mencalonkan Muslim Kasim-Ali 
Mukhni adalah PDIP yang berkoalisi dengan Koalisi Partai 
Sakato. (13) Tanggal 15 April 2005 kami menghadap KPU 
Padang Pariaman untuk mempertanyakan proses pencalonan 
itu, akan tetapi KPUD Padang Pariaman secara arogan dan 
tetap pada pendiriannya dan tidak menindahkan sikap dari 
partai PDI-P. (14) Tanggal 15 April 2005, Rahmat Tuangku 
Sulaiman salah seorang Anggota KPUD Padang Pariaman 
menyatakan untuk penggantian Calon ada masanya sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan SK KPUD 
Nomor 01/KPUD/PP/Tahun 2005, yaitu setelah pendaftaran 
dan verifikasi, berkas-berkas pencalonan akan dikembalikan 
kepada partai yang mencalonkan untuk dilengkapi atau 
diperbaiki. Anehnya sampai KPUD Padang Pariaman tidak 
pernah mengembalikan kepada saya (Solfi Ardi-Hendri), 
akan tetapi mengembalikannya kepada Khairul Azmi selaku 
koordinator Aliansi PDIP dan Koalisi Saiyo Sakato. (15) 
Dalam undangan deklarasi Pasangan Calon Muslim Kasim-
Ali Mukhni tanggal 20 April 2005 terdapat kerancuan, 
dimana ada 3 jenis/versi undangan, sehingga dapat disinyalir 
bahwa pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni yang diusung 
oleh koalisi PAN dengan Koalisi Partai Saiyo Sakato (Plus 
PDIP) dibangun secara illegal69. 
Selain ke DPRD Padang Pariaman, Surat Pengaduan 
yang ditujukan kepada Kapolres Padang Pariaman dan 
Panwaslih Padang Pariaman. Dalam surat pengaduan yang 
ditandatangani oleh berbagai pengurus partai politik tanggal 
69 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Surat Gugatan yang ditandatangani 
oleh Solfi Ardi dan Hendri tanggal 20 April 2005.  
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5 Mei 2005 itu terdapat beberapa tuntutan diantaranya: 
1). Meminta untuk dibatalkannya hasil Keputusan Pleno 
KPUD Padang Pariaman dalam Penetapan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Padang Pariaman. 2). Bubarkan KPUD 
Padang Pariaman. 3). Meminta kepada DPRD Padang 
Pariaman untuk melakukan sidang Parupurna Khusus untuk 
melakukan pembubaran dan menyatakan KPUD Padang 
Pariaman beku, serta apapun Keputusan KPUD Padang 
Pariaman dinyatakan illegal. 4). Meminta kepada DPRD 
Padang Pariaman untuk melakukan pembentukan KPUD 
Padang Pariaman yang baru. 5). Menyatakan bahwa KPUD 
Padang Pariaman tidak independen lagi terhadap proses 
pencalonan dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Padang Pariaman. 6). Meminta agar pihak Kepolisian dan 
pihak berwajib lainnya memeriksa Ketua dan seluruh anggota 
KPUD Padang Pariaman. 7). KPUD Padang Pariaman telah 
melakukan kerjasama melawan hukum, sekaitan dengan 
keputusannya yang menetapkan pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Periode 2005-2010. 8). Kami meminta 
pihak Kapolres Padang Pariaman menangkap orang yang 
mengatasnamakan partai politik tertentu dalam pencalonan 
Bupati atau calon tertentu. 9). Kalau KPUD Padang Pariaman 
tidak mendengarkan tuntutan kami, maka kami pihak partai 
politik yang menandatangani tuntutan ini menyatakan bahwa 
penetapan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang 
Pariaman dinyatakan illegal. 10). Kami para pimpinan partai 
politik dan masyaraka, tokoh pemuda, dan pecinta Padang 
Pariaman yang aman dan damai, meminta Kapolres Padang 
Pariaman untuk mengamankan keputusan kami ini. Dan 
11). Diminta kepada pihak Kapolres Padang Pariaman 
untuk mengusut tuntas penipuan, pemalsuan semua bentuk 
dokumen Partai Politik dalam mengajukan Calon Bupati 
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Kabupaten Padang Pariaman70.
Tuntutan lintas partai politik itu ditandatangani di 
Pariaman diatas kertas materai 6000. Nama-nama pengurus 
partai politik yang menandatangani kesepakatan dan tuntutan 
itu adalah: Usmam Foni (Ketua PKB), Asmadi (Sekretaris 
Parati Golkar), Faisal A. Rangkayo Majo Basa (Ketua Partai 
Golkar), Arif Rahman Hakim (Ketua PAN), Andri Suandi 
(Sekretris PAN), Zulkarnaini (Ketua PBR), Hasan Basri 
(Sekretaris PBR), Dasril (Ketua PKS), Amril (Sekretaris 
PKS), Iskandar Bustami (PKS), Solfi Ardi (Ketua PLH 
PDIP), Hendri (Sekretaris PLH PDIP), Z. Datuk Bandaro 
Basa (Ketua PPNUI), Orpans Damrah (Ketua PPDK), 
Ronald (Ketua Partai Merdeka), Syahril Manan (Ketua 
PPIB), Zulkifli Sabata (Sekretaris PPP), Sudirman Nazar 
(Ketua PPP), dan Heppi Neldi (Ketua PKPI). Dari kalangan 
pemuda, LSM dan Ormas yang ikut menandatangani adalah 
Julil Fajri (Pemuda), Taslim BRT (PPP PAN), Masri Tanjung 
(LSM Formatif), Mustafa Kamal (LSM Ceredek), Nurhayati 
Kahar (LPKTPA), Binjai (LSM Limbubu), Zulkifli (PAN), 
Ferry Indra (PAN), Edir Asnadi (Pemuda Muhammadyah), 
Sudirman (FKMD, Nofiarmen (FKMD), Asrizal Chaniago 
(LSM Formatif), dan Ali Amran Nur (Partai Golkar)71. 
Gugatan terhadap sikap dan keputusan KPUD itu 
secara pribadi juga datang dari Ali Arifin Calon Bupati yang 
70 Hal ini dapat dilihat dalam Surat Pengaduan dan Tuntutan Para Pengurus 
Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Hasil Penetapan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman oleh KPUD Padang 
Pariaman. Surat ini tidak pakai Nomor dan ditandatangani pada Hari 
Kamis Tannggal 5 Mei 2005. Tanda tangan tuntutan lintas partai politik 
ini ada yang diberi stempel resminya sikap partai, dan ada juga yang 
tidak pakai stempel. Partai politik yang memberi stempel partai pada 
bagian tandatangannya adalah Partai Golkar, PAN, dan PDIP. Surat 




diusung oleh PDIP Padang Pariman. Ali Arifin Gugatan itu 
didaftarkan oleh Risman Siranggi kuasa hukum Ali Arifin 
tanggal 29 April 2005 ke Pengadilan Negeri Pariaman, 
dengan nomor perkara perdata 14/PDT.G/.2005. Dalam 
gugatannya Ali Arifin mengatakan bahwa hak politiknya 
telah digilas oleh KPUD Padang Pariaman. Selain Anggota 
KPUD Padang Pariaman, Ali Arifin juga Jhoni Mandai dan 
A. Damhuri masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris 
PDIP Padang Pariaman yang telah dinonaktifkan tanggal 13 
April 2005. 
Sementara itu, pada tanggal 5 Mei ratusan kader dan 
anggota Partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan 
KPUD Padang Pariaman mendatangi Kantor KPUD Padang 
Pariaman. Mereka mendatangi, menduduki dan menyegel 
kantor KPUD Padang Pariaman. Para demonstan itu berasal 
dari Partai Golkar, PPS, PBR, dan ada juga yang berasal 
dari PAN, PDIP, dan PKB. Mereka menuding KPUD 
Padang Pariaman telah mendapat suap dari pasangan calon 
tertentu untuk menyingkirkan pasangan Iqbal-Yulius Danil72. 
Terdapat juga coretan didinding kaca Kantor KPUD Padang 
Pariaman seperti “awas maling, KPUD suap. Aksi ini terjadi 
sejak sekitar pukul 09.00 Wib. Para pengunjuk rasa tidak 
puas dengan sikap dan keputusan KPUD Padang Pariaman. 
Sekitar pukul 13.00 wib, sejumlah tokoh partai politik yang 
berunjuk rasa itu mendatangani Mapolres Padang Pariaman 
yang berada di sebelah Kantor KPUD. Mereka diterima 
langsung oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Rahayu 
Nurwanto dan Kapolresta Pariaman AKBP Yadi Priyadi. 
Sedangkan dari partai politik yang menggagas pertemuan 
itu adalah Faisal Arifin Datuk Marajo Basa (Ketua DPD 
II Golkar), Asmadi (Sekretaris Partai Golkar), Zulkarnain 
72  Surat Kabar Haluan, tanggal 6 Mei 2005.
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(Ketua PBR), Solfi Ardi (Ketua Plh PDIP), Arif Rahman 
Hakim (Ketua PAN). Dalam pertemuan itu, Faisal Arifin dari 
Partai Golkar mengatakan bahwa KPUD Padang Pariaman 
sungguh tidak adil dalam penetapan calon dan pihaknya 
akan menuntut KPUD secara hukum. Alasan KPUD tidak 
meluluskan pasangan Iqbal Alan Abdullah-Yulius Danil 
karena tidak lengkapnya persyaratan administrasi, dimana 
Ijazah SD Iqbal tidak dilampirkan karena hilang. Namun itu 
sudah diganti dengan Surat Keterangan Hilang dari pihak 
Kepolisian. Ketika kami menyerahkan perbaikan kelangkapan 
persyaratan tanggal 21 April 2005, pihak KPUD Padang 
Pariaman menyatakan bahwa saat itu persyaratan calon kami 
sudah lengkap. Akan tetapi belakangan KPUD menyatakan 
tidak lengkap. Atas dasar ketidakpuasan itu, mereka meminta 
pihak Kepolisian memediatori pertemuan dengan KPUD 
Padang Pariaman untuk menyelesaikan kemelut Pilkada ini73. 
Disamping melakukan orasi di depan Kantor KPUD 
Padang Pariaman, mereka juga mencoret-coret dinding 
dan plat Kantor KPUD Padang Pariaman yang terletak 
hanya beberapa meter dari Mapolresta Padang Pariaman. 
Dalam orasinya, mereka mengatakan bahwa KPUD Padang 
Pariman telah kena suap. Mereka menilai keputusan KPUD 
Padang Pariaman tidak didasarkan kepada hasil verifikasi 
yang semestinya. KPUD sengaja tidak meluluskan pasangan 
Iqbal-Yulius Danil dengan maksud untuk memuluskan jalan 
salah satu pasangan calon. KPUD Padang Pariaman telah 
melakukan pembohongan terhadap pasangan calon yang 
diusung oleh Koalisi Partai Golkar, PBR dan PKS74. 
Pembersihan Kantor KPUD Padang Pariaman dari 
penyegelan dan pembersihan terhadap berbagai coret-coretan 
dilakukan dua hari setelah peristiwa itu. Pembersihan Kantor 
73  Surat Kabar Singgalang, tanggal 6 Mei 2005.
74  Surat Kabar Padang Ekspres tanggal 6 Mei 2005.
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KPUD dilakukan pada siang hari Sabtu tanggal 7 Juni 2005. 
Pembersihan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Padang 
Parimanan dan dibantun oleh Petugas Satpol PP Padang 
Pariman berjalan dengan lancar. Pembersihan itu dilakukan 
agar tugas KPUD Padang Pariaman dapat dilanjutkan 
kembali. Proses pembersihan itu dihadiri oleh Plt Sekda 
Kabupaten Padang Pariaman Datuk Bagindo Kali, Ketua 
KPU Padang Pariaman Wirya Fansuri dan Kapolres Padang 
Pariaman AKBP Rahayu Nurwanto. Pada kesempatan 
itu Kapolres Padang Pariaman AKBP Rahayu Nuwanto 
menegaskan pihaknya akan memproses kasus pengrusakan 
Kantor KPUD Padang Pariaman dan akan mencari pelakunya 
untuk dimintai pertanggung jawabannya75.  
Tanggal 13 Juni 2005, protes dan demonstrasi kembali 
dilakukan oleh lintas partai politik Padang Pariaman. Partai 
politik yang tergabung dalam lintas partai itu adalah Partai 
Golkar, PAN, PDIP, PBR dan beberapa partai kecil lainnya. 
Mereka demontrasi ke Kantor KPUD Padang Pariaman di 
Jalan Imam Bonjol Pariaman. Mereka mengusung beberapa 
buah keranda mayat, sebagai tanda bahwa semokrasi sudah 
mati. Dalam beberapa postes yang dibuat tertulis “KPUD 
Padang Pariaman tidak independen sebagai penyelenggara 
Pilkada di Padang Pariaman. Namun mereka kecewa karena 
Ketua KPUD Padang Pariaman Wirya Fansuri tidak ada 
ditempat, sehingga aksi mereka lanjutkan ke Kantor Bupati 
Padang Pariaman. Dalam orasinya di depan Kantor Bupati 
Padang Pariaman, mereka meminta untuk penundaan 
melakukan terhadap semua pelaksanaan Pilkada Padang 
Pariaman sampai KPUD menyelesaikan masalah Pilkada itu 
terlebih dahulu76.
75  Surat Kabar Padang Ekspres, tanggal 9 Mei 2005.
76  Lihat Surat Kabar Haluan tanggal 14 Juni 2005.
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8. Aksi Teror Politik Dalam Pilkadal
Selain aksi protes massa, hal menarik lainnya yang terjadi 
dalam pelaksanaan Pilkadal Padang Pariaman adalah aksi-
aksi teror yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah 
itu berlangsung. Aksi terror yang dimaksud bukanlah gerakan 
bom bunuh diri, seperti yang dilakukan oleh Taliban, Al 
Qaeda, ataupun Hezbollah seperti yang terjadi di Afganistan, 
Irak dan Lebanon. Namun, terror yang dimaksud disini adalah 
terror yang berupa ancaman-ancaman yang didasarkan pada 
motif dan tindakan politik. Menurut Wirya Fansuri Ketua 
KPUD Padang Pariaman, KPUD Padang Pariaman adalah 
salah satu pihak yang menjadi sasaran terror politik itu. Teror 
itu pada dasarnya muncul dari kekecewaan kelompok politik 
yang merasa dirugikan oleh sikap dan keputusan KPUD 
Padang Pariaman. Teror itu tidak hanya dari beberapa orang 
elite politik namun ada juga yang berasal dari anggota tim 
sukses atau pendukung kelompok tertentu. Teror sering 
dilakukan dengan tidak langsung. Biasanya dilakukan melalui 
handphone atau telepon genggam. Bentuknya dapat beruba 
perkataan atau pembicaraan, dan ada juga yang berupa 
SMS. Kebanyakan itu berupa SMS. Nomor yang digunakan 
biasanya nomor baru, sehingga susah dilacak. Ketika dikontak 
balik nomor itu biasanya cenderung tidak atif, dan kalaupun 
nyambung, biasanya tidak diangkat. Salah satu bunyi SMS 
yang pernah diterimanya berbunyi Hoi, Waang pingin hiduik 
atau pingin mati, jan cibo-cibo macam-macam. Kalau waang 
pingin salamaik. Waang masih mudo lai. Jadi pikialah masak-
masak77. Artinya pesan itu menyampaikan ancaman bahwa jika 
kamu ingin selamat, jangan bertingkah yang bukan-bukan. 
Pesan pendek itu juga menyampaikan bahwa saudara masih 
77 Wawancara dengan Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, 
November 2005.
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muda, jadi kalau membuat keputusan itu maka pikirkanlah 
masak-masak.
Pesan-pesan singkat itu sering diterima oleh Ketua 
KPUD KPUD Padang Pariaman. Menurutnya, hal yang sama 
juga terjadi pada Anggota KPUD yang lainnya, seperti yang 
dikatakan oleh Suhatri Bur. Suhatri Bur, terpaksa harus tidak 
datang atau singgah ke rumah orang tuanya selama proses 
Pilkadal itu berlangsung, karena dia dianggap ada hubungan 
saudara dengan Muslim Kasim. Anggapan itu muncul karena 
rumah orang tua Muslim Kasim bertetanggaan dengan rumah 
orang tua saya sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan di 
pihak yang tidak senang dengan kebijakan KPUD. Akibatnya 
dia selalu mendapat pesan gelap yang inti utama pesannya 
adalah tidak lulusnya pasangan Iqbal Abdullah-Yulius 
Danil dan sebaliknya lulusnya Pasangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni adalah konspirasi yang diciptakan oleh KPUD, 
untuk kembali mendudukkan Muslim Kasim menjadi Bupati 
Padang Pariaman 2005-201078. 
Teror dan ancaman-ancaman politik selama proses 
Pilkadal menjadi sarapan pagi mereka. Setiap kali handphone 
diaktifkan pada pagi harinya, yang muncul adalah pesan-pesan 
singkat yang isinya tidak lain adalam terror dan ancaman. 
Terror itu adakalanya ditanggapi. Namun ketika dikontak ke 
nomor yang bersangkutan, hasilnya tidak jawaban. Sepertinya 
nomor gelap itu dipakai dan diaktifkan ketika hendak 
memulai aksinya. Berlajar dari beberapa pengalaman itu 
maka akhirnya kami tidak terlalu merespon apa yang mereka 
sampaikan melalui pesan gelap itu. Kami menganggap pihak 
yang melakukan tindakan itu adalah orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab79. 
78 Wawancara dengan Suhatri Bur, Anggota KPUD Padang Pariaman, 
November 2005.
79 Wawancara dengan Wirya Fansuri Ketua KPUD Padang Pariaman, 
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Di samping yang menarik lagi adalah aksi ancam-
mengamcam melalui alat komunikasi itu, tidak hanya terjadi 
antara KPUD dengan pihak partai politik dan tim sukses calon, 
akan tetapi juga terjadi antara calon kepala daerah dengan 
kelompok tim sukses. Adrisusanto, salah seorang tim sukses 
pasangan calon kepala daerah Muslim Kasim-Ali Mukhni 
pernah diteror oleh calon kepala daerah yang lain M. Yusuf. 
Hal itu terjadi karena Adrisusanto dianggap arogan karena 
tidak bersedia mendukung M. Yusuf, yang nyata berasal darI 
nagari dan kecamatan yang sama80. Hubungan yang selama 
ini sangat dekat dan baik, akhir mengalami keretakan adalah 
sebuah fenomena yang cenderung ditemukan selama Pilkadal 
berlangsung. Dan begitu sebaliknya, dalam Pilkadal itu, 
hubungan yang selama ini renggang dan tidak dekat, dalam 
suasana Pilkadal bisa dengan sendirinya menjadi harmonis 
dan sangat bersahabat.
November 2005.
80 Informasi ini disampaikan oleh Adrisusanto ketika bertemu di 




BAPACU MENJADI AJO NOMOR 1 
DI PADANG PARIAMAN
Nan Karicih ala didapek 
Nomor urutpun ala ditangan 
Bapacu 
Untuk mancari 
orang nomor satu di Pariaman 
1. Penetapan Calon dan Nomor Urut
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005 
Pasal 51 Ayat 2 yang isinya bahwa penentuan nomor urut 
masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dilakukan melalui undian terbuka yang dilakukan di 
kantor KPUD. Namun pada hari yang telah ditentukan yaitu 
tanggal 5 Mei 2005, untuk mengundi momor urut itu, kantor 
KPUD Padang Pariaman diduduki, diblokade dan disegel 
oleh massa yang demonstrasi yang tidak menerima keputusan 
KPUD Padang Pariaman, yang meloloskan 3 pasangan calon 
kepala dan wakil kepala daerah dari 4 pasang calon kepala dan 
wakil kepala yang mendaftar. Dengan alasan inilah kemudian 
KPUD Padang Pariaman memindahkan pengundian nomor 
ke Hall Saiyo Sakato Padang Pariaman. 
Pungundian atau lotting nomor urut yang akan 
dilaksanakan di Hall Saiyo Sakato akhirnya dibatalkan. Hal itu 
disebabkan oleh tidak kondusifnya suasana di hall itu. Dimana 
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ditempat itu juga telah terdapat sekumpulan massa lintas 
partai. Untuk menghindari agar tidak terjadinya peristiwa 
yang tidak diinginkan dalam proses pengundian nomor 
urut, maka setelah KPUD melakukan pembicaraan di Polses 
Nan Sabaris Pauh Kambar menegai situasi perkembangan 
terjadi dan setelah mengkoordinasikannya dengan pihak 
pemerintah daerah, Polres Padang Pariaman. pasangan 
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akhirnya 
pengundian nomor urut itu di lakukan diluar Kota Pariaman 
dan ditetapkanlah Kampus INS Kayu Tanam. Dengan alasan 
tempat ini relatif jauh dan mudah dalam proses pengaman 
tempat ini dari gangguan massa demontrasi. Dimana massa 
demonsrasi dapat diblokade oleh pihak keamanan di jalan-
jalan menuju ke tempat ini. Sekitar pukul 16.30 Wib, Rapat 
Pleno KPUD Padang Pariaman di buka oleh Ketua KPUD 
Padang Pariaman. Mekanisme pengundiannya dilakukan 
dengan cara setiap pasangan Calon 
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah mengambil 
satu dari tiga amplot yang telah dipersiapkan oleh KPUD 
Padang Pariaman. Dimana dalam setiap amplot itu bertuliskan 
nomor (angka). Pada kesempatan pertama Calon Bupati 
Padang Pariman JJ. Datuk Gadang mendapat kesempatan 
pertama untuk mengambil amplot, dan dilajutkan dengan 
M. Yusuf dan Muslim Kasim. Hasil pengundian itu adalah 
Pasangan JJ. Datuk Gadang-Herman Harun mengapat 
nomor urut 2, Pasangan M. Yusuf-Isril Berd berada pada 
nomor urut 1 dan Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni pada 
urutan 381. Setelah selesai melakukan pengundian nomor urut, 
dilanjutkan dengan kesepakatan antar pasangan Calon Kepala 
Daerah dan Waki Kepala Daerah Padang Pariaman untuk 
melaksanakan Pilkada secara fair, damai dan badunsanak. 
81  Dokumentasi Foto Pilkada Padang Pariaman Tahun 2005 oleh KPUD 
Padang.
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Kesepakatan ‘Pilkada Badunsanak’ itu ditandai dengan saling 
berpegangan antar pasangan calon. 
Kebijakan KPUD Padang Pariaman yang tetap 
melakukan pengundian nomor urut pada tanggal 5 Mei 2005, 
walaupun tidak di Kantor KPUD Padang Pariman, seperti 
yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 
mendapat tanggapan dari Panwaswlih Padang Pariaman 
melalui Ketuanya AKP Iswandi mengatakan bahwa dengan 
kondisi yang terjadi di Padang Pariaman, khususnya yang 
terjadi di Kantor KPUD Padang Pariaman,maka sebaiknya 
pengundian atau pencabutan nomor urut dipending saja 
sampai kondisinya memang kondusif. Kalau pengundian 
tetap dilaksanakan di luar kantor KPUD Padang maka KPUD 
Padang Pariaman telah melanggar PP Nomor 06 Tahun 2005 
Pasal 51 ayat 282. 
2. Tanggapan KPU Terhadap Protes Massa
Terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh PDIP 
Padang Pariaman terhadap KPUD Padang Pariaman yang 
menolak pasangan calon Ali Arifin-David Maldian, Ketua 
KPUD Padang Pariaman Wirya Fansuri menjelaskan bahwa 
pasangan ini ditolak dengan alasan tidak adanya bukti 
pengesahan dari ketua dan sekretaris partai bersangkutan. 
Hal itu diketahui ketika syarat pencalonan dari pasangan 
ini diperiksa menjelang batas akhir waktu pengembalian 
formulir pendaftaran. Dari hasil pemeriksaan KPUD, 
ternyata persyaratan penaclonan pasangan ini tidak lengkap. 
Makanya dengan terpaksa pasangan ini kami tolak. Kerena 
tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU 
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 5 poin a) yang berbunyi83: 
82 Surat kabar Singgalang, tanggal 7 Mei 2005.
83 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.
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 Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan 
partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. 
Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud 
pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik 
atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, dan 
sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
Protes dan gerakan partai politik yang meminta untuk 
dilakukan peninjauan ulang terhadap keputusan KPUD 
Padang Pariman dan penundaan pelaksanaan Pilkada 
Kabupaten Padang Pariaman ditanggapi oleh Ketua KPUD 
Padang Pariaman Wirya Fansuri. Wirya kembali menegaskan 
bahwa komitmen KPUD Padang Pariaman bahwa sikap dan 
keputusan KPUD Padang Parimanan itu sudah final dan tidak 
ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pilkada. Keputusan 
KPUD Padang Pariaman tidak meloloskan pasangan Iqbal 
Alan Abdullah-Yulius Danil disebabkan karena tidak 
lengkapnya persyaratan administrasi berupa ijazah dari Iqbal 
Alan Abdullah, seperti yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 
06 Tahun 2005 Pasal 38 Tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. KPUD Padang Pariman juga menyayangkan, 
sekiranya pasngan tersebut tidak mengabaikan pemberitahuan 
tertulis KPUD Padang Pariaman tanggal 15 April 2005 
untuk melengkapi persyaratan administrasi yang belum 
lengkap tersebut, kejadian seperti ini tidak terjadi. Terhadap 
pihak yang merasa dirugikan, KPUD Padang Pariaman 
menyerankan dapat menyalurkan kekecewaannya itu melalui 
jalur hukum, sebagai mana yang diakomodir dalam UU84.
Menyangkut mengenai tuntutan penundaan pelaksanaan 
Pilkada Padang Pariman, secara lebih khusus ditanggapi oleh 
84 Wawancara dengan Wirya Fansuri tanggal 14 November 2005
89
Kepala Divisi Pengembangan Pendidikan dan Informasi 
(Bangdidin) KPUD Padang Pariaman Rahmat Tuangku 
Sulaiman menegaskan KPUD Padang Pariaman tidak 
pernah mengelurakan sikap dan kebijakan untuk menunda 
pelaksanaan tahapan Pilkadal Padang Pariaman. KPUD 
Padang Pariaman telah menetapkan tiga pasang calon kepala 
dan wakil kepala daerah, dan akan dipilih langsung oleh 
rakyat pada tanggal 27 Juni 2005. Itu merupakan keputusan 
final KPUD Padang Paraiaman. Menyangkut masalah 
tentang adanya surat Ketua KPUD Padang Pariaman Wirya 
Fansuri yang ditujukan kepada DPRD Padang Pariaman 
tanggal 17 Mei 2005 yang bernomor 312/KPU-PP/V-2005 
perihal pengusulan Penundaan Pilkada di Padang Pariaman, 
menurutnya kebijakan itu bukan kebijakan KPUD Padang 
Pariaman, akan tetapi kebijakan Wirya Fansuri pribadi saja 
yang terpaksa melakukannya karena berada di bawah tekanan 
elite lintas partai. Surat itu dikeluarkan Wirya Fansuri tanpa 
melalui Rapat Pleno KPUD Padang Pariaman. Sekali lagi 
saya tegaskan tidak ada penundaan Pilkada Padang Pariaman. 
Pelaksanaan Pilkada Padang Pariaman tetap sepaket dengan 
Pilkadal Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 
Barat dan Pilkada kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, 
yaitu tanggal 27 Juni 200585.
Statemen Rahmat Tuangku Sulaiman dipertegas oleh 
Ketua KPUD Padang Pariman Wirya Fansuri. Mengenai 
surat KPUD Padang Pariaman bernomor 312/KPU-
PP/V-2005 perihal Pengusulan Penundaan Pilkada di 
Padang Pariaman, yang ia keluarkan saat Rapat Koordinasi 
yang difasilitasi oleh Pj. Bupati Padang Pariaman Sudirman 
Gani itu, yang ditujukan ke DPRD Padang Pariaman, adalah 
bukan kebijakan KPUD Padang Pariaman. Surat yang saya 
85  Lihat Surat kabar Gempar Post, Bulai Mei 2005
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buat di Ruang Ajudan Bupati pada tanggal 17 Mei 2005 atau 
selasa dini hari itu, saya buat dengan terpaksa karena di bawah 
tekanan pihak pengurus partai politik dan beberapa LSM. 
Akan tetapi kemudian surat itu sudah saya klarifikasi dengan 
mengalamatkannya ke KPUD Provinsi dan ditembuskan 
kepada Bupati Padang Pariaman, Gubernur Provinsi 
Sumatera Barat, hingga ke Mendagri RI di Jakarta. 
Ketua KPUD Padang Pariaman Wirya Fansuri menam-
bahkan bahwa dikeluarkannya surat bernomor 312/KPU-
PP/V-2005 Tanggal 17 Mei 2005 tentang penundaan 
pelak sanaan Pilkada, merupakan sikap akomodatif KPUD 
Padang Pariaman yang telah ditunjukkan oleh KPUD 
Padang Pariaman dalam merespon aspirasi yang berkembang. 
Menurut Wirya, sesuai dengan PP Nomor 06 Tahun 2005 
Pasal 149 ayat 2 menyebutkan bahwa jika di suatu daerah 
pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan kemanan, dan bencana 
alam dan atau gangguan lainnya yang dapat mengakibatkan 
sebahagian tahapan Pilkada tidak dapat dilaksanakan sesuai 
dengan jadwal, maka pemilihan ditunda pelaksanaannya, 
dan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan KPUD 
setelah mendapat persetujuan dari DPRD86. 
Tentang adanya dugaan miring yang menyebutkan bahwa 
Pasangan Iqbal-Yulius Danil tersingkir dan tidak lewat 
verifikasi akhir KPUD Padang Paraiaman, adalah skenario 
Mantan bupati (2005-2005) atau Cabub (2005-2010) Muslim 
Kasim. Muslim Kasim melakukan kerjasama tersembunyi 
dengan KPUD Padang Pariaman, dibantah keras oleh Ketua 
KPUD Padang Pariaman Wirya Fansuri. Wirya mengatakan 
sejak Muslim Kasim berhenti dari Jabatannya tanggal 6 Mei 
2005, pihak kami (KPUD) tidaj pernah lagi bertemu dengan 
Muslim Kasim. Bahkan demi itu saya berani bersumpah itu 
86  Surat kabar Singgalang, tanggal 18 Mei 2005.
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kebenarannya. Jadi untuk itu saya ingin meluruskan issu dan 
informasi yang menyesatkan, tidak bertanggungjawab. Kami 
KPUD bertanggungjawab atas setiap tindakan dan keputusan 
yang kami keluarkan87. Kami KPUD Padang Pariaman siap 
digugat ke pengadilan oleh bagi pihak yang merasa dirugikan 
hak politiknya88.
3.  Respon Pemda Terhadap Masalah Pilkada 
a.  Bupati Padang Pariaman
Semakin memanasnya dinamika Pilkadal Padang 
Pariaman memunculkan berbagai respon dari berbagai pihak. 
Pemerintah Daerah Padang Pariman melalui Pejabat Bupati 
Sudirman Gani mengatakan bahwa sesuai dengan aturan 
yang berlaku bahwa unsur pemerintah dalam Pilkadal berada 
pada posisi netral atau tidak memihak dan bukan pembuat 
kebijakan. Dengan dasar itu maka Pemerintah Daerah 
memfasilitasi pertemuan di Kantor Bupati Padang Pariaman 
Tanggal 16 Mei 2005. Rapat yang dimulai pukul 14.00 Win 
itu dihadari oleh PLT Bupati Sudirman Gani, Wirya Fansuri 
(Ketua KPUD Padang Pariaman), Delvia Derita (Wakil 
Polres Padang Pariaman), dan Yuliardi (Kajari Pariaman), 
Dasril (Ketua PKS), Arif Rahman Hakim (Ketua DPD 
PAN), Faisal A, Rangkayo Basa (Ketua Golkar), Asmadi 
(Sekretaris Partai Golkar), Hendri (PLH Sekretaris PDIP), 
Solfi Ardi (Plh Ketua PDIP), Andri Suandi (Sekretaris PAN), 
Arpan Damrah (Ketua PPDK), Nurhayati Kahar (Ketua 
LSM Limbubu), Z. Datuk Bandaro Basa (Ketua PPNUI), 
Syahril Manan (Ketua PPIB), A. Dyananhuri (Sekretaris 
PKB), Binjai Chan ( Pers), Usman Fono (Ketua PKP), 
Z.M. Bagindo Kali (BKL), Edir Asnadi (PDIP), Syaiful ET 
(Golkar), Darmon (PAN), Zaiful (PDIP), Nasdini Indriani 
87 Lihat Tabloid Zaman Nomor 291 Tahun Ke VI, Tanggal 23-29 Mei.
88 Lihat Surat kabar Padang Ekspres, Tanggal 6 Mei 2005.
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(PAN), Dedi Edwar (Partai Gilkar), Dahdir (PBR), Rosman 
(Partai Patriot), Yusalman (PAN), Nofiarman (FKMKD), 
Ferry Indra (LSM Bakin), Rahman R (PAN), Amrizal 
(LSM), Lina Marni (Tokoh Masyarakat), Yerilismen 
(LSM Simpatik), Jimmy C. Dt. Rangkayo Mulia (Tokoh 
Masyarakat), Akhiardi (Pimpinan DPRD), Basnil (PKS), 
Hasbillah (PAN), Muhadek Salman (Sekretaris KPUD), Jon 
Friadi (Wakil Ketua Panwaslih), Sugeng K (Wakil Polres 
Padang Pariaman), Sunardi (Kasdim 0308), dan Herman 
Nurman (KPN)89. Rapat ini yang pada dasarnya bertujuan 
untuk mencari titik penyelesaian dari kemelut Pilkadal itu 
berlangsung dengan sangat alot sehingga berakhir menjelang 
pagi tanggal 17 Mei 2005.
Rapat itu secara garis besar dapat dibagi dalam tiga sesi, 
yaitu sesi sore berlangsung dari jam 14.00-17.30 Wib, sesi 
malam dari jam 21.00-24.00, dan sesi menjelang subuh dari 
jam 00-03.00 Wib. Pada sesi pertama adalah sesi dengar 
pendapat antara pihak partai politik sebagai penggugat, dan 
KPUD Padang Pariaman sebagai yang tergugat. Pada sesi 
ini pihak partai politik pada dasarnya menilai bahwa KPUD 
Padang Pariaman telah berlaku diskriminatif dan menihak. 
Pada sesi ini terjadi dialog antara pihak Partai Politik 
dengan KPUD Padang Pariaman. Akan tetapi pihak partai 
politik tetap tidak puas dengan jawaban dan penjelasan yang 
diberikan KPUD Padang Pariaman. Rapat ini diskor pukul 
17.30 dan dilanjutkan malam harinya jam 21.00 Wib90. 
89 Dapat dilihat dari Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pilkada Padang 
Partiaman tanggal 16 Mei 2005, Arsip Sekretariat Daerah Pemerintah 
Daerah Padang Pariaman yang ditandatangi oleh Z. Datuk bagindo Kali 
selaku Pj. Sekretaris Dearah Kabupaten Padang Pariaman.
90 Surat Laporan Kronologis Rapat dengan Aliansi Lintas Parpol, 
Sekrerariat Dearah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Mei 2005 
yang ditandatangani oleh Zul Wadi Datuk Bagindo Kali selaku Plt. 
Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sekaligus sebagai 
Ketua Desk Pilkada Padang Pariaman. Surat Laporan ini ditujukan 
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Pada rapat sesi malam yang simulai dari jam 21.00-
24.00 Wib, DPRD Padang Pariaman melalui Wakil Ketua 
Akhiardi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada tidak 
setetes darahpun mengalir dan tidak boleh ada kerusakan 
material yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. PAN 
melalui juru bicaranya Andri Suandi mepertegas tidak 
pernah mencalonkan Muslim Kasim-Ali Mukhni. PAN 
tidak mencalonkan siapapun dan tidak berkoalisi dengan 
partai manapun. PAN menyatakan bahwa siapapun yang 
mendaftarkan calon atas nama PAN adalah tidak syah. 
Mereka juga menegaskan bahwa pengurus resmi PAN adalah 
Arif Rahman Hakim dan Andri Suandi yang masing-masing 
selaku Ketua dan Sekretaris DPD PAN Padang Pariaman. 
Dalam kesempatan itu, Partai Golkar juga menyampaikan 
kekecewaannya atas sikap dan keputusan KPUD Padang 
Pariaman yang tidak menyurati Partai Golkar kalau pasangan 
calonnya tidak memiliki kelengkapan persyaratan administrasi 
sehingga dapat dilakukan penggantian terhadap pasangan 
calon. Sementara itu, di pihak lain KPUD Padang Pariaman 
tetap sikap dan keputusannya. KPUD Padanag Pariaman 
kembali menegaskan  bahwa tidak ada alasan untuk menunda 
pilkadal. Tuntutan untuk menunda Pilkadal adalah tuntutan 
yang tidak masuk akal. Penundaan pelaksanaan Pilkadal 
adalah sikap dan tidakan yang dapat merugikan daerah dan 
masyarakat91. Rapat terus berlanjut sampai larut malam. 
Memasuki jam 23.00 Wib, rapat diskor selama 2 kali 10 
menit. Rapat diskor untuk memberikan kesempatan kepada 
unsur Muspida bermusayawarah menetukan sikapnta dan 
setelah itu rapat kembali dilanjutkan dilanjutkan jam 12.00 
Wib. Hasil kesepakatan Muspida Padang Pariaman mengenai 
kepada Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat selaku Ketua Desk 
Pilkada Propinsi Sumatera Barat.
91  Surat kabar Padang Ekspres, Tanggal 18 Mei 2005.
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tuntutan Aliasi Lintas Partai itu adalah Sikap dan tuntutan 
Aliansi Lintas Partai Politik itu akan dikonsultasikan kepada 
Gubernur Sumatera Barat pada pagi Selasa tanggal 17 Mei 
2005 dan kemudian dilanjutkan dengan menemui Mendagri 
M . Ma’ruf di Jakarta92. 
Sikap Muspida itu ditolak oleh Aliansi Lintas Partai dan 
menilai sikap Muspida itu akal-akalan saja untuk mencari 
jalan keluar yang akhirnya tidak menguntungkan mereka. 
Alinsi Lintas Partai menilai bahwa masalah Padang Pariaman 
harus diselasaikan di Pariaman93. Aliansi Lintas Partai 
tetap bertahan dengan sikapnya dan tidak menerima solusi 
yang ditawarkan oleh Muspida Padang Pariaman, sehingga 
rapat dilanjutkan sampai jam 03.00 Wib. Alinasi partai 
tetap dengan sikapnya untuk mengganti Anggota KPUD 
Padang Pariaman, menunda pelaksanaan tahapan Pilkada 
serta meminta DPRD Padang Pariaman membekukan dana 
Pilkada yang dianggarkan dalam APBD Padang Pariaman. 
Dengan kondisi terpaksa itulah kemudian Ketua KPUD 
Padang Pariaman Wirya Fansuri menandatangani pernyataan 
sikap Aliasi Partai Pilitik itu, dan mengelurakan Surat Nomor 
312/KPU.PP/V-2005 yang isinya pengusulan penundaan 
Pilkada yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Padang 
Pariaman dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi 
Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf di 
Jakarta94. Surat KPUD Padang Pariaman itu kemudian 
langsung dijawab oleh DPRD Padang Pariaman pada besok 
harinya tanggal 18 Mei 2005. adapun isi surat itu antara 
lain: Pertama, Setuju dilakukan pengunduran pelakasanaan 
92  Ibid, hal. 2.
93  Ibid., hal. 2.
94 Lihat Surat KPUD Padang Pariaman Nomor 312/KPU.PP/V.2005 
Tanggal 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Ketua KPUD Padang 
Pariaman Wirya Fansuri.
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Pilkada dan membatalkan semua tahapan yang sudah 
dilaksanakan. Kedua, Mengkaji ulang kembali proses tahapan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tututan partai 
poltik dan ketiga, Pemilihan Kepala daerah dapat dilanjutkan 
bila permasalah telah diselasaikan95. 
Surat KPUD Padang Pariaman itu kemudian yang selalu 
dijadikan alasan oleh pihak DPRD Padang Pariaman ketika 
dimintai tanggapan terhadap pelaksanaan Pilkada Padang 
Pariaman.
b.  Sikap DPRD Padang Pariaman 
Derasnya tuntutan lintas partai politik yang menolak 
keputusan KPUD Padang Pariaman yang tidak meloloskan 
pasangan Iqbal Alan Abdullah-Yulius Danil direspon oleh 
DPRD Padang Pariman. Dimana pada besok harinya tanggal 
6 Mei 2005 DPRD Padang Pariaman juga melakukan Rapat 
Paripurna Khusus. Rapat Khusus yang dibuka sekitar pukul 
10.00 Wib, itu memiliki beberapa agenda diantaranya adalah 
hearing atau dengar pendapat dengan pengurus partai politik. 
Rapat Paripurna khusus itu bertujuan untuk membahas 
proses pelaksanaan Pilkada Padang Pariaman 2005-2010. 
Rapat Paripurna Khusus langsung dipimpin oleh Akhiardi 
dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Zulkifli Sabata dan 
diikuti oleh Anggota DPRD Padang Pariaman dan Sekretaris 
Dewan. Rapat itu dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah 
lebih kurang 1 jam Rapat Paripurna Khusus dibuka oleh 
Pimpinan DPRD, Rapat Paripurna Khusus itu diskors untuk 
mengadakan dialog dan dengar pendapat dengan pimpinan 
partai politik. Hearing bertujuan untuk menerima masukan 
dan pendapat sekaitan proses penetapan pasangan calon. 
95 Lihat DPRD Padang Pariaman Nomor 171/78/DPRD/V2005 tanggal 
18 Mei 2005 yang isinya menyetujui pengunduran Pilkada Padang 
Pariaman. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Padang 
Parimanan Akhiardi.
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Dialog dengar pendapat dengan partai politik itu dihadiri oleh 
pengurus partai politik diantaranya Faisal Arifin (Ketua Partai 
Golkar), Solfi Ardi (Ketua Plh PDIP), Arif Rahman Hakim 
(Ketua DPD PAN), Dasril (Ketua DPD PKS), Zulkarnain 
(Ketua PBR), Hamdanis Cahan (Ketua PSI), Syahril Manan 
(Ketua PIB), Ronaldesman (Ketua Partai Merdeka), Osman 
Fond ((Ketua PKB), Orfan Damrah (Ketua PDK), Z. Datuk 
Bandaro Basa (Ketua PPNUI) dan beberapa pengurus partai 
kecil lainnya96.
Dalam dengar pendapat itu, Akhiardi salah seorang 
Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman mengatakan bahwa 
sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah sepatutnya DPRD 
menampung segala aspirasi dan masukan dari pihak partai 
politik. Bebeda dengan Faisal Arifin Ketua DPD II Partai 
Golkar Padang Pariaman. Faisal menilai kuatnya indikasi 
permainan politik yang dilakukan pihak KPUD Padang 
Pariaman, sehingga keputusan yang dikeluarkan KPUD tidak 
lagi berdasarkan aturan yang semestinya dilakukan KPUD 
dalam proses verifikasi. Tidak lulusnya pasangan Iqbal-Yulius 
Danil tidak memiliki dasar yang kuat97. Faisal juga menilai 
KPUD Padang Pariaman tidak transparan dalam menjalankan 
tugasnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak lengkapnya 
berita acara dari setiap pelaksanaan tahapan Pilkada, sehingga 
wajar kemudian Forum Lintas Parpol mendesak DPRD, 
Pemerintah Kabupaten, Muspida, Panwaslih dan pihak 
terkait lainnya untuk mencarikan jalan keluar dari kemelut 
politik yang terjadi. Dasril Ketua DPD PKS Padang Pariaman 
mengatakan salah satu solusi dari kemelut politik itu adalah 
penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Padang 
Pariaman dan meminta KPUD Padang Pariaman untuk 
mencabut semua keputusan yang dikeluarkan KPUD Padang 
96 Lihat Surat kabar Singgalang, tanggal 7 Mei 2005.
97 Lihat Surat kabar Padang Ekspres, tanggal 7 Mei 2005.
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Pariaman yang berkaitan dengan Pilkada98. 
Selesai melakukan dengar pendapat dengan partai politik, 
Atas dasar tuntutan lintas partai dalam haering itu, DPRD 
Padang Pariaman langsung mengadakan Rapat Paripurna 
Khusus pada hari yang sama. Rapat Paripurna Khusus 
kembali dibuka sekitar jam 17.00 Wib setelah malahirkan 
kesepakatan dan keputusan yang isinya: 1). Membatalkan 
Hasil Pleno KPUD Padang Pariaman. 2). Membubarkan 
Ketua dan Anggota KPUD Padang Pariaman. 3). Semua 
hasil Keputusan KPUD Padang Pariaman illegal. 4). 
Diminta kepada DPRD Padang Pariaman untuk membentuk 
keanggotaan KPUD Padang Pariaman yang baru. 5). KPUD 
Padang Pariaman dinilai tidak trasparan. 6). Diminta kepada 
pihak kepolisian untuk memeriksa Ketua dan Anggota KPUD 
Padang Pariaman. 7). Meminta kepada pihak kepolisian 
untuk menangkap orang-orang yang telah mencalonkan 
orang yang tidak direstui oleh pengurus partai, yaitu Khaidir 
Khatib Bandaro dan Endarmy. 8). Penetapan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Batal demi hukum. 9). Meminta kepada 
Kapolres untuk menyelidiki pemalsuan atas dokumen partai. 
Dan 10). Meminta kepada Kapolres Padang Pariaman untuk 
mengamankan keputusan ini99.
Sikap dan perlawanan DPRD Padang Pariaman untuk 
menunda atau menghalang-halangi pelaksanaan Pilkada 
Padang Pariaman tanggal 27 Juni 2005 terus dilakukan. Sikap 
itu ditunjukkan dengan cara menolak Surat KPUD Padang 
Pariaman yang isinya meminta DPRD Padang Pariaman 
untuk menfasilitasi Rapat Paripurna penyampaian visi-misi 
98 Lihat Surat kabar Singgalang, tanggal 18 Mei 2005. 
99 Lihat Notulensi Rapat Paripurna Khusus DPRD Padang Pariaman 
Tanggal 6 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid (Kabag 
Risalah dan Rapat-Rapat), Zaimus (Kasubag Rapat dan Risalah) dan 
diketahui oleh Akhiardi selaku Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman.
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calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penolakan 
surat KPUD Padang Pariman itu melalui surat DPRD Padang 
Pariaman Nomor 171/Set-Um/DPRD/I/2005 tanggal 7 Juni 
2005 perihal tanggapan kesiapan Pilkada Kabupeten Padang 
Pariaman. Dalam surat itu pihak DPRD Padang Pariman 
memberikan pertimbangan tentang belum dapatya dilakukan 
kampanye penyampaian visi misi itu. Menurut Wakil Ketua 
DPRD Padang Pariaman Akhiardi menyatakan sikap DPRD 
Padang Pariaman sudah jelas, yaitu tetap komit dengan hasil 
keputusan rapat pimpinan yang diperluas yang dituangkan 
lewat surat Nomor 171/78/DPRD/V/2005 perihal persetujuan 
pengunduran Pilkada Padang Pariaman yang diusulkan oleh 
KPUD Padang Pariaman. Sementara itu, Ketua KPUD 
Padang Pariaman Wirya Fansuri DPRD Padang Pariaman 
mengatakan Rapat Paripurna untuk penyampaian visi-misi 
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pihaknya 
akan tetap melaksankan Pilkada sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan100. 
Sikap DPRD Padang Pariaman yang tidak menfasilitasi 
Rapat Paripurna untuk menyampaian visi-misi Calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapat tanggapan serius 
dari Pj Gubernur Provinsi Sumatera dan KPUD Provinsi 
Sumatera Barat. M. Thamrin menegaskan jika tahapan 
Pilkada Padang Pariaman dipermasalahkan karena tidak 
adanya pemyampaian visi-misi, maka yang bertanggungjawab 
adalah DPRD Padang Pariaman. Sedangkan menurut Kepala 
Divisi Bangdidin KPUD Provinsi Sumatera Barat bahwa 
sikap DPRD Padang Pariaman yang menolak melakukan 
penyampaian visi-misi di DPRD Padang Pariaman dinilai 
terkesan melanggar Undang-Undang101.
100  Lihat Surat kabar Singgalang, tanggal 11 Juni 2005.
101 Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 14 Juni 2005. 
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c. Sikap Panwaslih Padang Pariaman 
Munculnya protes dari kalangan partai politik Padang 
Pariaman terhadap hasil keputusan KPUD Padang Pariaman 
yang tidak meluluskan pasangan Iqbal Alan Abdullah-
Yulius Danil yang diusung koalisi Partai Golkar-PKS dan 
PBR, tentu menempatkan semakin penting posisi dan peran 
Panwaslu Padang Pariaman. Panwaslu sebagai lembaga yang 
berfungsi mengawasi, dan memediasi penyelesaian sengketa 
atau konflik Pilkada tentu harus bersikap adil dan independen. 
Terkait dengan kasus itu Panwaslu Padang Pariaman melalui 
suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera 
Barat untuk menunda sementara waktu penetapan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Padang Paraiaman. Panwaslu 
Padang Pariman juga meminta untuk dilakukan penundaan 
terhadap proses Penetapan Nomor Urut Calon Bupati 
Padang Pariaman, sampai permasalah konflik ini dapat 
diselesaikan. Permintaan penundaan itu didasarkan pada 
alasan untuk menghindari terjadinya kerusuhan sehingga 
dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada di Kabupaten 
Padang Pariaman. Surat permintaan ini ditandatangani oleh 
AKP. Iswandi dan Jon Friadi masing-masing selaku Ketua 
dan Wakil Ketua Panwaslu Padang Pariaman102.
Panwaslu juga melayangkan Surat Klarifikasi ke KPUD 
Padang Pariaman atas beberapa surat pengaduan yang 
diterima Panwaslu. Surat in ini bertujuan untuk meminta 
penjelasan KPUD Padang Pariaman atas pengaduan dari 
PDIP Padang Pariaman serta Surat Tembusan Penegasan 
oleh DPD PAN Padang Pariaman. Dalam suratnya itu, 
Panwaslu Padang Pariaman juga mengingatkan : 1). Agar 
KPUD Padang Pariaman mengkaji hal-hal yang dilaporkan 
oleh beberapa partai politik tersebut tentang Pencalonan 
102 Surat Permohonan itu bernomor 009/PW.PILKADA/V/2005 Tanggal 
6 Mei 2005.
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Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. 2). Agar 
KPUD Padang Pariaman berhati-hati dalam menggunakan 
kewenangan yang dimiliki KPUD Padang Pariaman dalam 
proses Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang 
Pariaman, sehingga stabilitas politik tetap kondusif demi 
terselengaranya Pilkada Padang Pariaman berjalan dengan 
lancar, aman, jujur dan adil103.
Hal yang menarik tentang sikap Panwaslu Padang 
Pariaman yang bernomor 014/PW.Pilkada/V/2005. Surat itu 
bersifat rahasia dan ditujukan ke KPUD Padang Pariaman. 
Surat yang dibuat tanggal 14 Mei 2005 yang ditandatangani 
oleh AKP Iswandi dan Jon Friadi masing-masing selaku 
Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Padang Pariaman 
berisikan antara lain: 1). Meminta kepada KPUD Padang 
Pariaman untuk mengkaji ulang tentang tahapan pencalonan 
dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang 
Pariaman. 2). Mengingat situasi politik di Kabupaten Padang 
Pariaman pasca penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
semakinmemanas, yang dapat menimbulkan dan memicu 
gangguan keamanan dan kerusuhan sehingga memungkinkan 
akan terjadinya “chaos” di Kabupaten Padang Pariaman, maka 
tanpa intervensi atas kewenangan KPUD Padang Pariaman. 
Kami atas nama Panwaslu Padang Pariaman menyarankan 
agar memasukkan kembali pasangan Iqbal Alan Abdullah 
dan Yulius Danil sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Padang Pariaman Peruode 2005-2010104.
d. Tanggapan Pemda Provinsi  
Terkait dengan agenda pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah di wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, 
103 Surat Klarifikasi Pengaduan ini dibuat tanggal 3 Mei 2005 dan 
ditandatangani oleh AKP Iswandi dan Jon Friadi masing-masing selaku 
Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Padang Pariaman.
104 Surat Saran Panwaslu Padang Pariaman tanggal 14 Mei 2005.
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Gubernur Provinsi Sumatera Barat M. Thamrin, sudah 
mengingatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang 
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung 
dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dan surat-surat 
penegasan. Salah satu suratnya itu berisikan: 1). Untuk 
segera melaksanakan kembali konsolidasi di daerah dengan 
jajaran Muspida, DPRD, Tokoh partai politik, KPUD, dan 
tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah bercsangkutan. 
2). Selalu menjaga dan mendukung penyelenggaraan 
Pilkada secara lnagsung Tahun 2005 secara menyeluruh dan 
mendorong penyelesaian atas berbagai permasalahan yang 
mungkin timbul dalam proses Pilkada secara bersama-sama 
dengan lembaga terkait seperti DPRD dan KPUD dengan 
menegembangkan berbagai instumen kebijakan Gubernur 
dan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 3). Melakukan identfikasi 
permasalahan yang mungkin terjadi dan menjaga agar tidak 
meluas serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam 
mengatasi setiap permasalahan pada setiap tahapan Pilkada. 
4). Melaksanakan seluruh hasil Keputusan Rapat Koordinasi 
antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bupati/
Walikota Se-Sumatera Barat Tanggal 22 Februari 2005, 
terutama dalam memberikan dukungan fasilitasi seperti 
pendanaan, personil keamanan dan lain-lain. 5). Memelihara 
suasana kondusif yang meliputi idiologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya dan Kantibmas menjelang, pada saat, maupun 
setelah Pilkada dilaksanakan. Dan 6). Senantiasa melakukan 
konsultasi secara intensif kepada Gubernur dan Menteri 
Dalam Negeri, dengan memaksimalkan pemamfaatan Tim 
Desk Pilkada untuk mendukung suksesnya Pilkada secara 
langsung Tahun 2005105. 
105 Lihat Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat M. Thamrin yang 
bernomor B.270/286/HAL-BLK/III-2005 tanggal 31 Maret 2005, yang 
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Menyikapi penundaan pelaksanaan Pilkada yang digalang 
oleh aliansi partai politik, Panwaslih dan DPRD Padang 
Pariaman, Pejabat Gubernur Sumtera Barat H. Thamrin 
menjelaskan bahwa itukan baru sebatas wacana. Pemerintah 
Provinsi Sumatera Barat melihat dulu perkembangan yang 
terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Provinsi 
sudah beberapa kali mengadakan pertemuan yang pada 
akhirnya akan mengeluarkan sebuah sikap. Yang terpenting 
sekarang adalah situasi Padang Pariman aman dan tidak 
terdapat pertikaian. Segala persoalan yang muncul akan 
diselesaikan dengan musyawarah dan dialog. Jadi jangan 
cepat-cepat mengambil keputusan penundaan106. M. Tahmrin 
juga menambahkan bahwa ditunda atau tidak pelaksanaan 
Pilkada itu sangat tergantung kepada KPUD. KPUD lah 
yang berwenang menyatakan apakah Pilkada itu diundur atau 
dilanjutkan. Kalau KPUD Padang Pariaman menilai tidak 
ada alasan untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan 
Pilkada Padang Pariaman, maka tidak ada pihak lain di luar 
lembaga itu yang bisa mengambil keputusan sendiri untuk 
menunda Pilkada. Apa yang terjadi di Kabupaten Padang 
Pariaman, menurut Thamrin lebih banyak disebabkan oleh 
konflik internal partai politik dan pasangan Calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat masih tetap berpijak kepada Ketetapan 
KPUD Padang Pariaman bahwa Pilkada Padang Pariaman 
tetap dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005107.
Berbeda dengan Masful salah seorang Wakil Ketua 
DPRD Provinsi Sumatera Barat. Masful mengatakan bahwa 
dengan terjadi masalah Pilkadal di Kabupaten Padang 
ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota Se Sumatera Barat. Sifat 
suratnya Amat Segera 
106 Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 20 Mei 2005. 
107  Lihat Surat kabar Padang Ekspres, tanggal 14 Juni 2005.
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Pariaman maka diharapkan kepada KPUD Padang Pariaman 
untuk menunda pelaksanaan Pilkadal. Kalau Pilkadal tetap 
dilaksanakan maka ada kekawatiran konflik itu semakin luas. 
Penyataan ini dikeluarkan karena sudah banyak loporan yang 
masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik yang berasal 
dari partai politik, LSM, ormas maupun dari hasil amatannya 
yang langsung turun kelapangan. Disamping itu, Yul Akhyari 
Sastra salah seorang Anggota DPRD Provinsi Sumatera 
Barat dari Komisi Pmerintahan juga mengharapkan agar 
KPUD Padang Pariaman untuk segera melakukan penilaian 
yang cermat terhadap situasi yang terjadi di Padang Pariaman 
sebelum kemudian memutuskan apakah dilakukan penundaan 
atau tidak108.
Kirsuh Pilkada Padang Pariaman itu kemudian juga 
dibahas di DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Juni 
2005. DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi A 
(Pemerintahan) melakukan hearing atau dengan pendapat 
dengan Pimpinan DPRD Padang Pariaman, Desk Pilkada 
Padang Pariaman, KPUD Padang Pariaman dan Panwaslih 
Padang Pariaman. Dengar pendapat itu juga dihadiri oleh Plt. 
Asisten I Pemprop Sumatera Barat Busra. Rapat itu dihadiri 
oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Barat 
Djanas Raden, Ketua Komisi B Yonda Djabar dan beberapa 
anggota DPRD lainnya sepeti Amora Lubis dan Yul Akhyarli 
Sastra. Hearing yang dimoderatori oleh Yul Akhyarli Sastra 
berlangsung a lot dan dipenuhi hujan interupsi. Persoalan 
yang mendasar yang menjadi pembicaraan adalah mengenai 
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor B.270/18/
Desk-SB/VI.2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang tidak adanya 
penundaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman. Hearing 
itu akhirnya merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi 
108  Surat kabar Padang Ekspres, tanggal 19 Mei 2005.
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Sumatera Barat mengundang dan menfasilitasi pihak-pihak 
yang bertikai di Kabupaten Padang Pariaman untuk mencari 
kepastian Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman109. 
Selang beberapa lama, tanda tanya terhadap sikap 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjawab sudah. Hal 
itu terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pj 
Gubernur Sumatera Barat M. Thamrin tanggal 7 Juni 2005 
dengan Nomor Surat; B.270/18/Desk-SB/VI-2005 perihal 
Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana 
dalam SK Gubernur itu menegaskan bahwa Pilkada Padang 
Pariaman tetap dilaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPUD Padang Pariaman tanggal 27 Juni 
2005. Tidak ada penundaan jadwal Pilkada di Kabupaten 
Padang Pariaman. Sikap Guberbur itu juga didukung oleh 
DPRD Provinsi Sumatera Barat. Masful salah seorang Wakil 
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya 
setuju dengan penundaan Pilkada Padang Pariaman, malah 
berbalik mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Barat. 
Masful meminta kepada semua pihak agar dapat mentaati 
dan mematuhi petusan Gubernur Sumatera Barat110.
Sementara sehari setelah keluarnya SK Gubernur itu, 
di Padang Pariaman digelar Apel Besar Kaposkamling dan 
Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada Padang Pariaman 
yang bertempat di Mapolres Padang Pariman. Acara ini 
juga dihadiri oleh ketiga pasang Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Padang Pariaman. Dalam kesempatan itu Kapolre 
Padang Parimanan AKBP R. Nurwanto menyampaikan 
dan menekankan pada aparat keamanan agar tidak terlibat 
konflik Pilkada dan harus bersikap netral. Sikap netral inilah 
yang amat membantu suksesnya Pilkada Badunsanak di 
109  Lihat Surat kabar Padang Ekspres, tanggal 20 Juni 2005.
110  Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 9 Juni 2005.
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Padang Pariaman. Dalam kesempatan apel itu juga dilakukan 
deklarasi Pilkada Damai111.
e. Tanggapan KPUD Sumatera Barat
Sementara itu Ketua KPUD Provinsi Sumatera Barat 
Mufti Syarfie menilai bahwa kemelut Pilkada di Kabupaten 
Padang Pariaman disebabkan oleh faktor kurangnya 
pemahaman peserta Pilkada terhadap UU Nomor 32 Tahun 
2004 dan PP Nomor 06 Tahun 2005. Mufti menilai bahwa 
apa yang telah dilakukan oleh KPUD Padang Pariaman sudah 
tepat dan sesuai melalui pendekatan legalitas. Permasalahan 
yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman sekarang adalah 
permasalahan intrik politik. KPU secara kelembagaan tidak 
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalah 
intrik politik itu. Permasalah di tingkat internal partai 
politik mestinya diselesaikan di tingkat partai dan bukan 
di KPUD. Terkait dengan adanya desakan dan tindakan 
untuk membekukan KPUD Padang Pariaman, oleh DPRD 
Padang Pariaman, Mufti menilai bahwa sikap itu adalah sikap 
yang arogan. Kalau DPRD Padang Pariaman membekukan 
KPUD Padang Pariaman, berarti DPRD Padang Pariaman 
telah malakukan tindakan makar dan melanggar UUD 1945. 
DPRD Padang Pariaman tidak punya kewenangan untuk 
membekukan KPUD, yang punya kewenangan itu adalah 
KPU Pusat112.
Komitmen KPUD Padang Pariaman yang bersikukuh 
melaksanakan Pilkadal tanggal 27 Juni 200 mendapat 
dukungan dari KPUD Provinsi Sumatera Barat. Ketua KPUD 
Provinsi Sumatera Barat Mufti Syarfie mengatakan bahwa 
tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang 
telah ditetapkan. Alasannya menurut analisis yang dilakukan 
111  Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 9 Juni 2005.
112  Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 11 Mei 2005.
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oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kapolda Sumatera Barat 
bahwa tidak ada masalah dalam proses Pilkadal Padang 
Pariaman. Kalaupun ada masalah biarlah proses hukum yang 
akan menentukan113.
4. Tanggapan Pemerintah Pusat 
Terkait dengan adanya issu dan gerakan untuk menunda 
pelaksanaan kepala daerah dibeberapa daerah yang 
mengalami konflik Pilkada, khususnya apa yang terjadi di 
Kabupaten Padang Pariaman, Menteri Dalam Negeri M. 
Ma’ruf mengatakan bahwa penundaan Pilkada itu amat 
tergantung kepada KPUD yang bersangkutan. M. Ma’ruf 
juga mengatakan dari 186 jumlah Pilkada yang serentak 
dilaksanakan tanggal 27 Juni itu, memang ada 25 Pilkadanya 
bermasalah. Ma’ruf berharap Pilkada yang bermasalah itu, 
termasuk Pilkada Padang Pariaman untuk segera mencari 
jalan keluarnya dan dapat menyelesaikan masalah itu, tanpa 
dengan menunda Pilkada. Dari hasil kajian Depertemen 
Dalam Negeri, M. Ma’ruf berpendapat bahwa beberapa kasus 
terjadinya konflik Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya; masalah internal partai politik, misunderstanding 
antara KPU dengan Partai politik; penjelasan dan transparansi 
atas setiap keputusan KPUD yang kurang maksimal serta 
netralitas KPUD. KPUD yang tidak netral dan independen 
adalah faktor utama yang merangsang terjadinya gekolak 
sosial di tingkat massa partai. 
Di smaping itu M. Ma’ruf juga menghimbau, ter-
utama pemerintah daerah untuk memberikan dukungan 
pengalokasian dana Pilkada dalam APBD sebagaimana telah 
diinstruksikan Presiden RI melalui Inpres Nomor 07 Tahun 
2005. Pemda juga diminta untuk menfasilitasi penyelesaian 
113  Surat kabar Padang Ekspres tanggal 1 Juli 2005.
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setiap permasalahan atau gangguan dalam setiap tahapan 
Pilkada. Mendagri juga menghimbau masyarakat pemilih 
untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. 
Gunakanlah hati nurani ketika memilih pasangan calon 
kepala daerah114. 
5. Masyarakat Pemilih dan Pilkadal 
Terkait dengan masalah yang menyangkut pelaksanaan 
Pilkdal Padang Pariaman, Rani Ismail salah seorang tokoh 
masyarakat Padang Pariaman dan sekaligus Pengurus PKDP 
mengatakan bahwa tidak ada kusut yang tidak akan selesai. 
Menurutnya masalah itu dapat diredam dan diselesaikan 
dengan cara membangun suasana keakraban dan silaturrahmi 
yang kuat diantara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
Pilkada di Padang Pariaman. Diharapkan semua pihak yang 
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam Pilkadal, 
hendaknya menjadikan UU sebagai rule of game-nya. Jangan 
hanya menggunakan kebenaran dan aturan yang parsial untuk 
memenangkan kepentingan kelompok. “Sasek di Ujuang, 
Baliak Kapangkanyo”115.
Statement yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD 
Provinsi Sumatera Barat Masful, yang mengatakan bahwa 
akan terjadinya Pilkada berdarah jika tetap dilanjutkan, 
menimbulkan reaksi dan kemacam dari kalangan masyarakat 
nagari. Menurut Koordinator Forum Komunikasi Wali 
Nagari Kabupaten Padang Pariaman (FKWN) Muhammad 
Nur mengatakan bahwa statemen politisi terlalu berlebihan. 
Menurutnya, Nagari-nagari yang ada dalam wilayah Peme-
rintah Padang Pariaman kondusif dan semuanya lancar untuk 
menyelenggarakan Pilkadal sesuai dengan tahapan dan jadwal 
114  Lihat surat kabar Haluan, tanggal 31 Mei 2005.
115  Surat kabar Padang Ekspres, tanggal 26 Mei 2005.
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yang telah ditentukan. 
FKWN meminta agar Masful mencabut statementnya itu 
dan meminta maaf ke publik. Bila tuntutan itu tidak dpenuhi 
maka FKWN akan menempuh upaya hukum. FKWN yang 
berangtgotakan 46 Wali Nagari itu juga meminta kepada elite 
politik, baik di tingkat kabupeten maupun Provinsi agar tidak 
ngomong seenaknya, tanpa memperhitungkan dan melihat 
kondisi yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat. 
FKWN sangat mendukung sikap KPUD Padang Pariaman 
yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkadal sesuai dengan 
tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan116. Terkait dengan 
sikap FKWN itu, Busra Kepala Biro Pemerintahan Nagari 
Provinsi Sumatera Barat menagatakan bahwa Wali Nagari 
sebagai penyelenggara pemerintahan terendah di tingkat 
Pemda Kabupaten di wilayah Pemda Provinsi Sumatera Barat, 
dituntut untuk menjaga netralitasnya dalam setiap tahapan 
Pilkada. Netralitas Wali Nagari dalam Pilkada sebanding 
dengan netralitas PNS. Meskipun tidak semuanya Wali 
Nagari berstatus PNS, namun dalam tugas dan tanggungjawab 
sebagai penyelenggara pemerintahan posisinya sejajar dengan 
PNS. Jika nantinya ada Wali Nagari terbukti tidak netral dan 
menjadi tim sukses salah satu pasang calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah maka akan ditindak sesuai dengan 
peraturan yang berllaku117. 
Selain dari FKWN, reaksi yang hampir sama juga muncul 
dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya “Urang 
Ampek Jinih” Padang Pariaman. Melalui salah seorang juru 
bicaranya Zainir Rangkayo Mangkuto (Nagari Ulakan) 
116 Wawancara dengan Muhammad Nur, Koordinator Forum Komunikasi 
Wali Nagari Padang Pariaman Bulan September 2005 di kediamannya 
yang bertempat Pauh Kambar. Selain sebagai Wali Nagari Pauh Kambar, 
M. Nur juga tercatat sebagai Anggota Polri.
117 Lihat surat kabar Haluan, tanggal 31 Mei 2005.
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mengatakan bahwa mereka merasa sangat prihatin terhadap 
proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Padang Pariaman. 
Mereka medukung proses pelaksanaan Pilkada secara damai, 
tertib, aman, lancar, adil, jujur, bebas dan rahasia tanggal 
27 Juni 2005. Kelompok masyarakat ini juga menghimbau 
semua pihak pihak dan masyarakat, terutama tim sukses dari 
tiga pasang kandidat bupati dan wakil bupati untuk bersama-
sama untuk mensukseskan Pilkada118.
Bagindo M. Letter, salah seorang Tokoh Masyarakat 
Padang Pariaman menegaskan bahwa Pilkada Padang 
Pariman jangan sampai ditunda. Menurutnya tidak ada faktor 
yang menghalangi Pilkada ditunda. Penundaan Pilkada yang 
dihembuskan oleh tokoh partai politik dapat memberikan 
implikasi yang jelek kepada daerah Padang Pariaman. Kita 
dapat saja dianggap sebagai warga yang tidak taat pada hukum 
sehingga martabat daerah kita dimata daerah lain rendah 
dan hina, karena tidak mampu mengamankan pelaksanaan 
Pilkada. Letter juga menghimbau agar masyarakat Padang 
Pariaman tidak terpengaruh terhadap perilaku dan provokasi 
elte partai politik, karena hal itu sarat politik kepentingan119. 
Bertele masalah penyelengaraan Pilkadal Padang 
Pariaman juga mengundang respon dikalangan pemuda dan 
mahasiswa yang berasal dari Padang Pariaman. Nasirmam 
Chaniago Koordinator Pemuda dan Mahasiswa Padang 
Pariaman menilai bahwa masalah Pilkadal Padang Pariaman 
disebabkan olek kurangnya koordinasi dan komunikasi 
yang baik antara DPRD Padang Pariaman, Panwasli 
Padang Pariaman dan KPUD Padang Pariaman, sehingga 
mengakibatkan kurangnya sikap kesepahaman diantara 
pihak-pihak tersebut dalam mensukseskan Pilkadal. Mereka 
juga menghimbau agar DPRD, Panwaslih dan KPUD 
118  Lihat Surat kabar Haluan tanggal 23 Juni 2005.
119  Lihat Surat kabar Singgalang tanggal 21 Mei 2005.
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Padang Pariaman menjalankan tugasnya masing-masing 
secara proporsional dan bertindak secara profesional serta 
menjadikan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam 
penyelenggarakan Pilkadal. Bukan menggunakan acuan 
lain seperti kepentingan politik kelompok perorangan dan 
kelompok tertentu120.
6. Kampanye dan Janji-janji Politik
Di antara tahapan Pilkada, kampanye adalah tahapan yang 
berpeluang tinggi untuk terjadinya konflik antar pendukung 
pasangan calon. 
a.  Janji-Janji Politik M. Yusuf-Isril Berd
Pasangan M. Yusuf-Isril Berd yang dicalokankan oleh 
koalisi PBB, PKPI, PNI Marhenis dan PSI mendapat 
dukungan dari berbagai pihak. Setiap dukungan yang berasal 
dari berbagai kelompok masyarakat itu tentu memiliki alasan-
alasan yang berbeda. Masyarakat Koto Hilalang mendukung 
sepenuhnya pasangan nomor satu ini. Menurut Datuk 
Sinaro Panjang salah seorang tokoh masyarakat Hilalang itu 
menjelaskan bahwa mereka mendukung pasangan Yusuf-
Isril Berd, karena masyarakatnya sudah kenal dengan dua 
orang ini, dan sangat peduli terhadap proses pembangunan 
di bumi Padang Paraiaman. Dukungan ini tidak hanya 
sebatas di mulut saja, namun sungguh lahir dari hati kecil 
kami. Perlu diingat ucapan dan niat itu kami sampaikan 
di Masjid121. Dukungan juga berasal dari Amiruddin Uncu 
salah seorang tokoh Masyarakat Padang Sago. Amiruddin 
menilai sosok M. Yusuf adalah sosok atau figur anak muda 
yang jujur dan memegang teguh amanah. Hal itu telah 
120  Wawancara dengan Nasirman Chaniago di Padang Bulan September 
2005.
121  Lihat Surat Kabar Haluan, Juni 2005.
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ia buktikan ketika menjabat sebagai Ketua PKDP Kota 
Pekanbaru-Riau. Dia berhasil menanamkan rasa kepedulian 
dan kepercayaan perantau Padang Pariaman yang berada di 
Kota Pekanbaru terhadap PKDP, sehingga banyak bantuan 
yang dapat dihimpunnya untuk pembangunan di Padang 
Pariaman. Disamping itu, M. Ysuf dinilai sebagai figur Calon 
Bupati yang relatif muda dibandingkan dengan calon-calon 
yang lainnya. Karena masih muda berarti amat enejik untuk 
melakukan perubahan-perubahan di Padang Pariaman. 
Untuk itu tidak salah rasanya kalau masyarakat Padang Sago 
memilih beliau122. M. Yusuf juga mendapat dukungan dari 
Pembina Gerakan Pemuda Pariaman Pekanbaru Jurli Piliang. 
Jurli berbendapat bahwa M. Yusuf adalah salah satu pemuda 
terbaik Padang Pariaman yang peduli terhadap pembangunan 
daerah asalnya. Yusuf adalah calon kepala daerah yang punya 
keinginan dan mampu untuk memperbaiki dunia pendidikan 
di Kabupaten Padang Pariaman lima tahun mendatang123.
Dalam kampanye tanggal 18 Juni 2005 yang bertempat 
di Pasar Sungai Sarik yang dihadiri ratusan pendukung dan 
simpatisan M. Yusuf-Isril Berd, pasangan ini berjanji. Jika 
mereka menang dalam Pilkada 27 Juni mendatang maka 
mereka akan membangun Kabupaten Padang Pariaman 
dengan kerja keras dan tulus. M. Yusuf berjanji akan 
membangun Padaang Pariaman dengan motto bersih, 
sederhana, kuat dan beriman. Sementara itu Isril Berd sebagai 
calon wakil bupatinya menyatakan bahwa ia akan berjanji 
akan memajaukan bidang bertanian. Hal itu disebabkan oleh 
sumber daya alam Padang Pariaman yang cukp potensial 
untuk dikembangkan124. 
122  Lihat Surat Kabar Haluan, tanggal 9 Juni 2005.
123  Lihat Surat Kabar Haluan, tanggal 2 Juni 2005.
124  Lihat Surat Kabar Haluan, tanggal 23 Juni 2005.
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b. Janji-janji Politik Jasma Joni-Herman Harun
Dalam sebuah kampanye di Kanagarian Pilubang 
Kecamatan Sungai Limau mengatakan bahwa JJ. Datuk 
Gadang akan berjanji, jika ia terpilih maka ia akan berjanji 
akan mengurangi angka atau jumlah keluarga kurang mampu 
di Kabupaten Padang Pariman. Hal itu dapat dilakukan 
dengan cara mengembangkan potensi ekonomi masyarakat 
dengan cara mengembangkan sektor perkebunan coklat 
bekerjasama dengan masyarakat yang kurang mampu itu. 
Dengan perkebunan coklat itu maka lahan-lahan yang tidak 
produktif dapat diberdayakan, sehingga dengan demikian 
kehidupan ekonomi masyarakat akan dengan sendirinya 
terangkat125. 
c. Janji-janji Politik Muslim Kasim-Ali Mukni
Tidak jauh berbeda dari dua pasang calon diatas, dukungan 
juga mengalir untuk pasangan nomor urut tiga ini. Dukungan 
itu berasal dari Ikatan Keluarga Jambak Sakato (IKSJ), 
Ikatan Pencak Silat Budi Suci (IPSBS) Kabupaten Padang 
Pariaman, dab beberapa organisasi dan LSM lainnya seperti 
LSM Perak, LSM Ceredek, Binuang Sakti, Singo Barantai , 
Ampu Syarak Nagari Sunur dan setrusnya. Menurut mereka, 
Muslim Kasim layak untuk memimpin Padang Pariaman 
sekali periode lagi (2005-2010). Mereka menganggap bahwa 
Muslim Kasim berhasil untuk melakukan terobosan untuk 
pembangunan Padang Pariaman. Agar pembangunan yang 
sedang dilakukan Muslim Kasim itu dapat dilanjutkan dan 
berkesinambungan, maka sudah sepantasnya Muslim Kasim 
dipilih kembali126.
Dalam kampanye Muslim Kasim-Ali Mukni Tanggal 
20 Juni 2005 di Pasar Sungai Sarik Kecamatan VII Koto 
125  Lihat Surat Kabar Singgalang tanggal 23 Juni 2005.
126 Lihat Surat Kabar Haluan, tanggal 23 Juni 2005.
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Sungai sarik, dihadiri ribuan massa pendukungnya. Mereka 
meneriakkan yel-yel “hidup Muslim Kasim, Tusuk nomor 
3”. Dalam kampanyenya, Muslim Kasim mengungkapkan 
bahwa jika ia terpilih menjadi Bupati Padang Pariaman 
2005-2010, maka ia berjanji akan merencanakan pemindahan 
Ibukota Padang Pariaman ke Sungai Sarik. Muslim Kasim 
mengatakan bahwa berdasarkan survei dan penelitian yang 
dilakukan, Sungai Sarik adalah lokasi yang tepat dijadikan 
pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu 
Muslim Kasim juga berjanji bahwa akan membebaskan SPP 
mulai dari SD sampai ke tingkat SMU127. 
Pada acara pembukaan acara buru babi tanggal 10 Juni 2005 
yang berlokasi di Jorong Kamumuan Kanagarian Kuranji Hilir 
Kecamatan Sungai Limau Calon Wakil Bupati Ali Mukhni 
mengatakan bahwa ia berjanji untuk meningkatkan dan 
melakukan pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat 
Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya tidak mungkin 
pembangunan dilakukan tanpa ditunjang oleh peningkatan 
sumber daya ekonomi masyarakat. Ali Mukhni berjanji akan 
mendorong peningkatan ekonomi rakyat di bidang pertanian, 
perkebunan, perikanan, perikanan, pertenakan, dan usaha 
industri rumah tangga lainnya.128.
127 Lihat Surat Kabar Singgalang, tanggal 21 Juni 2005.
128  Lihat Surat Kabar Singgalang, tanggal 11 Juni 2005.
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BAB V 
BUPATI PILIHAN SEBAGIAN RAKYAT
Kalaupun menang pilihan rakyat
Namun rakyat yang lain 
juga ada yang tidak memilihnya
Mana ada kememangan 100 %
 Memanasnya suhu politik pada Pilkadal di Padang 
Pariaman sudah diprediksikan oleh sejumlah pengamat 
politik, komentator, dan kolumnis di sejumlah media massa 
lokal maupun nasional. Salah satu alasannya ialah kuatnya 
pengaruh budaya dialektika Minangkabau yang dapat memicu 
konflik dalam lokalitas Padang Pariaman. Dalam ungkapan 
masyarakat lokal tersebutlah “ibarat jawi balang puntuang, 
didulukan nyo manyipak, dibalakangkan nyo mancido” (ibarat 
sapi gila, berjalan di belakang dia menanduk, berjalan di 
belakang dia menanduk). Artinya, ada kecenderungan 
keinginan masyarakat untuk hidup sejajar, tidak ingin terlalu 
diperhatikan atau diacuhkan. Sifat itu mencerminkan ego 
dalam masyarakat yang mencerminkan budaya rantau pesisir, 
budaya egaliter. 
Suhu politik di Padang Pariaman yang memanas 
terdeteksi sejak munculnya persoalan ketika penjaringan bakal 
calon bupati dan wakil bupati. Hingga akhirnya ditambah 
oleh persoalan koalisi antarpartai, masalah kesiapan Pilkadal 
oleh KPUD Padang Pariaman, maupun keterlambatan 
pembentukan dan pengesahan Panwaslih Padang Pariaman, 
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sampai pada perseteruan di DPRD Padang Pariaman, dan 
memuncak ketika terjadi mobilisasi massa ke kantor KPUD, 
DPRD, dan kantor Bupati. 
Suhu politik ternyata tidak padam hanya sampai 
tahap pengumpulan suara, namun berlanjut sampai tahap 
penghitungannya. Dalam saat itu terjadi pula protes ke KPUD 
dari massa yang tidak terdaftar dan tidak mendapat hak ikut 
pemilihan. Pihak yang tidak terdaftar dan melakukan protes 
itu tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pilkadal 
(FMPP). Namun, disinyalir mereka melakukan aksi protes ke 
KPUD atas usaha sekelompok orang yang bukan merupakan 
warga Kabupaten Padang Pariaman, namun mereka warga 
yang berasal dari Kota Pariaman129. Terlepas dari hal itu, 
FMPP itu mencatat sekitar lima puluh lima persen rakyat 
Padang Pariaman tidak mendapatkan hak suara mereka130. 
Sementara itu, data pemilih pada Pilkadal 27 Juni 2005 
yang terdaftar di KPUD berjumlah 237.493 pemilih. Namun 
diketahui tercatat hanya 142.347 pemilih atau hanya 61 
persen131 yang menggunakan hak suaranya pada 907 TPS132. 
Jumlah pemilih yang terdaftar ini berkurang dari pemilu 
langsung untuk menjaring anggota legislatif pada 5 April 
2004 silam, yaitu mencapai 231.000 pemilih dan sekitar 2500 
warga dinyatakan tidak terdaftar133. Hal itu menandakan 
partisipasi politik cenderung menurun dari pemilu langsung 
ke pemilu berikutnya di daerah itu. Kecenderungan yang 
sama juga terjadi secara umum di Sumatera Barat134. 
Pilkadal tingkat Provinsi dimenangkan oleh Gamawan 
129 Wawancara dengan Anggota KPUD, Syafrizal Harun dan Rahmad Tk. 
Sulaiman pada 13 September 2005.
130 Surat Kabar Padang Ekspres, 30 Juni 2005.   
131 Surat kabar Padang Ekspres, 7 Juli 2005.
132 Surat kabar Padang Ekspres, 6 Juli 2005.
133 Surat kabar Padang Ekspres, 6 April 2005.
134 Surat kabar Padang Ekspres, 6 Juli 2005. 
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Fauzi-Marlis Rahman (GAMMA) sebagai pasangan gubernur 
Sumbar periode 2005-2010. GAMMA menang dengan 
perolehan suara yang cukup jauh di atas saingannya, yaitu 
55.119 suara. Rival GAMMA yaitu Leonardy-Rusdi Lubis 
meraih 26.718 suara, Irwan-Ikasuma Hamid sebanyak 26.624 
suara, Kapira Ampera-Dalimi meraih 21.770 suara, dan posisi 
terahir oleh pasangan Jeffrie-Dasman dengan 12.116 suara135. 
Perolehan suara antara pasangan Leonardi-Rusdi dengan 
Irwan-Ikasuma ini terpaut tipis, namun keduanya jauh di 
bawah perolehan suara GAMMA, demikian juga perolehan 
suara pasangan lainnya, bahkan perolehan suara mereka jauh 
di bawah ketiga partai itu.
Pada dasarnya, hasil perolehan suara calon gubernur dan 
wakil ini tidak termasuk yang ditolak oleh DPRD setempat. 
DPRD yang banyak beranggotakan Partai Golkar itu mulanya 
hanya menolak penetapan suara bupati dan wakil terpilih yang 
diselenggarakan oleh KPUD. Pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah kabupaten berlangsung bersamaan dengan Pilkadal 
kepala daerah Provinsi. 
Penolakan itu berimbas pada permintaan mereka agar 
KPUD mengulang Pilkadal dan secara sepihak menyatakan 
Pilkadal itu tidak syah. Terang saja semua pihak bereaksi atas 
kondisi ini, sehingga terbagilah empat tipe masyarakat. Tipe 
pertama, mengatakan bahwa satu pihak DPRD seakan-akan 
arogan, merasa kekuasaannya terlangkahi oleh KPUD, DPRD 
hanya mementingkan kelompok dan partai. Tipe kedua, 
pihak yang mengatakan KPUD terlalu memiliki wewenang 
yang luas sehingga KPUD bertindak sesuka haatinya, tidak 
transparan, tidak mempunyai institusi yang jelas untuk 
mempertanggungjawabkan kerjanya. Tipe ketiga, pihak yang 
melihat dengan sudut pandang berbeda, mengatakan bahwa 
135  Surat kabar Padang Ekspres , 7 Juli 2005.
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mereka mereka belum matang berdemokrasi, menjalankan 
prinsip demokrasi. Tipe keempat, masyarakat yang mencari 
aman sendiri, tidak ingin berkomentar banyak tentang KPUD, 
DPRD, dan calon kepala daerah atau yang sudah terpilih. 
Munculnya keempat tipe masyarakat itu ke permukaan 
semakin memperkuat asumsi bahwa dinamika Pilkadal 2005 
di Padang Pariaman cukup alot.   
1.  Muslim Kasim-Ali Mukhni Menang 
Dalam Pilkadal 2005 untuk bupati Padang Pariaman, 
Muslim Kasim-Ali Mukhni merebut 41,8 persen atau 59.839 
suara136. Pasangan ini menang disebelas kecamatan dari 
tujuh belas kecamatan di Padang Pariaman. Perbandingan 
perolehan suara pemilih untuk mereka dan juga perolehan 
suara untuk gubernur dengan rival mereka cukup signifikan. 
Akhirnya tidak ada pemilihan bupati atau gubernur tahap 
kedua di sana, sebagaimana hal itu justru terjadi pada 
pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 silam. Hal itu pula 
kiranya yang memperkuat keputusan KPUD untuk tidak 
melakukan pengulangan Pilkadal. 
Lebih dari 41% persen rakyat Kabupaten Padang 
Pariaman telah menjatuhkan pilihan kepada Muslim Kasim-
Ali Mukhni pada Pilkadal 27 Juli 2005. Namun anggota 
dewan, para wakil rakyat di DPRD tidak mau mengakuinya, 
apalagi melantik mereka. Peristiwa ini adalah satu dari tiga 
kasus DPRD yang ‘merajuk’ dengan kepala daerah pilihan 
rakyat di Indonesia yaitu DPRD Banyuwangi, Tana Toraja, 
dan Padang Pariaman137, yang sempat merepotkan Mendagri, 
Gubernur, DPRD, dan KPUD masing-masing daerah. 
Cukup signifikannya perbandingan itu tidak mengurangi 
kenyataan sengitnya perebutan perolehan suara pada Pilkadal 
136  Surat kabar Padang Ekspres , 7 Juli 2005.
137  Surat kabar Padang Ekspres, 13 Juli 2005.
118
2005 di Padang Pariaman. Salah satu pasanganan calon 
bupati Padang Pariaman yang kalah berlaga di pentas Pilkadal 
2005 itu dan hanya mampu menduduki posisi kedua ialah 
H.M. Yusuf, S.H.-Prof. Dr. Ir. H. Isril Berd, SU. Mereka 
memperoleh 49.805 suara atau sekitar 34,8 persen dengan 
selisih yang kuat dengan Muslim Kasim-Ali Mukhni, 10.034 
suara. Akan tetapi, berdasarkan perolehan suara sementara 
tanggal 29 Juni 2005, pasangan ini juga memenangkan 
pemilu pada empat daerah yang sekaligus menjadi basisnya. 
Keempat daerah itu adalah Kecamatan Sungai Limau, 
Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Geringging, 
dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. 
Sementara itu, pasangan Mayor CPM Pur. Jasma Joni, 
Dt. Gadang-Herman Haru, menduduki posisi terakhir yang 
hanya peroleh 33.298 suara aatau 23,2% suara. Rupanya 
pasangan ini unggul di Kecamatan 2x11 Kayutanam138. 
Namun dalam penghitungan sementara tanggal 27 Juli 2005, 
pasangan ini juga unggul di basis dua pasangan lainnya, yaitu 
di TPS 3 di PPS Kecamatan Sungai Sarik. Awal dugaan 
daerah itu akan dimenangkan oleh mereka yang berbasis 
di daerah tersebut, yaitu Muslim Kasim-Ali Mukhni atau 
Yusuf-Isril. Namun di daerah itu yang terdiri atas lima TPS, 
pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni peroleh 244 suara dan 
Yusuf-Isril Berd hanya mengantongi sebanyak 102 suara139.
2. Perilaku Pemilih Masyarakat Piaman
Sikap politik massa di sini menyangkut keputusan-
keputusan massa pemilih dalam memberikan haknya untuk 
berpolitik dengan alasan-alasan tertentu yang cenderung 
menggantungkan pada pertimbangan emosional, sehingga 
138  Surat kabar Haluan, 30 Juni 2005.
139  Surat kabar Padang Ekspres , 28 Juni 2005.
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terkesan sedikit mengabaikan pertimbangan yang rasional dan 
seakan meyakinkan bahwa pendidikan politik dan demokrasi 
mereka rendah.  
Hampir semua pasangan bakal calon dan calon bupati 
Padang Pariaman memiliki permasalahan administrasi di 
partai dan di KPUD. Permasalahan itu merembet sampai 
menimbulkan kesalahpahaman di sana sini hingga Pilkadal 
usai. Tak ayal, massa pemilih kebingungan. Siapakah yang 
akan mereka pilih. Akhirnya semua pasangan calon bupati 
yang maju ke babak pencoblosan itu menang. Mereka semua 
menang! Tetapi mereka menang pada TPS-TPS di kampung 
kelahiran mereka masing-masing. Namun Muslim Kasim dan 
Ali Mukhni yang keluar sebagai juara umum dalam Pilkadal 
itu. Mereka dinobatkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Pilihan Rakyat.
Bingung, Itulah pernyataan yang seringkali dijumpai 
dalam massa pemilih terutama di perkampungan atau 
pedesaan Padang Pariaman140. Kabupaten Padang Pariaman 
relatif luas, tidak heran tersebutlah Piaman laweh. Sebagai 
sebuah kabupaten, Padang Pariaman memiliki massa yang 
sebagian berada di pedalaman pedesaan. 
Banyaknya desa yang jauh dari pusat kota relatif besar 
mempengaruhi pengetahuan mereka tentang perkembangan 
politik lokal dan nasional. Keterbatasan itulah salah satu faktor 
yang membuat mereka bingung, selain faktor itu menentukan 
tingkat minat dan optimisme atau kepedulian mereka 
terhadap politik. Biasanya kebingungan itu menyangkut 
soal penentuan pilihan dan teknis pencoblosan pada pemilu 
langsung yang cukup rumit itu. 
Akan tetapi, apakah benar masih rendah pendidikan 
politik dan demokrasi masyarakat itu, terutama yang berada 
140  Wawancara dengan H. Jauhar Muis di Padang Pariaman pada tanggal 4 
Desember 2005.
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di jorong-jorong pada nagari di pedalaman desa maupun di 
pinggiran kota Padang Pariaman? Apakah masyarakat Padang 
Pariaman yang hidup sederhana, bahkan cukup banyak yang 
tergolong miskin141, masih memiliki animo yang besar untuk 
memilih kepala daerahnya?  
Sebagaimana yang sudah diungkap sebelumnya, jumlah 
calon pemilih yang tidak terdaftar maupun yang tidak 
menggunakan hak pilihnya alias ‘golput’ atau golongan putih, 
cukup banyak di Padang Pariaman. Besarnya suara massa yang 
tidak terjaring oleh KPUD tidak hanya merugikan terhadap 
citra kinerja KPUD dan Panwaslih saja, namun terlebih 
lagi bagi pasangan calon bupati beserta partai yang menjadi 
mesin politiknya dan bagi massa pemilih sendiri. Khusus 
yang terakhir ini, jumlah masyarakat yang berhak mengikuti 
Pilkadal 2005 di Padang Pariaman tidak sedikit dari massa 
akar rumput ekonomi lemah.  
Keterkaitan antara kemiskinan dan golput dalam 
masyarakat Padang Pariaman juga menentukan sikap 
politik masyarakat. Menurut M. Alfan Alfian M, ada dua 
tesis menarik untuk mencermati fenomena kemiskinan dan 
golput dari sejumlah kasus Pilkadal. Pertama, sikap politik 
orang miskin yang pesimis terhadap janji perubahan dan 
perbaikan kondisi dari para kandidat kepala daerah. Sikap 
politik kelompok ini tegas, lugas dan jelas bahwa meskipun 
mereka ditawarkan bantuan dan segala macam, namun 
mereka tetap tidak percaya dan “marah” yang diekspresikan 
dengan memilih golput. Kedua, sikap politik massa yang tidak 
berpendirian kuat. Bagi mereka menganggap Pilkadal sebagai 
berkah. Justru mereka berharap mendapatkan sejumlah 
bantuan bila musim pemilu tiba, baik untuk perorangan 
maupun untuk bantuan sosial ke daerah mereka. Namun, 
141  Wawancara dengan H. Jauhar Muis pada 4 Desember 2005.
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tidak jarang ialah mereka mengharapkan bantuan materi yang 
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini 
sudah menjadi rahasia umum dan berlaku umum dalam setiap 
pemilu. Terlepas dari konsekuensi munculnya pencitraan 
money politics, yang jelas jumlah peredaran uang secara umum 
di daerah Pilkadal di Indonesia naik. Dalam hal ini, rakyatlah 
yang menerima langsung imbasnya, mereka terikat dengan 
balas jasa. Alfan mengasumsikan bahwa kaum marjinal urban 
atau perkotaan dan rural atau pedesaan tidak terlalu peduli 
dengan politik, karena bagaimana mungkin mereka berpolitik 
sementara hidup mereka sendiri susah. Mereka akan tergerak 
berpolitik kalau ada yang memobilisasinya. Dengan arti kata, 
money politics tidak dapat dielakkan dalam pemilu, bahkan 
dikhawatirkan sudah menjadi budaya karena massa pemilih 
sendiri juga menginginkannya142. 
Berangkat dari tesis kedua itu, ternyata rakyat ekonomi 
lemah umumnya memiliki sikap politik yang cenderung 
setengah hati, antara ingin mencoblos dan tidak. Namun, 
karena terdorong oleh bantuan, mereka berbondong-
bondong datang ke TPS. Jikapun mereka datang ke TPS, 
sikap mendua yang sulit ditebak dari massa pemilih tipe ini 
kembali dominan. Mereka mau saja datang ke TPS agar 
terlihat ingin ‘balas budi’ atas bantuan ‘konkrit’ yang diberikan 
kandidat. Namun, soal memilih, tergantung pada ‘suasana 
hati’ mereka, tetapi kecenderungan yang besar ialah mereka 
memilih kandidat tersebut.  
Sebagaimana yang ditegaskan oleh Alfan, kedua tesis yang 
ia kemukakan itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-
masing. Menurut hemat penulis, masih ada kecenderungan 
lain yang luput dari perhatiannya. Masyarakat ekonomi 
lemah dalam masa pemilu tidak sedikit yang menunjukkan 
142 “Orang Miskin dan Golput Pilkada” dalam Harian Pelita pada 1 Juli 
2005.
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oportunisme sebagai sikap politiknya. Mereka memilih sikap 
oportunistis dengan tetap mengambil bantuan dari para 
kandidat dan rela disebut sebagai penerima uang haram, 
tetapi malas atau tidak mau mendatangi TPS. Sikap politik 
tipe seperti ini hampir sama dengan tipe sikap politik pada 
tesis pertama, teguh memegang prinsip.  
Menyikapi adanya kelemahan dan kekurangan pada 
ketiga kecenderungan itu, setiap komponen masyarakat, 
khususnya di Padang Pariaman perlu ekstra hati-hati dan 
perlu menyertakan fakta keras dalam membuat kesimpulan 
(pembuktian) untuk menyatakan sikap politik masyarakat, 
terlebih lagi memberi penilaian kepada para kandidat Pilkadal 
Juni lalu. Persoalan ini sangat sensitif, apalagi suhu politik 
di Padang Pariaman sampai pasca pelantikan belum pulih 
seperti sedia kala. 
Hanya saja, ada tiga fenomena yang dapat dijadikan 
gambaran dinamika Pilkadal di daerah Padang Pariaman. 
Fenomena pertama, memang ditemukan fakta kuat adanya 
sejumlah bantuan yang diberikan secara terbuka di nagari 
dan kecamatan yang diwartakan ke sejumlah media massa. 
Bantuan itu dilakukan sebelum tahapan Pilkadal dilalui. 
Bupati Padang Pariaman cukup sering memberikan bantuan 
secara langsung untuk pembangunan dan kegiatan di nagari-
nagari. 
Bantuan seperti itu kerap dilakukannya jauh sebelum 
isu Pilkadal ditetapkan pada 27 Juni 2005 dan sebelum 
ia membuat keputusan untuk mencalonkan diri kembali. 
Berkaitan dengan hal ini, sulit mengatakan bahwa bantuan 
seperti yang dilakukan Bupati Padang Pariaman itu termasuk 
melanggar aturan pemilu. Namun yang dapat dikatakan ialah 
seorang kepala daerah yang kembali mencalonkan diri lagi 
dalam Pilkadal, suara pemilih yang diterima relatif banyak 
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terbantu oleh citranya semasa masih berkuasa. Tidak ada 
yang mengatur batas waktu seorang kepala daerah dalam 
memberikan bantuan menjelang pemilu.  
Fenomena kedua, ditemukan di kabupaten itu menjelang 
alek Pilkadal Padang Pariaman dilangsungkan. Misalnya, 
suatu kampung salah satu calon wakil bupati Padang Pariaman 
yang selama ini warganya fanatik terhadap salah satu partai 
besar sejak masa Orde Lama. Secara laten sebagian besar 
warga merasa tidak sejalan dengan calon kandidat, apalagi 
dengan calon wakil bupati yang nyata adalah warga kampung 
itu sendiri. Warga bersikap seperti itu karena melihat sang 
kandidat mulai peduli kepada warga hanya menjelang 
Pilkadal. Kandidat itu berusaha memperbaiki citranya kepada 
warga sekampung dengan memberi bantuan sosial keagamaan 
yang cukup besar, layaknya acara alek nagari, dalam rangka 
memeriahkan peringatan Maulud Nabi Muhammad, S.A.W. 
Acara berlangsung ketika Pilkadal masih dalam proses akhir 
persiapan di KPUD, sementara Panwaslih belum terbentuk143. 
Melihat hal itu, warga tetap melangsungkan alek nagari 
tersebut dengan menyembelih seekor kerbau dan memasak 
sejumlah lamang144. Ketika itu mulai tampak kecenderungan 
politik warga: yang pro dan kontra dengan acara tersebut. 
Tetapi, apakah mereka merasa acara itu ada kaitannya dengan 
sikap politik mereka?
Warga yang kontra sudah tentu sadar dan merasakan ada 
nuansa politis dalam acara tersebut. Mereka dengan sikap 
politiknya termasuk tiper pertama. Mereka termasuk warga 
yang masih fanatik terhadap partai lama dan sudah memiliki 
calon kandidat yang diperjuangkannya. Warga yang pro atau 
143 Wawancara dengan salah seorang Wali Nagari di Padang Pariaman pada 
30 September 2005. 
144 Lamang yaitu sejenis makanan khas Minangkabau, beras ketan yang 
dimasak dengan santan di dalam potongan ruas bambu.
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setuju dengan acara itu termasuk masyarakat dengan sikap 
politik menurut tipe kedua dan ketiga. Hadir atau tidak 
hadirnya warga kampung itu dalam acara tersebut sudah 
menjadi gambaran kekuatan massa pendukung kandidat 
tersebut, mesti ia harus bersabar menunggu rekapitulasi 
penghitungan suara oleh PPK setempat dan KPUD.    
Ternyata, dalam penghitungan suara itu, pasangan 
kandidat tersebut benar-benar memenangkan Pilkadal di 
kampungnya. Menurut Pifner, salah seorang warga salah 
satu nagari di Padang Pariaman yang tidak setuju Pilkadal 
2005 ditunda, mengatakan bahwa masyarakat kampungnya 
tetap berbaik hati untuk memilih mereka, sehingga mereka 
menang di daerah tersebut145. 
Fenomena ketiga yaitu organisasi Muhammadiyah sebagai 
organisasi sosial kemasyarakatan berbasis agama yang besar 
dan lama di Padang Pariaman, pernah diminta oleh salah 
satu kandidat dan partai politiknya untuk mempengaruhi 
warga Padang Pariaman agar memilih mereka. Ketua 
Muhammadiyah, H. Jauhar Muis ketika itu hanya menjawab 
dengan diplomatis, bahwa “Muhammadiyah hanya bisa netral. 
Soal pemilihan kepala daerah Muhammadiyah menyerahkan 
kepada masing-masing anggota Muhammadiyah, kita tidak 
bisa memaksakan”.  
Menurutnya, Muhammadiyah memang memiliki 
pengaruh yang cukup kuat di Padang Pariaman, karena 
Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan146. 
Dalam politik pemerintahan Muhammadiyah harus menjaga 
citranya sebagai organisasi yang netral. “Dalam Muhammadiyah 
hakikatnya tidak ada dan tidak boleh berpolitik, tapi orang 
Muhammadiyah ada yang berpolitik. Mereka harus tahu 
145 Wawancara dengan Pifner pada 30 September 2005). 
146  Lihat Fikrul Haniv Sufyan, 2003.
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politik. Secara individu warga Muhammadiyah sebagian 
menjadi kader partai islam dan sebagian partai nasional. 
Yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah agama, bukan 
politik147. 
Sampai sejauh ini, Muhammadiyah masih memegang 
sikapnya untuk tidak berpolitik praktis. Bahkan ketika terjadi 
pemaksaan penggunaan Asas Tunggal Pancasila di Sumatera 
Barat, warga Muhammadiyah Padang Pariaman yang pertama 
kali melakukan aksi massa. Mereka menuntut agar PW 
Muhammadiyah Sumbar H. Hasan Ahmad mundur, karena 
dituduh ikut menandatangani persetujuan Pemberlakuan 
Asas Tunggal. Persetujuan itu ditandai dengan pertemuan 
ormas Islam dengan gubernur Azwar Anas di Gedung Tri 
Arga Bukittinggi tahun 1984. Itulah salah satu keteguhan 
sikap warga Muhammadiyah148. Berdasarkan itu pula 
Muhammadiyah dapat bertahan hingga sekarang. Organisasi 
itu masuk pertama kali ke Padang Pariaman tanggal 25 
Oktober 1929 dan berpusat di Kurai Taji, sebagai cabang 
Muhammadiyah Padang Panjang yang dipimpin oleh A.R. 
Soetan Mansoer. Perintis Muhammadiyah di Kurai Taji ialah 
Sd. M. Ilyas, Boeya Oedin, H.M. Nur, Harun El-Maany dan 
M. Luthan. Sejak tahun 1952 Muhammadiyah di Kurai Taji 
menjadi Muhammadiyah Daerah Padang Pariaman149.
Sikap politik Muhammadiyah itu mesti tetap diper-
tahankan, dan dapat menjadi acuan bagi organisasi sosial 
kemasyarakatan dan keagamaan yang lain. Meskipun 
Muhammdiyah menutup organisasi itu terlibat langsung dalam 
politik praktis, namun Muhammadiyah membuka diri untuk 
menerima bantuan dari pemerintah. Ketua Muahmmadiyah 





sendiri, H. Jauhar Muis pernah melakukan tawaran untuk 
membuat kontrak politik kepada salah satu kandidat bupati, 
namun tetap pada pendiriannya untuk tidak mempengaruhi 
warganya menentukan pilihan dalam Pilkadal. Ternyata 
tawarannya tidak mendapat tanggapan apa-apa. Ia ingin 
menawarkan agar kepala daerah terpilih periode 2005-2010 
dapat membangun sekolah agama, mesjid, dan menghadiri 
acara keagamaan150.
Asumsi lain yang tidak kalah penting dengan sikap 
politik dan kemiskinan masyarakat tersebut ialah hubungan 
sikap politik massa dengan hubungan sekampung halaman 
dengan para kandidat bupati. Data KPUD dan realitas sosial 
membuktikan sejumlah TPS yang tersebar di empat wilayah 
atau di tujuh belas kecamatan di Padang Pariaman diketahui 
bahwa Muslim Kasim-Ali Mukhni unggul di kampung 
halamannya, Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung 
dan Kampung Dalam. H.M. Yusuf, S.H.-Prof. Dr. Ir. H. Isril 
Berd, SU., unggul di salah satu kampung mereka, Kecamatan 
Sungai Limau151. Demikian juga dengan pasangan Mayor 
CPM (Purn) Jasma Joni, S.E. Dt. Gadang-Drs. Herman 
Harun, MM., di kampung halamannya, Kecamatan 2 x 11 
Kayutanam152.  Fenomena ini diperkirakan berkembang 
sudah lama di Padang Pariaman. Bagaimanapun, kultur 
masyarakat Minangkabau sudah membuatnya subur seperti 
pemberian gelar Datuk. Apalagi sistem “kembali ke Nagari” 
kembali dikukuhkan dengan peraturan dan undang-
undang semenjak otonomi daerah dirancang pada 1999 
dan direalisasikan sejak 2002. Hal itu memberi peluang 
yang besar terhadap terjalinnya ikatan emosional dan saling 
150 Wawancara dengan H. Jauhar Muis di Padang Pariaman pada 4 
Desember 2005.
151 Surat kabar Haluan, 30 Juni 2005.
152 Surat kabar Haluan, 30 Juni 2005. 
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membutuhkan antar warga. 
Ikatan seperti itu ternyata berdampak sampai dalam 
persoalan politik praktis. Dari data kemenangan para kandidat 
di kampung halaman masing-masing membuktikan kuatnya 
ikatan emosional dan saling ketergantungan antara kandidat 
dengan warga sekampung. Hal itu masih menjadi faktor 
utama masyarakat Padang Pariaman memilih para kandidat 
kepala daerah. 
Sekaitan dengan hal itu, tokoh masyarakat juga punya 
kemampuan kuat mempengaruhi massa akar rumput 
untuk memilih salah satu kandidat bupati. Namun hal itu 
tergantung pada tokoh masyarakat tersebut, apakah ia juga 
punya kepentingan dengan kandidat atau tidak. Sebagaian 
besar masyarakat Padang Pariaman dalam memilih salah satu 
calon kepala daerah yang sekampung tidak menunjukkan 
adanya pemaksaan atau intimidasi dari sekelompok orang, 
dari tokoh masyarakat atau dari partai politik tertentu. Hal 
itu dibenarkan oleh salah seorang Wali Nagari, seperti di 
Kecamatan Kampung Dalam153. Wali Nagari ini misalnya, 
mengaku berusaha bersikap netral kepada warganya, 
mengingat suhu politik di Padang Pariaman ia rasakan cukup 
panas.  
Sementara itu, Ketua Muahammadiyah Padang 
Pariaman, H. Jauhar Muis berpendapat bahwa bila kebetulan 
Muhammadiyah berpengaruh pada suatu kampung dan di sana 
kebetulan juga kampung salah seorang calon kepala daerah 
yang bukan diusung oleh partai Islam, maka masyarakatnya 
lebih memilih calon tersebut berdasarkan kesamaan kampung. 
Fakta tersebut membuktikan bahwa partai politik tidak 
banyak berpengaruh seseorang memilih kandidat bupati, 
153 Wawancara dengan Wali Nagari Campago Limo Koto Kampung Dalam 
pada 30 September 2005.
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melainkan karena alasan emosional kedaerahan154. 
Kuatnya ikatan emosional kedaerahan juga dapat 
disebut sebagai alasan “primordial”. Artinya, terdapat suatu 
kepentingan khusus yang tersembunyi atas dukungan mereka 
kepada pasangan calon kepala daerah yang mereka pilih. Bila 
lebih rinci mengupas persoalan ini, maka dapat dilihat benang 
merah kuatnya ikatan “primordial” kedaerahan tersebut. Yaitu 
kemungkinan kesamaan sewilayah pemilihan, sekecamatan, 
se nagari, sejorong atau sekampung, sekaum, suku, sebawah 
lutut, separuik, dan sedagu. Akan tetapi, semakin jauh jarak 
tempat tinggal atau ikatan kekeluargaan antara pemilih 
dengan kandidat salah satu pasangan calon bupati, semakin 
kecil pula kemungkinan mereka memilihnya, demikian juga 
sebaliknya.  
Kekuatan sistem ini ialah memudahkan kandidat 
mendapat dukungan dan warga memiliki harapan yang 
besar untuk diperhatikan, paling tidak ketika bupati pulang 
ke kampung halaman, jika kandidat tersebut berhasil 
memenangkan Pilkadal. Kelemahannya dapat mempersubur 
KKN, mempermulus dan memperhalus terjadinya dugaan 
money politics, serta dapat menimbulkan kecemburuan sosial 
bila kandidat berhasil menjadi bupati. Kelemahan itu adalah 
tantangan bagi bupati terpilih. Akan tetapi, kekuatan dan 
kelemahan sistem itu belum tentu sepenuhnya benar dan 
dapat terjadi karena dalam diri seorang pemimpin mesti ada 
faktor yang dapat mengimbangi tantangan itu. Rasionalitas 
dan etika moral agama dan adat dapat menjadi pijakan bagi 
seorang pemimpin besar. 
Akan tetapi, tantangan yang lain juga menghadang. 
Seorang kandidat harus menyadari adanya tantangan dari 
dua arah, ia bisa seperti memakan buah simalakama. Bila 
154 Wawancara dengan H. Jauhar Muis pada 4 Desember 2005.
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menuruti kehendak hati warga sekampung dengan alasan 
balas budi atas suara yang mereka berikan. Masyarakat anak 
nagari lain merasa didiskriminasikan. Ia pun terjerumus 
pada pelanggaran moral-etika memimpin. Sebaliknya, bila 
tidak menurutkannya sehingga tidak perlu risau dengan 
isu KKN, orang sekampung yang merasa kecewa. Namun 
bagaimanapun, salah seorang kandidat bupati itu yang kini 
telah menjadi bupati, menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya 
adalah cita-citanya dan dambaan masyarakatnya. 
Sebagaimana hal itu pernah diungkapkan oleh salah 
seorang tokoh masyarakat Nagari Gadur-Kampung Dalam, 
Wali Nagari Bahar Sutan menyebutkan dengan sadar bahwa 
ia minta kepada bupati terpilih yang kebetulan sekampung 
dengannya agar pembangunan di Padang Pariaman ini 
sedapat mungkin merata dan tidak dibedakan. Keterangan 
yang disampaikannya dapat menjadi perbandingan asumsi 
sebelumnya. Ia mengatakan, “Tidak sedikit orang kampung 
lain berpendapat, bahwa bupati yang berasal dari daerah 
ini tentu akan royal ke kampung halamannya”. Namun, 
ia melanjutkan “kalau mau turun DPRD ke lapangan, 
perhatikanlah apa kelebihan yang dapat dibanggakan di 
Nagari Gadur, yang melebihi daerah lain155.
Selama periode pertama pemerintahannya, nagari 
maupun masyarakatnya tidak mendapat perlakuan khusus 
atau lebih istimewa dari nagari-nagari lainnya. Hanya saja, 
kemajuan pembangunan yang belum banyak mereka rasakan, 
meskipun di kampung halaman bupati sendiri. Keterlambatan 
itu dikarenakan dua tahun di awal pemerintahan pada 
periode pertamanya, Muslim Kasim lebih sibuk mengurus 
administrasi pemerintahan, yaitu menyangkut pemekaran 
kabupaten Padang Pariaman. 
155  Wawancara dengan H. Jauhar Muis pada tanggal 4 Desember 2005.
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Meskipun ada kesadaran pembangunan belum maksimal 
di daerah itu, namun Wali Nagari Gadur membenarkan bahwa 
hal itu tidak mematahkan sikap politik warga untuk kembali 
memilih putra daerahnya sebagai bupati. Warga kembali 
memilih Muslim Kasim sebagai bupati dilatarbelakangi oleh 
pertimbangan itu dan perasaan sekampung. 
Pertimbangan itu cukup rasional. Sebagaimana kembali 
diungkapkan oleh Bahar Sutan, “biarlah Muslim Kasim 
melanjutkan pembangunan yang terbengkalai selama ini. 
Selama ini ia hanya tiga tahun efektif membangun Padang 
Pariaman, waktu yang cukup singkat untuk memperbaiki 
kondisi daerah dan masyarakat”. Mengenai perasaannya 
sebagai warga sekaligus tokoh masyarakat Nagari Gadur, 
Bahar Sutan tidak merasakan emosi yang meluap atas 
terpilihnya Muslim Kasim untuk kedua kalinya. Hal itu 
mengisyaratkan bahwa ia memilih salah satu pasangan calon 
bupati lebih dilandasi pertimbangan yang rasional, bukan 
karena kesamaan kampung156. 
Hal itu memang sejalan dengan teori umum bahwa laki-
laki rasional dalam berpikir dan bertindak, faktor emosional 
tidak banyak mempengaruhinya dalam membuat keputusan. 
Lantas bagaimana dengan sikap politik perempuan dan pemilih 
pemula yang umumnya masih remaja. Benarkan perempuan 
yang lebih emosional juga mempengaruhi keputusannya 
dalam memilih salah satu kandidat bupati. Bukankah 
remaja lebih nyata menonjol emosionalnya. Apakah pemilih 
perempuan dan remaja yang lebih banyak memilih kandidat 
yang sekampung dengannya. Dalam kesempatan ini, hal itu 
belum maksimal digali. Namun persoalan pemilih pemula 
yang umumnya berusia remaja, pernah menjadi perhatian 
Ahmad Syafi`I Ma`rif. Ia mengatakan bahwa ketetapan usia 
156 Wawancara dengan Bahar Sutan Wali Nagari Badur tanggal 4 Desember 
2005).
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pemilih minimal 17 tahun tidak cocok lagi diterapkan pada 
masyarakat yang baru belajar berdemokrasi.   
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan 
dengan sikap politik dan hubungan dengan kecenderungan 
massa memilih kandidat sekampung. Melihat kemenangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni hampir mendominasi di semua 
kecamatan, dan kemenangan pasangan calon lain di TPS 
dan kecamatan berbeda, terlihat sikap politik massa akar 
rumput yang menarik di Padang Pariaman. Pasangan calon 
bupati di TPS dan PPS yang berada di kampung halaman 
rivalnya hampir dapat dipastikan tidak akan memenangkan 
suara rakyat di daerah tersebut. Namun ada kecenderungan 
basis suatu partai atau pasangan calon bupati tidak menjamin 
kemenangan baginya, tetapi bisa menjadi kemenangan bagi 
rivalnya yang berbasis di daerah lain. 
Padahal kondisinya, jumlah pemilih maupun jumlah 
peserta pemilu yang terdaftar di KPUD Padang Pariaman 
terus merosot dari masa pemilu sebelumnya. Suara di antara 
pemilih itu masih ada pula yang tidak syah. Namun, dari 
jumlah yang merosot itu ternyata tidak mempengaruhi 
kemenangan seorang calon bupati di kampung halamannya 
masing-masing. 
Tampaknya, kesadaran para kandidat terhadap kekuatan 
massa di kampung halaman yang akan memilihnya sudah 
ada sebelum mereka lolos verifikasi di KPUD. Untuk itulah 
perbedaan kampung halaman antara masing-masing kandidat 
bupati dan wakil bupati semakin menambah kekuatan massa 
yang mendukung mereka. Suatu pasangan kandidat dapat 
memenangkan paling kurang dua areal pemilihan dipengaruhi 
oleh massa kandidat bupati dan massa kandidat wakil bupati. 
Singkatnya, kemungkinan besar pasangan calon bupati 
sudah memetakan kantong suara mereka, dan demikian 
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mereka tinggal membangun citra dan kharisma masing-
masing untuk menarik simpati massa. Muslim Kasim 
sendiri putra daerah dari timur yang berpasangan dengan 
Ali Mukhni, putra daerah dari utara. H.M. Yusuf, SH putra 
daerah dari sebelah utara dan pasangannya Dr.Ir.H.Isril Berd 
putra daerah dari selatan. Sementara Jasma Juni Dt. Gadang 
putra daerah dari sebelah timur berpasangan dengan Drs. 
Herman Harun putra daerah dari sebelah utara157. 
Pemilih di Padang Pariaman sebagian besar dari kalangan 
akar rumput. Pemilih datang dari rantau yang sengaja 
mencoblos di kampung halaman mereka, namun jumlahnya 
relatif sedikit158. Partisipasi masyarakat Padang Pariaman 
dari rantau merupakan fenomena yang lazim terjadi dewasa 
ini, tidak seperti pemilu sebelumnya. Hal itu menunjukkan 
pasangan calon bupati manapun memiliki harapan atau 
peluang yang sama untuk menang. Semua pendukung merasa 
optimis untuk memenangkan pasangan yang mereka jagokan 
dalam Pilkadal 2005159. Sebagaimana halnya optimisme ketiga 
pasangan calon bupati Padang Pariaman, meski yang dicari 
dalam Pilkadal hanya satu pasang penenang, dan mereka 
adalah Muslim Kasim-Ali Mukhni.  
Jumlah pemilih yang relatif beragam dari segi status sosial 
dan pemilih yang menetap atau tinggal sementara namun 
memilih di Padang Pariaman, menandakan partisipasi politik 
di daerah itu relatif baik. Demikian terlihat jelas bahwa 
pasangan bupati terpilih, Muslim Kasim-Ali Mukhni itu 
dipilih oleh masyarakat dari berbagai lapisan status sosial dan 
pemilih asal Padang Pariaman dari berbagai rantau. Partisipasi 
politik massa termasuk sikap politik warga.
Sebelum Pilkadal berlangsung, sudah muncul sejumlah 
157  Surat kabar Haluan, 28 April 2005. 
158  Surat kabar Haluan, 19 Mei 2005.
159  Surat kabar Padang Ekspres, 26 Juni 2005.
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pernyataan sikap dari sejumlah pemuka masyarakat, seperti 
dalam perhimpunan kepemudaan dan perantauan, organisasi 
sosial kemasyarakatan-keagamaan, dan penghulu di beberapa 
nagari di Padang Pariaman yang terang-terangan menyatakan 
dukungan kepada pasangan calon bupati. Dukungan itu 
umumnya banyak ditujukan kepada Muslim Kasim-Ali 
Mukhni. 
Sejumlah dukungan kepada pasangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni berdatangan dari berbagai pihak sejak sebelum 
tahapan pertama Pilkadal hingga hari ‘H’ pemilihan. Hal itu 
tersiar dalam sejumlah media massa. Misalnya dukungan itu 
datang dari masyarakat Nagari Ulakan Tapakis160. Nagari 
Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto dan Ampek Jiniah (yaitu 
elit politik lokal yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, 
Cerdik Pandai, dan Dubalang) Nagari Sintuak161. Bamusbang 
(Badan Musyawarah Pembangunan) 2 x 11 Enam Lingkung 
yang terdiri dari Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 
11 Kayu Tanam, dan Kecamatan Enam Lingkung162. serta 
perantau pengusaha di Pekan Baru163. 
Salah seorang perantau-pengusaha sebuah media massa 
yang berdomisili di Padang juga mendukung Muslim 
Kasim-Ali Mukhni sebagai bupati Padang Pariaman. Sejak 
isu Pilkadal mulai dihembuskan, pengusaha itu sudah 
memperhatikan perkembangan politik di kampung halaman 
dengan menuliskannya di media massa. Meskipun demikian 
ia baru berterus terang mendukung pasangan calon bupati itu 
kepada publik setelah KPUD mengumumkannya dan setelah 
masyarakat menyatakannya bupati dan wakil bupati pilihan 
rakyat. 
160  Surat kabar Garda Minang, 6 Februari 2005.
161  Surat kabar Serambi Pos, 7-13 Maret 2005.
162  Surat kabar Singgalang, 26 Februari 2005.
163  Surat kabar Haluan, 19 Mei 2005. 
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Sikapnya itu penting dan pantas menjadi pembelajaran 
di masa depan. Sebagai motor dari salah satu media massa 
berpengaruh di Sumatera Barat, penting baginya menjaga 
kenetralan agar pernyatannya tidak menyalahi kode etik pers 
maupun peraturan Pilkadal yang penting bagi pendidikan 
demokrasi di daerah itu164. 
Munculnya dukungan itu menunjukkan bahwa Muslim 
Kasim-Ali Mukhni tidak hanya unggul di kampung kelahiran 
mereka masing-masing, namun juga di sejumlah besar 
jorong, nagari, dan kecamatan di Padang Pariaman. Tentu 
hal ini mengindikasikan bahwa kenyataan tentang program 
“Kembali ke Nagari” dalam kerangka otonomi daerah juga 
mempengaruhi selera massa pemilih. Hal itu juga sebagai 
bukti asumsi selama ini tentang arus politik dalam Pilkadal 
2005, bahwa di dalamnya terdapat hubungan kepentingan 
yang kuat antara pemerintahan kekuasaan terkecil di nagari-
nagari terhadap kekuasaan yang lebih besar di pemerintahan 
kabupaten.
Melihat kemenangan sudah di tangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni, dapat dikatakan bahwa landasan warga 
cenderung memilih mereka pada Pilkadal ialah karena 
mereka sudah mengenalnya dengan baik, bupati pilihan 
rakyat itu berdomisili di Padang Pariaman, memiliki gelar 
kebangsawanan (gelar Datuk dan segala tanggung jawab 
yang melekat), berpengalaman memimpin pada periode 
sebelumnya, berpendidikan tinggi, dapat merangkul banyak 
kalangan, memiliki koneksi yang luas di tingkat Provinsi, 
tingkat nasional maupun internasional, dan telah pernah 
memberikan perhatian atau sumbangan kepada masyarakat_
terlepas apakah perhatian dan sumbangan itu termasuk 
kewajibannya semasa periode pertama kepemimpinannya, 
164  Surat kabar Padang Ekspres, 11 September 2005.
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atau dianggap masyarakat sebagai upaya menarik simpati 
massa calon pemilihnya dalam Pilkadal.   
Selain faktor yang disebutkan itu, faktor lain seperti 
media massa juga masih ada mempengaruhi kemenangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni. Akan tetapi, sebagaimana 
dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan 
Kampung Dalam, Padang Pariaman, massa pemilih di daerah 
itu dapat dikatakan tidak banyak mencermati perkembangan 
perpolitikan lokal apalagi nasional, baik di media massa, 
radio, atau televisi, terutama dari kalangan pemilih pemula 
dan wanita165. 
Akan tetapi, hal itu justru berbanding terbalik dengan 
kenyataan di kalangan lelaki dewasa. Tidak jarang pula 
mereka membicarakan politik lokal dan nasional di warung-
waung kopi atau tempat kerja. Warung kopi dan tempat 
kerja biasanya menjadi akses bagi mereka yang tertarik 
untuk membaca koran atau memperhatikan berita politik 
di televisi. Pembicaraan politik dan hal lainnya di warung 
kopi sudah menjadi citra budaya masyarakat Minangkabau 
umumnya, tidak terkecuali masyarakat Padang Pariaman. 
Kebiasaan membicarakan sesuatu yang menarik dan hangat 
biasanya berkembang dengan tradisi lisan seperti itu. Meski 
menggunakan tradisi lisan, mereka tentu tidak berbicara 
kosong tanpa memperoleh informasi yang jelas dari media 
massa terlebih dulu. 
Media masa berperan memantau perkembangan Pilkadal, 
menyuarakan visi dan misi pasangan calon bupati, melakukan 
klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan dalam “kampanye 
hitam”, serta mendekatkan emosional masyarakat dengan 
pasangan calon bupati. Muslim Kasim sendiri banyak 
terbantu oleh media massa lokal di Padang Pariaman dan 
165  Wawancara dengan Pifner, tanggal 30 September 2005.
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Sumbar. Media lokal yang memiliki perhatian khusus kepada 
Muslim Kasim-Ali Mukhni_terlepas dari kenetralannya ialah 
Gempar Pos. Penggunaan media masa dalam pemilu juga hal 
yang baru, yaitu sejak reformasi bergulir. 
Tidak dipungkiri bahwa informasi dari media massa 
sangat penting sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. 
Tanpa itu, massa pemilih kesulitan menentukan pilihannya. 
Massa pemilih hakikatnya dapat dikategorikan sebagai 
masyarakat yang buta dengan partai politik, buta tentang 
calon bupati, atau buta tentang sistem Pilkadal yang baru 
itu. Berdasarkan pengelompokan kecenderungan warga 
masyarakat itu, dapat diungkap sejumlah persoalan. Per-
soalannya ialah seberapa besar jumlah warga masyarakat 
Padang Pariaman menggunakan media massa seperti koran, 
radio, televisi. Kemudian seberapa persen dari mereka itu 
yang tertarik memperhatikan persoalan politik di daerahnya, 
apalagi persoalan politik di tingkat nasional. Hal itu adalah 
persoalan mendasar yang perlu diperhatikan, meskipun tidak 
banyak dibahas di sini. 
Berdasarkan sejumlah data dan fakta Pilkadal di Padang 
Pariaman itu, dapat dikatakan bahwa Pilkadal sebagai 
proses pendidikan dan pembelajaran politik sekaligus sarana 
berdemokrasi masyarakat. Masyarakat di daerah itu sudah 
ada yang memilih bupati dan wakil bupati berdasarkan 
ragam kecerdasan mereka berpolitik, emosi atau semangat 
primordial, harapan atau kepentingan. Kemenangan Muslim 
Kasim-Ali Mukhni atas nama suara rakyat Padang Pariaman 
dalam Pilkadal tidak luput dari keberagaman itu.
Berdasarkan data-data yang sudah dikemukakan di sini, 
terlihat partisipasi politik warga Padang Pariaman selama 
Pilkadal 2005 menunjukkan arah positif. Partisipasi politik 
warga yang baik dapat dilihat dan disimpulkan dari berbagai 
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sudut pandang, antara lain: pertama, cukup tingginya aksi 
demonstrasi massa selama Pilkadal di Padang Pariaman 
menjadi indikator cukup tingginya partisipasi politik. 
Kedua, aksi demonstrasi dilakukan oleh sekelompok 
orang atas nama warga Padang Pariaman (namun disinyalir 
dimotori oleh warga Kota Pariaman) menunjukkan indikasi 
adanya sesuatu yang di politisir oleh sekelompok orang. 
Ketiga, partisipasi politik warga di perkotaan maupun 
dipedesaan relatif dipengaruhi oleh faktor ekonomi rumah 
tangga. Masyarakat miskin umumnya memiliki partisipasi 
politik relatif rendah. Aksi demostrasi yang dilakukan oleh 
warga miskin desa atau kota menandakan kuatnya dorongan 
kepentingan kelompok tententu yang menggunakan materi 
atau kekuasaan sebagai kekuatan untuk mendorong oran lain 
melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal 
ini, uang dapat menjadi alat kekuasaan. 
Keempat, tuntutan yang mendesak KPUD agar Pilkadal 
diulang tidak masuk akal, karena tidak sedikit energi yang 
dikeluarkan dan hal itu belum tentu menjamin demokrasi 
menjadi lebih baik. Kelima, langkah-langkah penyelesaian 
segala persoalan Pilkadal ke tangan hukum sudah menunjukkan 
kemajuan dalam berdemokrasi pada masyarakat. Dalam 
hukum, siapa saja yang terbukti melanggar peraturan dan 
undang-undang mendapat sanksi, termasuk penyelenggara 
pemilu, kontestan Pilkadal atau bupati terpilih, bila pengadilan 
yang memutuskannya. Perihal terakhir ini adalah suara-suara 
dari bawah166. 
3.	 Akar	Konflik	Pilkadal	Padang	Pariaman	
Berangkat dari definisi ideologi menurut Ali Shariati 
bahwa ideologi ialah berbagai keyakinan dan cita-cita yang 
166 Wawancara dengan Wali Nagari Bahar Sutan di Gadur, 4 Desember 
2005. 
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dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, suatu kelas sosial, 
atau suatu bangsa, atau suatu ras. Ideologi sebagaimana yang 
ditegaskan Ali Shariati, menuntut seseorang cendekiawan 
untuk memihak, dan bagi seorang ideolog, ideologinya adalah 
sesuatu kepentingan yang mutlak. Definisi ideologi itu cukup 
kiranya memberikan pemahaman tentang “ideologi politik” 
yang dimaksudkan di sini, yaitu keyakinan dan cita-cita 
politik yang dipeluk dan dipertahankan oleh kelompok atau 
partai tertentu. 
Pada Pilkadal 27 Juni 2005 tidak banyak ideologi partai 
politik menjadi persoalan di tingkat massa akar rumput. 
Memang pernah terjadi aksi massa salah satu kubu partai 
ke KPUD, namun aksi itu lebih disebabkan oleh persoalan 
internal partai yang bersangkutan. Gesekan antarpendukung 
partai politik juga tidak begitu terasa di lapangan, karena tidak 
tercatat sampai menimbulkan bentrokan fisik. Berdasarkan 
hal itu pula sejumlah tokoh masyarakat menyatakan bahwa 
dinamika Pilkadal 2005 di Padang Pariaman bukanlah konflik 
horizontal dan bukan pula konflik ideologi antarpartai. 
Dinamika Pilkadal di sana mengarah konflik vertikal. 
Meskipun demikian, menurut H. Jauhar Muis, terlalu 
berlebihan bila menyebutnya konflik. Kejadian di daerah 
itu sesungguhnya hanya muncul riak-riak kecil, gambaran 
ketidakpuasan beberapa kelompok yang berkepentingan167. 
Namun untuk memudahkan, maka di sini tetap memakai 
istilah konflik vertikal atau horizontal dan riak-riak kecil, 
sebagaimana jalannya konflik tersebut di Padang Pariaman 
sudah dibahas dalam bab sebelum ini. 
Konflik vertikal yang terjadi selama masa pencalonan 
kandidat bupati Padang Pariaman dapat dilihat dari berbagai 
posisi atau sudut pandang. Konflik vertikal itu bukanlah 
167 Wawancara dengan H. Jauhar Muis pada 4 Desember 2005.
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konflik ideologi partai, akan tetapi lebih kentara sebagai 
konflik kepentingan atau kekuasaan antarberbagai lembaga 
yang terlibat. Kenyataan itu terdeteksi dari pihak yang terlibat, 
waktu, dan faktor pencetus konflik vertikal itu terjadi. 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya dapat dikatakan 
bahwa pihak yang terlibat dalam konflik vertikal di Padang 
Pariaman itu dipetakan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 
pertama, konflik internal, dan kedua, konflik eksternal partai. 
Konflik eksternal itu juga dapat dipetakan lagi menjadi: a) 
konflik vertikal antarpartai, b) konflik vertikal partai dengan 
lembaga penyelenggara Pilkadal KPUD Padang Pariaman, c) 
dengan lembaga eksekutif dengan Plh. bupati. 
Konflik vertikal itu diejawantahkan dengan berbagai aksi 
demonstrasi. Sasarannya selama Pilkadal 2005 berlangsung 
tidak beranjak pada lokasi kantor DPRD, bupati, dan KPUD 
Padang Pariaman. Hal itu berlaku wajar, karena masih dalam 
lingkup Kabupaten Padang Pariaman. Ia menjadi tidak wajar 
bila demonstrasi itu sempat dikonsentrasikan ke tingkat 
Provinsi. Untung hal itu tidak terjadi. Namun demikian, 
penyelesaian konflik vertikal di Kabupaten Padang Pariaman 
juga mengusik pekerjaan Plh Gubernur Sumbar, KPUD dan 
Panwaslih Sumbar, bahkan sampai ke tingkat nasional. Hal 
itu menandakan konflik vertikal di Padang Pariaman masih 
dalam taraf wajar. 
Akan tetapi, yang menjadi persoalan ialah upaya penye-
lesaiannya. Sejumlah anggota dewan, KPUD, pengurus partai 
langsung mengurus permasalahan masing-masing ke pusat, 
baik ke Depdagri maupun ke DPP partai masing-masing. 
Dengan demikian, konflik vertikal yang terjadi menunjukkan 
ke arah konflik berjenjang, sehingga membutuhkan penye-
lesaian yang bersifat struktural pula. 
Penyelesaian konflik vertikal di Kabupaten Padang 
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Pariaman membuktikan bahwa pemerintah daerah setempat 
tidak mampu menyelesaikannya dengan baik. Pemerintah 
daerahnya belum berhasil menjadi mediator, sebagaimana hal 
itu ditegaskan oleh Plh Gubernur Sumbar, H.M. Thamrin 
Meski akhirnya pemerintah pusat juga yang menjadi mediator 
atas konflik vertikal di Padang Pariaman itu melalui Plh 
Gubernur, namun riak-riak kecil dalam internal partai dan 
antarpartai juga tetap berlanjut168.
Konflik antarpengurus partai terjadi dalam lingkungan 
partai, namun tidak jarang arus konflik terbawa ke lembaga 
legislatif. Tidak jarang konflik seperti itu membuat kinerja 
dewan terusik akibat hubungan antaranggota dewan terasa 
tidak sehangat sebelum Pilkadal. Anggota DPRD sendiri 
terpisah dalam kelompok-kelompok yang berpandangan 
sama, dan yang kelompok yang berseberangan dengan lainnya 
akan dianggap sebagai lawan politik.
Lawan politik, sebuah kata yang menakutkan dan 
menyimpan energi yang tidak terduga. Dalam Pilkadal, lawan 
politik yang sudah lama terbentuk bisa menjadi teman koalisi, 
atau sebaliknya, teman satu partai dapat menjadi lawan 
politiknya, yang muncul sejak Pilkadal. Sebagaimana contoh, 
Jhoni Mandai pernah menyampaikan bahwa dalam politik ia 
dulu berseberangan dengan Bupati Muslim Kasim. Namun ia 
pula yang getol mencalonkannya untuk maju kembali dalam 
Pilkadal169.
Munculnya lawan-lawan politik di dalam DPRD dan 
lembaga politik lainnya menandakan terjadi persaingan politik. 
Meski demikian politik tetap sulit ditebak, siapa yang dapat 
menduga, karena perubahannya hampir setiap saat, seperti 
perubahan atau kompromi antara Jhoni Mandai dan Muslim 
168 Surat kabar Padang Ekspres, 23 Mei 2005.
169 Wawancara dengan Jhoni Mandai di Padang Pariaman pada 2 Desember 
2005.
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Kasim. Menurut Andi Elyusra Anggota Komisi A Bidang 
Pemerintahan, anggota Partai PBB dan Fraksi Ukhuwah 
menggambarkan situasi di DPRD. “Terus terang saja, jujur, 
terjadi mis komunikasi di DPRD Padang Pariaman. Dapat 
dikatakan hal itu terjadi semuanya pada anggota dewan, 
bahkan dengan pimpinan. Kondisi itu membuat pembicaraan 
tentang Pilkadal khususnya di Komisi A sedikit fakum, kecuali 
mereka membahas sedikit soal PAN, panitia dan pengawas 
Pilkadal. Anggota dewan terkontaminasi, terbawa suasana 
politik yang memanas saat demokrasi bergulir”170, tuturnya.
Hal serupa juga dirasakan oleh Zulhelma, S.Ag., Anggota 
Fraksi Ukhuwah dari Partai Bulan Bintang (PBB), dan 
Anggota Komisi B DPRD Padang Pariaman dan juga Wakil 
Ketua DPC PBB. Ia mengatakan bahwa kinerjanya sebagai 
anggota dewan memang terganggu oleh bias konflik vertikal 
sejumlah pihak di Padang Pariaman itu. Tidak hanya itu, 
“persoalan keberpihakan kepada salah satu kubu, yaitu kubu 
yang mendukung dan kubu yang menolak pelaksanaan Pilkadal 
tepat waktu berimbas kepada internal partai”171. Zulhelma 
mengakui, atas sejumlah pertimbangannya, ia secara pribadi 
setuju dengan pelaksanaan Pilkadal tepat waktu. Namun 
akibatnya, sesudah membuat keputusan itu ia tidak diacuhkan 
lagi oleh pemegang struktural partainya. Baginya itu adalah 
resiko, dan ia juga mengakui bahwa percaturan politik selama 
Pilkadal memang terlalu rumit. Ia sendiri merasa bingung 
dengan kondisi it, meski ia sudah lama berkecimpung dengan 
politik di dalam partai. Ia mempertanyakan statusnya, apakah 
masih dianggap sebagai wakil DPC atau tidak, karena sejak 
itu pula ia tidak diikutsertakan lagi dalam kegiatan kepartaian, 
170 Wawancara Dengan Andi Elyusra Anggota DPRD Padang Pariaman 
dari PBB di Pariaman Novemver 2005. 
171 Wawancara denagn Zulhelma Anggota DPRD Padang Pariaman dari 
PBB di Pariaman Novemver 2005. 
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meskipun tidak ada peringatan dan pencabutan SK-nya172.
Beberapa hal yang dapat dipetik dari konflik vertikal yang 
memanas di DPRD maupun di tingkat partai itu ialah: 1) 
dalam DPRD terdapat sejumlah partai besar yang menguasai 
legislatif dan partai koalisi yang bernama Fraksi Ukhuwah, 
2) dengan berkoalisi mereka dapat mencalonkan kader 
partai atau individu menjadi pasangan bakal calon bupati, 3) 
dalam DPRD terdapat kubu yang menolak dan menerima 
pelaksanaan Pilkadal berjalan tepat waktu, 4) perbedaan 
suara kader dengan suara partai dapat mengakibatkan konflik 
internal partai, 5) secara umum, semakin memanasnya 
konflik vertikal menjelang pemilihan, semakin mempertajam 
konspirasi politik, 6) meski terjadi konspirasi politik, konflik 
vertikal itu tidak meluas menjadi konflik ideologi partai, 
dan membuat kemenangan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
dalam Pilkadal harus diuji di pengadilan, meskipun secara 
formal sudah keluar SK-nya. 7) langkah-langkah hukum 
yang diambil oleh KPUD menunjukkan adanya semangat 
demokratisasi.
DPRD tidak ubahnya sebagai lembaga konsorsium yang 
mempertemukan banyak partai kecil dengan partai besar, 
sehingga menghasilkan partai koalisi. Nama partai koalisi 
masing-masing daerah berbeda. Di Padang Pariaman dinamai 
Fraksi Ukhuwah, artinya ialah fraksi yang menjadi wadah 
pemersatu partai-partai yang berbeda ideologi, kepentingan, 
visi-misi, program, dan kekuatan173.
Koalisi partai-partai gurem menjadi Fraksi Ukhuwah 
dengan koalisinya partai besar di DPRD merupakan fenomena 
172 Wawancara denagn Zulhelma Anggota DPRD Padang Pariaman dari 
PBB di Pariaman Novemver 2005. 
173 Wawancara denagn Zulhelma Anggota DPRD Padang Pariaman dari 
PBB di Pariaman Novemver 2005. 
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menarik sepanjang sistem multi partai dipakai dalam pemilu. 
Lebih menarik lagi hal itu dalam sistem pemilihan kepala 
daerah langsung yang sarat dengan kemelut. Tidak hanya elit 
politik atau para politisi di legislatif saja yang merasakannya, 
namun juga masyarakat akar rumput. Akan tetapi, kemelut 
selama Pilkadal dalam elit politik di Padang Pariaman lebih 
dominan dengan konflik kepentingan. 
Sementara itu, dalam masyarakat memang tidak terjadi 
konflik horizontal, kecuali riak-riak kecil (protes massa) yang 
hampir merata di daerah itu, baik laten maupun terbuka. Protes 
massa laten itu tidak sampai membuat mereka terorganisir 
melakukan demonstrasi, sebagaimana protes massa terbuka. 
Gerakannya lebih ditentukan oleh agen-agen penggerak 
untuk membuat mereka berdemonstrasi. Namun mereka 
cukup potensial menimbulkan protes terbuka hanya pada 
masa Pilkadal, karena sifatnya insidentil, tidak permanen. 
Tetapi mereka cukup potensial melakukan kontrol terhadap 
pemenang Pilkadal. Dengan demikian, massa akar rumput 
kalau tidak diorganisir maka partisipasi politik mereka juga 
tidak terlalu kelihatan. 
Hanya sebagian kecil masyarakat di kecamatan atau nagari 
yang khas saja menunjukkan ada kesadaran politik warganya. 
Salah satunya adalah sebuah nagari di Kecamatan Kampung 
Dalam. Selama ini, warga masyarakatnya terkenal memegang 
kuat idealisme. Mereka terkenal fanatik pada Partai Masyumi 
dan Perti174. Akan tetapi, masyarakat itu pun terkotak-kotak 
oleh pertentangan dalam urusan dukungan terhadap dua 
kandidat bupati yang bersaing cukup ketat di daerah tersebut. 
Dalam masyarakat itu tidak terlihat adanya pertentangan 
atau konflik ideologi. Hampir tidak ada ejekan antarpendukung 
kandidat yang menang dengan yang kalah menyinggung-
174 Wawancara dengan Wali Nagari Kampung Dalam di Padang Pariaman 
pada 30 September 2005. 
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nyinggung tentang Masyumi dan Perti175. Pertentangan 
ideologi antarpendukung kandidat hanya terlihat sebagai 
bias, karena pasangan kandidat bupati itu adalah hasil koalisi 
sejumlah partai. Hal itu memberi kesan kuat bahwa seakan-
akan partai politik terpinggirkan sebagai sebuah pertimbangan 
masyarakat dalam menentukan kepala daerah di Pilkadal. Dan 
idealisme warga mempertahankan partai Masyumi dan Perti 
yang sudah lama eksis di daerah itu kini hanya tinggal mitos. 
Semakin terpinggirnya partai politik sebagai dasar 
pertimbangan apakah dapat menjadi indikator rendahnya 
pendidikan politik mereka? Seolah-olah pengaruh dan 
pamor kandidat bupati lebih kuat dari pada partai politik. 
Melihat kecenderungan seperti itu muncul asumsi bahwa ada 
‘ketakutan’ bagi DPRD terhadap semakin kuatnya kekuasaan 
kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat pada 
masa otonomi daerah ini. Apakah ini juga memancing hasrat 
sejumlah anggota dewan pernah mengajukan diri sebagai 
balon bupati176.
Kembali kepada persoalan pertimbangan rakyat me-
milih kepala daerah. Banyaknya massa pemilih dengan 
mempertimbangkan nama-nama kandidat_terlepas bersifat 
emosional dan rasional_cukup mempengaruhi posisi partai-
partai besar pemenang pemilu legislatif tahun 2004. Bila 
pemilu 2004 menghasilkan Partai Golkar sebagai partai besar 
yang berkuasa di legislatif Padang Pariaman, namun dalam 
Pilkadal Partai Golkar harus kecewa. Pilkadal 2005 yang 
dimenangkan oleh Muslim Kasim-Ali Mukhni lebih terlihat 
sebagai kemenangan PDIP, meskipun mereka juga diusung 
oleh partai lain, yaitu PAN dan sejumlah partai gurem. 
175 Wawancara dengan Pifner pada tanggal 30 September 2005.
176 Surat Kabar Singgalang, tanggal 3 dan 4 Maret 2005 dan Surat Kabar 
Haluan, 30 Maret 2005.
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Dalam hal ini, antara PDIP dan PAN adalah dua partai 
secara ideologi berbeda haluan dan bersatu menjadi ‘naga 
hijau’. PDIP dengan simbol merah total (“metal”) adalah 
partai politik sekuler dan non-Islam, sedangkan PAN “Anak 
Tunggal” Muhammadiyah ini digolongkan sebagai politik 
Islam. Partai politik Islam kerap disimbolkan dengan warna 
hijau. Partai gurem yang berkoalisi dengan PDIP dan PAN 
yaitu PPD, Partai Merdeka, PNBK, dan PKPB adalah juga 
partai sekuler dan non-Islam. 
Sistem koalisi banyak partai yang berbeda ideologi itu 
ternyata juga mendukung kemenangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni. Parlemen Padang Pariaman dikuasai oleh 
Partai Golkar yang juga tergolong partai sekuler non-Islam. 
Sementara itu, balon bupati dari Partai Golkar tidak berhasil 
menjadi kandidat, sehingga diasumsikan bahwa suara Partai 
Golkar mengalir ke kandidat lain yang diusung oleh sejumlah 
partai hingga terbentuk “koalisi nano-nano”. 
Massa dari partai yang tidak mengusung satupun kandidat 
bupati menjadi massa mengambang. Massa inilah potensial 
memilih ketiga pasang kandidat yang semuanya diusung oleh 
koalisi partai sekuler-non Islam dan partai Islam. Koalisi ini 
seakan-akan mampu memenuhi ‘selera’ pemilih yang ragu 
seperti massa mengambang itu. Tugas tim sukses masing-
masing kandidatlah yang meyakinkan (memberi pendidikan 
politik) dan merebut massa mengambang itu. Namun 
kecenderungan tim sukses dan partai politik dalam Pilkadal 
lebih untuk mensosialisasikan pasangan calon bupati masing-
masing meskipun tidak menjamin massa memahami visi-misi 
dan program yang mereka tawarkan bukan tentang proses 
Pilkadal itu sendiri177.
Faktor lain yang membuat Muslim Kasim-Ali Mukhni 
177 Benget Silitonga dalam Media Indonesia, 2 Agustus 2005.
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menang dalam Pilkadal ialah dukungan dari sejumlah kader 
partai yang mengusung mereka. Dukungan kepada pasangan 
ini secara moral cukup kuat dari partai yang berkoalisi, baik 
dari sebagian elit partai di tingkat kecamatan maupun elit 
partai di tingkat wilayah dan pusat. oleh hanya sebagian dari 
kader di DPC PDIP maupun DPC PAN adalah persoalan 
internal partai. Antara kubu Jhoni Mandai yang mendukung 
pencalonan Muslim Kasim-Ali Mukhni178. berseberangan 
dengan kubu Soflihardi. Selama dalam proses itu, hal inilah 
yang paling banyak mengganjal usaha pengajuan Muslim 
Kasim-Ali Mukhni sebagai bakal calon bupati ke partai dan 
calon bupati ke KPUD179. 
Persoalan lain yang menarik dicermati atas kemenangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni ialah keterkaitannya dengan 
proporsi anggota partai-partai di lembaga legislatif dan 
kemenangan GAMMA di daerah Padang Pariaman. 
Ketiganya dapat dilihat sebagai tiga paket politik, yang 
masing-masingnya berdiri sendiri-sendiri melalui proses 
pemilihan langsung pada Pilkadal 2004 dan 2005. Dengan 
kemenangan ketiga paket politik itu sekiranya dapat ’dibaca 
selera’ rakyat dalam pemilu langsung lembaga legislatif dan 
eksekutif yang baru pertama kali terjadi di Padang Pariaman.
Sebagaimana diketahui, GAMMA diusung oleh koalisi 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai 
Bulan Bintang (PBB)180. Ternyata pasangan gubernur yang 
menang dalam Pilkadal 2005 di Padang Pariaman dan di 
Sumatera Barat bukan dari Partai Golkar. Partai Golkar di 
Padang Pariaman adalah pemenang pemilu legislatif langsung 
2004. 
178 Wawancara dengan Jhoni Mandai Ketua DPC PDIP Padang Pariaman, 
2 Desember 2005.
179 Surat kabar PosMetro Padang, 8 April 2005.
180 Surat kabar Padang Ekspres, 6 Juli 2005.
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Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPUD Padang 
Pariaman pada hasil pemilu legislatif 2004 lalu, Partai Golkar 
memperoleh 38.354 suara dan menguasai DPRD dengan 9 
kursi181.
Secara politis kedudukan Partai Golkar cukup kuat dalam 
menentukan kebijakan di lembaga legislatif itu. Kekuatan 
Partai Golkar di lembaga ini juga terlihat ketika pendaftaran 
bakal calon bupati dari kadernya. Partai ini mendapat hak 
penuh mangajukan kadernya sebagai bakal calon bupati ke 
panitia partai untuk diteruskan ke KPUD, sebagaimana yang 
telah disinggung tadi. Sementara, partai lain tidak sampai 
memperoleh 15 persen suara, sebagaimana yang disyaratkan 
dalam UU 32 Tahun 2004 dan PP 6 No 36 Tahun 2005. 
Tidak heran pula, meski banyak kader partai Golkar di 
lembaga legislatif itu bila dibanding kader partai lain, namun 
kesan masyarakat tetap saja anggota legislatif sebagai pendaftar 
terbanyak menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati pada 
Pilkadal 2005182. Akan tetapi, dari banyak kader yang telah 
mendaftarkan dirinya ke partai, hanya pasangan Iqbal-Yulius 
yang mengembalikannya183. Namun mereka terganjal pula 
sebab Iqbal tidak berhasil menunjukkan bukti hilanganya 
ijazah SD-nya. Setidaknya, dengan gugurnya pasangan yang 
diusung oleh Partai Golkar ini_partai dengan suara pemilih 
terbanyak dan saingan berat Muslim Kasim_semakin mudah 
bagi partai lain untuk berkompetisi.
Sementara itu, PDIP ternyata hanya peroleh 7.269 suara 
dengan posisi di urutan ketujuh atau terakhir dari partai besar 
di kabupaten tersebut, dan dengan perolehan tiga kursi di 
181 Berita Acara KPUD Padang Pariaman Nomor. 14/8/A KPU-PP/V-2004 
tertanggal Rabu, 19 Mei 2004).
182 Surat Kabar Singgalang, 3 dan 4 Maret 2005 dan Surat kabar Haluan, 30 
Maret 2005).
183 Surat kabar Haluan, 30 Maret 2005.
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DPRD184. Hal yang menarik ialah perolehan suara PDIP 
kecil dari partai lainnya tidak membuat perolehan kursi partai 
itu kecil. Di lain pihak, Partai Demokrat yang memperoleh 
suara sedikit di atas PDIP ternyata hanya peroleh dua kursi 
di DPRD. 
Meskipun PDIP masuk urutan terakhir di antara partai 
besar dalam perolehan suara pemilu legislatif 2004, namun 
masyarakat Padang Pariaman tetap kepala daerah Provinsi 
dan kabupaten yang menggunakan kendaraan politik PDIP 
yang berkoalisi dengan partai lain. Kemenangan kedua 
kepala daerah pilihan rakyat pada tingkat yang berbeda itu 
(Provinsi dan kabupaten) menunjukkan bahwa PDIP unggul 
dalam pemilihan langsung, karena mereka adalah orang yang 
dicalonkan oleh PDIP. 
Kemenangan Muslim Kasim- Ali Mukhni di Padang 
Pariaman adalah satu dari 44 kepala daerah yang dicalonkan 
oleh PDIP dari 122 kabupaten yang mengikuti Pilkadal 
2005 di Indonesia. Di lain pihak, GAMMA termasuk salah 
satu dari tiga pasangan yang dicalonkan oleh PDIP berhasil 
terpilih menjadi gubernur, selain gubernur Sulawesi Utara 
dan Kalimantan Tengah. 
Data kuantitatif ini disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP 
Pramono Anung dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 
dengan pengurus DPC PDIP se-Jatim. Menurutnya lagi, 
meski mereka bukan kader partai PDIP, namun pencalonan 
mereka atas nama partai sudah menunjukkan mereka adalah 
orang yang dapat sejalan karena seideologi dengan partai, serta 
mereka adalah orang yang memang mendapat dukungan dari 
arus bawah. Hal itulah yang membuat mereka dapat menang 
dalam Pilkadal 2005. Mereka yang menggunakan PDIP 
sebagai kendaraan politik dengan sendirinya telah menjadi 
184 Berita Acara KPUD Padang Pariaman Nomor. 14/8/A KPU-PP/V-2004 
tanggal Rabu, 19 Mei 2004.
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kader partai185. 
Sebagaimana kemenangan calon bupati dari PDIP yang 
telah disebutkan oleh Pramono Anung tadi, sebetulnya 
masih ada faktor lain yang dapat diungkap atas kemenangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni dalam Pilkadal 2005, selain 
faktor kedekatannya dengan massa akar rumput. Faktor 
itu ialah popularitas, pengalaman_sebagaimana Megawati 
pernah mengatakan hal itu saat berkampanye dan dalam 
pepatah Minang yang dikutip di atas menjadi dasar 
pertimbangan masyarakat, komitmen terhadap visi dan misi 
yang diembannya, serta kemampuan meloby. Intinya adalah 
kepercayaan masyarakat kepada individu clon bupati. 
Setidaknya, dengan terpilihnya Muslim Kasim-Ali 
Mukhni koalisi PDIP, PAN, dan Aliansi Saiyo Sakato atau 
gabungan partai kecil186. faktor-faktor tersebut menjadi 
pertimbangan masyarakat dalam Pilkadal. Meskipun 
demikian, kemenangan Muslim Kasim-Ali Mukhni bukanlah 
kemenangan telak. Mereka tidak memecahkan perolehan 
suara yang fantastis melebihi lima puluh persen. Namun 
yang jelas, rakyat telah memilih mereka sebagai bupati/
wakil bupati dan menggantungkan pembangunan daerah dan 
kesejahteraan hidup masyarakat Padang Pariaman untuk lima 
tahun mereka berkuasa. 
Pasangan balon bupati yang tidak lulus verifikasi di 
KPUD, H. Iqbal Alan Abdullah dan Yulius Danil juga perlu 
disinggung. Iqbal sendiri adalah putra daerah dari sebelah 
timur dan Yulius Danil putra daerah dari bagian tengah 
Padang Pariaman. Meskipun mereka tidak bisa mengikuti 
tahapan pemilihan Pilkadal 2005 lebih lanjut, namun ia tetap 
memiliki masa pendukung, paling tidak masanya itu telah 
berusaha memperjuangkan hak mereka di KPUD Padang 
185  Surat kabar Padang Ekspres, 11 Juli 2005. 
186  Surat kabar Haluan, 12 Mei 2005.
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Pariaman187. 
Berdasarkan uraian di adas, ternyata banyak faktor bagi 
ketiga pasangan kandidat bisa memenangkan Pilkadal. 
Di antara ketiga pasangan kandidat itu, Muslim Kasim-
Ali Mukhni yang memenangkan Pilkadal ternyata mampu 
melihat dan meraih peluang kemenangan itu. Kemenangan 
mereka dan proses Pilkadal secara umum dapat menjadi 
pengalaman berharga bagi masyarakat Padang Pariaman. 
Akan tetapi, pengalaman berharga tidak saja dapat dipetik 
dari keberhasilan semata, banyak juga yang dapat diambil dari 
pengalaman pasangan kandidat bupati yang kalah dan balon 
bupati yang tidak lulus verifikasi di KPUD.   
Misalnya kandidat yang menempati posisi terakhir yaitu 
Jasma Joni. Kekalahannya mengindikasikan bahwa ia sebagai 
mantan TNI-AD, ternyata tidak mampu mengungguli 
pasangan calon bupati dari kalangan sipil, yaitu dari akademisi, 
politisi, dan pengusaha. Kekalahan Jasma Joni menambah 
daftar bagi TNI dan dapat menjadi peringatan kepada partai 
politik pada pemilu berikut tentang tidak populernya calon 
dari TNI dewasa ini. Meskipun banyak figur TNI yang 
dicalonkan, tidak satupun yang keluar sebagai pemenang di 
seluruh Provinsi, kabupaten dan kota188. Hal itu mematahkan 
pendapat pengamat TNI, Aris Santoso bahwa citra politik 
TNI di tanah air tetap kuat dalam Pilkadal 2005. Terbukti 
banyaknya partai politik berhasrat mengajukan figur dari 
TNI189. 
Pembelajaran yang berharga dari pengalaman balon 
bupati yang tidak lulus verifikasi juga tidak kalah pentingnya 
dengan kandidat bupati yang kalah dalam Pilkadal. Igbal-
Yulius Danil adalah balon bupati yang tidak dapat mengikuti 
187  Surat kabar Gempar Post, Edisi 9 s/d 24 Mei 2005.
188  Surat kabar Media Indonesia, 2 Agustus 2005.
189  Surat kabar Media Indonesia, 2 Agustus 2005).
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tahap pemilihan Pilkadal. Mereka sudah diperjuangkan oleh 
masanya, dan Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang 
berhak secara utuh mengajukan pasangan bakal calon bupati 
karena menguasai 25,7 persen suara di DPRD190. Namun 
karena terganjal oleh administrasilah akhirnya mereka 
tersingkir dari bursa calon pasangan bupati191. 
Persoalan tidak hanya sampai di sana, namun merembet 
pada kemarahan mereka kepada KPUD, bahkan kepada 
pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni. Akan tetapi, Yulius 
Danil membantah hal itu, “ada imej yang digulir oleh beberapa 
orang bahwa DPRD seolah-olah ingin menjatuhkan Muslim 
Kasim. Bukan begitu! DPRD cuma menguji jalannya aturan-
aturan itu192. 
Kemarahan massa terhadap KPUD dan Muslim Kasim-
Ali Mukhni hampir selalu disalurkan dengan demonstrasi, 
sejak proses verifikasi, pencoblosan suara, penghitungan 
suara, bahkan menjelang pelantikan kepala daerah terpilih. 
Proses pelantikan Muslim Kasim-Ali Mukhni juga unik 
karena dinamikanya justru terlihat dalam tubuh DPRD 
sendiri, dan bagaimanapun KPUD tetap menjadi sorotan 
masyarakat maupun DPRD. Bagaimana DPRD dan KPUD 
Padang Pariaman menyikapi hal itu.
4. Gugutan Terhadap Hasil Pilkadal
Kemenangan Muslim Kasim-Ali Mukhni sebagai bupati 
terpilih Padang Pariaman menjadi kontroversial. Ada pihak 
yang menilai kemenangan mereka sudah sesuai dengan 
prosedur dan perundang-undangan yang berlaku, dan ada 
juga bersikap skeptis terhadap pelaksanaan Pilkadal di daerah 
190  Tabloid Zaman, No 281 Tahun ke VI, 14-20 Maret 2005.
191 Surat kabar Haluan, 30 Maret 2005. 
192 Wawancara dengan Yulius Danil di DPRD calon wakil bupati yang 
tidak lulus verifikasi dan ketua DPRD Padang Pariaman. 
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itu yang digawangi oleh KPUD dengan wasitnya Panwaslih. 
Kontroversial Pilkadal bupati Padang Pariaman menimbulkan 
skeptisme massa yang berputar-putar membidik antara bupati 
terpilih, KPUD, dan Panwaslih, sebagaimana telah dikupas 
sebelum bab ini.
Menurut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera 
Barat Sofyan Basyir menyatakan ada empat perkara gugatan 
seputar pelaksanaan Pilkada, khususnya mengenai gugatan 
terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh 
KPUD di masing-masing daerah kabupaten dan atau kota. 
Empat perkara itu adalah berasal dari Kota Bukittinggi, 
dua kasus berasal dari Kabupaten Pasaman dan satu berasal 
dari Padang Pariaman. Sebagaimana yang diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Jo Perma 
Nomor 09 Tahun 2005 menyatakan bahwa, jika gugutan itu 
dimenangkan oleh sipenggugat maka calon kepala daerah 
yang menang akan digantikan oleh terbanyak kedua, dan 
seterusnya193. 
Untuk kasus Pilkada Padang Pariaman, gugatan terhadap 
hasil penghitungan suara KPUD Padang Pariaman yang 
dimenangkan oleh pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
dilakukan oleh pasangan M. Yusuf-Isril Berd. Namun 
hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang 
menyatakan menolak seluruh permohonan para calon kepala 
daerah itu, termasuk permohonan pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Padang Pariaman M. Yusuf –Isril Berd. 
Ditoloknya permohonan gugatan M. Yusif-Isril Berd, berarti 
permohonan menjadi gugur. Menurut Khairil Adjis, salah 
seorang Kuasa Hukum M. Yusuf-Iril Berd menyatakan 
bahwa pihaknya salut dengan keputusan yang Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi. Khairil menilai putusan Pengadilan 
193  Lihat Surat Kabar Padang Ekspres, 15 Juli Tahun 2005.
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Tinggi sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung. 
Permohonan kita ditolak karena gugatan kita terkait mengenai 
masalah dugaan money politic yang dilakukan oleh pasangan 
Muslim Kasim-Ali Mukhni dan gugutan tentang dugaan 
Izajah Palsu. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah 
Agung, Pengadilan Tinggi hanya boleh memutuskan perkara 
gugutan yang menyanggut dengan selisih hasil penetapan hasil 
penghitungan suara Pilkada. Disitulah lemahnya gugutan 
kita, sehingga gugutan itu ditolak194.
5. Detik-detik Pelantikan 
Ribuan massa bersenjatakan kayu, batu, dan parang 
menghadang di jalan raya Kabupaten Pesisir Selatan di 
pesisir pantai barat Sumatera tanggal 16 Oktober 2005. 
Mereka terbagi atas dua kubu yang masing-masingnya 
terdiri dari laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Kedua 
kubu massa itu saling berhadap-hadapan di seberang jalan. 
Salah satu kubu, selain menghadapi kubu lawannya juga 
harus memblokir kendaraan rombongan Gubernur Sumbar, 
Gamawan Fauzi yang melintas. Mereka menghimpun batu 
dan menumbangkan pohon-pohon besar ke jalan itu. Sambil 
menghadang rombongan gubernur dan dalam sikap siaga, 
bahkan sejumlahnya sudah kontak fisik dengan kubu yang 
lain, mereka berteriak lantang menyorakkan protes hasil 
Pilkadal periode II pada 1 Agustus 2005. Sejumlah media 
massa dan eletronik lokal dan nasional menyoroti mereka. 
Mereka adalah kubu yang pro dan kontra atas pelantikan 
bupati Pesisir Selatan yang baru mereka pilih sendiri. 
Meski tidak bisa menuju lokasi pelantikan melalui 
jalan darat, jalur laut pun ditempuh rombongan gubernur. 
Bagaimanapun, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 
194  Lihat Surat Kabar Padang Ekspres, 28 Juli 2005.
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itu dan sejumlah kepala daerah lain yang pemilihannya 
bermasalah, ada di tangan Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf 
dan dimandatkan kepada Gubernur Sumbar yang juga baru 
dilantik. Pelantikan kepala daerah merupakan rangkaian 
akhir dari agenda nasional dalam Pilkadal. Pesta Pilkadal yang 
berakhir dengan pelantikan itu mengawali era demokratisasi 
masyarakat lokal. 
Pelantikan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir 
Selatan memang lebih akhir dari pada pelantikan bupati dan 
wakil bupati Kabupaten Padang Pariaman (5 September 
2005). Pemilihan bupati di Pesisir Selatan dilakukan sampai 
tahap ke II, sedangkan di Padang Pariaman hanya cukup 
sekali pemilihan. Kedua peristiwa pelantikan itu sama-sama 
menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Akan tetapi, 
persoalan keduanya cukup jauh berbeda, karena sumber 
konflik di Pesisir Selatan sudah dianggap jelas sesuai dengan 
fakta keras yang sudah ada, sementara kasus di Padang 
Pariaman masih belum jelas sumbernya dan kebenarannya 
masih dalam pencarian di lembaga pengadilan. 
Walau secara budaya masyarakat kedua kabupaten itu 
cukup dekat dengan tipologi masyarakat pantai yang terkenal 
‘suka’ konflik, namun uniknya dalam Pilkadal 2005 keduanya 
memiliki kecenderungan berbeda. Hanya saja masyarakat 
Pesisir Selatan memiliki riwayat konflik yang menahun seperti 
konflik tanah dan masyarakat Padang Pariaman memiliki 
riwayat konflik dalam pengertian dialektika pemikiran. 
Konflik Pilkadal di Pesisir Selatan adalah konflik terbuka 
sementara di Padang Pariaman konflik terakumulasi dalam 
sejumlah demonstrasi, penyegelan kantor KPUD dan tidak 
sampai menimbulkan korban luka.    
Masyarakat Padang Pariaman pantas bersyukur, setelah 
mereka dapat melewati berbagai masalah selama Pilkadal 
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yang meresahkan karena sempat menimbulkan riak-riak 
konflik. Beruntung sekali, karena riak-riak itu tidak sampai 
menimbulkan bentrokan antarmassa sebagaimana dialami 
masyarakat Pesisir Selatan. Apa jadinya Padang Pariaman 
kemudian bila harus mengalami nasib yang sama dengan 
Pesisir Selatan, dan Sumatera Barat 
Tidak satupun perintah pelantikan kepala daerah terpilih 
dari Menteri Dalam Negeri kuasa ditolak oleh pejabat daerah 
Provinsi yang juga baru dilantik, maupun oleh massa yang rela 
melakukan bentrok atau demonstrasi. Ketidakkuasaan mereka 
mencegah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih bukan 
menunjukkan tingginya campur tangan pusat ke masing-
masing daerah yang sudah otonom itu, namun semuanya 
mengacu pada Peraturan Pemerintah, Undang-undang, 
Keputusan Menteri, dan ketetapan KPUD dan keputusan 
pengadilan. 
KPUD Padang Pariaman sehari sesudah pasca pemilih-
an pasangan kandidat gubernur dan bupati belum juga 
memberikan hasil sementara penghitungan suara (Selasa sore, 
28 Juni 2005), sementara di sejumlah KPUD daerah lain sudah 
melaporkan rekapitulasi suara sementara kepada masyarakat. 
Akibatnya, massa kecewa dan kembali mendatangi KPUD. 
Mereka tidak sabar menunggu dan segera ingin tahu pemimpin 
daerah, terutama kepala daerah kampung halamannya. Akibat 
belum satupun informasi hasil sementara itu diterima, mereka 
langsung menilai bahwa kinerja KPUD lamban195.
KPUD memang tidak hanya mengurus penghitungan 
suara bupati saja, namun juga suara untuk kandidat gubernur 
Sumbar. Rekapitulasi suara itu juga harus diterima KPUD 
secara berjenjang. Petugas masing-masing KPPS dan 
PPK yang tersebar di tujuh belas kecamatan yang tersebar 
195 “Warga Kecewa, Kinerja KPU Lamban” dalam Surat kabar Padang 
Ekspres, 29 Juni 2005. 
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di perkotaan hingga daerah terpencil sekalipun harus 
menghitung suara yang terkumpul dan disyahkan oleh saksi 
yang mewakili dari masing-masing partai, dan setelah itu 
dapat dikirimkan ke KPUD. 
Tapi untunglah ketua KPUD, Wirya Fansuri dapat 
mengatasi masalah itu. Untuk menutupi kekecewaan warga, 
ia membeberkan hasil rekapitulasi suara sementara dari data 
yang masuk ke telepon genggamnya196. Hasil sementara 
penghitungan suara yang ia terima dari teleponnya, diketahui 
posisi pertama ditempati Muslim Kasim-Ali Mukhni, kedua 
oleh M Yusuf-Isril Berd, dan terakhir oleh Jasma Juni-
Herman Harun. 
Namun, untuk sebuah data yang memuaskan dan dapat 
dipertanggungjawabkan, meski KPPS dan PPK sudah resmi 
menyerahkan hasil suara sementara, KPUD masih harus 
menghitung kembali secara manual untuk menghindari terjadi 
kesalahan dan kekeliruan dari mereka. KPUD akhirnya harus 
menyampaikan perkembangan penghitungan suara setiap hari 
hingga hari terakhir yang telah ditetapkan KPU. Akan tetapi, 
hampir setiap hari itu pula muncul kritikan pedas yang muncul 
sejak Selasa, 28 Juni 2005. Ternyata kritikan pada hari itu 
dan ditambah dengan isu Pilkadal dimenangkan oleh Muslim 
Kasim-Ali Mukhni spontan ditindaklanjuti oleh warga yang 
tidak puas selama ini dengan melakukan demonstrasi. 
Pasca pemilihan kandidat, demonstrasi kembali dimulai 
sejak Rabu, 29 Juni 2005 di kantor KPUD yang tepat 
bersebelahan dengan kantor Polisi Resort (Polresta) Pariaman 
itu. Hari itu juga terjadi demonstrasi serupa di sejumlah KPUD 
di Sumatera Barat, seperti di Kabupaten Pasaman Barat 
dan 50 Kota. Diasumsikan, tidak hanya Padang Pariaman 
yang melakukan demonstrasi terhadap permasalahan yang 
196 Warga Kecewa, Kinerja KPU Lamban” dalam Padang Ekspres, 29 Juni 
2005).
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cenderung sama dalam pelaksanaan Pilkadal, menunjukkan 
sistem yang mengatur Pilkadal masih lemah.
Protes dan demonstrasi hari itu tidak sama dengan protes 
yang pernah terjadi pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. 
Protes pada waktu itu sempat juga diwarnai dengan gertakan 
menggunakan parang oleh salah seorang yang kalah dari salah 
satu partai pada kontes calon legislatif. Demonstrasi oleh 
puluhan warga pada Rabu siang, 29 Juni 2005 pukul 12.45 
Wib itu atas nama Forum Peduli Pilkada yang dikoordinir 
oleh Hj. Suarni atau dipanggil Elok. Mereka datang dengan 
sejumlah truk dan mobil pribadi ke KPUD197. Menurut H. 
Khairuddin Dt. Majolelo Basa, Ketua DPC PBB Padang 
Pariaman bahwa demonstran itu dikoordinir bukan oleh 
orang-orang kabupaten, tetapi oleh orang kota Pariaman198.
Mereka minta bertemu dengan Ketua KPUD, namun 
hanya menemui karyawan dan Satuan Polisi Pamong Praja. 
Dengan menerobos satuan keamanan mereka menendang 
dan memukul meja KPUD. Setelah itu barulah datang Polres 
Padang Pariaman, sementara Polresta Pariaman tidak bisa 
berbuat banyak. Hal ini sama kondisinya dengan demonstrasi 
sebelumnya. Pertanyaannya ialah apa hubungan orang Kota 
Pariaman dengan hasil Pilkadal Padang Pariaman itu, dan 
dengan kepala daerah baru yang sudah semakin jelas bagi 
mereka dimenangkan oleh mantan bupati Padang Pariaman 
periode 2000-2005 itu.
Dalam demonstrasi itu mereka menyuarakan kepada 
Kasat Reskrim Iptu Ali Rahmat yang memimpin operasi 
pengamanan itu, meski tidak ada Panwaslu ketika itu, agar 
kepolisian mengusut dugaan pelanggaran oleh KPUD. 
Mereka menyatakan sudah melaporkan dugaan itu ke 
197 Surat kabar Singgalang, 30 Juni 2005.
198 Wawancara dengan Khairuddin Dt. Majolelo Basa di Kantor DPRD 
Padang Pariaman pada 6 Desember 2005.
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berbagai pihak, termasuk Panwaslu, namun mereka merasa 
tidak diperhatikan. Beberapa buntut dari tuntutan mereka 
ialah agar KPUD melakukan pemungutan suara ulang karena 
banyak yang tidak mendapatkan hak mereka, terutama yang 
terbesar di Lubuk Alung sebanyak 11.000 pemilih, Lubuk 
Alung sekitar 10.000 pemilih, dari total 96.000 hak suara 
yang tidak tersalurkan199. Kedua daerah itu diketahui sebagai 
basis dan sekaligus daerah yang berhasil dimenangkan oleh 
Muslim Kasim-Ali Mukhni. 
Kemudian, tersiar lagi kabar bahwa massa kembali 
melakukan aksi damai ke KPUD, DPRD, dan kantor Bupati 
pada Senin siang, 4 Juli 2005. Sejumlah anggota jajaran Polresta 
Pariaman turun ke lapangan untuk bersiap menghadapi 
kemungkinan terburuk. Sebelumnya demonstran telah 
memberitahukan Polresta Pariaman rencana mereka yang akan 
dilangsungkan pukul 10.00 Wib. Tetapi, aksi itu batal karena 
tidak banyak yang menghadirinya, bahkan tidak juga oleh 
koordinatornya. Mereka akhirnya membubarkan diri pada 
pukul 15.35 Wib200. Demonstrasi itu batal dilangsungkan 
dengan asumsi. Pertama, penghitungan final perolehan suara 
sudah semakin dekat dan pemenangnya sudah memakin jelas. 
Muslim Kasim-Ali Mukhni selalu memimpin dalam setiap 
penghitungan suara sementara, sehingga semakin sulit bagi 
demonstran meyakinkan publik dan para demonstran itu 
sendiri untuk memperjuangkan suara mereka. Kedua, sampai 
sejauh itu mereka telah berusaha secara simultan melakukan 
aksi damai. Ternyata pada hari itu tanpa ada koordinatornya, 
demonstrasi pun tidak terlaksana. Jika aksi itu benar-benar 
199 KPUD Pasbar, Pariaman, dan 50 Kota Didemo” dalam Surat Kabar 
Singgalang, 30 Juni 2005 dan “Warga Kembali Datangi KPUD” dalam 
Surat Kabar Padang Ekspres dalam 30 Juni 2005, hal. 6).
200 Demo Pilkadal Batal” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 5 Juli 2005.
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dari suara hati rakyat Padang Pariaman, sudah tentu aksi 
tersebut akan tetap berlanjut, karena suara hati cenderung 
menuntun warga bertindak secara spontan, kecuali kesadaran 
politik dan demokrasi warga sudah cenderung baik. Ketiga, 
aksi itu tidak lain untuk menekan pihak KPUD, Panwaslu dan 
pihak yang terkait dengan penghitungan hasil suara agar tidak 
terjadi kecurangan-kecurangan sebelum seluruh hasil Pilkadal 
diperoleh; dan Keempat, aksi itu juga menekan calon kepala 
daerah yang menang bahwa massa dapat memenangkan 
mereka namun juga dapat menjatuhkan mereka bila kepala 
daerah terpilih tidak hati-hati dengan tugas yang akan 
diembannya.
Rencana aksi damai yang dibatalkan sendiri oleh 
segelintir demonstran itu cukup mengganggu KPUD 
melang sungkan niatnya untuk mengundang semua calon 
dan pihak yang terkait dengan Pilkadal. Setidaknya ada 
rasa was-was terhadap kemungkinan terjadi lagi aksi yang 
lebih hebat dari sebelumnya pada pengumuman final hasil 
penghitungan suara yang sekaligus pengumuman bupati 
terpilih. Namun bagaimanapun, KPUD wajib mengundang 
mereka untuk menghindari asumsi warga terhadap indikasi 
dugaan kecurangan dalam Pilkadal 27 Juni 2005201. KPUD 
melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk itu 
dengan meminta pengamanan ke Polres Padang Pariaman 
dan Polresta Pariaman dengan menurunkan 125 petugas 
untuk mengamankan kantor KPUD Padang Pariaman di 
Kota Pariaman yang tidak terlalu luas itu. 
Tepat hari Rabu, 6 Juli 2005 menjadi hari yang 
menegangkan bagi pasangan kandidat gubernur dan bupati 
Padang Pariaman serta masing-masing kader partai, 
201 Hari Ini, Pilbub Diumumkan” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 6 Juli 
2005.
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pendukung, maupun simpatisan. Hari itu juga yang paling 
mengkhawatirkan bagi KPUD. Masing-masing kandidat 
bupati dan pendukungnya berharap menjadi pemenang 
dalam pemilu yang baru pertama kalinya diselenggarakan 
secara langsung itu. KPUD juga merasa was-wasa bila 
dugaan kekacauan benar-benar terjadi pada acara yang paling 
menegangkan dalam Pilkadal itu. 
KPUD Padang Pariaman memang sudah tiga kali 
menyelenggarakan pemilu langsung dengan Pilkadal ini. 
Namun di antara ketiganya, Pilkadal ini yang paling banyak 
ditemukan kendala. Pemilu legislatif 2004 juga menyangkut 
banyak kepentingan dan pihak yang berkepentingan itu 
paling dekat dengan masyarakat lokal (massa pemilih). Dalam 
Pilkadal, selain hal itu juga banyak pihak yang dilibatkan, yaitu 
KPUD, Panwaslu, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, 
partai politik, aliansi, simpatisan, individu pasangan kandidat 
bupati, serta massa pemilih. 
Semua pihak itu saling berkepentingan, kecuali idealnya 
KPUD, Panwaslu, eksekutif dan yudikatif. Mereka benar-
benar dituntut untuk bersikap netral terhadap semua kandidat 
yang berkompetisi, dan mereka telah berusaha. Namun kini 
tinggal menguji atau mengevaluasi kinerja mereka dengan 
menggunakan indikator UU dan PP yang menjadi acuan bagi 
mereka selama menyelenggarakan Pilkadal. Hal itu perlu 
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk 
masa berikutnya. Bagaimanapun, Pilkadal 2005 ini adalah 
pilot project bagi Pilkadal masa depan. 
Berbeda dengan lembaga legislatif, bagaimanapun juga 
lembaga itu sangat berkaitan dengan partai politik, dan partai 
politik adalah kendaraan bagi kandidat yang memperebutkan 
kursi bupati. Dalam sistem Pilkadal yang dilangsungkan 
pertama kali pada era otonomi daerah ini membuat 
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kekuasaan bupati semakin absolut, karena bupati terpilih 
tidak mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada DPRD 
lagi, namun DPRD hanya memberikan catatan kepada LPJ 
bupati202.
Kekuasaan bupati yang semakin absolut itu justru menjadi 
lobang perangkap yang besar jika bupati terpilih tidak 
memahami sistem pemerintahan baru yang jauh berbeda 
dengan sistem periode sebelumnya, sementara persoalan 
kedaerahan Padang Pariaman juga semakin kompleks. 
Persoalan itu tidak hanya muncul saat bupati terpilih 
dilantik, namun dengan dilantiknya Muslim Kasim menjadi 
bupati untuk periode terakhir baginya, maka segala harapan 
masyarakat kembali tertumpu kepadanya. Meski diakui pula 
masih ada masyarakat yang kecewa dengan terpilih kembali 
Muslim Kasim yang kini berpasangan dengan Ali Mukhni 
sebagai kepada daerah. Akan tetapi, masyarakat yang 
berharap banyak kepada kepemimpinannya kedepan cukup 
dapat diketahui dari pihak-pihak yang mendukung dan tidak 
setuju dengan pelantikannya.
Pelantikan Muslim Kasim-Ali Mukhni tidak serta merta 
dapat dilakukan. Sebelumnya KPUD harus mengumumkan 
hasil final penghitungan suara. Pengumuman itu juga berarti 
pengumuman bupati dan wakil bupati terpilih periode 2005-
2010. KPUD menerima hasil final perolehan suara itu pada 4 
Juli 2005, dan diumumkan pada 6 Juli 2005 itu. Jadi, KPUD 
hanya memiliki delapan hari untuk merekap seluruh suara 
yang syah, tidak syah, dan tidak bisa memilih yang tersebar 
pada tujuh belas kecamatan. Waktu yang hanya delapan belas 
hari diberikan itu relatif singkat bagi KPUD. KPUD hanya 
beranggotakan lima orang namun dengan beban kerja yang 
cukup berat. 
202 DPRD Minta Kewenangan Dikembalikan” dalam Surat Kabar Padang 
Ekspres, 13 Juli 2005). 
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Meskipun sejumlah pegawai atau relawan diperbantukan 
untuk mereka, tetapi semua konsekuensi dan tanggung 
jawab pelaksanaan Pilkadal ada pada mereka. Tidak mustahil 
masalah relatif singkatnya waktu KPUD bekerja secara 
keseluruhan menjadi salah satu andil penyebab timbulnya 
persoalan Pilkadal yang berakhir di pengadilan dan aksi massa. 
Sementara itu, semua kecurigaan yang muncul selama ini 
terhadap KPUD atau Panwaslu maupun terhadap pemenang 
Pilkadal, tinggal menunggu waktu membuktikannya di 
pengadilan. 
Nama baik Muslim Kasim-Ali Mukhni dan KPUD yang 
diajukan oleh sejumlah pihak yang merasa dirugikan memang 
sedang dipertaruhkan di meja pengadilan. Namun demikian, 
baik Muslim Kasim-Ali Mukhni dan KPUD atau Panwaslu 
memiliki keyakinan sudah berjalan sesuai dengan UU dan 
PP yang mengatur Pilkadal. Akan tetapi, itulah resiko yang 
harus diambil oleh orang-orang yang bekerja pada institusi 
dan dengan sistem ‘percobaan’ yang bernama Pilkadal. 
Saat ini pemerintah sudah melakukan judicial revew 
terhadap UU Pemerintah Daerah Nomor 32/2005 yang 
mengatur Pilkadal. Menteri dalam Negeri M. Ma`ruf 
menegaskan UU No 32 tersebut disempurnakan dengan 
Perpu No 3 Tahun 2005 dan kemudian untuk dijadikan UU. 
Perpu itu berisi tentang pemilihan kepala daerah disepakati 
oleh pemerintah dan Komisi II DPR RI203. Inti dari Perpu 
tersebut ialah memperbaiki teknis pelaksanaan Pilkadal. 
Pilkadal betul-betul diatur agar terlaksana secara serentak 
dan tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan alasan-alasan 
yang tidak bisa diterima UU untuk menunda Pilkadal demi 
kepentingan sekelompok orang. 
203  Perpu Pilkada Segera Menjadi UU” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 
14 September 2005.
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6. Muslim Kasim-Ali Mukhni Dilantik
 Akhirnya menjadi juga bupati Padang Pariaman! Hari 
pelantikan bupati Padang Pariaman terpilih Muslim Kasim-
Ali Mukhni jatuh pada 5 September 2005, setelah sebelumnya 
diundur dari 3 September 2005. Terhitung sejak tanggal 6 Juli 
2005 hingga 5 September 2005. Berarti selama dua bulan itu 
pula jabatan bupati digantung, selama itu juga terjadi banyak 
peristiwa seputar persiapan pelantikan bupati terpilih. 
Dua kekuatan yang saling tarik menarik selama pemilihan 
Pilkadal berlangsung berdampak pada sejumlah keputusan 
pasca pemilihan. Semula kesepakatan KPUD dengan 
partai-partai dan DPRD tentang Pilkadal disetujui dengan 
pemahaman dan pengertian masing-masing. KPUD ketika 
itu hanya menyetujui penundaan tahapan pelaksanaan 
Pilkadal, ternyata dipahami oleh DPRD sebagai penundaan 
Pilkadal204. Kesalahpahaman itu adalah salah satu sebab yang 
berbuntut pada sikap DPRD untuk menolak hasil Pilkadal 
dan pelantikan kepala daerah terpilih. Sampai pelantikan 
bupati yang disetujui Mendagri melalui gubernur itu, masih 
dianggap ilegal oleh sebagian besar anggota DPRD Padang 
Pariaman.  
Sejak pemilihan kandidat 27 Juli 2005 hingga 6 Juli 2005, 
KPUD sibuk merekap perolehan suara. Tepat 27 Juli itu 
pula Mendagri M. Ma`ruf mengeluarkan aturan baru untuk 
memperlancar proses pasca pencoblosan suara. Aturan yang 
memperlonggar proses pelantikan kepala daerah terpilih 
tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No 120/1559/
SJ tertanggal 27 Juni 2005. SE itu berbunyi “apabila ketua 
dan wakil ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, 
gubernur bisa menyampaikan usul pengesahan pengangkatan 
204 Wawancara dengan Ketua MUI Padding Pariaman Khairuddin Dt. 
Majolelo Basa di DPRD pada 6 Desember 2005.
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bupati dan wabub atau walikota dan wakil walikota kepada 
Mendagri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan 
oleh KPUD kabupatendan kota setempat205.
SE itu selain berlaku untuk KPUD daerah yang masih 
dalam proses pengadilan, juga dapat digunakan oleh KPUD 
daerah lain yang melakukan Pilkadal susulan, pemilihan tahap 
kedua, atau Pilkadal ulang. Fungsi SE itu adalah menjamin 
kelancaran tahapan-tahapan pasca pengumuman perolehan 
suara dan pemenang Pilkadal. Kepala Pusat Penerangan 
Depdagri Ujang Sudirman memperjelas bahwa SE itu bukan 
berarti KPUD dapat begitu saja melewati tahapan-tahapannya. 
Lembaga tersebut tetap harus menyerahkan berkas kepada 
DPRD, ke gubernur dan dilanjutkan ke Mendagri206.
Surat edaran atau SE itu dianggap sebagai alternatif 
penyelesaian benang kusut seputar pelantikan bupati terpilih. 
Departemen Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris 
Jenderal Depdagri Progo Nurdjaman menyatakan bahwa 
DPRD tidak punya kewenangan membatalkan hasil Pilkadal 
di wilayah bersangkutan. Dikatakannya lagi bahwa KPUD 
tidak bertanggung jawab kepada DPRD207. Hal itu semakin 
mempertegas bahwa selama ini otoritas dan garis koordinasi 
KPUD diberi wewenang oleh dan kepada Mendagri 
cukup besar. Kemudian dengan keluarnya SE itu semakin 
menunjukkan keluesan atau wewenang KPUD itu semakin 
bertambah, selama belum ditetapkan Perpu Pilkadal menjadi 
UU. Beberapa hal yang terlihat di sini ialah: Pertama, SE 
tersebut dapat menekan DPRD untuk menerima hasil 
keputusan pengadilan yang menentukan sah atau tidaknya 
205 Surat kabar Padang Ekspres, 13 Juli 2005.
206 Surat kabar Padang Ekspres¸ 13 Juli 2005.
207 DPRD Tidak Berwenang Batalkan Hasil Pilkadal” dalam Surat kabar 
Padang Ekspres, 11 Juli 2005. 
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hasil pemungutan suara oleh KPUD. Bila tidak diterimanya, 
maka kredibilitas DPRD dipertanyakan sehingga bakal 
muncul preseden buruk208. Kedua, SE itu tidak hanya menekan 
DPRD, namun juga KPUD. Ia harus tetap menjalankan 
tugasnya sesuai dengan UU Pilkadal, yaitu melaporkan hasil 
penetapan suara ke DPRD. Terkait dengan persoalan hukum, 
KPUD terpaksa menunda menyerahkan penetapan hasil 
perolehan suara ke DPRD. Prosedur dalam UU Pilkadal ialah 
hasil pemungutan suara dapat disampaikan apabila majelis 
hakim telah menetapkan keputusannya. Setelah ada ketetapan 
putusan itu, barulah KPUD menyerahkan berkas tersebut ke 
DPRD209. Keputusan pengadilan tergantung pada saksi-saksi 
dan aksi massa yang menekan atau mendesak KPUD atas 
dugaan dan kecurigaan mereka yang tertuju kepadanya. Di 
antaranya dugaan atau kecurigaan massa dan kandidat yang 
kalah terhadap penggelembungan suara, menghilangkan hak 
pilih yang terdaftar, kelalaian tidak terdatanya ribuan massa 
di KPUD. Ternyata beberapa kesaksian, dan aksi massa 
tidak berhasil menekannya dan tidak pula dapat meyakinkan 
pengadilan. 
Atas dasar keputusan pengadilan itu pula KPUD tidak 
mengeluarkan surat pembatalan pemungutan suara. Akhirnya 
KPUD baru menyerahkan hasil final penghitungan suara 
sekaligus kandidat bupati yang menang kepada DPRD. UU 
Pilkadal mengatur tentang penyerahan hasil pemungutan 
suara dan pengusulan kepala daerah oleh KPUD ke DPRD 
minimal tiga hari setelah penetapan peradilan210. Ketua 
KPUD Wirya Fansuri telah menyerahkan berkas pengadilan 
208 Hasil Pilkadal Belum Disalahkan dalam Surat kabar Padang Ekspres, 18 
Juli 2005.
209 Penyerahan Hasil Pilkadal Ditunda” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 
16 Juli 2005. 
210 Penyerahan Hasil Pilkadal Ditunda” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 
16 Juli 2005.
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dan nama calon bupati terpilih itu pada Senin, 11 Juli 2005. 
Artinya, secara prosedural KPUD telah menaati UU Pilkadal, 
dan hal ini pula yang menguntungkan KPUD untuk menjalani 
proses berikutnya. 
Sementara KPUD menunggu jawaban DPRD atas berkas 
yang diserahkannya, ketua KPUD Wirya Fansuri juga harus 
mengurus sidang pertama Pilkadal pada Selasa, 17 Juli 2005 
yang diadakan serentak di seluruh Pengadilan Tinggi (PT) 
Sumatera Barat. Sidang itu membahas sengketa penghitungan 
suara dan kecurangan dalam Pilkadal. Pihak penggugat ialah 
calon bupati dan wakil HM Yusuf SH dan Prof Dr Ir Isril 
Berd yang diwakili kuasa hukumnya Indra Cahya MD SE 
SH dan Yusrizal SH kepada KPUD. Kandidat ini adalah rival 
pemenang Pilkadal yang cukup diperhitungkan.  
Salah seorang saksi, Edwar melaporkan telah terjadi 
pencoblosan surat suara sebelum pemilihan dilakukan di PPS 
Limbo Panjang Kecamatan Lubuk Alung. Selain itu, ada 
juga saksi pelapor yang membawa persoalan money politics dan 
waktu itu Wirya Fansuri langsung bertindak sebagai termohon 
untuk mewakili penolakan atas laporan tersebut. Gugatan 
tentang money politics bukanlah wewenang PT namun dibahas 
sendiri dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN). 
Pelaksanaan persidangan itu nenunjukkan masyarakat 
sudah relatif melek dengan hukum dan Pilkadal tidak hanya 
memberikan pendidikan politik, namun juga pendidikan 
untuk hukum yang baik. Semakin tinggi kesadaran masyarakat 
terhadap penegakan hukum maka semakin berkurang pula 
praktek kekerasan dalam pemilu. Dengan demikian, kesadaran 
hukum masyarakat berbanding terbalik dengan praktek 
kekerasan massa. Penegakan hukum yang baik tergantung 
pada proses hukum yang dilalui. Proses hukum yang tidak 
sesuai dengan hukum itu sendiri akan lebih memperburuk 
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pendidikan politik masyarakat, sehingga citra hukum juga 
merosot. Penegakan hukum selama Pilkadal berlangsung 
menentukan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum, 
kepada KPUD sebagai penyelenggara pemilu, serta kepada 
negara. 
Tiga hari setelah KPUD menyerahkan penetapan dan 
berkas suara, ternyata DPRD belum juga menanggapinya 
ke upaya lanjut guna melantik bupati pilihan rakyat, dan 
ketua maupun wakil ketua DPRD memang tidak pernah 
mau menindaklanjutinya. Padahal, dalam aturan DPRD 
hanya diberi waktu tiga hari setelah diberitahu dan berkas-
berkasnya diserahkan oleh KPUD. Ternyata DPRD masih 
bersikap seperti sedia kala, tidak mengakui hasil Pilkadal dan 
tidak akan melantik bupati hasil Pilkadal 27 Juni 2005.
DPRD sebagai lembaga yang menyuarakan kepentingan 
rakyat sudah berperan cukup baik dalam mendidik kesadaran 
politik dan kesadaran hukum warga. Sikapnya yang komit 
(sebagian besar anggota dewan) terhadap keputusan sidang 
paripurna penolakan hasil Pilkadal tidak hanya diperlihatkan 
dengan sikap saja, namun ditindaklanjuti dengan serangkaian 
pembuktian di pengadilan Jakarta211.
Akan tetapi, tidak semua anggota dewan sependapat 
dengan pengunduran Pilkadal yang lalu, dan demikian juga 
dengan agenda pelantikan bupati terpilih. DPRD adalah 
lembaga tempat bertemunya pemain-pemain politik. Dalam 
bermain politik dibutuhkan seni dan tingkat sensitifitas yang 
tinggi terhadap segala perubahan yang cenderung terjadi setiap 
saat. Politik adalah institusi yang paling cepat berubah. Untuk 
itu pula para pemain politik harus pandai memerankan seni 
politik, kalau tidak akan mau tergelincir atau digelincirkan. 
Dalam sidang DPRD, seni politik juga diperlukan. 
211  Pimpinan DPRD Padang Pariaman Temui Gamawan Fauzi” dalam 
Surat kabar Singgalang, 24 Agustus 2005. 
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Bahkan dalam tingkat yang paling ekstrim sekali pun, 
seni politik dibutuhkan agar tidak timbul politik kotor212. 
Tingkat persaingan politik dalam Pilkadal 2005 cukup tajam. 
Kemungkinan terjadinya permainan politik kotor pun terbuka 
cukup lebar, karena relatif dekatnya masing-masing pemain 
politik, yaitu dalam satu kawasan Padang Pariaman. 
Kedekatan geografis itu menimbulkan solidaritas yang 
mudah dibangkitkan atau juga diredam. Sistem kekerabatan 
Minangkabau menjadi benang merah terhadap kemungkinan-
kemungkinan itu. Suatu ungkapan Minangkabau yang 
memiliki makna yaitu lebih sulit berurusan dengan sanak 
saudara dan orang sekampung dari pada berurusan dengan 
orang lain. Akan tetapi, dalam dunia politik semuanya bisa 
menjadi kemungkinan, dan yang hanya setia dalam politik 
adalah peraturan dan undang-undang. 
Akan tetapi, sejumlah pemain politik menilai bahwa selama 
masa Pilkadal berlangsung, terjadi kejanggalan-kejanggalan 
yang menyolok terutama dalam penerapan undang-undang. 
Para anggota dewan, politisi partai, dan pemain-pemain 
politik lainnya banyak yang tidak setia dengan undang-
undang Pilkadal. Terutama terlihat dalam masa persiapan 
pelantikan bupati213. Persiapan pelantikan bupati terpilih 
memang dilakukan oleh KPUD, kemudian diserahkan dan 
idealnya diterima oleh DPRD. Akan tetapi, karena dalam 
tubuh legislatif itu sendiri terjadi pengelompokan, yaitu 
kelompok yang pro dan kontra pelantikan bupati. Kelompok 
yang pro melakukan persiapan dan melantik bupati terpilih. 
Mereka tergabung dalam kelompok yang beranggotakan dua 
belas orang dari tiga puluh satu anggota DPRD. Mereka 
menamakan diri sebagai Aliansi Saiyo Sakato. Selebihnya 
212  Wawancara dengan Yulius Danil pada 2 Desember 2005.
213  Wawancara dengan Yulius Danil pada 2 Desember 2005.  
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adalah anggota DPRD yang kontra produktif dengan 
pelantikan itu.     
Tidak semua kelompok dua belas itu mendukung 
pelaksanaan Pilkadal sejak awal, namun ada juga yang semula 
menolak pelaksanaan Pilkadal. Mereka dengan cepat bisa 
berubah haluan, dari menolak hingga akhirnya mendukung 
pengesahan dan pelantikan bupati terpilih. Hal itu cocok 
dengan peribahasa Minang: di ma cindawan tumbuh, di sinan 
rumpuik disiang214. Anggota Aliansi Saiyo Sakato yang sejak 
semula bersikap menerima Pilkadal, ternyata tetap mendukung 
langkah-langkah KPUD hingga mereka mempersiapkan 
upaya pelantikan bupati. Keyakinan mereka semakin mantap 
untuk mendukung pelantikan itu hingga terjadi ketegangan 
politik yang cukup kuat dengan anggota dewan lain yang 
berbeda haluan. Mereka itu terlihat berpegang pada filosofi 
dan peribahasa Minang, sebagaimana yang dikutip pada awal 
bab ini: maambiak contoh ka nan sudah, mancaliak tuah ka nan 
manang. Peribahasa ini menggambarkan sikap yang bijak dan 
cerdik. Umumnya, mereka yang sejak semula setuju dengan 
pelaksanaan Pilkadal dan kemudian tergabung dalam aliansi 
itu adalah juga pendukung Muslim Kasim dalam pemilu. 
Sedangkan anggota dewan yang sejak semula menolak Pilkadal 
hingga dilakukan pelantikan itu umumnya mendukung bakal 
calon dan kandidat bupati yang kalah. 
Hal yang mencengankan banyak orang datang dari 
anggota dewan yang pro pelantikan itu. Tanpa diduga, 
mereka akhirnya mengantongi SE yang berbuah lahirnya SK 
tentang protokoler pelaksanaan paripurna pelantikan bupati 
terpilih215. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, 
bahwa SE itu memberikan kewenangan kepada KPUD untuk 
214  Wawancara dengan Yulius Danil pada 2 Desember 2005.
215  Wawancara dengan Yurli Anggota DPRD Padang Pariaman dari PPP, 
Desember 2005.
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tetap mengusulkan bupati terpilih kepada menteri. Artinya, 
jika berkas yang diajukan KPUD sudah di tangan menteri, 
maka dengan SE tersebut menteri memiliki alat yang cukup 
untuk melahirkan SK pelantikan yang sebelumnya sudah 
dikoordinasikan dengan presiden. 
Berpegang pada SE dan SK itulah anggota dewan 
pendukung pelantikan yang berjumlah dua belas orang 
tersebut membuat keputusan untuk membentuk panitia 
musyawarah (Panmus). Anggota Panmus DPRD itu di 
antaranya Drs. H. Chairuddin, Dasril A. Pasha, dan Indra 
Yudha. Dalam sidang Panmus DPRD pada Selasa, 30 Agustus 
2005 telah ditetapkan bahwa DPRD Padang Pariaman siap 
menggelar sidang Paripurna istimewa DPRD dengan agenda 
tunggal yaitu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Padang 
Pariaman216.
Pelantikan bupati terpilih yang direncanakan pada 
3 Septermber akhirnya ditunda menjadi 5 September. 
Pengunduran jadwal pelantikan itu mingindikasikan adanya 
persoalan teknis dan prosedur. Seyogyanya Panmus itu tidak 
hanya anggota dewan dari kelompok dua belas, namun atas 
nama DPRD yang beranggotakan tiga puluh satu orang. 
Sementara DPRD sendiri masih tetap pada pendiriannya. 
Mereka membantah ketidaksiapan pelaksanaan pelantikan 
itu, dan mengatakan Panmus siap bila kapan saja ditetapkan 
waktu pelantikan itu217.
Untuk mempersiapkan pelantikan, Panmus dibantu 
oleh Sekdakab. Padang Pariaman Drs. Zulwadi Dt. Bgd. 
Kali. Keikutsertaan Sekdakab. dalam persiapan pelantikana 
menandakan SE yang dikeluarkan oleh Mendagri meng-
amanahkan jajaran pemerintahan di kabupaten mendukung 
216 DPRD Siap Menggelar Sidang Istimewa Lantik Bupati dan Wakil 
Bupati Terpilih” dalam Surat kabar Haluan, 1 September 2005. 
217  Surat kabar Haluan, 1 September 2005.
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pelantikan bupati terpilih. Akan tetapi, tidak ada konsekuensi 
atau tindakan tegas dari Mendagri atas penolakan tugas 
sebagaimana yang dilakukan sejumlah anggota dewan, karena 
SE bukanlah serupa UU yang memiliki konsekuensi tegas. 
DPRD tetap tidak dianggap melakukan pelanggaran hukum.
Melakukan persiapan pelantikan dalam kondisi yang 
kontroversial memang hal yang sulit. Apalagi Panmus harus 
mempersiapkan pelantikan itu dengan matang, termasuk 
para undangan, dan mengantisipasi segala kemungkinan dari 
aksi protes massa. Bagaimanapun, pelantikan bupati yang 
kontroversial itu rawan ancaman aksi protes dan kekerasan. 
Selama melakukan tugas kepanitiaan itu anggota Panmus 
harus mempersiapkan sejumlah undangan. 
Dalam menyiapkan undangan itu, anggota dewan yang 
kontra mensinyalir bahwa telah terjadi tindakan melawan 
hukum dengan menggandaan stempel DPRD. Hal itu 
sebagaimana dinyatakan oleh Yulius Danil, dan dibenarkan 
oleh Plh DPC PDIP Soflihardi. Bahwa, dalam masa 
persiapan pelantikan itu, seorang anak kecil_tidak disebutkan 
namanya_pernah datang ke DPRD dan mengaku disuruh 
oleh Panmus untuk mengantarkan stempel DPRD, dan 
stempel itu ternyata berbeda dengan yang aslinya. 
Keterangan itu bisa membingungkan masyarakat, namun 
yang jelas pengembalian stempel itu oleh seorang anak kecil 
terasa janggal dan penuh tanda tanya. Kasus itu telah pula 
mereka laporkan ke Polda Sumbar.  Akan tetapi, mereka 
menegaskan bahwa tindakan penggandaan stempel DPRD 
itu dilakukan oleh Panmus, bukan oleh DPRD. Pernyataan 
yang terakhir ini menunjukkan dengan jelas bahwa terjadi 
perpecahan dalam tubuh DPRD sendiri.  
Undangan yang disebarkan oleh Panmus DPRD untuk 
pelantikan bupati terpilih ternyata ditandatangani oleh Drs. 
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H. Chairuddin Dt. Majolelo Basa. Undangan itu dibubuhi 
stempel DPRD Padang Pariaman. Nama Chairuddin tertera 
dalam undangan itu sebagai “tertanda Anggota Tertua 
DPRD Padang Pariaman”. Chairuddin terpilih dalam sidang 
Panmus sebagai pemimpin sidang istimewa. Ia kebetulan juga 
salah seorang Kepala Nagari di Padang Pariaman. Seorang 
Kepala Nagari didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. 
Ternyata lembaga dewan yang sarat dengan kepemimpinan 
formal diwarnai dengan pola kepemimpinan lokal, paling 
tidak dalam pelantikan bupati terpilih. 
Pelantikan bupati terpilih oleh anggota tertua DPRD 
Padang Pariaman mendapat tanggapan bernada cimeeh 
dari salah seorang anggota dewan yang kontra218. Adapun 
dasar anggota tertua sebagai pemimpin sidang istimewa 
itu berangkat dari SE, SK Mendagri dan PP219. Ketiganya 
mengatur segala yang tidak diatur UU sehubungan dengan 
Pilkadal. 
Semenjak Panmus DPRD menyiapkan pelantikan bupati 
terpilih, sejumlah anggota dewan yang kontra juga melakukan 
berbagai lobi politik. Tarik menarik antara yang pro dan 
kontra semakin kuat. Namun ternyata upaya mereka untuk 
membatalkan pelantikan itu tidak membuahkan hasil yang 
mereka harapkan. SK Mendagri sudah keluar dan agenda 
pelantikan bupati terpilih tidak mungkin dibatalkan. Usaha 
yang telah mereka coba untuk meyakinkan pihak terkait 
langsung dengan pelantikan itu ialah gubernur Gamawan 
Fauzi. 
Soflihardi salah seorang dari mereka mendatangi 
langsung gubernur di kegubernuran guna membicarakan 
segala yang berhubungan tentang dugaan pelanggaran hukum 
218  Wawancara dengan Soflihardi pada 3 Desember 2005. 
219  Wawancara dengan Chairuddin pada 6 Desember 2005.
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oleh kelompok dua belas di DPRD. Gubernur atas nasehat 
pakar tata negara Saldi Isra melalui telepon genggamnya, 
menyarankan agar persoalan politik selesaikan secara politik, 
dan masalah hukum selesaikan secara hukum dan sekaligus 
telah melaporkan ke Polda Sumbar220. Demikian juga dengan 
Ketua DPRD Yulius Danil yang menemui gubernur 23 
Agustus 2005. Ia sebagai pimpinan DPRD juga berusaha lagi 
meyakinkan gubernur. 
Mereka atas nama DPRD menyatakan bertindak untuk 
tegaknya hukum dan keadilan221. Anggota dewan masih 
merasakan adanya konspirasi politik antara pemerintah 
kabupaten dan daerah, penyelenggara pemilu, dan bahkan 
dengan lembaga hukum sendiri. Mereka menduga kuatnya 
nuansa konspirasi politik terasa dari jawaban yang relatif 
sama yaitu persoalan politik diselesaikan dengan politik, 
persoalan hukum diselesaikan dengan hukum. Mereka juga 
memandang bahwa dalam konspirasi yang penting adalah 
hasil dan pertanggungjawabannya di akhir. Mencermati 
perkembangan protes yang dilakukan anggota DPRD itu, 
DPRD semakin kehilangan arah dan tampak tidak berdaya 
oleh sistem baru yang berlaku. DPRD sebagai wakil rakyat 
menunjukkan ketidakpercayaannya kepada pemerintah, dan 
secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepercayaan 
masyarakat luas terhadap sistem dan pemerintah. 
Mereka juga tampak frustasi menghadapi polemik 
Pilkadal. Salah satu kendala yang dapat menjebak anggota 
dewan dalam Pilkadal ialah relatif masih rendahnya 
pemahaman mereka tentang hukum. Wajar, karena sebagian 
besar anggota dewan yang dipilih langsung oleh rakyat 
pada pemilu 2004 lalu masih dalam tahap belajar. Sebagai 
contoh, DPRD belum sepenuhnya memahami atau tidak 
220  Wawancara dengan Soflihardi pada 3 Desember 2005.
221  Wawancara dengan Yulius Danil di DPRD pada 2 Desember 2005. 
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mau memahami kesepakatan “penundaan tahapan pilkadal”. 
Dalam bahasa hukum jelas hal itu berarti bukan pilkadal yang 
ditunda, melainkan tahapannya. 
Akhirnya, setelah melalui berbagai protes, tekanan dari 
DPRD, serta urusan yang berbelit-belit, SK Muslim Kasim-
Ali Mukhni ada ditangan gubernur. Sidang istimewa DPRD 
yang dipimpin oleh anggota tertua DPRD itu digelar 5 
September 2005 di DPRD Padang Pariaman. Undangan 
tidak banyak hadir.Meskipun demikian, sidang itu tetap sah. 
Gubernur sendiri menyatakan, meski sidang istimewa hanya 
dihadiri dan ditandatangani oleh satu orang, sidang tetap sah. 
Hadir ketika itu gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, 
sebelas dari kelompok dua belas_ salah satunya dirawat di 
rumah sakit dan tiga orang adalah anggota Partai Golkar222, 
dan ajaran pemda kabupaten dan elit lokal. Pelantikan 
bupati pilihan rakyat itu dinyatakan sah, terlaksana dengan 
aman dan lancar. Meski SK bupati Padang Pariaman sudah 
sah diterima, namun ia masih harus menghadapi sejumlah 
kesaksian dan tuntutan di pengadilan sehubungan dengan 
Pilkadal. Muslim Kasim-Ali Mukhni adalah kepada daerah 
yang fenomenal dari Pilkadal yang dinamis.   
7. Visi Misi Bupati Terpilih 
Visi-misi para calon bupati Padang Pariaman dan 
barangkali juga calon kepala daerah manapun dalam Pilkadal 
2005, pada umumnya terkesan fantastis dan bombastis. 
Betapa tidak, visi-misi itu dibuat pertama kali dengan tujuan 
untuk menyenangkan hati rakyat. Ia dirancang sedemikian 
rupa untuk menghadapi saingan politik. Akan tetapi, 
mengingat Pilkadal 2005 tidak ubahnya seperti kontestan 
222  Wawancara dengan Ketua Golkar Padang Pariaman H. Faisal Arifin 
Rangkayo Majo Basa, pada 5 Desember 2005.
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‘penghuni rumah terakhir’ yang penuh dengan intrik sekaligus 
menuntut ketangguhan mental, kerja sama, dan kemampuan 
untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, apakah 
sikap ‘manis di mulut’ dengan menawarkan visi-misi dengan 
gaya penyampaian nyaris tidak jauh berbeda, yang terkesan 
fantastis dan bombastis itu juga sebuah tuntutan. 
Dalam politik praktis selama Pilkadal 2005 terbuka 
peluang besar terjadinya persaingan langsung dan terbuka 
antar elit politik maupun antar massa pendukung. Namun 
persaingan pada elit politik itulah sesungguhnya yang menjadi 
biang dinamika (baca: konflik) politik. Persaingan dalam 
politik tidak terlepas dari usaha mencapai kekuasaan atau 
demi kepentingan Potensi persaingan dalam Pilkadal 2005 
terutama di Padang Pariaman yang menjurus pada konflik 
kekerasan cenderung disebabkan oleh adanya perebutan 
kekuasaan dan kepentingan itu. 
Arus bawah yang terlibat langsung hampir dalam setiap 
tahapan Pilkadal 2005 cenderung terlihat sebagai client dan 
elit politik sebagai patron. Patron itu sudah jelas elit politik 
yang berpengaruh atau partai politik tertentu selama Pilkadal 
2005 berlangsung hingga pasca Pilkadal. Patron akan berusaha 
paling tidak berjanji dalam visi-misinya untuk mensejahterakan 
massa pemilih, simpatisan, dan kader politiknya. 
Sebaliknya, client memberikan loyalitas berupa dukungan, 
pilihan, kesetiaan, dan bahkan pembelaan terhadap patron 
yang bisa menjurus lepasnya kontrol emosi mereka sebagai 
massa simpatisan partai atau pendukung calon tertentu. 
Client ini dimaknai sebagai kelompok massa akar rumput 
yang berada pada level terdekat dengan partai politik atau 
dengan pasangan calon bupati tertentu. 
Akan tetapi, bagi massa akar rumput juga bukan tanpa 
alasan memberikan loyalitasnya dengan berbagai upaya 
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kepada elit politik atau partai politik. Bagaimanapun, mereka 
setidaknya hanya bisa berharap mendapatkan ‘sesuatu’ yang 
menguntungkan mereka sebagai massa akar rumput. Hal 
itu tidak terlalu jauh dengan persoalan keuntungan, materil 
maupun non materil. 
Massa akar rumput itu umumnya masyarakat yang dapat 
dikatakan tidak terlalu melek dengan politik, namun mereka 
juga bukan awam sama sekali dengan persoalan yang sedang 
hangat di daerahnya. Mengenai pemilu kepala daerah pada 
27 Juni 2005 lalu secara serentak di sebagian besar daerah 
Indonesia adalah yang pertama kalinya melibatkan arus 
bawah secara langsung. Potensi konflik tidak hanya terjadi 
pada tingkat elit politik, namun juga di tingkat akar rumput 
itu terutama mereka yang menjadi client. Mereka yang 
menjadi client bagi patronnya ternyata juga punya kepentingan 
atas upaya mereka memperjuangkan suatu partai politik atau 
pasangan calon kepala daerah dalam Pilkadal 2005. 
Visi-misi juga tidak mustahil menjadi sumber terjadinya 
persaingan yang tidak sehat pada kedua elemen itu, yaitu 
antara elit politik, termasuk partai politik serta pasangan 
calon bupati dengan massa akar rumput. Dalam hal ini, 
yang dituntut adalah sikap penerimaan rakyat kedua unsur 
itu terhadap massa yang mendukung suatu calon pemimpin. 
Apakah pilihan mereka berangkat dari visi-misi yang 
ditawarkan atau dari profil calon pemimpinnya. Demikian 
berarti visi-misi memang harus dirumuskan secara hati-hati 
dan memenuhi selera serta kebutuhan massa pemilih secara 
realistis atau rasional. Itulah upaya riil yang perlu ditekankan, 
terutama kepada partai politik dan kepada calon kepala daerah 
yang diusungnya. 
Upaya untuk memperbaiki Padang Pariaman ke depan 
tidak lain dengan mengembangkan semangat demokrasi, 
177
salah satunya tercermin dalam penyampaian visi-misi untuk 
mempengaruhi massa itu. Hal itu dilakukan jika elit dan 
partai politik tidak ingin massa pemilih terjerumus hanya 
karena terkesima oleh profil pemimpin atau bahkan hanya 
karena profil partainya, bukan oleh kecerdasan masyarakat itu 
sendiri dalam menilai visi-misi yang ditawarkan.
Seyogyanya, hanya dengan mengandalkan visi-misi, 
termasuk di dalamnya menunjukkan jiwa kepemimpinan 
dan niat tulus untuk memajukan Padang Pariaman, calon 
kepala daerah yang mengikuti kontestan pemilu dapat saling 
berusaha secara sportif agar rakyat bermurah hati memilih 
mereka. Akhirnya diharapkan salah satu dari mereka pun 
benar-benar menjadi bupati terpilih yang didambakan dan 
diandalkan tanpa ada keraguan dari masyarakat Padang 
Pariaman untuk epriode 2005-2010. 
Membuat visi-misi untuk mempengaruhi massa itu ibarat 
membuat naskah lomba karya tulis, maka dibuatlah karya 
yang sesuai dengan selera dewan juri dan kepentingan institusi 
yang menyelenggarakannya, sehingga bisa memenangkan 
kompetisi. Demikian juga dengan menyusun visi-misi, maka 
dirumuskanlah beramai-ramai. Tidak hanya merumuskannya 
dengan calon pasangan masing-masing, namun juga dengan 
partai politik yang mengusung mereka, dalam segala tingkatan 
agar visi-misi tampil menarik dan mencakup segala aspek 
yang dipastikan tidak memiliki cacat sama sekali. 
Bagaimanapun, politik dikatakan panglima yang 
menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan 
berbagai kehidupan lainnya. Semuanya itu dalam politik harus 
mendapat perhatian. Hal itu dinyatakan atau dipresentasikan 
dalam setiap kampanye, yaitu ketika menyampaikan visi-
misi. Mereka menjanjikan kepada masyarakat untuk 
memperbaiki semua aspek tersebut, seolah-olah dapat 
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mencapai kesempurnaan yang dijanjikan dalam waktu hanya 
lima tahun ke depan. Janji mereka itu membawa emosi 
masyarakat ke dunia fantasi. Sebagian masyarakat pun sudah 
terlanjur terkesima dengan janji seperti itu, sampai akhirnya 
mereka menetapkan pilihan kepada salah satu pasangan 
yang berkompetisi dalam Pilkadal 2005. Visi-misi menjadi 
landasan massa untuk memilih salah satu pasangan calon 
kepala daerah. Namun bagi massa yang terlanjur terkesima 
atau fanatis terhadap partai yang diusung oleh calon kepala 
daerah yang berkompetisi, sudah jelas mengabaikan visi-misi 
yang ditawarkan. 
Siapapun sulit untuk mewujudkan semua janji politik itu 
dalam taraf kesempurnaan. Namanya saja janji politik. Siapa 
takkan menyangsikan, yang terjadi adalah mempolitisir janji. 
Taruhannya, bila mereka menjadi pemimpin yang dipilih 
rakyat sendiri ternyata tidak mampu memenuhi jangankan 
semua janji, salah satu saja dari janjinya itu maka nasibnya 
tidak akan jauh berbeda dengan nasib pemimpin negara ini. 
Rakyat yang memilih mereka, dan rakyat pula yang kuasa 
menjatuhkan mereka dengan cara-cara yang lazim semenjak 
reformasi bergulir. Sebut saja seperti yang dialami presiden 
terpopuler sepanjang masa reformasi ini, SBY atau Soesilo 
Bambang Yudhoyono. Ternyata ia tidak luput dari caci maki 
rakyat hanya karena mereka kecewa oleh kenaikan BBM yang 
dipaksakan. Pemimpin memang pemegang kebijakan, dan 
hidup rakyat tergantung pada kebijakan yang dirumuskan 
dalam visi-misi mereka yang disampaikan ketika pemilu 
berlangsung.
Sebelum lebih jauh memahami visi-misi kepala daerah 
Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi pemenang 
Pilkadal 2005, ada baiknya lebih dulu memahami visi-misi itu 
sendiri. Secara umum, visi-misi bagi para calon kepala daerah 
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sangat penting sebagai acuan pertimbangan masyarakat untuk 
memilih satu pasang pemimpin yang mereka anggap paling 
aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsinya juga 
sebagai acuan bagi pemimpin terpilih dalam menjalankan roda 
pemerintahan, sekaligus acuan masyarakat untuk mengontrol 
jalannya pembangunan, sebagaimana yang telah dibuat dan 
dijanjikan dalam visi-misi yang peserta ajukan selama masa 
Pilkadal 2005 berlangsung. 
Secara khusus, guna visi-misi sebagai acuan dasar 
pembangunan, permberdayaan dan pengembangan Kabupaten 
Padang Pariaman di masa mendatang, merumuskan tujuan 
dan sasaran yang tepat dan menentukan skala prioritas, 
merumuskan program-program kerja yang terukur untuk 
jangka pendek, menengah dan panjang, serta menyusun 
strategi dan pendekatan yang tepat dalam melaksanakan 
berbagai program yang sudah ditentukan223. 
Kepala daerah Padang Pariaman terpilih, Muslim 
Kasim-Ali Mukhni, kini telah mengemban tugas dengan 
menuruti tuntutan visi-misinya. Meski masih diliputi 
suasana pelantikan dan masa awal melaksanakan tugas, 
mereka seringkali mendapat tanggapan bahkan kritikan. 
Rakyat menuntut mereka untuk lebih serius memperbaiki 
kemitraan dengan lembaga legislatif dan partai politik lain, 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 
Padang Pariaman, ketimbang mereka memikirkan sejumlah 
besar dana yang sudah habis untuk proses Pilkadal 2005.   
Merumuskan visi-misi bagi calon pemimpin Kabupaten 
Padang Pariaman tidaklah gampang, karena banyak 
permasalahan, strategi, pertimbangan, dan target yang harus 
dimatangkan sebelum terlanjur ‘dijual’ kepada massa pemilih. 
Calon pemimpin dituntut memahami secara mendalam 
223  Visi Misi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Iqbal Alan Abdullah 
dan Yulius Danil, 07 April 2005.
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tentang kondisi daerah, sumber daya alam, sumber daya 
manusia yang ada, dan tentang kemungkinan terjadi kendala 
serta perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat 
di Kabupaten Padang Pariaman. Hal terpenting adalah 
memahami bahwa visi-misi juga sebagai gambaran pribadi 
calon pemimpin, seperti kecerdasan, kepiawaian, etos kerja, 
optimisme, dan moral-etika pemimpin. 
Memang harus diakui bahwa visi-misi tidak dibuat dan 
dirumuskan oleh masing-masing calon bupati, namun disusun 
secara matang bersama partai politik yang mengusung mereka. 
Setidaknya, dalam menyusun visi-misi itu sudah termasuk ide 
dan sikap politik dari masing-masing individu calon bupati. 
Jika tidak bersumber atau tidak disetujui dan disanggupi 
oleh calon pasangan bupati partai yang mengusung mereka, 
mustahil visi-misi dibuat dan disebarkan kepada massa 
pemilih. Hal yang melandasi visi-misi dapat disebarluaskan 
kepada massa pemilih ialah unsur pertanggungjawaban 
terhadap pelaksanaan visi-misi itu, jika calon tersebut meme-
nangkan Pilkadal. 
Kenyataan lain yang tidak boleh dilupakan ialah tidak 
semua calon bupati Padang Pariaman berasal dari partai 
politik yang mengusung mereka. Mereka sebagian besar 
bukan kader partai politik di Padang Pariaman 
Setidaknya, proses pematangan visi-misi sebelum ‘dijual’ 
oleh masing-masing calon bupati itu mulanya melalui proses 
yang cukup rumit, panjang, dan penuh pertimbangan. 
Bahkan untuk menghasilkan visi-misi itu tidak ayal terjadi 
pula kompromi politik antarpartai yang berkoalisi atau 
antarindividu calon itu sendiri, yaitu calon bupati dengan 
calon wakil bupati atau antara mereka dengan partai politik 
yang mengusung mereka. 
Pola perumusan visi-misi sedemikian itu memiliki 
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nilai kontrol yang cukup tinggi terhadap masing-masing 
komponen yang berkompromi untuk mengusung pasangan 
calon bupati. Kontrol yang cukup itu muncul karena masing-
masing komponen tidak ingin merasa dikecewakan oleh 
komponen yang lain dalam kelompok yang berkompromi 
itu. Mengecewakan salah satu komponen politik itu berarti 
sama saja dengan melakukan pengkhianatan, karena caranya 
bisa dengan merusak citra politik atau citra pasangan calon 
bupati_bila hal itu terjadi pasca Pilkadal. Kecenderung seperti 
itu terjadi selama Pilkadal berlangsung di Padang Pariaman, 
sebagaimana persoalan interen sejumlah partai politik di 
daerah itu mencuat ke permukaan yang membuat KPUD 
menunda tahapan Pilkadal 2005. 
Namun, dalam teorinya dikatakan bahwa setiap individu 
yang dicalonkan atau menggunakan partai politik tertentu 
sebagai kendaraannya dan memenangkan Pilkadal, maka ia 
sudah dianggap sebagai kader partai tersebut, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Pramonom Anung sekedar hendak menekankan 
di sini bahwa PDIP memakai prinsip itu224. Hal lain yang meski 
harus diakui pula bahwa dalam konsepnya atau bahkan dalam 
kenyataannya, bila mereka sudah memenangkan Pilkadal, wakil 
bupati tidak banyak menentukan kebijakan. Ia dianggap lebih 
sebagai mitra kerja yang dapat diandalkan terutama sewaktu 
bupati berhalangan bertugas, karena bupatilah yang banyak 
menentukan kebijakan politik dan pembangunan sebagaimana 
yang digariskan dalam visi-misi mereka.   
Selain itu, visi-misi juga menjadi gambaran ideologi 
masing-masing calon kepala daerah yang bertarung dalam 
Pilkadal. Pertimbangan seseorang merumuskan visi-misi 
tentu dengan mengetahui latar belakang Padang Pariaman dan 
kondisinya dengan lebih baik. Visi-misi dapat disampaikan 
224  Surat kabar Padang Ekspres, 11 Juli 2005.
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melalui media lisan yaitu kampanye di lapangan dan dari 
orang per orang atau kepada sekelompok orang. Selain itu 
melalui media tulisan adalah surat kabar, pamflet, selebaran, 
surat-surat khusus. Hal itu jika ada, yaitu semacam surat 
perjanjian kepada kader partai tertentu untuk setia memilih 
calon yang diusungnya, dan buku; Terakhir melalui media 
elektronik ialah televisi, radio dan telepon atau SMS. Hakikat 
menyampaikan visi-misi melalui berbagai media itu tidak 
lain untuk mempengaruhi masyarakat seluas-luasnya, dari 
berbagai level dan status sosial. Dalam kerangka ini, hal itu 
secara umum disebut kampanye. Lebih jelasnya, kampanye 
berarti kontes yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi 
politik atau beberapa calon yang bersaing memperebutkan 
kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat 
dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara225. 
Melalui berbagai media kampanye bisa terjalin komu-
nikasi dengan massa, dan komunikasi itu sampai kepada 
massa tergantung pada metode. Metode komunikasi kepada 
masa dapat searah atau dua arah dan metode langsung atau 
tidak langsung. Media kampanye dapat menimbulkan saling 
berinteraksi, dan media itu menggunakan metode komunikasi 
dua arah dan secara langsung. Metode ini biasanya efektif 
untuk mempengaruhi masa pemilih dalam setiap pemilu, yaitu 
dalam tahapan menyampaikan visi-misi saat kampanye pemilu. 
Namun, berhasil atau tidaknya tim kampanye menyampaikan 
informasi dan visi-misi sehingga mempengaruhi massa 
pemilih, tergantung kepada kemampuan komunikasi tim itu 
dalam berkampanye. Kemampuan itu adalah kunci dalam 
setiap berkampanye, dan keberhasilan berkampanye adalah 
modal seseorang terpilih sebagai pemimpin suatu daerah 
dalam sistem demokrasi.   
225  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, hal. 383. 
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Metode komunikasi satu arah dan tidak langsung 
biasanya terjadi melalui media komunikasi seperti tulisan dan 
elektronik. Dalam menyampaikan visi-misi dengan metode 
seperti itu juga ditentukan oleh media yang digunakan. Media 
eletronik seperti televisi dan radio memiliki daya jangkau yang 
cukup luas dewasa ini, namun sisi lain. Namun kelemahannya 
terletak pada teknis mengkemas informasi yaitu visi-misi 
tersebut yang cenderung menentukan. Budaya masyarakat 
terutama di Padang Panjang memang relatif masih besar pada 
tradisi lisan (mendengar dan berbicara). Media seperti itu.  
Kemampuan seseorang  itu mengacu kepiawaian calon 
bupati tertentu atau tim suksesnya mempengaruhi masa 
pemilih dengan menyampaikan visi-misi, memberi simpati, 
serta membangun kharisma. Bisa jadi dengan cara-cara 
yang halus sekali pun, seperti memberi dana bantuan atau 
sumbangan sosial, suatu cara agar tidak terkesan menyalahi 
aturan. Tentu saja yang terakhir ini lebih besar bagi timbulnya 
peluang polemik, ditandai dengan munculnya masa yang 
simpati, anti pati, atau masa oportunis. 
Masa yang simpati dengan senang hati menerima bantuan 
itu, sekaligus loyal untuk akhirnya memilih seseorang calon 
bupati dan wakil bupati dalam Pilkadal 2005. Sebaliknya 
dengan masa yang anti pati, mereka tidak ingin dan tidak bisa 
terpengaruh oleh berbagai bantuan selama hal itu dalam masa 
Pilkadal. Hal itu bahkan bisa menjadi benih kecemburuan 
yang berpuncak pada konflik dalam masyarakat dan elit 
politik. 
Namun lazimnya, visi-misi para calon bupati Kabupaten 
Padang Pariaman disampaikan dalam agenda kampanye, 
salah satu tahapan Pilkadal 2005. Ketika kampanye para calon 
pernah mempublikasikan visi-misinya dalam media massa. 
Cara seperti itu memungkinkan visi-misinya dikenal baik 
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oleh banyak masyarakat dari berbagai lapisan. Penyampaian 
visi-misi dengan media tulisan sangat mudah dicerna dan 
diterima oleh masyarakat, baik di Padang Pariaman maupun 
orang Padang Pariaman yang berdomisili di daerah lain 
dan akan memilih di kampung halamannya. Hal itu sangat 
berbeda hasilnya bila hanya mengandalkan penyampaian visi-
misi dengan media lisan. 
Kendala selama kampanye untuk menyampaikan visi-
misi biasanya selalu oleh faktor keterbatasan waktu ber-
kampanye, tuntutan kemampuan lisan seorang pembicara, 
serta jumlah massa yang diharapkan lebih besar namun satu 
sisi ternyata mereka kesulitan menangkap visi-misi calon 
bupati dalam kampanye yang mereka hadiri. Tidak jarang 
masa yang mengikuti kampanye lebih tertarik kepada artis, 
dan tidak banyak yang serius mendengarkan visi-misi, atau 
bahkan kondisi terburuk bisa terjadi bentrok masa. Padahal, 
penyampaian visi-misi adalah momen yang paling penting 
dalam setiap kampanye.   
Adapun visi-misi yang diangkat oleh pasangan bupati 
Muslim Kasim dan Ali Mukhni, dan kini diembannya 
selama menjabat sebagai bupati pilihan rakyat untuk lima 
tahun kedepan, telah pernah ia publikasikan dalam media 
masa lokal. Publikasi itu sebagai salah satu upaya mereka 
mensosialisasikannya kepada khalayak. Berikut adalah visi-
misi yang diemban oleh Bupati Padang Pariaman, Muslim 
Kasim-Ali Mukhni antar lain “Mewujudkan Masyarakat 
Padang Pariaman yang mencerminkan Adat Basandi Syara’, 
Syara` Basandi Kitabullah melalui pembangunan ekonomi, 
masyarakat, dan pemerintahan, sesuai dengan prinsip otonomi, 
good governance dan kerja sama antarnagari dan rantau secara 
nasional dan internasional, dengan misinya 226; 
226  (Padang Ekspres, 14 April 2005).
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1. Meningkatkan SDM aparatur dan pemerintahan 
sehingga lebih berkualitas dan dapat bersaing di 
era global. 
2. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dan 
memberdayakan lembaga ekonomi masyarakat 
berbasis nagari.
3. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan 
peran dan memberdayakan institusi kemasya-
rakatan. 
4. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 
yang disertai dengan pengawasan yang jelas dan 
terarah.
5. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan 
bertaqwa, beradat dan berbudaya. 
Strategi Pembangunan yang dilakukan
1. Meningkatkan dan membangun masyarakat 
Padang Pariaman yang sehat dan bersih. 
2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 
keimanan dan mengamalkan ajaran agama serta 
menjungjung tinggi nilai adat istiadat dalam 
kehidupan.
3. Membangun pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, berdisiplin dan memiliki kinerja yang 
baik. 
4. Membangun dan memulihkan perekonomian 
masyarakat.
5.  Meningkatkan pendapatan daerah, terutama 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam permberdayaan dan pelaksanaan pemerin-
tahan dan pembangunan, terutama dilakukan 
186
dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi 
penerimaan asli daerah. 
Sembilan Kawasan Strategis:
1. Pasar Lubuk Alung.
2. Wisata Religius Makam Syekh Burhanuddin. 
3. Rest Area di Malibou Anai. 
4. Strategis Gerbang Bandara Ketaping.
5. Kota Mandiri 
6. CBD Kawasan Bandara Internasional Ketaping 
7. Embarkasi Haji 
8. Pasar Induk 
9. Terminal Bus Regional 
8.	 Profil	Singkat	Bupati	Padang	Pariaman	Muslim	
Kasim Periode 2005-2010
Bupati Padang Pariaman terpilih dalam Pilkadal 27 Juni 
2005 memiliki nama lengkap Drs. H. Muslim Kasim, Ak, 
MM., Dt. Sinaro Basa. Ia lahir di Pakandangan Kecamatan 2 
x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar 
28 Mei 1942. S1 Akuntansi ia selesaikan di Universitas 
Padjajaran Bandung pada tahun 1976, dan program magister 
(S2) diselesaikannya di UNP (2004). Muslik Kasim pernah 
mengikuti berbagai pendidikan tambahan seperti Intensif 
Training Program on Food Policy in a Changing World by 
Prod dr Walter P Falcon, and Director Food Research Institude 
Stanford University USA (1983), Sepadya Bulog Angkatan 
XIII (1988) dan meraih rangking 1, Sespanas Angkatan XI 
LANRI (1989) meraih rangking 5. 
Muslim Kasim pernah juga mengikuti berbagai seminar 
dan studi banding ke luar negeri, di antaranya negara-
negara ASEAN seperti Filiphina, Thailand, Malaysia, serta 
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Hongkong dan Singapura (1984), Australisa (1997), Yordania 
dan Israel (1995), dan terakhir ke Abu Dhabi (1996). 
Karir banyak dihabiskan di Badan Urusan Logistik 
(Bulog). Ia bertugas di Inspektorat Bulog (1976-1978), 
Inspektorat pembantu Bulog (1978-1984), Kepala Bidang 
Administrasi Keuangan Dolog Jawa Timur (1984-1992), 
Wakil Kepala Dolog Jawa Timur (1992-1994), Kepala Dolog 
Bali (1994-1994), dan Kepala Dolog Sumatera Barat (1998), 
sebelum akhirnya menjadi Bupati Padang Pariaman periode 
2000-2005. 
Berhasilnya Muslim Kasim melenggang ke kursi peme-
rintahan untuk kedua kalinya ini membuktikan bahwa ia 
seorang politikus dan birokrat yang tangguh dalam melakukan 
loby-loby politik227. Sebagai tanda ia juga mahir dalam 
loby-loby politik, bahwa setelah berhasil dalam Pilkadal, ia 
berharap dirinya bersama wakil bupati yang digandeng dapat 
melakukan hubungan harmonis atau loby-loby yang baik 
kepada Pemerintah Pusat, ke Provinsi maupun dengan pihak 
ketiga atau investor. 
Muslim Kasim dikenal sebagai sosok pemimpin yang 
merakyat. Acara berburu tupai itu termasuk salah satu program 
yang didukung Muslim Kasim. Program itu termasuk upayanya 
dalam perbaikan ekonomi masyarakat Padang Pariaman yang 
sebagian besar bergantung pada hasil panen kelapa. Program 
seperti itu ternyata juga mampu mendekatkan dirinya kepada 
tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat seperti M. Yunis 
banyak berinteraksi dan mempunyai kesempatan yang cukup 
besar untuk berbicara kepada anggota persatuannya dan 
masyarakat luas. Ia dengan sendirinya juga mempunyai andil 
atas terpilihnya Muslim Kasim dalam Pilkadal ini.   
Dapat diartikan bahwa Muslim Kasim mampu mem-
227 Hal itu diperkuat oleh pernyataannya yang dikutip Surat kabar Haluan, 
3 Maret 2005.
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buktikan janjinya dengan visi-misinya kepada rakyat ketika 
pemilihan dirinya di DPRD pada periode pertama kali ia 
menjabat sebagai Bupati. Bukanlah hal yang berlebihan bila 
kepercayaan yang ia berikan kepada rakyat pada periode 
pertama kepemimpinannya mampu menarik hati masyarakat 
Padang Pariaman. Kepercayaan itu tidak hanya menarik hati 
masyarakat di kampung halaman, namun tidak sedikit di 
perantauan sehingga mereka menyatakan dukungannya. 
Hal lain yang memungkinkan mereka tetap mendukung 
Muslim Kasim, meski mereka belum banyak mendapat 
gambaran tentang bursa balon Bupati dan Wakil Bupati 
Pilkadal 2005 ialah masyarakat sudah banyak belajar dari 
pengalaman pola kepemimpinan daerah selama ini. Bila 
kepala daerah sudah berganti, maka program pembangunan 
daerah yang menjadi visi-misi pemimpinnya terbengkalai atau 
belum terwujud dalam waktu relatif singkat, dapat dengan 
mudah diganti oleh pemimpin yang baru. Hal ini dapat dilihat 
sebagai bentuk kearifan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.   
 Kedekatan Muslim Kasim tidak hanya terlihat dengan 
hadirnya ia dalam sejumlah acara rakyat, namun ia dikenal 
sebagai sosok yang bisa masuk ke dalam hati rakyat, seperti 
melantunkan nyanyian pada sejumlah pertemuan228. Menurut 
Azwar Tk. Sidi ia dikenal dekat dengan masyarakat, mulai 
dari lapisan bawah sampai kepada tingkat pemimpin seperti 
ninik mamak para panghulu kaum, buya, ulama dan tuangku, 
cerdik pandai, bundo kanduang, dan kapalo mudo229.
Masyarakat juga mengenalnya sebagai sosok yang 
terbuka dan demokratis. Tidak jarang ia meminta tanggapan 
masyarakat atas program yang telah dijalankan selama masa 
pemerintahannya, sebagaimana pernah ia sampaikan bahwa 
228  Surat kabar Serambi Post, 7-13 Maret 2005.
229  Surat kabar Haluan, 12 Mei 2005.
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“Bila ada kekurangan di sana sini sampaikanlah dengan 
baik, kita akan sikapi230 Sudirman Gani mantan Pj Bupati 
Padang Pariaman mengatakan bahwa selama Muslim 
Kasim memerintah lima tahun lalu, terbukti “pendapatan 
perkapita masyarakat setiap tahunnya terus meningkat seiring 
meningkatnya PAD231.
230  Surat kabar Serambi Post, 7-13 Maret 2005.
231  Surat kabar Haluan, 12 Mei 2005.
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BAB VI 
KEMENANGAN MUSLIM KASIM-ALI 
MUKHNI 
DI MATA RANG PIAMAN
Pemilu badunsanak
Tidakada yang menang, tak ada yang kalah 
Pemenangnya adalah rakyat 
Bupati pilihan rakyat
Kini 
Bersorak sorai tak selesaikan masalah 
Saatnya menyatukan perbedaan
Nasib Padang Pariaman 
tergantung rang Piaman
Pilkadal 2005 adalah pesta demokrasi bersejarah itu. 
Dinamikanya menyedot banyak perhatian dan energi 
sejumlah elemen masyarakat. Baik pasangan yang menang, 
yang kalah, DPRD, elit politik, tokoh masyarakat, maupun 
massa akar rumput. Pilkadal 2005 di Padang Pariaman 
sarat dengan konspirasi politik: intrik, isu praktek politik 
uang, kampanye hitam, demonstrasi, dualisme lembaga, dan 
diwarnai konsolidasi. Perpecahan terjadi di tubuh legislatif 
dan dengan eksekutif. Mengkhawatirkan banyak orang. 
Tidak sedikit yang mengomentarinya di media massa lokal 
bahkan nasional. Namun lebih banyak lagi tanggapan yang 
tidak terpublikasikan. 
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1. Ketika Yang Kalah Mencari Keadilan
Baru saja delapan hari bupati Padang Pariaman Muslim 
Kasim dilantik sejak 5 September 2005, ia sudah duduk di 
kursi sidang Pengadilan Negeri (PN) Pariaman pada 13 
September 2005. Sebagaimana Padang Ekspres, 14 September 
2005 mewartakan Muslim Kasim datang bersama beberapa 
orang kerabatnya, didampingi dua orang kuasa hukum, 
masing-masing Zulbahri, SH dan Gusti Randa, SH. Mereka 
terlebih dulu sampai di gedung pengadilan. Para pengunjung 
sidang tak hanya berasal dari kalangan masyarakat, juga hadir 
beberapa anggota DPRD Padang Pariaman di antaranya 
Dasril Yani Pasha, Indra Yudha, Abuzar Yahya dari Fraksi 
Golkar, Alirisa dari PAN serta Yurli dari PPP. Pada 
kesempatan itu juga nampak hadir Kabag Inforkom Pemkab 
Padang Pariaman, Drs. Rasidin Ali.       
Muslim Kasim bersama sejumlah masyarakat yang simpati 
maupun yang meraguinya turut menyaksikan persidangan 
itu. Ia didakwa atas tuduhan money politics. Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) menyebut peristiwanya terjadi ketika mendekati 
hari Pilkadal 2005. Dakwaannya, ia sengaja memberi atau 
menjanjikan uang sebesar Rp 1.200.000 atau materi lain 
kepada saksi, yaitu ketua pemuda Ketaping Adil Negara, 
supaya tidak menggunakan hak suaranya atau mereka hanya 
memilih MK-AM. Tuduhan itu diperkuat dengan kesaksian 
ketua pemuda Pauh Candra dan Yunisman232. Selain itu, 
dalam PN ini Muslim Kasim juga didakwa dengan dugaan 
melakukan kampanye di luar jadwal Pilkadal233. 
Dakwaan atas dugaan politik uang di PN ini telah 
232 Dugaan Money Politics Mulai Disidang, Gusti Bela Muslim” dalam 
Surat Padang Ekspres, 14 September 2005.
233 “Dakwaan terhadap Muslim Kasim Gugur” dalam Surat kabar Padang 
Ekspres, 5 Oktober 2005) dan dugaan ijazah palsu “Semua Gugatan 
Pilkadal Gugur” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 28 Juli 2005.
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pula disinggung sebelumnya di Pengadilan Tinggi (PT) 
pada Selasa, 19 Juni 2005, bersamaan dengan sengketa 
penghitungan suara. Ketika itu saksi ketua pemuda Adil 
Negara ST menguraikan besaran uang yang ia peroleh dari 
dan untuk menggugat Muslim Kasim. Ia mengatakan diberi 
Rp 500.000 untuk mencabut seluruh atribut calon lain. 
Tanggal 26 Juni ia mengaku menerima lagi uang Rp 100.000 
dan kemudian Rp 600.000 untuk dibagi-bagikan. Dalam PT 
itu juga dilaporkan di PPS Limbo Panjang Kecamatan Lubuk 
Alung terdapat surat suara yang sudah dicoblos terlebih dulu. 
Namun, karena persidangan di PT itu menyangkut 
penghitungan suara, bukan kasus pidana maka sampailah 
Muslim Kasim ke PN Pariaman234. Seluruh dugaan pelang-
garan yang sempat menggoyah kepercayaan masyarakat 
kepada Muslim Kasim ialah dugaan pelanggaran Pilkadal 
menyangkut politik uang, pencabutan seluruh atribut 
kampanye pasangan lain, penggelembungan surat suara di 
PPS, dan melakukan kampanye di luar jadwal.
Persidangan di PN itu adalah buntut kekalahan kedua 
rival Muslim Kasim-Ali Mukhni. Dakwaan itu bermula 
ketika Edward saksi dari M Yusuf SH-Prof. Dr. Isril Berd 
SU., dan Adison A Koto saksi dari Jasma Joni-Herman Harun 
mengajukan keberatan menandatangani rekapitulasi suara 
oleh KPUD. Kedua saksi itu mensinyalir kekalahan mereka 
disebabkan oleh pelaksanaan Pilkadal di Padang Pariaman 
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ditemukan 
sejumlah pelanggaran. Saat Pilkadal berlangsung, kedua saksi 
itu sudah mengadukannya ke Panwaslu. Namun, Panwaslu 
mengaku tidak menerima laporan235. Dugaan sejumlah 
234 “Sidang Pilkadal Digelar Serentak” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 
20 Juli 2005.
235 “Muslim Kasim Kembali Pimpin Pariaman” dalam Surat kabar Haluan, 
8 Juli 2005. 
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pelanggaran yang terjadi selama Pilkadal menunjukkan 
kedua saksi itu cenderung mengarahkan dakwaannya kepada 
pasangan calon bupati yang menang. Meskipun kenyataannya 
peluang pelanggaran dapat pula dilakukan oleh semua peserta 
Pilkadal. Pelanggaran cenderung pula dianggap sebagai 
kesalahan yang bersifat struktural, dari lapisan atas ke lapisan 
bawah. Pihak paling bawah yang seringkali menjadi sasaran 
dugaan tindak pencurangan Pilkadal ialah PPS, simpatisan 
dan massa akar rumput. Pihak yang dianggap berpeluang 
menjadi pendukung pelanggaran Pilkadal ialah KPUD, 
Panwaslih, partai politik, tokoh masyarakat dan beberapa orang 
menganggap termasuk juga lembaga pengadilan. Pihak yang 
tidak dapat menerima hasil Pilkadal cenderung menganggap 
segala pelanggaran adalah tanggungjawab calon bupati dan 
kelalaian ada pada pihak KPUD dan Panwaslu.  
Dugaan politik uang Muslim Kasim itu tidak cukup bila 
hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu saksi penuntut. Kasus 
yang tekait dengan politik cukup sulit untuk dipahami, karena 
sarat dengan berbagai hal yang berbau politik. Beberapa asumsi 
yang dapat dilihat di antaranya kasus politik uang tersebut ialah 
1) saksi dalam kasus itu menyatakan satu sisi Muslim Kasim 
memberinya uang, namun sisi lain saksi mengatakan ditekan 
dengan nada mengancam. Dua hal ini tampak berlawanan 
dengan upaya seseorang yang secara psikologis sulit diterima 
oleh orang lain yang dipengaruhi tersebut; 2) dugaan itu 
diperkuat oleh saksi lain dari daerah yang berbeda. Hal itu 
menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran hukum tidak sekali 
dan tidak satu daerah terjadi, dan hal itu dapat berdampak 
pada perolehan suara di daerah; 3) saksi penuntut yang 
mengaku dijanjikan uang itu adalah ketua pemuda. Perolehan 
suara dipengaruhi oleh seseorang, dalam hal itu ketua pemuda 
biasanya efektif mempengaruhi masyarakat terlebih pemilih 
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pemula; 4) dalam dakwaan disebutkan politik uang terjadi 
pada waktu yang cukup dekat dengan pemilihan. Masa itu 
cukup sibuk dan sulit bagi Panwaslu memantau lebih intens 
dengan jumlah personil relatif terbatas. 
Mengingat rumitnya penyelesaian dugaan pelanggaran 
Pilkadal yang sarat dengan sentuhan politik, maka kasus dugaan 
politik uang diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaiannya 
dipisahkan dengan kasus Pilkadal lainnya. Masing-masing 
kasus diselesaikan oleh lembaga pengadilannya sendiri, 
berdasarkan aturan dalam UU Pilkadal, sebagaimana hal 
itu dilalui oleh pasangan calon bupati yang kalah. Sampai di 
pengadilan, dakwaan terhadap Muslim Kasim yang diajukan 
JPU akhirnya ditolak dan dinyatakan gugur oleh Majelis 
Hakim PN Pariaman pada 4 Oktober 2005. 
Alasan ketua Majelis Hakim Ainal Mardiah, SH meno-
lak nya antara lain dalam surat itu jaksa mencam puradukkan 
antara perkara yang harusnya melalui peradilan cepat dengan 
perkara pidana biasa. JPU mengajukan dakwaannya di luar 
jadwal seharusnya melalui peradilan cepat, sebagaimana diatur 
UU No 32 tahun 2004. Semua yang simpati dan mendukung 
Muslim Kasim akhirnya bertepuk tangan menyoraki keme-
nangan perkara itu. Akan tetapi, JPU Afridel, SH melakukan 
upaya hukum lain. Ia menilai putusan sela majelis hakim 
terlihat aneh karena sudah menyangkut soal pokok perkara236. 
Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran dalam Pilkadal 
menunjukkan kecenderungan bahwa sejumlah lembaga 
pengadilan yang diatur UU Pilkadal dapat menyelesaikan 
persoalan Pilkadal. Berdasarkan itu pula penyelesaian perkara 
melalui pengadilan bertujuan untuk meminimalisir tindak 
kekerasan. Hal itu turut mempengaruhi proses pendidikan 
dan demokrasi dalam masyarakat yang baru memperoleh 
236  Surat kabar Padang Ekspres, 5 Oktober 2005. 
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pengalaman pemilu langsung. Namun proses hukum 
terkendala oleh pengetahuan masyarakat yang masih minim 
tentang hukum itu sendiri, misalnya pengetahuan tentang 
logika hukum dan fakta hukum. Akibatnya bukan tidak 
mungkin muncul penilaian bahwa terjadi permainan antara 
terdakwa dengan lembaga pengadilan, meskipun pihak 
pengadilan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. 
Pemahaman masyarakat tentang hukum tergantung 
tingkat pendidikan mereka. Kebutuhan pengetahuan tentang 
hukum itu amat dirasakan terlebih bagi mereka yang melalui, 
mengikuti atau melihat proses hukum. Sejumlah berita 
di media massa menyampaikan pesan kuat, selama proses 
hukum berlangsung justru kemenangan dan kekalahan suatu 
perkara di pengadilan utama sekali ditentukan oleh logika 
hukum dan fakta hukum. Bila logika hukum tidak mantap, 
maka proses pengadilan dapat dilimpahkan pada pengadilan 
yang lebih relevan sebagaimana UU Pilkadal mengaturnya. 
Misalnya, penolakan dakwaan tentang dugaan politik uang 
yang disampaikan saksi dalam PT akhirnya dilimpahkan ke 
pengadilan pidana di PN, dan hal itu salah satu fakta hukum 
yang tidak dapat dibantah.   
Selama Pilkadal berlangsung, banyak fenomena kesim-
pang siuran informasi yang terjadi. Dugaan dan sejumlah isu 
adalah hal yang pasti ditemukan selama Pilkadal, terlepas dari 
fakta sosial yang menjadi sumber kebenarannya. Dapat saja 
satu pihak melaporkan terjadi kecurangan, namun pihak lain 
tidak menemukan bukti yang meyakinkan Panwaslu maupun 
lembaga pengadilan. 
Namun, sudut pandang lain memperlihatkan bahwa 
segala macam dugaan dan dakwaan dapat ditafsirkan sebagai 
intrik politik yang dilakukan satu sama lain dan bisa terjadi 
karena kecemburuan politik. Bagi pendukung Muslim Kasim, 
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pengadilan itu mereka pandang sebagai upaya menggoyah 
kepercayaan rakyat dan kursi kepemimpinan Muslim Kasim. 
Akan tetapi, dengan tidak terbuktinya tuduhan itu-sampai 
saat laporan ini diturunkan-justru semakin memperkuat 
kepercayaan masyarakat kepada Muslim Kasim. 
Muslim Kasim seorang bupati yang dikenal sudah merakyat 
di Padang Pariaman. Walau tidak sedikit rakyat mendukungnya 
kembali menjadi bupati, namun masih ada pihak-pihak yang 
secara langsung menanggapi kemenangannya dengan cara 
mengadili. Sidang itu membuktikan, kemenangan Muslim 
Kasim-Ali Mukhni tidak membuat bupati pilihan rakyat itu 
bebas dari proses hukum, meskipun akhirnya mereka terbebas 
dari segala macam tuduhan di pengadilan. 
Hanya saja, proses pengadilan sekedar dapat menampung 
segelintir aspirasi dengan keterbatasan saksi. Pengadilan 
memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi untuk menjamin 
tercapainya keadilan., namun legitimasi sekaligus menjadi 
kelemahannya. Legitimasi hukum tergantung pada posisi 
dan arti hukum bagi suatu bangsa dan warganya. Semakin 
baik posisi dan arti hukum bagi suatu bangsa semakin tinggi 
kesadaran hukumnya, maka legitimasi hukum semakin kuat 
dan tidak dapat ditawar. Dalam negara berkembang ini, 
sistem hukum masih kurang baik, sehingga besar peluang 
untuk tumbuh suburnya kelemahan itu.
Proses Pilkadal yang belum sempurna ini dengan indikator 
banyak terjadi protes balon dan calon bupati maupun massa 
bukan semata kesalahan KPUD, Panwaslu atau lembaga 
pengadilan. Persoalan itu disebabkan oleh banyak hal. 
Indra Jaya Piliang menyebutkan beberapa faktor pemicu 
kekisruhan di daerah yaitu pertama, regulasi yang tidak begitu 
jelas terutama menyangkut aturan-aturan teknis. Kedua, 
pemberlakuan perubahan beberapa regulasi, misal UU No 32, 
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beberapa pasalnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi sehingga 
publik tidak mengetahuinya. Demikian juga terjadi dengan 
penggantian pasal dalam PP No 6 tahun 2005. Ketiga, beban 
profesionalisme KPUD luar biasa membuat KPUD awalnya 
tidak merasa siap, namun tiba-tiba mereka menyatakan 
siap menyelenggarakan Pilkadal. Beberapa kelemahan itu 
menurutnya sebenarnya berpangkal dari UUD 1945 yang 
menyetarakan Pilkadal dengan pemilu presiden dan wakil237. 
Meskipun demikian, sejumlah penilaian terhadap KPUD 
dan pengadilan juga sudah ada menunjukkan arah positif. 
Artinya tidak semua kelemahan dalam Pilkadal tertuju pada 
lemahnya kinerja lembaga tersebut. Misalnya penilaian 
dalam tajuk Singgalang, bahwa penyelesaian KPUD dengan 
kepala dingin dan melalui pengadilan adalah jalan benar 
dan terpuji, sehingga patut menjadi contoh bagi KPUD 
daerah lain238. Bahkan, pandangan positif terhadap lembaga 
pengadilan justru datang sendiri dari pasangan calon bupati 
H.M.Yusuf-Isril Berd dalam proses hukum di PT. Melalui 
kuasa hukumnya dalam sidang 27 Juli 2005, ia menyampaikan 
rasa salut karena majelis hakim PT Padang tidak menerima 
sejumlah keberatan mereka terhadap KPUD yang diajukan. 
Mahkamah Agung (MA) RI cq PT Padang tidak berwenang 
mengadili bukti dan fakta tentang sengketanya dengan 
KPUD, seperti soal penggelembungan suara. Keputusan itu 
sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 
nomor 1 tahun 2005239. 
Akan tetapi, sejauh ini belum ada yang memberikan 
penilaian kepada Panwaslu, kecuali kekecewaan masyarakat 
237 “Indra:Rombak Aturan Pilkadal!” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 1 
Agustus 2005. 
238  “KPUD Padang Pariaman”, Surat Kabar Padang Ekspres, 12 Mei 2005.
239 “Semua Gugatan Pilkadal Gugur” dalam Surat kabar Padang Ekspres, 28 
Juli 2005. 
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luas tentang keterlambatan pembentukan lembaga pengawas 
pelaksanaan Pilkadal. Padahal, bila dikaji peranannya tidak 
kalah dengan KPUD dan mereka adalah mitra dalam 
Pilkadal. Hanya saja, keterlambatan pembentukan Panwaslu 
itu tidak sedikit yang memandangnya dengan sudut pandang 
konspirasi politik. Ada yang menganggap Panwaslu 
melakukan persekongkolan politik dengan KPUD maupun 
dengan salah satu pasangan calon bupati, yang sebenarnya 
dugaan itu juga pernah tertuju kepada KPUD. 
Sebagai buntutnya tidak jarang massa dan simpatisan 
pasangan yang kalah dalam pemilihan kepala daerah 
meminta ulang Pilkadal dan mengganti personil KPUD. 
Padahal, pengulangan pelaksanaan Pilkadal dan mengganti 
anggota KPUD bukan pekerjaan gampang, karena butuh 
prosedur yang panjang, ada aturannya yaitu bila KPUD tidak 
lagi independent sebagaimana yang diatur kode etik KPU 
No 33, serta butuh dana dan waktu yang tidak sedikit240. 
Padahal dalam realitasnya, keterlambatan pembentukan 
Panwaslu dan kerja KPUD secara umum adalah konsekuensi 
lambatnya dana yang turun untuk Pilkadal, selain persoalan 
kesimpangsiuran jadwal pelaksanaannya. KPUD saja yang 
memiliki tanggungjawab lebih besar hanya memiliki waktu 
sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan semua.    
Berdasarkan itu pula muncul asumsi bahwa bila UU 
Pilkadal mapan dan menemukan bentuk yang pas bagi 
masyarakat, maka tarik menarik yang kuat antara kepentingan 
politik dengan hukum dapat dimenangkan oleh hukum. 
Penerapan hukum yang kuatlah memungkinkan sedikit sekali 
hukum mengakomodasi kepentingan politik, sehingga hukum 
dapat menjadi panglima. Namun hal itu kembali tergantung 
kepada komponen masyarakat yang membutuhkan dan ingin 
240 “Personil KPUD Tak Bisa Diganti Begitu Saja” dalam Surat kabar 
Posmetro Padang 12 Mei 2005.
199
membudayakan hukum.
Ekspresi pasangan calon bupati dan simpatisan yang 
kalah ketika berada di pengadilan sedikit berbeda dengan 
tanggapan para politisi dan simpatisan yang tidak mengikuti 
atau setelah berada di luar sidang pengadilan. Dalam lembaga 
hukum mereka dibatasi oleh tata laksana hukum yang jelas 
dan mengikat, sesuai dengan kaidah hukum yang sudah diatur 
UU No 32 tahun 2005 tentang pelaksanaan Pilkadal. Namun 
di luar persidangan mereka lebih cenderung mengungkapkan 
perasaan tidak puas dengan cara membeberkan segala 
kekurangan dan kelemahan lawan politik mereka. 
Hal itu sebenarnya wajar saja dan manusiawi, menandakan 
ketidaksiapan mereka menerima kekalahan. Ketidaksiapan 
itu juga menjadi tolok ukur terhadap pemahaman masyarakat 
tentang filosofi pamilu badunsanak dan semboyan “siap 
menang, siap kalah”. Filosofi itu memiliki multi fungsi, di 
antaranya fungsi pemersatu serta pendidikan politik dan 
demokrasi.  
Pasangan calon bupati maupun bupati terpilih secara 
otomatis menjadi pemimpin yang ditinggikan seranting dan 
didahulukan selangkah, dan mereka memiliki kewajiban 
moral untuk membiaskan kepada massa sejak mereka mulai 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Masyarakat pun 
sebenarnya dituntut untuk menanamkan prinsip itu.. Akan 
tetapi, bagaimanapun calon pemimpin itu memperlihatkan 
sisi positifnya, tetap ada orang yang melihat sisi negatifnya. 
Hal itu tergantung pada sisi mana yang paling banyak dilihat 
orang. 
Bagi kader atau simpatisan dari calon yang kalah 
cenderung melihat dan memandang pemenang Pilkadal dari 
sudut yang terakhir dan terkesan cukup pelit melihat sisi 
positif pemenang Pilkadal. Hal itu pula yang membuat mereka 
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menyampaikannya cenderung dengan nada ketidakpuasan 
pula. Kecenderungan itu menunjukkan bahwa di kalangan 
para calon bupati sendiri memiliki sikap rasional dalam 
menanggapi kekalahannya atau kemenangan calon lain tanpa 
menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal itu terbukti 
dengan langkah hukum yang mereka lakukan beberapa 
kali.      
Tanggapan terhadap kemenangan Muslim Kasim-
Ali Mukhni dalam Pilkadal 2005 tidak hanya datang dari 
simpatisan atau kader partai politik besar, namun juga dari 
partai politik menengah dan gurem pengusung pasangan calon 
bupati yang kalah. Salah satunya tanggapan kader PBB Andi 
Aljusra Bakar. PBB dalam Pilkadal 2005 salah satu partai besar 
(empat kursi di DPRD) yang mengusung pasangan Yusuf-Isril 
Berd merasa yakin bahwa selama Pilkadal itu terjadi persoalan 
sisitem yang berdampak pada ketidakkompakan partai dalam 
mengusung pasangan calon bupati. Salah satu kelompok dua 
belas yang menyetujui pelantikan Muslim Kasim-Ali Mukhni 
ini sendiri secara pribadi mengusulkan agar PBB mengusung 
Muslim Kasim, namun karena pertimbangan bakal calon itu 
sudah mengundurkan diri dan ia sudah terdafar di partai lain, 
maka PBB mengusung individu dari partainya sendiri yang 
bertugas di luar Padang Pariaman. Muslim Kasim sebagai 
bupati terpilih baginya baik dan kalau calon lain, sekiranya 
menang bagus juga241. 
Tanggapan terhadap bupati pilihan rakyat ini sebetulnya 
tidak pula hanya dilihat dari pasangan yang kalah, namun juga 
dapat diungkap dari kader atau simpatisan bakal calon bupati 
yang tidak lulus verifikasi di KPUD. Sebagaimana tanggapan 
yang disampaikan oleh Basnil dari Fraksi Ukhuwah partai 
PKS dan ketua DPC Nan Sabaris. PKS adalah salah satu 
241  Wawancara dengan Andi Elyusra Bakar Anggota DPRD Padang 
Pariaman dari PBB pada 6 Desember 2005.      
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partai besar (dengan empat kursi di DPRD) yang mengusung 
bakal calon Iqbal-Yulius Danil. Menurutnya, banyak catatan 
atas kemenangan Muslim Kasim-Ali Mukhni, bahkan dengan 
masyarakat dan KPUD itu sendiri. Masyarakat_umumnya 
kalangan awam_mengatakan bahwa barang siapa yang 
memberi uang (melakukan politik uang), maka merekalah 
‘bapak’ pemimpinnya. 
Sementara dari organisasi sosial kemasyarakatan dan 
keagamaan seperti Muhammadiyah yang tidak boleh 
berpolitik praktis, ia yakini pernah dicoba disentuh oleh salah 
seorang calon bupati/wakil bupati untuk mempengaruhi 
massa dengan diberi harapan sumbangan sebesar dua puluh 
lima juta rupiah. Namun karena Muhammadiyah tidak ingin 
merubah keputusannya untuk berdiri netral, sampai saat ini 
(awal 2006) janji politik tersebut belum juga diberikan. Tidak 
syak lagi, proses Pilkadal 2005 sarat dengan politik uang dan 
permainan yang tidak sehat di tubuh DPRD, sebagaimana ia 
merasakan sendiri perpecahan di lembaganya242. 
2. DPRD Yang Merajuk dan Merujuk 
Dinamika Pilkadal 2005 di Padang Pariaman memiliki 
ciri khusus. Meski tidak tercatat aksi anarkhi sehingga tidak 
satupun ada korban, konflik Pilkadal di daerah itu sebetulnya 
tidak lebih tegang dari Pesisir Selatan. Dinamika di Padang 
Pariaman seperti memiliki ritme sendiri dalam setiap puncak 
ketegangan. Ketegangan terjadi tidak sekali. Namun secara 
berulang-ulang yang diwarnai aksi demonstrasi hingga terjadi 
peristiwa pendudukan kantor KPUD Padang Pariaman. 
Paling kuat tingkat ketegangan yang terjadi di daerah itu 
adalah tindakan penggembokan yang diikuti oleh aksi massa 
mencoret moret kantor itu, menendang meja, menyipak kursi, 
242  Wawancara dengan Basnil, 6 Desember 2005.       
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dan penurunan parabola yang disertai penghancuran.
Aksi massa yang berkali-kali menggoyang Pilkadal 
2005 tidak ketinggalan mampir di DPRD. Sebelumnya 
mereka memadati kantor KPUD dan bupati. Ketua DPRD 
Yulius Danil yang berpengaruh karena menduduki jabatan 
strategis di lembaga itu adalah dari Partai Golkar. Ia juga 
calon bupati yang tidak lulus verifikasi di KPUD. Sebagai 
orang yang penting dan dare partai besar dalam parlemen, ia 
didukung oleh banyak partai. Dan yang lebih kentara adalah 
para simpatisan maupun kader partai politik lain bersama-
sama melakukan protes ke KPUD. Hal itu seringkali terjadi 
sebelum Pilkadal bahkan sesaat KPUD akan merekapitulasi 
pemungutan suara. Mereka menanggapi proses pemilihan 
dan penetapan bupati terpilih oleh KPUD dengan melakukan 
aksi demontrasi. 
Suatu hal yang menarik dan kemungkinan besar dapat 
diperdebatkan ialah tentang kecenderungan sikap dan 
tanggapan DPRD atas kemenangan Muslim Kasim-Ali 
Mukhni dan pelaksanaan Pilkadal secara umum. Kecenderungan 
itu dapat dilihat dari indikatornya yaitu kecenderungan model 
gerakan massa yang melakukan demonstrasi selama Pilkadal 
berlangsung. Apakah gerakannya terorganisir dengan baik, 
relatif terkendali, tidak dengan spontanitas warga dan tidak 
cenderung bertindak membabi buta, dan hanya bersifat 
menekan, melibatkan banyak komponen masyarakat dengan 
kepentingan yang tidak jauh berbeda, berasal dari daerah yang 
sama, dan memahami persoalan yang mereka ajukan.    
Menyikapi persoalan itu, dua asumsi yang dapat diutarakan 
di sini yaitu 1) apakah DPRD atau oknum di lembaga ini 
yang berada di balik semua itu terlepas dari upaya mereka 
menegakkan UU atau sebaliknya, 2) apakah DPRD bereaksi 
karena ingin menanggapi suara arus bawah yang mereka 
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terima atas nama wakil rakyat. Asumsi ini penting dipahami 
sebagai upaya melihat kesiapan masyarakat melaksanakan 
pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten itu. 
Bahwa, aksi demonstrasi cenderung diidentikkan dengan 
DPRD. Asumsi itu berdasarkan pada fakta bahwa hanya ada 
satu bakal calon bupati yang tidak diterima oleh KPUD, yaitu 
pasangan Iqbal-Yulius Danil. Yulius Danil adalah individu 
yang paling kuat memperjuangkan hak mereka dan berupaya 
untuk menegakkan UU Pilkadal243. Meski demikian, sejauh 
Pilkadal berlangsung cenderung pula terjadi pemahaman dan 
interpretasi UU Pilkadal yang berbeda di kalangan praktisi 
politik. 
Dalam hal penuntasan kasus Pilkadal, relatif sulit 
kiranya memisahkan persoalan seseorang yang memegang 
jabatan rangkap. Hal mana kesulitan memisahkan peranan 
itu terlihat dari tanggapan anggota sejumlah dewan dalam 
menyikapi sejumlah kasus. Secara sengaja atau bukan, 
berhasil atau tidak atau karena persoalan mengacu UU, 
Ketua DPRD Yulius Danil yang memegang jabatan rangkap 
itu seakan berpengaruh pada sikap anggota dewan lainnya. 
Yang jelas ia memiliki klaim atas semua itu. Persoalan yang 
seringkali menjadi sorotan DPRD ialah pertama, kegagalan 
pengajuan bakal calon bupati Iqbal dan Yulius Danil ke 
KPUD. Kegagalan itu akibat persoalan administrasi karena 
kurangnya konfirmasi antara KPUD dan kedua bakal calon. 
Kedua, hasil sidang paripurna DPRD tentang pengunduran 
(tahapan) Pilkadal yang semula sudah disetujui oleh KPUD 
namun dilanggarnya, setidaknya menurut DPRD. Ketiga, 
penandatanganan penetapan rekapitulasi penghitungan 
suara oleh KPUD. Keempat, melakukan sidang istimewa dan 
pelantikan bupati terpilih. 
243 Wawancara dengan Yulius Danil Ketua DPRD Padang Pariaman di 
kantor DPRD, 2 Desember 2005.
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Keempat penolakan tersebut memperlihatkan sikap 
sekaligus tanggapan DPRD yang linear. Bahkan, tanggapan-
nya yang lebih hebat lagi dirasakan ketika legislatif itu menolak 
Surat Edaran (SE) dan Surat Keputusan (SK) menteri dalam 
negeri tentang pelantikan bupati terpilih dengan dalih surat 
itu keluar tidak berdasarkan UU Pilkadal, malah cenderung 
bertolak belakang. 
DPRD tidak seluruhnya komit pada keputusan semula 
untuk tidak mengakui Pilkadal 2005. Setelah masa pelantikan 
bupati dan dinyatakan syah oleh pusat yaitu Menteri Dalam 
Negeri, maka muncul reaksi sejumlah anggota dewan yang 
menyatakan sikap untuk melakukan konsolidasi ke dalam 
dan ke luar. Salah satu upaya yang dilakukan dewan ialah 
melakukan perombakan struktur menyangkut jumlah fraksi 
dan komisi, sebagaimana yang diatur dalam revisi PP 25 
Tahuh 2004244. 
Revisi PP itu sendiri penting artinya bagi langkah politik 
di tubuh DPRD, terutama dalam masa awal pemerintahan 
pasca Pilkadal. Revisi itu di antaranya mengatur tentang 
partai yang memiliki kursi minimal tiga maka partai itu 
mendapat hak penuh dalam pencalonan pemilihan pemimpin 
DPRD. Hal itu juga berlaku dalam tahap pembentukan fraksi 
baru, dengan syarat partai minimal mendapatkan tiga kursi di 
parlemen. Fraksi baru itu tidak tergantung pada partai kecil 
lain. Dengan demikian, dalam DPRD Padang Pariaman 
terjadi penambahan fraksi.  
Hal itu penting artinya bagi terciptanya nuansa kerja sama 
yang kondusif, terutama antara legislatif ini dengan eksekutif 
yang dipimpin oleh Muslim Kasim-Ali Mukhni. 
244  “Fraksi-fraksi Berebut Wakil Kentia DPRD” dalam Surat Kabar Padang 
Ekspres, 27 Juli 2005.
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3. Penantian Massa Akar Rumput 
Padang Pariaman tidak diharapkan seperti masa peme-
rintahan sebelumnya. Selama dua tahun Muslim Kasim 
memimpin ketika itu, energi pemerintahannya hanya terkuras 
oleh persoalan pembagian aset daerah. Ketika ia mulai 
memerintah tahun 2000, era otonomi daerah baru bergulir 
setelah keluarnya UU No 5 Tahun 1999 tentang otonomi 
daerah. Ketika itu pemerintah daerah banyak mendefinisikan 
otonomi adalah pemekaran, Padang Pariaman sedang .  
Muslim Kasim-Ali Mukhni menang pada Pilkadal 2005 
karena didukung oleh beberapa kekuatan massa. Yaitu, tim 
sukses dan elit-elit politik dari partai politik, elit pemerintahan 
daerah, elit lokal, dan perantau, tokoh masyarakat, serta 
massa akar rumput. Kekuatan massa itu dapat membuat 
Muslim Kasim-Ali Mukhni menang. Faktor kemenangan itu 
ditentukan tingkat relevansi kebutuhan masyarakat dengan 
visi-misi, kharisma, pengalaman, kedekatan, kepercayaan 
masyarakat, kinerja, dan loyalitas massa kepada partai. Faktor 
tersebut sekaligus menjadi item yang ditanggapi rakyat 
menanggapi Muslim Kasim-Ali Mukhni. Hampir semua 
item itu yang ditanggapi massa dan membuat pasangan ini 




 Keenam bab sebelumnya telah mengupas hampir seluruh 
proses Pilkadal Padang Pariaman yang nyaris tertunda itu. 
Mulai dengan memaparkan kondisi prapilkadal, masa puncak 
pilkadal, dan pasca pilkadal. Dalam ketiga periode tersebut 
disingkap aspek yang mempengaruhi tingkat dinamika dan 
intensitas konflik sejak awal persiapan Pilkadal. Antara 
lain: latar belakang sosial dan budaya politik masyarakat 
Padang Pariaman; pemetaan konflik pilkadal; tarik menarik 
pelaksanaan Pilkadal 27 Juni 2005; jalannya pemilihan; protes 
hasil penghitungan suara dan pelantikan; serta pandangan 
sejumlah elemen masyarakat atas terpilihnya Muslim Kasim-
Ali Mukhni sebagai bupati pilihan rakyat. Diharapkan dalam 
bab ini tersarikan pesan penting yang ditemukan dari studi 
ini. 
Beberapa pesan yang dapat disarikan di sini antara 
lain: pertama, sepanjang perjalanan sejarah ketatanegaraan 
Indonesia, baru kali ini bangsa Indonesia menyelenggarakan 
pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal). Sistem Pilkadal 
berbeda dengan pemilu yang lazim dilakukan selama ini. 
Namun Pilkadal_mengutip pendapat Indra Jaya Piliang_tetap 
bagian dari rezim pemilu. Ia setara dengan pemilihan umum 
legislatif dan eksekutif yang sudah pernah dialami bangsa 
ini. Akan tetapi, bukan pula sepenuhnya benar, khususnya 
orang Pariaman bahwa mereka tidak mengenal sama sekali 
sistem pemilihan langsung. Masyarakat itu sebelumnya juga 
berpengalaman memilih kapalo kampuang (kepala kampung), 
kepala nagari, atau kepala desa. Namun, Pilkadal dengan 
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mekanisme yang relatif rumit tidak sebanding dengan 
pemilihan kepala daerah langsung. Meski di sana sini terjadi 
riak-riak konflik di Padang Pariaman, akhirnya Pilkadal di 
daerah itu tetap berlangsung dan terlaksana tanpa kendala 
yang berarti. Elit politik Padang Pariaman masih dalam tahap 
belajar berpolitik praktis pada sistem Pilkadal, demikian juga 
dengan masyarakatnya. Euforia pemilihan langsung terasa 
kentara dalam masyarakat itu karena dekatnya kepentingan 
daerah dan emosional masyarakat dengan kandidat kepala 
daerah yang mereka pilih.  
Kedua, masyarakat Padang Pariaman dipengaruhi oleh 
budaya rantau pesisir, menganut sistem matrilineal yang 
unik. Masyarakat Padang Pariaman hidup dengan pengaruh 
dua tipe topografi yang berbeda, yaitu alam darat dan laut. 
Tipe yang berbeda itu menunjukkan tantangan yang variatif, 
sehingga membantu membangun masyarakatnya bersikap 
terbuka. Bila dilihat dari segi sosio-budaya, kehidupan 
mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat Minangkabau 
lainnya. Hanya saja budaya materialistik yang sarat dengan 
religiusitas berpengaruh lebih kuat dalam masyarakatnya. 
Sistem gelar yang lazim dipakai dalam masyarakatnya yaitu 
Bagindo, Sutan, dan Sidi. Gelar tersebut menjadi pertanda 
status sosial masyarakat itu. Semakin tinggi gelarnya, semakin 
tinggi status sosialnya, dan semakin tinggi pula masyarakatnya 
memandang dari sudut materi. 
Keterbukaan dan sifat materialistik yang menonjol dalam 
masyarakat Padang Pariaman menjadi faktor penting dalam 
budaya politik mereka selama Pilkadal berlangsung. Dalam 
pengertian lain, masyarakat Padang Pariaman memiliki 
budaya politik relatif terbuka dan materialistik. Relatif 
terbukanya budaya politik cenderung membuat mereka 
bersikap kritis, dinamis, namun tetap relatif santun dalam 
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berpolitik. Kedinamisan Pilkadal Padang Pariaman terlihat 
dari riak-riak konflik yang masih dalam taraf lazim. Daerah 
lain pun tidak luput dari riak-riak konflik. Namun yang tetap 
menarik dari dinamika Pilkadal di daerah itu ialah intensitas 
konfliknya cenderung relatif sama dalam setiap tahapan 
Pilkadal. 
Budaya materialistik masyarakat yang berpengaruh dalam 
budaya politik terlihat sebagai salah satu faktor pendorong 
munculnya riak-riak konflik tersebut. Budaya materialistik 
masyarakat Padang Pariaman cenderung membuat 
masyarakatnya menilai dan menimbang segala sesuatu dari 
sudut material. Budaya materialistik dalam politik itu juga 
menimbulkan peluang munculnya pengaruh politik uang. 
Politik uang menjadi budaya politik masyarakatnya. 
Masyarakatnyalah yang mendorong munculnya politik 
uang, karenanya hampir semua pasangan calon bupati 
memberikan bantuan dalam bentuk materi atau janji-janji 
yang berujung pada materi. Meskipun demikian, sebagian 
besar bantuan itu diformat untuk kepentingan bersama. Hal 
ini menimbulkan interpretasi berbeda dalam masyarakat dan 
elit politik. Ada yang menganggap bantuan tersebut sebagai 
politik uang, namun ada yang menganggapnya wajar dan 
bukan sebagai politik uang. Politik uang relatif sulit dihapus 
dalam masyarakat yang materialistik selain pada masyarakat 
yang mayoritas miskin. 
Ketiga, Pilkadal 27 Juni 2005 berpedoman pada UU 
Pilkadal yaitu UU No 32 Tahun 2004. Setelah Pilkadal 
berlalu, amat terasa kelemahan produk hukum tersebut 
dalam mengatur lalu lintas politik selama Pilkadal. Sistem 
Pilkadal yang diatur dalam UU Pilkadal tersebut terlihat 
dengan tidak jelasnya pertanggung jawaban KPUD. KPUD 
hanya bertanggungjawab kepada UU dan masyarakat adalah 
209
sebagai kontrolnya, sementara masyarakat itu sendiri masih 
ngambang. Kasus yang membuktikan lemahnya UU tersebut 
ialah hasil persidangan kinerja KPUD yang diputuskan oleh 
PTUN ternyata dimentahkan kembali oleh Mahkamah 
Institusi dengan menyatakan bahwa tidak ada wewenang 
PTUN melemahkan keputusan KPUD (maksudnya dalam 
melaksanakan Pilkadal tepat waktu). Untuk itu interpretasi 
yang berbeda mengenai UU Pilkadal menjadi salah satu faktor 
timbulnya riak-riak konflik. 
Keempat, KPUD Padang Pariaman hanya memiliki 
waktu sekitar tiga bulan untuk seluruh persiapan Pilkadal 
yang terdiri dari sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan dalam 
Pilkadal yaitu pengajuan bakal calon bupati ke partai politik, 
verifikasi bakal calon bupati oleh KPUD, kampanye dan masa 
tenang, pencoblosan kertas suara, penghitungan suara dan 
penetapan hasil Pilkadal oleh KPUD, penyerahan penetapan 
hasil pemungutan suara ke DPRD. Selebihnya yaitu sidang 
paripurna DPRD sampai dengan pelantikan bupati terpilih 
dilangsungkan oleh DPRD. 
Dana dan tenaga KPUD pun relatif terbatas, namun 
KPUD Padang Pariaman sebagai penyelenggara Pilkadal 
bertanggung jawab penuh atas kelancaran Pilkadal. Daerah 
itu terdiri atas tujuh belas kecamatan dengan empat puluh 
enam nagari. Kerja KPUD dan juga Panwalih yang padat, 
dengan tuntutan bersikap selalu independent di antara 
ketegangan politik yang terjadi membuat kerja KPUD 
banyak dikritik oleh berbagai kalangan. KPUD akhirnya sulit 
mewujudkan hasil yang maksimal. Kurang maksimalnya kerja 
KPUD bukan berarti buruknya kinerja lembaga itu secara 
keseluruhan. Bagaimanapun Pilkadal Padang Pariaman 
tetap dapat berlangsung dengan relatif aman, tanpa ada 
korban kekerasan. Namun yang jelas, KPUD tidak jarang 
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menjadi tumbal situasi politik dan atas pengalaman berpolitik 
masyarakat yang masih relatif baru. 
Kelima, Panwaslih yang seharusnya menjadi wasit 
atau intel terhadap segala pelanggaran selama Pilkadal 
berlangsung ternyata juga tidak dapat berfungsi dengan baik, 
bahkan terkesan mandul. Tugas dan tanggungjawabnya 
tidak kalah dengan KPUD. Perannya adalah mengawasi 
dan mengantisipasi aksi politik uang, kampanye hitam, 
pencurangan saat pemilihan dan penghitungan suara, serta 
konflik antarlembaga DPRD, partai politik, dan KPUD. 
Hal yang penting ialah koordinasi antara Panwaslih dengan 
KPUD relatif masih kurang baik. Panwasli sebagai lembaga 
yang juga independen dan berhak mengetahui perkembangan 
penyelenggaraan Pilkadal ternyata tidak banyak diberi tahu 
oleh KPUD. KPUD sendiri masih terkesan tidak terbuka 
dengan Panwaslih, seperti persoalan ketika Panwaslih 
meminta nama-nama bakal calon bupati yang masih dalam 
bursa pencalonan di KPUD. Panwaslih sendiri membutuhkan 
data itu untuk mengurai akar masalah terhadap benang kusut 
di internal dalam sejumlah partai. 
Keenam, setelah mencermati perkembangan Pilkadal 
dengan melibatkan elemen masyarakat yang terdiri dari 
pasangan calon bupati yang kalah, DPRD, elit politik dalam 
partai-partai, tokoh masyarakat, serta ajo-ajo dan unyiang-
unyiang (laki-laki dan perempuan) dari kalangan akar rumput 
yang mengikuti Pilkadal memperlihatkan kecenderungan 
yang sama. Mereka umumnya memiliki sikap dan mental 
politik yang unik. Uniknya, hampir semua elemen tersebut 
memperlihatkan sikap kritis, dinamis, dan kompetitif. 
Ketujuh, buku ini adalah refleksi atas dinamika demokrasi 
masyarakat Minangkabau. Sebagai masyarakat yang tidak 
asing dengan budaya demokrasi, penuh dengan riak-riak 
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konflik dan sikap yang cenderung pada konsolidasi juga 
menarik menjadi pelajaran. Salah seorang calon pemimpin 
Sumbar dari Padang Pariaman yang melakukan konsolidasi 
ialah Kapitra Ampera. Ia adalah calon gubernur yang eprtama 
sekali mengakui kemenangan Gamawan Fauzi dan tidak 
mengingkari kekalahannya sendiri. Hal itu patut menjadi 
renungan bagi rival Muslim Kasim-Ali Mukhni yang tidak 
terpilih dalam Pilkadal 27 Juni 2005 lalu. Tidak terpilih 
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